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UDC 330.3 (594.637.3) 
DINAMIKA PENDAPATAN PENDUDUK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 


Ngadi 


Paper ini ditujukan untuk membahas dinamika pendapatan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Penelitian dilakukan di dua desa kawasan pesisir yaitu desa Buki dan Bungaiya. Data yang digunakan untuk 
analisis adalah data survai sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan pada tiga 
titik waktu yaitu : tahun 2006, 2008 dan 2011. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik survai, wawancara terbuka 
dan penelusuran data sekunder. Responden untuk survai pada tiga titik waktu tersebut adalah responden yang sama, 
kecuali jika responden tersebut telah meninggal dunia atau bermigrasi ke daerah lain maka digantikan dengan anggota 
keluarga atau tetangga terdekat. Analisis data dilakukan dengan analisis diskriptif baik dengan tabel sederhana, tabel 
silang antar variabel dan diagram/grafik. Hasil analisis menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga 
mulai dari tahun 2006-2011 yaitu sebesar 5,99 persen per tahun. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan 
bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi gelombang. Pada waktu musim gelombang kuat, sebagian besar 
nelayan tidak melaut sehingga tidak memperoleh pendapatan dari perikanan. Pada waktu musim gelombang lemah, 
hampir seluruh nelayan dapat melaut. Hasil tangkapan ikan sangat besar, tetapi harga jualnya murah. 


Kata Kunci: pendapatan rumah tangga, kegiatan kenelayanan, kesejahteraan nelayan, wilayah pesisir, dan 
Kabupaten Selayar 
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UDC 639.2.05 (594.617) 


ANALISIS PERANAN SEKTOR PERIKANAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM MINAPOLITAN 
DI PROVINSI GORONTALO: MODEL INPUT-OUTPUT 


Taslim Arifin dan Siti Hajar Suryawati 


Integrasi ekonomi yang menyeluruh dan berkesinambungan di antar semua sektor produksi merupakan 
salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Data sekunder berupa tabel input-output Propinsi Gorontalo 
tahun 2011 digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis peran sektor perikanan 
dan keterkaitan kedepan serta kebelakang (forward and backward linkage) dalam perekonomian wilayah; dan 
(2) Mengetahui indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan pada kegiatan sektor perikanan. Metode 
analisis deskriptif, analisis keterkaitan, dan analisis daya penyebaran serta derajat kepekaan digunakan dalam 
penelitian ini. Hasil kajian menggambarkan bahwa sektor perikanan budidaya penyebarannya hampir merata, 
dengan jumlah permintaan seluruhnya mencapai Rp. 0,373 trilyun. Dari sisi penawaran menunjukkan bahwa wilayah 
pesisir Provinsi Gorontalo mampu berperan menyediakan produksi perikanan sebesar Rp. 0,280 trilyun (75,03%) dari 
seluruh penawaran/penyediaan produk, kekurangannya yakni sebesar Rp. 36.061 juta (9,65%) harus dipasok dari 
luar Provinsi Gorontalo. Permintaan akhir sektor perikanan paling banyak digunakan untuk konsumsi rumahtangga 
dan ekspor yaitu masing-masing sebesar 58,49%, dan 5,95%. Kontribusi sektor perikanan memberikan nilai input 
primer yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 0,280 trilyun (6,61%) di bawah rata-rata per sektor Rp. 0,424 trilyun. Sektor 
perikanan dapat dikategorikan efisien (tingkat efisiensi 75,03%), paling efisien dibandingkan semua sektor maupun 
rata-rata total efisiensi sektor kegiatan di Provinsi Gorontalo yang besarnya 53,66%. Koefisien keterkaitan langsung 
kebelakang sektor perikanan budidaya adalah 0,153159, nilai keterkaitan langsung ke depan adalah 0,107750, 
sedangkan nilai indeks daya penyebaran sebesar 0,8742 dan nilai indeks derajat kepekaan sebesar 0,8249. Melalui 
pengembangan sentra perikanan terpadu, keterkaitan antar sektor dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut 
dapat dilaksanakan melalui program “Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya”. 


Kata Kunci: input-output, minapolitan, sektor perikanan, Provinsi Gorontalo 
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UDC 639.2.03 (594.31) 
KEUNGGULAN SUB SEKTOR PERIKANAN DAN PARIWISATA BAHARI DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN 
WILAYAH PULAU-PULAU KECIL 


Mira 


Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kinerja sub sektor perikanan dan sub sektor 
pariwisata bahari di wilayah yang karakteristiknya pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan Seribu. Kinerja tersebut 
meliputi apakah sub sektor pariwisata bahari dan perikanan menjadi sektor unggulan/terbelakang/potensial/ 
berkembang, apakah dua sub sektor tersebut menjadi sub sektor yang prospektif dan sub sektor yang memiliki 
keunggulan komparatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 di Kepulauan Seribu. Metode analisis pergeseran 
struktur perekonomian digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis pada komponen pertumbuhan pangsa wilayah, 
hanya sub sektor perikanan yang memiliki keunggulan komparatif yang berarti bahwa hanya sub sektor ini yang 
mampu bersaing. Pada sektor wisata bahari, pertambangan dan penggalian, industri, transportasi dan komunikasi, dan 
kontruksi di Kepulauan Seribu tidak memiliki keunggulan komparatif, karena masih banyaknya komponen input yang 
diimpor dari sektor tersebut. Selanjutnya, hasil analisis profil pertumbuhan mengindikasikan bahwa hanya sub sektor 
perikanan yang masuk pada kuadran pertama yang artinya sektor-sektor unggulan pada wilayah Kepulauan Seribu. 
Sektor pariwisata bahari dari hasil analisis profil pertumbuhan termasuk pada kuadran ketiga, dimana merupakan sub 
sektor yang potensial yang dikembangkan di Kepulauan Seribu. Kategori sektor potensial mengandung pengertian 
bahwa sektor tersebut relatif lambat pertumbuhannya, oleh karena itu masih diperlukan dorongan dari pemerintah 
agar dapat menjadi sektor unggulan. Dorongan tersebut dapat berupa kebijakan dari pemerintah dan penguatan 
penguasaan teknologi tepat guna. 


Kata Kunci: pergeseran struktur perekonomian, perikanan, pariwisata bahari, pulau-pulau kecil 
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UDC 639.32 (594.539.2) 


TINJAUAN DIMENSI EKONOMI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BUDIDAYA LAUT 
DI TELUK SALEH KABUPATEN SUMBAWA 


Muhammad Marzuki, | Wayan Nurjaya, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso dan Eddi Supriyono 


Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status keberlanjutan pada dimensi ekonomi dan memberikan 
rekomendasi kebijakan pengelolaan budidaya di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa. Analisis keberlanjutan budidaya 
laut untuk komoditi rumput laut dan ikan kerapu sistem KJA dilakukan dengan metode Rap-Insus-Seaweed 
(Rapid Appraisal —Indeks Sustainability of Seaweed) dan Rap-Insus-Grouper (Rapid Appraisal —Indeks Sustainability 
of Grouper) telah dimodifikasi dari program RAPFISH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks tingkat 
keberlanjutan pada dimensi ekonomi budidaya rumput laut sebesar “39,74” dan untuk budidaya ikan kerapu sistem 
KJA sebesar “31,23”. Nilai tersebut terletak antara 25,00 - 49,9 berarti “Kurang Berkelanjutan”. Nilai indeks dan status 
keberlanjutan saat ini menunjukkan kondisi ekonomi wilayah perairan tersebut kurang mendukung pengelolaan 
budidaya laut, sehingga diperlukan intervensi kebijakan melalui pemberian bantuan mudal usaha, pelatihan teknis 
budidaya dan pengolahan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemasaran untuk meningkatkan status 
keberlanjutan pengelolaan dimensi ekonomi. 


Kata Kunci: analisis keberlanjutan, budidaya laut, multi dimensional scalling, Teluk Saleh 


INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES ) 


ISSN 2088-8449 Vol. 8 No. 2, 2013 


Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya 


UDC 330.35 (594) 


TENDENSI PROSES KONVERGENSI DAN PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU UTAMA 
DI INDONESIA, 1985-2010 


Tajerin, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda dan Luky Adrianto 


Ketimpangan ekonomi antar wilayah pulau utama di Indonesia merupakan sesuatu yang secara alamiah 
akan terjadi. Hal ini karena, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki enam wilayah pulau utama dengan 
karakteristik yang berbeda, yang tentunya akan menyebabkan pola pembangunan dan tingkat kemampuan tumbuh 
yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis tendensi proses konvergensi ekonomi antar wilayah 
pulau utama, dan; (2) Menduga faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah pulau utama dan konrtibusinya 
terhadap tendensi konvergensi. Penelitian dilakukan menggunakan unit analisis wilayah pulau utama dan data 
sekunder periode 1985-2010 yang dianalisis dengan pendekatan ekonometrika model data panel. Hasil penelitian 
mununjukkan bahwa tendensi proses konvergensi ekonomi wilayah pulau utama di Indonesia selama periode 
analisis telah terjadi namun berlangsung lambat dengan kecepatan konvergensi ekonomi sebesar 3,22-8,50% per 
tahun (secara kondisional). Berdasarkan model fixed-effect, peubah modal fisik dan modal manusia berpengaruh 
positif terhadap tingkat pertumbuhan PDRB per kapita kondisi mapan. Sementara peubah resultan dari pertumbuhan 
penduduk dan penyusutan modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDRB per kapita kondisi 
mapan. Dengan mengontrol peubah-peubah penentu pertumbuhan ekonomi, mampu mendorong kecepatan tendensi 
proses konvergensi meningkat sebesar 1,56-4,75 per tahun dengan half-life time 10,34-31,76 tahun. Hal ini berarti 
bahwa untuk mempercepat konvergensi ekonomi antar wilayah utama Indonesia dibutuhkan peningkatan modal fisik 
dan modal manusia yang terdistribusi secara lebih merata, dan diikuti pengendalian pertumbuhan penduduk dan 
penyusutan modal. Mengingat bahwa wilayah pulau utama di Indonesia memiliki sumberdaya kelautan yang besar, 
maka kebijakan untuk mempercepat konvergensi tersebut perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan peran 
kelautan yang disinergikan dengan upaya meningkatkan interrelasi (konektivitas) sektoral dan spasial antar wilayah di 
Indonesia. 


Kata Kunci: konvergensi, pertumbuhan PDRB, wilayah pulau utama, data panels 


INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES ) 


ISSN 2088-8449 Vol. 8 No. 2, 2013 


Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya 


UDC 639.03:330.35 (594) 
PELUANG EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA DI PASAR EFTA 


Aziza Rahmaniar Salam dan Immanuel Lingga 


Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(IE-CEPA) dibentuk dengan tujuan agar terjadi peningkatan akses ekspor ke pasar EFTA dan peningkatan investasi 
EFTA di Indonesia. Paper ini bertujuan untuk mengetahui peluang ekspor produk perikanan Indonesia di pasar EFTA 
dalam rangka kerjasama perdagangan IE-CEPA. Melalui metode indicative potential trade, diperoleh hasil bahwa 
untuk produk fish and marine product, dari 130 pos tarif HS 6 digit dalam (kelompok produk udang kecil dan udang 
biasa, produk filet ikan beku untuk jenis ikan selain Swordfish dan Toothfish, Pasta Udang, Tuna olahan, produk 
ikan segar termasuk cumi segar), terdapat 20 pos tarif yang sangat berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA. Namun 
terdapat hambatan yaitu masih adanya tarif bea masuk yang masih tinggi di negara anggota EFTA untuk 20 pos tarif 
produk perikanan tersebut. Hambatan non tarif terkait dengan kepentingan pemerintah negara anggota EFTA untuk 
melindungi rakyatnya dari kemungkinan masuknya makanan-makanan yang tercemar dan dapat membahayakan 
kesehatan selain juga memproteksi industri dalam negerinya. Kendala yang sering dihadapi atas ekspor produk ikan 
Indonesia adalah tingginya kandungan logam berat (Timbal, Kadmium dan Nikel) pada produk ikan yang diekspor. 
Dalam kerjasama bilateral Indonesia dan EFTA, Indonesia harus dapat memperjuangkan penurunan/penghapusan 
hambatan tarif maupun non tarif di pasar EFTA dan pemerintah harus mendorong pelaku usaha untuk mulai melakukan 
penetrasi pasar ke EFTA dan diversifikasi produknya khususnya untuk ikan dan produk perikanan. 
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UDC 301.161 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AREAL PERLINDUNGAN LAUT - 
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA 


Erwiantono, Siti Amanah, Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng 


Pada dua dekade terakhir, kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu telah menunjukkan 
degradasi yang mengkawatirkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2004 Pemda Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu bersama masyarakat menerapkan program Areal Perlindungan Laut-Berbasis 
Masyarakat (APL-BM) di lima kelurahan. Tujuan penelitian adalah : (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan APL-BM, dan; (2) menganalisis faktor — faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. 
Pengumpulan data dilakukan selama periode Juni 2011—Mei 2012 dengan menggunakan kuesioner, pengamatan dan 
kajian pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah individu pemanfaat utama sumberdaya alam berbasis ekosistem 
terumbu karang secara langsung. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah acak berproporsi sehingga 
terpilih 202 responden. Data dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan inferensia dengan model 
persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian menunjukkan : (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
APL-—BM pada keseluruhan tahapan kegiatan adalah rendah dan (2) faktor — faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 
partisipasi masyarakat adalah kemampuan organisasi dan motivasi masyarakat. Kedua faktor tersebut dipengaruhi 
oleh indikator pendekatan komunikasi, kesesuaian konsepsi program dan intensitas peran penyuluhan. 
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KAJIAN SOSIAL EKONOMI PELELANGAN BANDENG DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 


Riesti Triyanti dan Hikmah 


Pelelangan bandeng di Kabupaten Pangkep dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya pembudidaya, 
pungawa, pacatto, pagandeng, dan penagih retribusi dengan aturan main yang telah disepakati. Bandeng hasil 
pelelangan dipasarkan ke beberapa kabupaten di sekitar Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi karakteristik pelelangan bandeng dan rantai pemasaran bandeng, serta menganalisis kinerja 
pemasaran bandeng. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap pelaku usaha 
perikanan. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan cost-margin analysis. Hasil analisis menunjukkan 
rantai pemasaran bandeng di pelelangan terdiri dari 2 rantai diantaranya Pembudidaya-Pungawa-Pacatto-Konsumen 
(R1) dan Pembudidaya-Pungawa-Pacatto-Pagandeng-Konsumen (R2). Rantai pemasaran R1 memiliki nilai biaya 
pemasaran lebih kecil, keuntungan lebih besar, margin pemasaran lebih kecil, farmer's share lebih besar dan 
memiliki nilai indeks efisiensi lebih kecil dibandingkan rantai pemasaran R2. Realisasi penerimaan retribusi pelelangan 
bandeng di Pangkep terhadap target hampir tercapai sedangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil 
(< 1 Yo). Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Pangkep khususnya pembudidaya bandeng 
dapat dilakukan dengan pembentukan kelembagaan pelelangan, penambahan fasilitas pelelangan, dan peningkatan 
koordinasi serta pengawasan data maupun jumlah retribusi pelelangan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan 
Dinas Pendapatan Daerah. 
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MODAL SOSIAL KELOMPOK NELAYAN DI WADUK GAJAH MUNGKUR 
(Studi Kasus Kelompok Mina Tirta, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri) 


Rizky Muhartono dan Sonny Koeshendrajana 


Modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal, seperti rasa saling percaya, saling 
pengertian, kesamaan nilai dan perilaku, yang membentuk struktur masyarakat dan menjadi perekat antar anggota 
kelompok yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Makalah ini mengulas 
modal sosial yang terbentuk pada kelompok nelayan di perairan waduk Gajah Mungkur, khususnya di Kecamatan 
Wuryantoro, kabupaten Wonogiri. Metoda studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder digunakan 
dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan pada bulan Juni 2012-Januari 2013 dengan melakukan 
wawancara mendalam pada informan kunci yang terdiri dari unsur nelayan, koperasi, pengurus kelompok dan dinas. 
Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, statistik perikanan serta referensi sesuai dengan topik kajian. Analisa 
deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok Mina 
Tirta memiliki modal sosial yang baik dari unsur pengikat (bonding), penghubung (bridging), dan pengkait (linking). 
Modal sosial yang baik dalam kelompok nelayan dapat mendukung pengelolaan perikanan Waduk yang lestari. 
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LUBUK LARANGAN: BENTUK PERILAKU EKOLOGIS MASYARAKAT LOKAL DALAM 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARATAN (TIPOLOGI SUNGAI) 


Nendah Kurniasari, Maharani Yulisti dan Christina Yuliaty 


Perilaku ekologis masyarakat di sekitar sungai merupakan sebuah modal mendasar bagi keberlangsungan 
sumberdaya ikan di kawasan sungai tersebut. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk menganalisis 
perilaku ekologis masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya sungai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 
pada masyarakat Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 
yang menetap di daetah aliran sungai Batang Talagiri dan Batang Manggilang. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang menginterpretasikan secara logic hubungan antara faktor-faktor pendorong, implementasi 
serta implikasi perilaku ekologis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku ekologis masyarakat Nagari 
Manggilang dalam memperlakukan sungai didukung oleh beberapa hal yaitu kondisi geografis, pola kepemimpinan, 
hukum adat, dan sistem mata pencaharian masyarat. Keempat unsur ini turut andil dalam melestarikan perilaku 
ekologis tersebut. Perilaku ekologis masyakat Manggilang yang terwujud dalam lubuk larangan tidak hanya berimplikasi 
terhadap perilaku ekologi masyarakat secara kolektif, juga merubah perilaku sosial ekonomi masyarakat ke arah yang 
lebih produktif dan memiliki nilai moral yang tinggi. 
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ABSTRAK 


Paper ini ditujukan untuk membahas dinamika pendapatan penduduk di wilayah pesisir 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian dilakukan di dua desa kawasan pesisir yaitu desa Buki 
dan Bungaiya. Data yang digunakan untuk analisis adalah data survai sosial ekonomi masyarakat 
pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan pada tiga titik waktu yaitu : tahun 2006, 2008 
dan 2011. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik survai, wawancara terbuka dan penelusuran 
data sekunder. Responden untuk survai pada tiga titik waktu tersebut adalah responden yang sama, 
kecuali jika responden tersebut telah meninggal dunia atau bermigrasi ke daerah lain maka digantikan 
dengan anggota keluarga atau tetangga terdekat. Analisis data dilakukan dengan analisis diskriptif baik 
dengan tabel sederhana, tabel silang antar variabel dan diagram/grafik. Hasil analisis menunjukkan 
terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga mulai dari tahun 2006-2011 yaitu sebesar 5,99 persen per 
tahun. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh 
kondisi gelombang. Pada waktu musim gelombang kuat, sebagian besar nelayan tidak melaut sehingga 
tidak memperoleh pendapatan dari perikanan. Pada waktu musim gelombang lemah, hampir seluruh 
nelayan dapat melaut. Hasil tangkapan ikan sangat besar, tetapi harga jualnya murah. 


Kata Kunci: pendapatan rumah tangga, kegiatan kenelayanan, kesejahteraan nelayan, wilayah 
pesisir, dan Kabupaten Selayar 


ABSTRACT 


This paper aimed to discuss dynamic income of population in the coastal area of the Selayar 
Islands District. The study was conducted in two coastal villages, i.e., Bungaiya and Buki. Data were 
collected through a socio-economic survey in coastal communities conducted at three time points from 
2006, 2008 and 2011. Respondents to the survey at three time points were the same respondents, 
unless respondents have either died or move to other areas then it replaced by a family member or 
neighbour nearby. Data analysis was done descriptively in terms of a simple table, cross table between 
variables and charts/graphs. Results showed that an increase in household income from the year 2006- 
2011 was accounted to 5.99 percent/ year. Household income from fishing activity was influenced by 
season dynamics. At the strong waves season, most of fishers do not go fishing so that they do not have 
an income from fishing activities. At the weak waves season, most of fishers go fishing. At this season, 
fisher’s fish caught was a huge, but it's price was low. 


Keywords: household income, fishing activities, fishermen welfare, coastal areas, and Selayar 
District 
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PENDAHULUAN 


Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan 
salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 
yang terletak antara 5°42’ - 7°35’ Lintang Selatan 
dan 120”15 - 122”30' Bujur Timur yang berbatasan 
dengan Kabupaten Bulukumba di sebelah Utara, 
Laut Flores sebelah Timur, Laut Flores dan Selat 
Makassar sebelah Barat dan Propinsi Nusa 
Tenggara Timur di sebelah Selatan. Luas wilayah 
Kabupaten Selayar tercatat 1.357,03 km? yang 
meliputi 11 kecamatan dan 75 desa/kelurahan. 
Potensi sumber sumber daya laut kabupaten ini 
sangat besar, sejauh ini belum dikelola dengan 
baik sehingga masih banyak penduduk di Selayar 
yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasar 
data statistik, jumlah rumah tangga miskin tahun 
2009 mencapai 7.889, sehingga terdapat sekitar 
31.556 jiwa (25,9 persen) dari seluruh penduduk 
di Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS, 2010). 
Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang 
bergantung pada sumber daya laut cukup besar 
yaitu sekitar 5.979 rumah tangga memiliki mata 
pencaharian utama dari perikanan laut, sedangkan 
tambak sebanyak 553 rumah tangga dan rumput laut 
806 rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki 
mata pencaharian dari sub sektor perikanan laut 
terdistribusi di seluruh kecamatan dengan jumlah 
terbanyak terdapat di Kecamatan Bontosikuyu 
yaitu sebanyak 1.210 rumah tangga. 


Produksi perikanan laut di Kabupaten 
Kepulauan Selayar tahun 2005 mencapai 13,5 ribu 
ton kemudian menurun menjadi 11 ribu ton pada 
tahun 2006 dan kembali meningkat menjadi 13,97 
ribu ton pada tahun 2009. Produksi ikan tertinggi 
terdapat di Kecamatan Pasimaranmu yaitu 1,9 
ribu ton dan terendah di Kecamatan Benteng yaitu 
94 ton. Produksi ikan yang rendah di Kecamatan 
Benteng lebih disebabkan oleh sedikitnya jumlah 
nelayan di daerah tersebut. Kecamatan Benteng 
merupakan ibu kota kabupaten sehingga sebagian 
besar penduduknya bekerja di sektor jasa dan 
perdagangan. Jumlah rumah tangga nelayan di 
Kecamatan Benteng pada tahun 2009 hanya 
70 rumah tangga. Berbeda halnya dengan 
Pasimaranmu dengan jumlah rumah tangga 
nelayan sekitar 524 rumah tangga yang berdampak 
pada tingginya produksi ikan di kecamatan tersebut. 
Jumlah rumah tangga nelayan di Bontosikuyu 
mencapai 1.210 rumah tangga, tetapi produksi ikan 
di kecamatan ini lebih rendah dibandingkan dengan 
Pasimaranmu. Hal ini menunjukkan produksi ikan 
per rumah tangga di daerah ini lebih rendah 
dibandingkan dengan daerah lain. 
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Fluktuasi produksi perikanan laut dipengaruhi 
oleh beberapa faktor seperti peralatan rangkap, 
musim, dan populasi ikan. Peralatan tangkap 
yang digunakan nelayan Kabupaten Kepulauan 
Selayar sejauh ini tidak mengalami perkembangan 
yang signifikan. Jenis peralatan tangkap yang 
digunakan oleh sebagian besar nelayan adalah : 
jaring, pancing, sero dan bubu. Armada tangkap 
yang digunakan nelayan di Kabupaten Kepulauan 
Selayarjugatidak mengalami pergeseran. Sebagian 
besar nelayan menggunakan perahu mesin dengan 
kapasitas 5-8 PK, sehingga mereka hanya melaut 
pada jarak sekitar 2 mil dari pantai. Kebiasaan 
menggunakan armada tangkap berkapasitas kecil 
ini membuat nelayan sulit menggunakan armada 
tangkap yang besar terutama berkaitan dengan 
biaya operasional yang tinggi dan waktu melaut 
yang lebih lama. Dengan kondisi demikian, menjadi 
wajar jika bantuan perahu dari DKP yang memiliki 
kapasitas cukup besar tidak dapat dimanfaatkan 
nelayan (Ngadi et al.,2011a), Bantuan perahu yang 
sedianya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat, akhirnya rusak karena tidak diperlihara 
dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 


Musim merupakan faktor alam yang secara 
langsung berdampak pada aktivitas melaut dan 
hasil tangkap nelayan. Musim dapat dkelompokkan 
menjadi tiga yaitu gelombang kuat, pancaroba dan 
gelombang lemah. Pada waktu musim gelombang 
tenang sebagian besar nelayan biasanya melaut 
dengan jumlah hasil tangkapan yang banyak, 
sehingga produksi ikan menjadi melimpah yang 
berdampak pada rendahnya harga ikan di pasar. 
Pada waktu musim gelombang kuat harga ikan 
biasanya tinggi, tetapi hasil tangkapan rendah 
atau nelayan sering tidak melaut karena terkendala 
ombak besar. Dalam kondisi demikian nelayan 
biasa bekerja sebagai petani tanaman pangan, 
beternak maupun pekerjaan lain. 


Produksi perikanan laut yang bersifat 
fluktuatif berdampak pada tingkat pendapatan dan 
kesejahteraan penduduk khususnya nelayan. Pada 
waktu musim gelombang tenang dan populasi ikan 
melimpah, maka hasil tangkapan nelayan menjadi 
banyak tetapi harga ikan menjadi murah. Pada 
waktu musim gelombang kuat, hasil tangkapan 
nelayan sedikit bahkan tidak mendapatkan hasil 
tangkapan karena tidak berani melaut. Dalam kondisi 
demikian nelayan perlu memiliki alternative mata 
pencaharian di luar sektor perikanan laut. Dinamika 
pendapatan masyarakat pesisir menjadi salah satu 
data dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi 
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pembangunan sosial ekonomi masyarakat pesisir. 
Berkaitan dengan hal tersebut paper ini ditujukan 
untuk membahas dinamika pendapatan penduduk 
pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar baik nelayan 
maupun non nelayan. 


METODOLOGI 


Penelitian dilakukan di dua desa kawasan 
pesisir yaitu Desa Bungaiya, Kecamatan 
Bontomatene dan Desa Buki, Kecamatan Buki. 
Penelitian dilakukan pada tiga titik waktu yaitu 
Bulan Oktober 2006, 2008 dan 2011. Data yang 
digunakan untuk analisis adalah data primer dan 
sekunder yang dikumpulkan dengan beberapa 
metode yaitu : survei, wawancara terbuka dan 
penelusuran data sekunder. 


Survei dengan daftar pertanyaan (kuisener), 
dilakukan pada tiga titik waktu yaitu tahun 2006, 
2008, dan 2011. Jumlah responden untuk survei 
pada tahun pertama sebanyak 100 rumah tangga 
yang ditentukan dengan sistimatik ramdom 
sampling. Yang dapat menjadi responden adalah 
kepala rumah tangga dan/atau ART berumur 15 
tahun ke atas yang mengetahui keadaan rumah 
tangga. Responden untuk penelitian tahun 2008 
dan 2011 adalah responden yang sama dengan 
tahun pertama, kecuali jika ada yang meninggal 
dunia atau pindah tempat, maka responden 
diganti dengan rumah tangga terdekat. Selain 100 
responden tersebut, responden tahun 2008 dan 
2011 ditambah dengan anggota pokmas sehingga 
minimal terdapat 30 orang anggota pokmas yang 
menjadi responden tahun 2008 dan 2011. 


Pendapatan rumah tangga dibedakan 
menjadi pendapatan dari seluruh sumber 
pendapatan (pendapatan dari kegiatan kenelayanan 
+ non kenelayanan), serta pendapatan khusus 
dari kegiatan kenelayanan. Pendapatan rumah 
tangga dari seluruh sumber pendapatan adalah 
rata-rata total pendapatan ART per bulan baik 
dari pertanian, perdagangan, industri, jasa dan 
kegiatan lainnya. Berdasar pendapatan tumah 
tangga tersebut, kemudian dihitung pendapatan 
perkapita yang dihitung berdasar pada pembagian 
antara pendapatan rumah tangga/bulan dibagi 
dengan jumlah ART. 


Pendapatan penduduk dari kegiatan 
kenelayanan adalah total pendapatan rumah tangga 
yang diperoleh khusus dari kegiatan kenelayanan. 
Penghitungan pendapatan ini dilakukan khusus 
untuk rumah tangga yang memiliki pendapatan 


dari kegiatan kenelayanan (melaut) sehingga 
jumlah responden (N) untuk musim gelombang 
kuat bisa berbeda dengan (N) pada waktu musim 
gelombang lemah dan pancaroba. Pendapatan 
khusus dari kegiatan kenelayanan ini berbeda 
dengan pendapatan rumah tangga nelayan karena 
pendapatan rumah tangga nelayan dapat berasal 
dari semua sumber pendapatan (termasuk non 
kenelayanan). 


Data hasil penelitian lapangan kemudian 
dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif yaitu 
dengan pembuatan tabel sederhana, tabel silang 
antar variabel, grafik dan analisis trend pendapatan 
masyarakat di lokasi studi. Tabulasi dan analisis 
data dilakukan dengan program SPSS versi 14. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sekilas Penduduk Buki dan Bungaiya 


Dua desa yang menjadi lokasi penelitian ini 
adalah Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene 
dan Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Kedua desa terletak di 
sebelah utara Kepulauan Selayar dan berdekatan 
dengan Kabupaten Bulukumba. Rata-rata tingkat 
pertumbuhan penduduk di Buki dan Bontomatene 
sebesar 1,12 persen pertahun. Kecamatan Buki 
dan Bontomatene dilalui oleh jalan nasional 
yang menjadi prasarana transportasi utama di 
Kabupaten Selayar. Oleh sebab itu, kedua desa 
tersebut termasuk desa yang cukup ramai karena 
dilalui oleh transportasi umum dari Benteng ke 
Bulukumba dan Makasar serta sebaliknya. Salah 
satu pelabuhan yang cukup ramai juga terletak 
di Kecamatan Bontomatene yaitu Pelabuhan 
Pamatata yang berlabuh dengan frekuensi 2 kali 
sehari yaitu pagi dan sore. 


Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk 
di Buki dan Bungaiya terutama berkaitan dengan 
sumber daya alam khususnya lahan pertanian. 
Tingkat kesuburan tanah di Buki dan Bungaiya 
termasuk rendah karena sebagian besar berupa 
tanah berbatu dengan kandungan tanah yang 
tipis. Dengan kondisi demikian, pertanian tanaman 
pangan kurang dapat berkembang di daerah ini dan 
sebagian besar masyarakat masih menggunakan 
sistim pertanian berpindah. Artinya setiap tahun 
mereka membuka lahan baru untuk ditanami karena 
lahan yang lama sudah tidak subur lagi. Sebagian 
besar lahan di Desa Bungaiya merupakan hutan 
yang biasa digunakan untuk melepaskan ternak 
(sapi). 
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Kecamatan Buki dan  Bontomatene 
sebenarnya berasal dari satu kecamatan yaitu 
Bontomatene, tetapi kedua wilayah ini kemudian 
terpisah sejalan dengan pertumbuhan penduduk 
dan kebutuhan fasilitas pelayanan pada 
masyarakat. Kecamatan Buki seluas 82,73 km?, 
terbagi menjadi 5 desa. Kecamatan Bontomatene 
memiliki luas sebesar 159,92 km? yang terbagi 
dalam 11 desa. Rata-rata anggota rumah tangga di 
kedua kecamatan adalah 4 jiwa per rumah tangga. 
Keadaan alam yang kurang bersahabat membuat 
sebagian besar penduduk memiliki semangat 
juang yang tinggi untuk meningkatkan taraf 
hidupnya. Sebagian besar dari penduduk di Buki 
dan Bungaiya telah dihadapkan pada perjuangan 
hidup dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan 
sumber daya alam. Keadaan ini menyebabkan 
sebagian besar angkatan kerja muda lebih memilih 
bekerja ke luar daerah untuk bekerja di luar sektor 
kenelayanan dan pertanian. 


Berdasar data survai, sebagian besar 
penduduk di Buki-Bungaiya memiliki pekerjaan 
di bidang perikanan tangkap. Hal itu disebabkan 
kawasan ini berada di daerah pesisir yang 
berhadapan langsung dengan wilayah laut yang 
sangat luas. Sementara itu, penduduk yang bekerja 
di sektor pertanian (petani dan perkebunan) juga 
cukup besar yaitu 22,3 persen. Besarnya penduduk 
yang bekerja di pertanian, karena daerah ini memiliki 
lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan 
yang cukup luas (1.900 Ha). Peternakan menjadi 
pekerjaan sampingan bagi sebagian besar 
penduduk di Bungaiya karena areal hutan yang 
masih luas di daerah ini. Sebagian besar nelayan 
di Desa Buki dan Bungaiya lebih memilih untuk 
beternak sapi dan bercocok tanam tanaman keras 
sebagai mata pencaharian alternatif. Pilihan ini 


sesuai dengan kondisi alam di daerah Buki dan 
Bungaiya yang sebagian besar berupa hutan/ 
semak belukar yang belum terolah menjadi lahan 
pertanian. Ternak yang dimiliki penduduk biasanya 
dilepas untuk mencari makan sendiri di alam bebas 
dan pada musim kemarau akan datang sendiri ke 
kandangnya untuk dijual ataupun diberi makanan. 


Sektor lain yang menyerap tenaga kerja 
cukup besar adalah sektor jasa yaitu sebesar 
14,0 persen yang terdiri dari PNS, kepolisian, 
ABRI, aparat desa dan sebagainya. Selanjutnya 
sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, 
dan hotel yang menyerap sekitar 8,2 persen 
tenaga kerja. Sektor-sektor lain hanya menyerap 
sedikit tenaga kerja karena sektor tersebut belum 
berkembang dengan baik. Tenaga kerja yang 
ada di desa sebagian besar memiliki pendidikan 
rendah dan berumur lebih dari 25 tahun. Angkatan 
kerja muda yang mampu melanjutkan ke jenjang 
pendidikan tinggi umumnya tidak kembali ke desa 
tetapi lebih memilih untuk bekerja di luar Selayar. 


Perkembangan Pendapatan Penduduk 


Nikijuluw, (2001), mendefinisikan populasi 
masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang 
tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan 
perekonomiannya bergantung secara langsung 
pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. 
Kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya 
terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap 
ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan 
perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel 
yang hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat 
pantai. Pada tahun 1998 rumah tangga dengan 
usaha skala kecil di pesisir mencapai 81,67 persen 
dari total rumah tangga. Dibandingkan dengan 10 


Tabel 1. Distribusi Tenaga Kerja di Buki dan Bungaiya Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 


2011. 


Table 1. Distribution of labor in Bontomatene and Buki According to Main Occupation, 2071. 


Lapangan pekerjaan/ Frekuensi/ Persentase %/ 

Main Occupation Freguency Percentage (%) 
Perikanan tangkap/ Fisheries 48 39.7 
Pertanian/ Agriculture 27 22.3 
Industri pengolahan/ Processing industry 1 8 
Perdagangan/ Trade 9 1.4 
Jasa/ Service 17 14.0 
Lainnya/ Oher 19 15.7 
Jumlah/ Total 121 100.0 


Sumber : Data Primer, Survai Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2011. 
Source : Primary Data, Basic Data survai of Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2011. 
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tahun sebelumnya, proporsi rumah tangga skala 
usaha kecil ini hampir tidak mengalami perubahan. 
Oleh sebab itu, sebagian besar nelayan kecil itu 
tidak berdaya dan di sisi lain mereka terperangkap 
dalam ketidakberdayaannya. 


Keadaan perekonomian nelayan di Buki 
dan Bungaiya tidak jauh berbeda dengan kondisi 
perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia 
pada umumnya yang sebagian besar masih hidup di 
bawah garis kemiskinan. Berdasar garis kemiskinan 
dari BPS (2011), pada tahun 2011 terdapat lebih 
dari 60 persen penduduk Buki dan Bungaiya yang 
tergolong miskin. Peralatan dan armada tangkap 
yang mereka gunakan untuk melaut masih relatif 
sederhana sehingga kurang bisa bersaing dengan 
nelayan dari luar yang menangkap ikan sampai 
ke perairan laut dalam. Nelayan di kedua lokasi 
yang bekerja sebagai nelayan selam juga memiliki 
risiko tinggi untuk mengalami kecelakaan laut 
seperti kelumpuhan kaki yang sulit disembuhkan. 
Besarnya kemiskinan di daerah Buki dan Bungaiya 
ini mencerminkan tingginya kemiskinan masyarakat 
pesisir di Indonesia. Data Kementerian Kelautan 
dan perikanan pada tahun 2010 menunjukkan 
angka kemiskinan di wilayah pesisir mencapai 
angka 7,8 juta jiwa, tersebar di 10.640 desa pesisir 
(businessnews, 2011). Kondisi ini diperparah 
dengan tingginya kerusakan sumberdaya pesisir 
yang menjadi sebab semakin berkurangnya 


populasi ikan di laut. 


Dari sisi perubahan pendapatan penduduk 
di wilayah pesisir, antara tahun 2006-2011 telah 
terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di 
Desa Buki dan Bungaiya dari 798 ribu (tahun 2006) 
menjadi 1,04 juta (tahun 2011) atau meningkat 
sebesar 5,99 persen per tahun. Peningkatan 
pendapatan juga terjadi pada pendapatan perkapita 
yang meningkat dari 203 ribu menjadi 287 ribu 
rupiah. Secara nominal peningkatan pendapatan 
ini tampak cukup tinggi, akan tetapi peningkatan 
pendapatan tersebut menjadi kurang bermakna 
jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten dan laju inflasi'. Dengan memperhatikan 
kedua variabel tersebut, kesejahteraan masyarakat 
di Buki dan Bungaiya cenderung tetap bahkan 
menurun. 


Pola perubahan pendapatan penduduk di 
Desa Buki terlihat berbeda dengan perubahan 
pendapatan penduduk di Bungaiya (Tabel 2). 
Pendapatan rumah tangga di Desa Buki pada 
tahun 2006 sebesar 705 ribu rupiah kemudian 
meningkat menjadi 995 ribu rupiah pada tahun 
2008 dan kembali mengalami penurunan menjadi 
978 ribu rupiah pada tahun 2011. Keadaan ini 
berbeda dengan perubahan pendapatan di Desa 
Bungaiya yang secara keseluruhan mengalami 
peningkatan dari 2006 sampai tahun 2011. 


Tabel 2. Pendapatan Penduduk di Buki dan Bungaiya Kabupaten Selayar Tahun 2006-2011 


(Rupiah). 
Table 2. Population Income in Buki and Bungaiya at the Selayar Islands District, 2006- 2071 (IDR). 
Jenis Pendapatan ( per bulan)/ Tahun/ Years 
Type of Income (per month) 2006 2008 2011 

Pendapatan per kapita/ 
Percapita Income 
- Buki 168.603 312.741 305.487 
- Bungaiya 223.316 237.215 264.228 
- Buki + Bungaiya 203.948 257.750 284.005 
Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga/ 
The Average of Household Income 
- Buki 705.701 995.848 978.132 
- Bungaiya 890.215 892.163 1.090.739 
- Buki + Bungaiya 797.958 940.085 1.036.762 

Jumlah responden/ Number of Respondent (N) 100 120 121 


Sumber : Data Primer, Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006, 2008, dan 2011. 
Source : Primary Data, Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2006, 2008, and 2011. 


"Laju inflasi di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2006 sebesar 7,81 persen dan pada tahun 2007 


mencapai 5,64 persen 
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Meskipun demikian, kedua desa tidak menunjukkan 
perubahan pendapatan yang tinggi sehingga 
terjadi kecenderungan pendapatan yang menurun 
karena peningkatan pendapatan tidak seimbang 
dengan laju inflasi di daerah. Keadaan ini terjadi 
karena tidak adanya perubahan mata pencaharian 
penduduk dan semakin menurunnya daya dukung 
sumber daya alam di daerah. Sarana dan prasarana 
yang digunakan penduduk untuk melakukan 
pekerjaan rutin seperti melaut, beternak dan 
berdagang juga tidak mengalami perkembangan 
yang signifikan. 


Desa Buki dan Bungaiya merupakan 
dua desa di wilayah pesisir utara Pulau Selayar 
yang sebagian penduduknya bekerja sebagai 
nelayan (39,7 persen). Oleh sebab itu perubahan 
pendapatan penduduk di kedua desa dipengaruhi 
oleh hasil tangkapan ikan di laut. Selama kurun 
waktu 5 tahun terakhir tidak terjadi perubahan 
yang signifikan terhadap sarana dan prasarana 
melaut sehingga hasil tangkapan nelayan relatif 
tetap. Nelayan setempat sampai saat ini tetap 
menggunakan peralatan yang sama dengan yang 
digunakan lima tahun yang lalu. Beberapa inovasi 
memang telah dicoba dilakukan di daerah ini, akan 
tetapi inovasi tersebut belum dapat berpengaruh 
signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan 
masyarakat. Inovasi yang telah dicoba untuk 
dikembangkan di kedua desa tersebut adalah 
pengembangan rumput laut, jaringan milenium 
dan perahu. Tahun 2010, nelayan di Bungaiya 
dibuat gembira karena budidaya rumput laut yang 
mereka kembangkan telah berhasil cukup baik. 
Keberhasilan ini turut meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan meningkatkan motivasi nelayan 
lain untuk melakukan budidaya yang sama. 
Sebelumnya budidaya rumput laut telah beberapa 
kali dicoba dan belum pernah berhasil sehingga 
keberhasilan pada tahun 2011 telah membangkitkan 
semangat para nelayan untuk kembali melakukan 
budidaya rumput laut. 


Peningkatan pendapatan masyarakat 
juga terjadi pada lapangan kerja di luar kegiatan 
kenelayanan seperti pertanian dan perdagangan 
Ngadi et al. (2011a), menunjukkan bahwa 
pendapatan rumah tangga di sektor pertanian 
tanaman pangan di Buki dan Bungaiya meningkat 
sebesar 68 persen dibanding pendapatan tahun 
2006. Perubahan pendapatan rumah tangga 
yang bekerja di sektor ini lebih dipengaruhi oleh 
pendapatan dari luar sektor pertanian atau adanya 
tambahan anggota rumah tangga yang bekerja. 
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Meskipun mengalami peningkatan 
pendapatan yang cukup tinggi, secara riil 
keadaan kesejahteraan penduduk tampak 
belum mengalami perubahan. Pendapatan 


per kapita Penduduk Buki dan Bungaiya juga 
belum menggembirakan karena masih di bawah 
pendapatan perkapita tingkat kabupaten (293 
ribu rupiah). Keadaan perekonomian yang masih 
tertinggal tersebut menjadi salah satu sebab 
tingginya angkatan kerja muda untuk bermigrasi 
ke daerah lain. Sebagian besar angkatan kerja 
muda memilih melanjutkan pendidikan di kota-kota 
besar seperti Makasar. Setelah menyelesaikan 
pendidikan, mereka memilih tidak pulang ke 
desanya tetapi mencari pekerjaan di tempat lain 
yang lebih menjanjikan. Sebagian kecil ada yang 
pulang kampung untuk bekerja di sektor formal 
terutama jasa pemerintahan seperti guru dan 
aparat pemerintah kabupaten. 


Keterbatasan daya dukung sumber daya 
alam di daratan membuat sebagian besar penduduk 
di daerah ini sangat tergantung pada sumber daya 
laut. Kedua desa merupakan desa yang sebagian 
besar tanahnya berupa tanah bebatuan sehingga 
tidak cocok untuk budidaya tanaman. Penduduk 
desa ini harus membeli bahan makanan pokok 
berupa beras dari daerah lain seperti makasar 
dan Pulau Jampea. Di luar sektor kenelayanan 
sebagian besar penduduk juga memiliki pekerjaan 
sampingan terutama ternak sapi dan kambing 
yang dapat menjadi tabungan untuk memenuhi 
kebutuhan yang bersifat mendesak. Selain itu 
sebagian penduduk juga menjadi petani tanaman 
keras seperti jambu mete, dan kelapa. 


Ketergantungan masyarakat yang tinggi 
terhadap sumber daya laut menjadi dasar utama 
perlunya kebijakan yang berorientasi ke laut 
terutama untuk meningkatkan hasil tangkapan 
ikan dan menjaga populasi ikan di laut agar tidak 
punah. Dalam hal tangkapan ikan di laut, hasil 
tangkapan ikan dirasakan oleh nelayan terus 
berkurang. Nelayan merasakan semakin sulit 
mencari ikan di laut tanpa tahu persis penyebabnya. 
Selain itu nelayan lokal juga tidak bisa menangkap 
ikan di perairan laut dalam karena keterbatasan 
sarana dan prasarana melaut. Beberapa kebijakan 
pemerintah seperti pembelian jaring milenium, 
pemberian bantuan kapal berkapasitas lebih 
besar, dan budidaya rumput laut belum 
membuahkan hasil bahkan kurang bermanfaat 
bagi masyarakat. 


Dinamika Pendapatan Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar ........... on (Ngadi) 


Dalam hal menjaga kelestarian alam (laut), 
pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah 
pusat telah manggalakkan program pelestarian 
terumbu karang dengan melibatkan unsur 
masyarakat desa. Program ini setidaknya telah 
dapat mengurangi praktek penangkapan ikan 
yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan 
bom dan potassium. Masyarakat desa juga 
telah membentuk lembaga yang bertugas untuk 
menyelamatkan terumbu karang meskipun 
sebagian sudah tidak berfungsi lagi. Program ini 
juga memberikan bantuan dana bergulir untuk 
meningkatkan perekonomian penduduk yang di 
kelola oleh lembaga kuangan mikro. Akan tetapi 
hanya sebagian kecil lembaga keuangan mikro 
yang dapat berjalan dengan baik, sedangkan yang 
lainnya kurang dapat berjalan karena dana bergulir 
tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat. 


Perubahan pendapatan penduduk yang 
bekerja di sub sektor perikanan di Buki dan 
Bungaiya dapat dilihat pada tabel 3. Berdasar 
tabel tersebut dapat dilihat antara tahun 2006-2011 
terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga 
yang kepala rumah tangganya bekerja di perikanan 
laut sebesar 27,7 persen atau rata-rata sebesar 5,5 
persen pertahun. Tingkat pertumbuhan pendapatan 
rumah tangga nelayan di kedua desa hampir sama 
masing-masing sebesar 5,3 persen untuk Buki dan 
6 persen unuk Bungaiya. Peningkatan pendapatan 
yang hampir sama juga terjadi pada rumah tangga 
yang bekerja di non perikanan. Jika dibandingkan 


dengan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 
2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000 
mencapai 7,89 persen dan berdasarkan harga 
berlaku mencapai 18,93 persen maka pertumbuhan 
pendapatan penduduk di Buki dan Bungaiya masih 
relatif lebih rendah. Sama halnya dengan lokasi 
Coremap lain di wilayah timur Indonesia seperti 
Kabupaten Wakatobi, Buton, Raja ampat, dan 
Biak Numfor program pelestarian terumbu karang 
di daerah ini masih berjalan tetapi hasilnya belum 
memuaskan. 


Perkembangan 
Kenelayanan 


Pendapatan dari Kegiatan 


Pendapatan rumah tangga dari kegiatan 
kenelayanan dalam penelitian ini dimaksudkan 
sebagai total pendapatan anggota rumah tangga 
khusus dari kegiatan melaut. Penghitungan 
pendapatan ini didasarkan pada beberapa 
informasi yaitu : jumlah hari melaut dalam 1 bulan, 
biaya yang dikeluarkan sekali melaut dan hasil 
yang didapatkan dalam sekali melaut. Hasil melaut 
dikurangi dengan biaya merupakan pendapatan 
bersih yang diterima oleh nelayan. Frekuensi 
melaut sangat dipengaruhi oleh kondisi musim, 
sehingga dalam penelitian ini pendapatan nelayan 
dikelompokkan dalam tiga musim yaitu gelombang 
lemah, pancaroba, dan gelombang kuat. Rerata 
pendapatan dari tiga musim inilah yang dijadikan 
sebagai rerata pendapatan nelayan per bulan. 


Tabel 3. Pendapatan Rumah Tangga di Buki dan Bungaiya Kabupaten Kepulauan Selayar, 


Tahun 2006-2011. 


Table 3. Household Income in Buki and Bungaiya of the Selayar Islands District, 2006-2011. 


Pendapatan Rumah Tangga (Rp) 


Perkembangan (Yo) 


Lapangan Pekerjaan/ Household Income (Rp) Growth (Yo) 
sn sasa 2006 2008 2011 2006 2014 ee pen enun 
per year 

Perikanan tangkap/ 
Fisheries 
- Buki 594,436 929,895 750,833 26.3 5.3 
- Bungaiya 960,180 921,905 1,249,067 30.1 6.0 
- Buki + Bungaiya 812,140 925,989 1,036,762 27.7 5.5 
Non perikanan/ 
NonFisheries 
- Buki 763,019 929,895 1,127,500 47.8 9.6 
-  Bungaiya 820,250 875,479 986,576 20.3 4.1 
- Buki + Bungaiya 787,687 949,289 1,054,142 33.8 6.8 


Sumber : 


Data Primer, Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006, 2008, dan 2011. 


Source : Primary Data, Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2006, 2008, and 2011. 
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Tabel 4 menunjukkan perkembangan 
pendapatan rumah tangga dari kegiatan 
kenelayanan di Desa Buki dan Bungaiya yang 
bersifat fluktuatif. Tahun 2006 pendapatan 
masyarakat dari kegiatan kenelayanan di Desa 
Buki sebesar 415 ribu rupiah kemudian meningkat 
menjadi sebesar 531 ribu rupiah pada tahun 
2011. Keadaan yang hampir sama terjadi di Desa 
Bungaiya yang meningkat dari 627 ribu menjadi 653 
ribu rupiah. Peningkatan pendapatan dari kegiatan 
kenelayanan di kedua desa tampak begitu kecil dan 
lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan 
ekonomi di daerah serta inflasi. Oleh sebab itu 
secara riil telah terjadi penurunan pendapatan 
dari kegiatan kenelayanan. Penurunan ini dapat 
terjadi karena berbagai aspek seperti penurunan 
populasi ikan dilaut, perubahan musim, dan 
ketidakmampuan nelayan dalam memperbaharuhi 
peralatan tangkapnya. 


Penurunan populasi ikan di laut menjadi 
salah satu sebab semakin sulitnya mendapatkan 
ikan sehingga jumlah ikan yang didapat oleh 
nelayan semakin berkurang. Jika nelayan ingin 
mendapatkan ikan yang lebih banyak mereka harus 
melaut dalam waktu yang lebih lama. Penurunan 
populasi ikan yang cukup drastis semakin 
dirasakan nelayan sejak 10 tahun terakhir. Nelayan 
sendiri tidak mengetahui secara pasti penyebab 
penurunan populasi ikan tersebut, sehingga mereka 
rata-rata hanya bersifat pasrah. Masuknya program 
penyelamatan terumbu karang di daerah ini seolah 
memberikan harapan untuk menjaga populasi ikan 
di laut agar tidak semakin langka. 


Salah satu program yang dikembangkan di 
daerah ini untuk menjaga kelestarian laut adalah 
dengan membuat daerah perlindungan laut (DPL) 
yang dikelompokkan dalam beberapa zona. Zona 
inti merupakan zona yang keramat karena nelayan 


tidak boleh menangkap ikan di daerah ini. Meskipun 
demikian, program daerah perlindungan laut (DPL) 
tampaknya tidak dapat berjalan dengan baik. Masih 
sering terjadi pelanggaran yang dilakukan terutama 
oleh nelayan di lain desa. Selain itu, tanda yang 
digunakan untuk membuat daerah perlindungan 
laut seringkali hilang baik karena diambil orang 
maupun terkena ombak besar. Bagaimanapun ide 
pembuatan daerah perlindungan laut merupakan 
ide yang sangat bagus dan perlu untuk dilanjutkan. 
Di sisi lain, pengawasan terhadap DPL juga belum 
dapat dilakukan secara optimal. Masyarakat belum 
sepenuhnya menganggap DPL sebagai kebutuhan 
sehingga kurang mau berpartisipasi menjaga 
kelestariannya. Sebagian nelayan bahkan merasa 
terganggu karena tidak boleh mencari ikan di zona 
tertentu dari DPL. 


Pengikisan tanah pantai karena ombak 
dan berkurangnya material pelindung pantai juga 
menjadi penyebab sulitnya mencari ikan di laut 
terutama dengan sero. Ketidaktahuan masyarakat 
tentang perlunya karang laut dan tanaman pesisir 
sebagai pelindung menyebabkan sebagian dari 
mereka mengambil material tersebut. Karang laut 
biasanya digunakan untuk membangun rumah 
dan keperluan lain. Berkurangnya karang laut 
membuat material penahan ombak menjadi tidak 
ada dan akhirnya terjadi pengikisan tanah di tepian 
pantai. Sepuluh tahun yang lalu daratan pantai di 
Buki dan Bungaiya masih cukup luas dan masih 
memungkinkan memasang sero ditepian laut. Akan 
tetapi saat ini air laut sudah semakin mendekati 
permukiman warga. Lokasi yang semua biasa 
digunakan untuk memasang sero sudah makin 
ke tengah sehingga tidak dapat digunakan lagi 
untuk memasang sero. Keadaan ini terutama 
terjadi di sekitar Desa Buki, yang berdampak pada 
berkurangnya penangkapan ikan dengan sero. 


Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Buki dan 
Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2006- 2011. 
Table 4. The average of Household Income from fishing Activity in Buki and Bungaiya, 


Selayar Islands District, 2006 — 2011. 


Pendapatan Rumah Tangga (Rp) 


Desa/ Villages Household Income (Rp) 
2006 2008 2011 
Buki 414,907 448,111 531,512 
Bungaiya 627,705 596,316 653,773 
BukitBungaiya 554,044 532,800 601,375 
N 53 70 63 


124 


Dinamika Pendapatan Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar ........... on (Ngadi) 


Peralatan mencari ikan yang lain seperti jaring 
dan pancing masih tetap menjadi andalan nelayan 
untuk mencari ikan di laut. 


Faktor gelombang laut merupakan faktor 
paling menentukan pola kehidupan nelayan, 
karena akan berpengaruh terhadap frekuensi 
melaut dan hasil tangkapan. Gelombang laut 
mulai besar biasanya terjadi pada saat musim 
angin barat yang bersamaan dengan musim 
penghujan yaitu antara Bulan November hingga 
Juni dan sebaliknya musim gelombang lemah 
yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi 
pada bulan Agustus hingga September. Herniwati 
dan Kadir (2009), mengelompokkan Kabupaten 
Kepulauan Selayar sebagai wilayah yang berada 
di sektor barat Provinsi Sulawesi Selatan bersama 
dengan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Kota 
Pare-pare, Kota Makassar, Gowa, Takalar, dan 
Jeneponto. Musim hujan di wilayah sektor barat 
berlangsung bulan Oktober sampai dengan Maret, 
dimana pada saat yang bersamaan di sektor timur 
berlangsung musim kemarau. Pola perubahan 
curah hujan di Selayar dapat dilihat pada diagram 
berikut: 


Berdasar pengakuan nelayan, bersamaan 
dengan musim hujan (angin Barat) inilah biasa terjadi 
gelombang laut besar yang menyebabkan nelayan 
tidak bisa melaut. Gelombang besar umumnya 
terjadi pada pertengahan Bulan Nopember-Maret 
(4 bulan). Pada saat inilah nelayan tidak pergi ke 
laut karena takut resiko tergulung ombak besar. 
Kalaupun ke laut, biasanya hasil yang didapatkan 
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juga kurang memuaskan. Hanya nelayan yang 
miliki kapal berkapasitas besar yang berani melaut, 
itupun biasanya dilakukan oleh nelayan dari luar 
Selayar. Perubahan musim gelombang laut juga 
berdampak pada kunjungan wisatawan ke wilayah 
Selayar yang biasanya dilakukan pada bulan April 
sampai dengan Oktober. 


Ngadi et al. (2011b), dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah 
tangga dari kegiatan kenelayanan mengalami 
peningkatan dari tahun 2008-2011 sebesar 3,8 
persen per tahun sedangkan pada tahun 2006-2008 
mengalami penurunan sekitar 2,5 persen per tahun. 
Dengan memperhatikan nilai inflasi di daerah 
yang lebih besar dari 5 persen per tahun, maka 
pendapatan riil dari kegiatan kenelayanan justru 
mengalami penurunan pada tahun 2006-2011. 
Penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan 
lebih disebabkan oleh tidak adanya perubahan 
teknologi penangkapan ikan. Sementara itu, 
populasi ikan cenderung mengalami penurunan. 
Sistem pemasaran hasil tangkapan di laut juga 
tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 
2006-2011. Ikan segar biasa dijual ke pasar di 
Kota Benteng, dan jarang dijual ke luar Kabupaten 
Kepulauan Selayar karena hasil tangkapan di 
laut hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan di 
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 


Fluktuasi pendapatan yang cukup tinggi 
terjadi antar musim gelombang lemah, pancaroba 
dan kuat. Berdasar data tahun 2011, dapat dilihat 
adanya variasi jumlah hari melaut, biaya melaut 


Sumber : Herniwati dan kadir (2009) / Source : Herniwati dan kadir (2009). 


Diagram 1. Pola Curah Hujan Wilayah Sektor Barat di Sulawesi Selatan. 
Diagram 1. Rainfall Trend of West Sector Area in South Sulawesi. 
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serta hasil yang didapatkan oleh nelayan di Buki 
dan Bungaiya. Pada waktu musim gelombang kuat 
rata-rata jumlah hari melaut bagi nelayan adalah 14 
hari dengan jumlah nelayan yang melaut sebanyak 
43 orang. Jumlah nelayan yang melaut pada musim 
gelombang kuat tampak lebih sedikit dibandingkan 
dengan gelombang tenang dan pancaroba. Hal 
ini disebabkan sebagian nelayan tidak berani 
melaut karena takut dengan risiko untuk melawan 
ombak yang besar. Waktu melaut biasanya juga 
lebih singkat sehingga biaya melaut hanya 
sekitar 16 ribu rupiah. Sebagian nelayan bahkan 
tidak mengeluarkan biaya karena mereka hanya 
mencari ikan dari pinggir laut saja. Dengan kondisi 
gelombang yang kurang menentu, pendapatan 
dari melaut pada musim gelombang kuat sekitar 
399 ribu rupiah (lebih rendah dibandingkan dengan 
hasil pada musim pancaroba dan gelombang 
tenang). Musim gelombang kuat biasanya terjadi 
antara pertengahan Pertengahan bulan Nopember 
sampai Maret. 


Pada musim pancaroba atau sering disebut 
sebagai masa peralihan dari gelombang kuat ke 
lemah atau sebaliknya, jumlah nelayan yang melaut 
sudah lebih banyak (45 orang) dengan jumlah 
hari melaut sebanyak 16 hari. Frekuensi mencari 
ikan di laut sudah lebih tinggi karena jumlah hari 
gelombang tenang sudah lebih banyak. Meskipun 
demikian pada musim ini terkadang masih terjadi 


gelombang kuat yang memaksa nelayan tidak berani 
melaut. Biaya untuk melaut lebih tinggi daripada 
pada musim gelombang kuat (23 ribu rupiah), 
karena waktu melaut lebih lama. Pada musim 
ini ikan masih sulit didapatkan sehingga nelayan 
memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan 
ikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup mereka. Rata-rata hasil yang didapatkan 
nelayan sudah cukup tinggi yaitu sebesar 542 ribu 
rupiah per bulan. 


Musim gelombang tenang (Mei-Oktober) 
merupakan musim yang ditunggu-tunggu oleh 
hampir seluruh nelayah karena pada musim ini 
gelombang begitu bersahabat dan nelayan dapat 
melaut sampai mendekati lautan dalam. Pada 
musim ini jumlah nelayan yang melaut sebanyak 
58 orang dengan rata-rata biaya melaut sebesar 
19.800 rupiah/melaut. Sebagian nelayan tidak 
memerlukan biaya melaut karena mereka hanya 
mencari ikan dengan sampan tanpa motor atau 
dengan membuat sero. Biaya melaut tampak lebih 
rendah dibandingkan dengan musim pancaroba 
karena ikan di laut biasanya lebih mudah didapatkan 
sehingga waktu yang diperlukan untuk melaut 
lebih pendek. Nelayan tampak lebih efisien dalam 
menggunakan bahan bakar serta kebutuhan lain 
untuk melaut. Total pendapatan per bulan yang 
didapatkan dari kegiatan melaut juga lebih tinggi 
yaitu sekitar 866 ribu rupiah. 


Tabel 5. Kegiatan Melaut Berdasar Beberapa Indikator dan Musim, di Buki dan Bungaiya, 
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011. 
Table 5. Fishing Activity Base on Several Indicators and Season, in Buki and Bungaiya, 


Selayar Islands District, 2011. 


Indikator Melaut/ 


Tipe Gelombang/ Type of Waves 


Indicators of Fishing Kuat/Strong Pancaroba/ Transition | Tenang! Weak 
Jumlah hari melaut per bulan/ 
Day for fishing per month 
e Buki 12.8 (17) 18.42 (24) 23.42 (26) 
e Bungaiya 14.9 (26) 14.10 (21) 21.28 (32) 
e BukitBungaiya 14.1 (43) 16.4 (45) 22.2 (58) 
Pendapatan bersih sebulan (Rp)/ 
Nett income per month (IDR) 
e Buki 357,647 491,667 796,731 
e Bungaiya 426,538 600,714 923,125 
e BukitBungaiya 399,302 542,556 866,466 
Biaya melaut per hari/ 
Cost for fishing per day 
e Buki 16,556 (9) 25,071(14) 14,731 (13) 
e Bungaiya 15,500 (10) 21,111 (9) 27,222 (9) 
e BukitBungaiya 16,000 (19) 23,522 (23) 19,841 (22) 


Sumber : Data Primer, Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2011. 
Source : Primary Data, Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2011. 
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Dinamika Pendapatan Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar ........... on (Ngadi) 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Peningkatan pendapatan penduduk di Buki 
dan Bungaiya antara tahun 2006-2011 sebesar 
5,99 persen pertahun. Peningkatan ini belum bisa 
mengimbangi laju inflasi di daerah sehingga secara 
riil kesejahteraan penduduk di wilayah pesisir 
Kabupaten Kepulauan Selayar masih stagnan 
bahkan menurun. Nelayan setempat merasakan 
semakin sulitnya mencari ikan di laut dan tidak bisa 
berbuat banyak untuk bisa memperbaiki kondisi 
yang mereka alami. Penurunan volume ikan laut 
tampaknya menjadi masalah utama yang dihadapi 
nelayan saat ini. Degradasi sumber daya laut 
yang disebabkan oleh praktek pengambilan ikan 
yang tidak ramah lingkungan mennjadi salah 
satu sebab menurunnya kuantitas ikan di laut. 
Penggunaan potassium dan bom ikan yang dulu 
sering dilakukan telah dirasakan dampaknya 
pada saat ini terutama penurunan jumlah ikan 
di laut. Beberapa program telah dilakukan untuk 
mengatasi masalah ini seperti pengadaan daerah 
perlindungan laut meskipun sampai saat ini belum 
bisa berjalan secara efektif. Beberapa peralatan 
melaut yang dulu biasa digunakan nelayan seperti 
sero, juga sudah tidak bisa digunakan lagi karena 
lokasinya semakin ke tengah. Rehabilitasi sumber 
daya laut tampaknya sulit untuk dilakukan karena 
wilayah pesisir yang terdegradasi sangat panjang 
dan luas. Yang bisa dilakukan saat ini adalah 
mengupayakan agar degradasi sumber daya laut 
tidak terus berlanjut. 


Ditengah persoalan menurunnya kuantitas 
ikan di laut, nelayan juga harus menghadapi 
perubahan alamiah yang pasti terjadi yaitu 
gelombang kuat. Pada saat inilah banyak nelayan 
yang tidak bisa melaut karena risiko yang besar 
jika harus berhadapan dengan ombak. Dalam 
kaitan dengan kondisi ini mata pencaharian 
alternatif yang tidak terkendala oleh gelombang 
tampaknya perlu diupayakan. Sebagian nelayan 
memang memiliki mata pencaharian tambahan 
seperti sebagai peternak dan petani tanaman 
pangan. Akan tetapi masih banyak nelayan yang 
kurang beruntung karena tidak bisa memilikinya 
sebagai dampak keterbatasan perekonomian 
mereka. Penciptaan mata pencaharian alternatif 
telah menjadi komitmen dari program pemerintah 
melalui program pelestarian terumbu karang. Akan 
tetapi program tersebut sejauh ini belum bisa 
berjalan efektif karena masih menghadapi berbagai 
persoalan seperti sumber daya manusia dan etos 
kerja di masyarakat. 


Selama ini telah cukup banyak upaya 
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat yang perlu mendapatkan 
apresiasi tinggi. Meskipun demikian, berbagai 
kelemahan terkait dengan program tersebut 
juga harus diperhatikan sehingga program 
pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Kegiatan 
yang sifatnya memfasilitasi masyarakat dengan 
memberikan bantuan sarana maupun prasarana 
tangkap yang selama ini dilakukan pemerintah 
daerah memang menjadi solusi yang cepat dan 
dibutuhkan masyarakat. Nelayan akan dengan 
senang hati menerima bantuan tersebut, akan 
tetapi bantuan perlu diimbangi dengan upaya 
penyiapan sumber daya manusia agar masyarakat 
tidak semakin bergantung pada pemerintah. 
Jika tidak diimbangi dengan penyiapan sumber 
daya manusia, dikhawatirkan dalam waktu 
panjang bantuan tersebut dapat berimplikasi 
pada ketergantungan yang tinggi masyarakat 
nelayan terhadap pemerintah. Dalam hal ini upaya 
peningkatan pemberdayaan masyarakatlah yang 
perlu dikembangkan sehingga setelah bantuan 
terhenti, masyarakat bisa semakin mandiri dan 
berdaya. 
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ABSTRAK 


Integrasi ekonomi yang menyeluruh dan berkesinambungan di antar semua sektor produksi 
merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Data sekunder berupa tabel input- 
output Propinsi Gorontalo tahun 2011 digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1) Menganalisis peran sektor perikanan dan keterkaitan kedepan serta kebelakang (forward and 
backward linkage) dalam perekonomian wilayah: dan (2) Mengetahui indeks daya penyebaran dan 
indeks derajat kepekaan pada kegiatan sektor perikanan. Metode analisis deskriptif, analisis keterkaitan, 
dan analisis daya penyebaran serta derajat kepekaan digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian 
menggambarkan bahwa sektor perikanan budidaya penyebarannya hampir merata, dengan jumlah 
permintaan seluruhnya mencapai Rp. 0,373 trilyun. Dari sisi penawaran menunjukkan bahwa wilayah 
pesisir Provinsi Gorontalo mampu berperan menyediakan produksi perikanan sebesar Rp. 0,280 trilyun 
(75,03%) dari seluruh penawaran/penyediaan produk, kekurangannya yakni sebesar Rp. 36.061 juta 
(9,65%) harus dipasok dari luar Provinsi Gorontalo. Permintaan akhir sektor perikanan paling banyak 
digunakan untuk konsumsi rumahtangga dan ekspor yaitu masing-masing sebesar 58,49%, dan 5,95%. 
Kontribusi sektor perikanan memberikan nilai input primer yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 0,280 
trilyun (6,61%) di bawah rata-rata per sektor Rp. 0,424 trilyun. Sektor perikanan dapat dikategorikan 
efisien (tingkat efisiensi 75,03%), paling efisien dibandingkan semua sektor maupun rata-rata total 
efisiensi sektor kegiatan di Provinsi Gorontalo yang besarnya 53,66%. Koefisien keterkaitan langsung 
kebelakang sektor perikanan budidaya adalah 0,153159, nilai keterkaitan langsung ke depan adalah 
0,107750, sedangkan nilai indeks daya penyebaran sebesar 0,8742 dan nilai indeks derajat kepekaan 
sebesar 0,8249. Melalui pengembangan sentra perikanan terpadu, keterkaitan antar sektor dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui program “Minapolitan Berbasis 
Perikanan Budidaya”. 


Kata Kunci: input-output, minapolitan, sektor perikanan, Provinsi Gorontalo 


ABSTRACT 


Comprehensive economic integration and sustainable between production sectors is one key to 
successful economic development. Secondary data which used in this research were 2011 Gorontalo 
Province Input-Output Table Model. This research aimed to: (1) analyze the role of fisheries sector 
and forward and backward linkage in the economic region; and (2) knowing the distribution index and 
the degree of sensitivity index of fisheries sector activity in Gorontalo Province. Methods of descriptive 
analysis, linkage analysis, and analysis of power distribution and the degree of sensitivity used in this 
research. The results showed that the aquaculture sector is almost evenly spread, with the number of 
requests totaled Rp. 0.373 trillion. From the supply side shows that the area of the coastal province 
of Gorontalo able role in providing fisheries production amounted to Rp. 0.280 trillion (75.03%) of the 
entire supply / provision of products, shortcomings which amounted to Rp. 36,061 million (9.65%) to be 
supplied from outside the province of Gorontalo. Fisheries sector final demand mostly used for domestic 
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consumption and exports are respectively 58.49% and 5.95%. The contribution of the fisheries provide the primary 
input values are relatively small, amounting to Rp. 0.280 trillion (6.61%) below the average per sector Rp. 0.424 
trillion. The fisheries sector can be categorized as efficient with an efficiency of 75.03%, the most efficient compared 
to all sectors and the average total efficiency of the sector of activity in Gorontalo Province which amount 53.66%. 
The coefficient of linkage directly to the back of aquaculture sector is 0.153159, the value of direct relevance to the 
future is 0.107750, while the index value of 0.8742 and the power spread degree of sensitivity index values of 0.8249. 
Connectivity between sectors can be exploited optimally and sustainable by program which called “Minapolitan Based 


on Aquaculture Fisheries”. 


Keywords: input-output, minapolitan, fisheries sector, Gorontalo Province 


PENDAHULUAN 


Provinsi Gorontalo memiliki garis pantai 
sepanjang + 560 km. Salah satu potensi sumberdaya 
yang cukup menonjol adalah perikanan laut yang 
meliputi tiga wilayah perairan, yaitu perairan Teluk 
Tomini, Laut Sulawesi dan ZEE Laut Sulawesi 
(DKP, 2011: BPS, 2011). Pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Gorontalo rata-rata sebesar 7,15 persen 
(Muslianti, 2009). Salah satu sektor ekonomi 
yang memberikan andil atau menjadi sumber 
bagi pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perikanan 
dengan sumber pertumbuhan sebesar (16,9%) 
(BPS, 2011). 


Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari 
pembangunan perikanan memiliki berbagai tolok 
ukur, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Badrudin (1999), terdapat dua hal penting 
yang berkaitan dengan kutub pertumbuhan, 
yaitu mempunyai keterkaitan ke depan (forward 
lingkage) dan keterkaitan ke belakang (backward 
lingkage) yang kuat terhadap sebuah industri 
yang unggul, dan kelompok industri akan memilih 
lokasi pada kota besar dengan mempertimbangkan 
kemudahan berbagai prasarana dan fasilitas, 
namun tetap memperhatikan hubungan dengan 
daerah pendukung (hinterland) sebagai salah satu 
pemasok input. 


Analisis Input-Output (I-O), terinspirasi oleh 
karya Wassily Leontief, telah dianggap sebagai salah 
satu kontribusi besar untuk economi di abad ke-20 
(Baumol, 2000): (Mattila et al., 2011). Lebih lanjut Oliva 
et al. (2010), model Input-Output didasarkan pada 
pendekatan bahwa hubungan interdependensi 
antara suatu sektor dengan sektor lainnya dalam 
perekonomian dapat dinyatakan dalam persamaan 
linear. Secara khusus, input-output merupakan alat 
analisis untuk menilai perubahan struktural dalam 
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perekonomian, dalam hal hubungan antara sektor 
ekonomi (Reis and Rua, 2006), proses perencanaan 
(Mangiri, 2000), dan karakteristik struktur ekonomi 
wilayah (Nasution dkk., 2000). Lebih lanjut 
Soemarno (2011), tujuan umum model I-O ialah 
menjelaskan besaran aliran antar industri dalam 


hubungannya dengan tingkat produksi dalam 
setiap sektor. 
Kebijakan pengembangan perikanan 


dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan sektor 
kelautan dan perikanan dengan pengelolaan dan 
optimalisai sumberdaya ikan melalui kebijakan 
minapolitan. Penetapan minapolitan sebagai 
sebuah wahana utama dalam pembangunan 
perikanan merupakan perwujudan dari visi dan 
misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
yang memberikan perhatian sangat besar pada 
aspek peningkatan produksi dan kesejahteraan 
masyarakat. Melalui minapolitan, pada tahun 2015 
mendatang diproyeksikan terjadi kenaikan produksi 
perikanan budidaya sebesar 353% (KKP, 2009), 
termasuk di Propinsi Gorontalo. 


Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) Menganalisis peran sektor 
perikanan dan keterkaitan ke depan dan ke 
belakang (forward and backward linkage) dalam 
perekonomian wilayah; dan (2) Mengetahui indeks 
daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan 
pada kegiatan sektor perikanan. 


METODOLOGI 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi pengambilan data terletak di 4 
(empat) Kabupaten yaitu Gorontalo, Bone Bolango, 
Boalemo dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo 
(Gambar 1). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
April — Oktober 2012. 


Analisis Peranan Sektor Perikanan dalam Mendukung Program Minapolitan ................. (Taslim Arifin dan Siti Hajar Suryawati) 


LAUT SULAWESI 


PETA LOKASI PENELITIAN 
PROPINSI GORONTALO 


TELUK TOMINI 


KAB. TOJOUNAUNA 
SULAWESI TENGAH 


Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
Figure 1. Map of Study Site 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data Tabel Transaksi Input-Output 
Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang diperoleh dari 
BPS, laporan tahunan dari Bappeda dan Dinas 
Perikanan dan Kelautan. 


Analisis Data 


Kekuatan Struktur dan Interaksi Antar Sektor 


Analisis deksriptif digunakan untuk menelaah 
kekuatan struktur dari sektor perikanan terhadap 
struktur permintaan dan penawaran, struktur 
permintaan akhir dan struktur input primer, dengan 
cara mendeskripsikan angka-angka pada tabel 
dasar, yaitu tabel transaksi domestik atas dasar 
harga produsen. Interaksi antar sektor dianalisis 
dengan menggunakan analisis keterkaitan: dan 
indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan. 


Analisis Keterkaitan 


Keterkaitan sektor perikanan dengan sektor 
kegiatan lainnya dianalisis, baik sektor penyedia 
input maupun sektor yang menggunakan output dari 
sektor perikanan dengan menggunakan analisis 
keterkaitan (linkages), baik secara langsung 
(direct) ke belakang dan ke depan, maupun secara 
tidak langsung (indirect) ke belakang dan ke depan 
(Kula, 2008), Reis dan Rua (2006). 


Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan 


a. Daya Penyebaran 


Analisis ini diartikan sebagai kemampuan 
suatu sektor untuk meningkatkan kemampuan 
industri hulunya. Sektor ini dikatakan mempunyai 
kaitan ke belakang yang tinggi jika daya 
penyebarannya (Pd) mempunyai nilai lebih besar 
dari satu atau di atas rata-rata sektor secara 
keseluruhan bentuk persamaannya : 


JENE Mz 
Pd, = TEN 
X= X- Ci 
Keterangan/Remaks : 


Pd, = Daya penyebaran/Power deployment 

C, = nsur matrik kebalikan Leontief terbuka/ 
Open Leontief inverse matrix element 

n = Total sektor/ Total sector 


b. Derajat Kepekaan 


Analisis ini diartikan sebagai kemampuan 
suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan 
produksi sektor lain yang memakai input dari sektor 
ini. Bentuk persamaannya sebagai berikut : 


n Vina Cij 


> AA 
FEE Cy 
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Keterangan/Remaks : 
Sd, = Daya penyebaran/Power deployment 
C, = nsur matrik kebalikan Leontief terbuka/ 


Open Leontief inverse matrix element 
n = Total sektor/ Total sector 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Struktur Permintaan dan Penawaran. 


Dari sisi penyediaan, output domestik 
sebesar Rp. 7,907 trilyun masih belum mampu 
mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa pada 
beberapa sektor dan masih harus mendatangkan 
barang dari luar sebesar Rp. 2,321 trilyun atau 
sekitar 22,70% dari total penyediaan barang dan 
jasa (Tabel 1). Dilihat dari sisi permintaannya, 
terdapat Rp. 9,334 trilyun atau 91,25% dari total 
penyediaan digunakan untuk kebutuhan domestik 
sedangkan Rp. 0,895 trilyun atau 8,75% merupakan 
produk yang diekspor. Dari sejumlah Rp. 9,334 
trilyun tersebut, barang dan jasa yang dikonsumsi 
domestik sebesar 5,669 trilyun rupiah atau sekitar 
55,43% yang merupakan keperluan konsumsi 
rumah tangga, pemerintah dan pembentukan 
modal tetap bruto (PMTB). Secara nominal output 
yang digunakan untuk kegiatan produksi barang 
dan jasa sebesar Rp. 3,664 trilyun atau sekitar 
35,82%, untuk kegiatan ekonomi sebesar 
Rp. 2,245 trilyun, ekspor Rp. 0,895 trilyun dan 
untuk konsumsi akhir sebesar Rp. 4,766 trilyun. 


Pada Tabel 2, terlihat bahwa dari sisi 
permintaan dialokasikan barang dan jasa untuk 
memenuhi kebutuhan dalam proses produksi 


(permintaan antara) di berbagai sektor sebesar Rp. 
2,245 trilyun (28,40%), sisanya digunakan untuk 
konsumsi akhir yang meliputi kebutuhan domestik 
sebesar Rp. 4,766 trilyun (60,28%) dan keperluan 
ekspor sebesar Rp. 0,895 trilyun (11,32%). Untuk 
memenuhi permintaan tersebut (ekspor) produksi 
barang danjasa sebagian dihasilkan oleh kegiatan 
domestik, yakni sebesar Rp. 4,243 trilyun (53,66%) 
dan kekurangannya dipenuhi dengan mengimpor 
dari luar sebesar Rp. 1,418 trilyun (17,94%). 
Dari data ekspor dan impor, dapat disimpulkan 
bahwa telah terjadi defisit perdagangan sebesar 
Rp. 0,523 trilyun (-6,62%). 


Berdasarkan kajian terhadap struktur 
permintaan dan penawaran pada sektor 
perikanan, yang merupakan topik pembahasan 
ini, dapat dijelaskan bahwa sektor perikanan 
budidaya penyebarannya hampir merata. 
Jumlah permintaan seluruhnya mencapai 
Rp. 0,373 trilyun. Dari jumlah tersebut 
sebesar Rp. 0,100 trilyun atau sekitar 26,98% 
digunakan untuk memenuhi permintaan 
antara sektor produksi lainnya, memenuhi 
permintaan akhir domestik sebesar Rp. 0,173 
trilyun (46,32%) dan selebihnya untuk ekspor, 
yakni sebesar Rp. 99.736 juta (26,70%) dari 
seluruh permintaan. 


Keadaan ini menunjukan bahwa output 
sektor perikanan lebih banyak digunakan untuk 
memenuhi permintaan akhir dari pada permintaan 
antara, atau dengan kata lain output dari sektor 
perikanan lebih banyak dikonsumsi langsung oleh 
konsumen sebagai permintaan akhir dari pada 
untuk proses produksi pada sektor lain. 


Tabel 1. Struktur Permintaan dan Penawaran Agregat berdasarkan Tabel I-O Provinsi 


Gorontalo, 2011. 


Table 1. Structure of Demand and Supply Agregates by I-O Table in Gorontalo Province, 2011. 


(Juta Rp) Ya 
Antara/ Domestik/ Domestic 2,245,787 21.95 
Inter Impor/ Import 1,418,781 13.87 
bermintaan! Akhir/ Domestik/ Domestic 4,766,799 46.60 
Demand End Impor/ Import 902,981 8.83 
Ekspor/ Export 895,050 8.75 
Jumlah/ Total 10,229,398 100.00 
penyediaan? Domestik/ Domestic 7,907,636 77.30 
ana aa Impor/ Import 2,321,762 22.70 
y Jumlah/ Total 10,229,398 100.00 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 
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Tabel2. Struktur Permintaan dan Penawaran Menurut Sektor Kegiatan di Provinsi Gorontalo, 
2011. 
Table 2. Structure of Demand and Supply by Activity Sector in Gorontalo Province, 2011. 


Permintaan Akhir/ Penyediaan Input/ Jumlah 
Permintaan Final Demand Provision of Inputs Permintaan/ 
Sektor Sectors Antara/ Penawaran/ 
Between Domestik/ Ekspor/ Impor/ Domestik/ Number of 
Demand Domestic Export Import Domestic Reguests / 
Offers 
Pertanian / Agriculture 498,927 655,558 359,827 209,777 968,622 1,514,312 
Perikanan / Fisheries 100,807 173,069 99,736 36,061 280,329 373,612 
Pertambangan & 
Penggalian/ Mining & 
guarrying 71,989 3,507 8,744 12,001 56,693 84,240 
Industri / Industry 190,248 405,119 378,854 64,142 289,583 974,221 
Listrik & Air Bersih / 
Electricity and clean water 36,306 43,030 0 26,852 29,004 79,336 
Konstruksi / Construction 134,237 606,841 0 238,474 310,390 741,078 


Perdagangan, Hotel 4 

Restoran/ Trade, Hotels & 

Restaurants 296,252 477,666 33,647 114509 456,004 807,565 
Transportasi & Komunikasi 

/ Transportation & 


communication 321,268 371,536 14,242 216,803 360,453 707,046 
Keuangan/ Finance 457,826 176,714 0 29,569 383,902 634,540 
Jasa-Jasa / Services 137,927 1,853,759 0 470,593 1,108,088 1,991,686 
Jumlah/ Total sectors 2,245,787 4,766,799 895,050 1,418,781 4,243,068 7,907,636 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/ Source: Data processing (2012) 


Keadaan tersebut mengindikasikan Struktur Permintaan Akhir 
bahwa belum berkembangnya industri pengolahan 
yang berbasis output dari sektor perikanan. 
Hal ini terlihat dari belum banyaknya output dari 
sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh 
sektor lain sebagai input dalam proses produksi tetap, perubahan stok, dan permintaan ekspor 
dan juga jenis output dari sektor perikanan yang bagi daerah lain di luar Provinsi Gorontalo 
masih sangat terbatas sehingga nilai tambah (Tabel 3). Hasil analisis terhadap sektor 
yang diperoleh dari output sektor perikanan masih perikanan menunjukkan bahwa permintaan 
rendah. akhir sektor ini paling banyak digunakan untuk 
konsumsi rumah tangga dan ekspor yaitu 
masing-masing sebesar 58,49%, dan 5,95%. 
Hal ini mengindikasikan bahwa output sektor-sektor 
perikanan tersebut lebih cenderung digunakan 


Struktur permintaan akhir menunjukkan 
jumlah barang dan jasa dari setiap sektor 
perekonomian yang digunakan untuk konsumsi 
rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal 


Jika dilihat dari sisi penawaran 
menunjukkan bahwa wilayah pesisir Provinsi 
Gorontalo mampu berperan menyediakan 
produksi perikanan sebesar Rp. 0,280 trilyun 


(75,03%) dari seluruh penawaran/penyediaan Vntuk memenuhi konsumsi langsung baik 
produk, kekurangannya yakni sebesar Rp. terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, 


36.061 juta (9,65%) harus dipasok dari luar pembentukan modal tetap, perubahan stok dan 
untuk ekspor. Permintaan akhir yang diciptakan 


dari sektor perikanan seperti ikan hasil tangkapan 
maupun budidaya selama ini lebih banyak 
dikonsumsilangsung oleh masyarakatdibandingkan 
dengan untuk proses produksi pada sektor yang 


Provinsi Gorontalo. Meski terdapat kekurangan 
pasokan sebesar 9,65% di Provinsi Gorontalo 
tidak terjadi kekurangan pasokan (minus) 
dalam penyediaan produksi perikanan atau 
penawaran sektor perikanan masih lebih besar 


dari permintaannya, dengan demikian secara lain pada permintaan antaranya. Perubahan 
keseluruhan sektor perikanan mengalami stok yang terjadi adalah positif sehingga tidak 


surplus sebesar Rp. 63.675 juta (17,04%). diperlukan impor untuk mengatasi hal tersebut. 
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Tabel 3. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Perikanan di Provinsi Gorontalo, 2011. 
Table 3. Composition of Final Demand Fisheries Sector in Gorontalo Province, 2011. 


Sektor Perikanan / Fisheries Sector 


Komponen/ 
Component Nilai (Juta Rp) / Persentase / 
Value (Million Rp) Percentage Yo 

Konsumsi Rumah Tangga/ 159,559 58.49 
Household consumption 
Konsumsi Pemerintah/ 0 0 
Government consumption 
Pembentukan Modal Tetap/ 0 0 
Fixed capital formation 
Perubahan Stok/ Stock changes 13,510 4.95 
Ekspor/ Export 99,736 36.56 
Jumlah Permintaan Akhir/ 272,805 100 


Amount of Final Demand 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 


Struktur Input Primer 


Struktur input primer merupakan semua 
jenis balas jasa yang dibayarkan kepada 
sektor ekonomi sebagai kompensasi atas 
keterlibatannya dalam kegiatan perikanan 
budidaya. Input primer dalam terminologi yang 
berbeda disebut nilai tambah bruto (value 
added) yang merupakan selisih antara output 
dengan input antara. Komponen input primer 
meliputi upah/gaji, surplus usaha, penyusutan 
pajak tak langsung dan memiliki hubungan 


vertikal dengan input antara. Dalam terminologi 
makro input primer merupakan bagian dari 
komponen input dalam suatu produksi dan 
disebut sebagai komponen nilai tambah bruto. 
Penjumlahan seluruh input primer ataupun nilai 
tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di 
wilayah Gorontalo disebut PDRB dan hasilnya 
dapat digunakan sebagai salah satu indikator 
untuk mengukur kinerja perekonomian Provinsi 
Gorontalo. Rincian nilai input primer dari sepuluh 
sektor kegiatan di Provinsi Gorontalo dapat 
dilihat pada Tabel 4. 


Tabel 4. Nilai Input Primer Menurut Sektor Kegiatan di Provinsi Gorontalo, 2011. 
Table 4. Primary Input Value by Sector Activity in Gorontalo Province, 2011. 


Nilai (Juta Rp)/ Distribusi (Yo)/ 


No pakor 5 Value (Million Rp) Distribution (%) 
1 Pertanian / Agriculture 968,622 22.83 
2 Perikanan / Fisheries 280,329 6.61 
3 Pertambangan & Penggalian/ 56,693 1.34 
Mining & Quarrying 
4 Industri / Industry 289,583 6.82 
5 Listrik & Air Bersih / 
Electricity and Clean Water 29,004 0:65 
6 Konstruksi / Construction 310,390 7.32 
7 Perdagangan, Hotel & Restoran/ 
Trade, Hotels & Restaurants 456,004 10.79 
8 Transportasi & Komunikasi / 
Transportation & Communication 360,493 sae 
9 Keuangan/ Finance 383,902 9.05 
10 Jasa-Jasa/Services 1,108,088 26.12 
Jumlah/ Total Sectors 4,243,068 100.00 
Rata — Rata Per Sektor/Average of Sector 424,307 10.00 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 
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Secara total pembentukan struktur input 
primer dari seluruh sektor perekonomian di 
Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 4,243 trilyun 
yang diciptakan oleh sepuluh sektor (Tabel 4). 
Namun demikian, kontribusi sektor perikanan 
memberikan nilai input primer yang relatif 
kecil, yaitu sebesar Rp. 0,280 trilyun (6,61%) 
di bawah rata-rata per sektor Rp. 0,424 trilyun 
atau kontributor ke-8. Lebih lanjut terlihat pada 
Tabel 5, struktur input primer terbesar diberikan 
oleh dua buah sektor yaitu sektor jasa-jasa dan 
sektor pertanian, masing-masing memberikan 
kontribusi sebesar 26,12% dan 22,83%. 


Analisis pembentukan input primer 
menurut komponennya (Tabel 5), atas dasar 
komponen tersebut, terlihat bahwa upah dan 
gaji adalah kontributor terbesar (48,03%), 
surplus usaha 42,50%, penyusutan 7,68% 
dan pajak tak langsung 3,79%. Kondisi ini 
memberikan implikasi bahwa secara makro 
kegiatan perekonomian di Provinsi Gorontalo 


relatif kurang menguntungkan karena lebih 
didominasi oleh sektor formal khususnya 
konsumsi pemerintahan. 

Khusus untuk sektor perikanan, 


kegiatannya relatif lebih memberikan proporsi 
yang menguntungkan, hal ini ditunjukkan 
dengan surplus usaha sebesar Rp. 0,190 trilyun 
(67,91%) dari total nilai output. Artinya, setiap 
satu satuan output wilayah yang dihasilkan 


akan diperoleh surplus usaha sebesar 0,6791 
satuan. Angka ini lebih besar dari rata-rata 
surplus usaha semua sektor ekonomi wilayah 
(0,4250 satuan). Data ini menunjukkan bahwa 
dalam pembentukan output di sektor perikanan, 
komponen surplus usaha memegang peranan 
penting. 


Namun demikian, tingkat upah dan gaji 
yang diterima masyarakat nelayan relatif kecil 
dibanding dengan kegiatan ekonomi lainnya 
yaitu sebesar Rp. 71.303 juta (25,44%). Artinya, 
untuk menghasilkan satu satuan output wilayah 
diperlukan upah dan gaji sebesar 0,2544 satuan 
untuk membayar tenaga kerja di sektor perikanan. 
Angka tersebut lebih kecil dari rata-rata semua 
sektor ekonomi dalam membayar pekerja yaitu 
sebesar 0,4603 satuan. Padahal upah dan 
gaji merupakan satu-satunya komponen nilai 
tambah yang bisa langsung diterima oleh pekerja 
(buruh nelayan). Sebaliknya surplus usaha yang 
harus diterima oleh pengusaha (nelayan) yang 
jumlahnya lebih sedikit dari buruh nelayan, dua 
kali lebih besar dibanding dengan upah dan gaji, 
sehingga upah dan gaji yang relatif lebih kecil secara 
langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi 
purchasing power masyarakat (buruh nelayan). 
Di lain pihak dengan adanya kelebihan dari 
surplus usaha akan ada penambahan investasi 
atau saving di perusahaan tetapi belum tentu dapat 
langsung dinikmati oleh masyarakat nelayan. 


Tabel 5. Komposisi Input Primer Menurut Komponennya Pada Sektor Perikanan Budidaya dan Sektor 


Basis di Provinsi Gorontalo, 2011. 


Table 5. Composition of Primary Input Components According to The Aguaculture Sector and 


Sector Base in Gorontalo Province, 2011. 


Perdagangan, 
: A Hotel & 7 
Komponen/ Perikanan/ Jasa-Jasa/ Pertanian/ Lainnya/ Jumlah/ 
$ 2 A x Restoran/ 
Component Fisheries Services Agriculture Others Total 
Trade, Hotel 
& Restaurant 
Upah & Gaji/ Rp 71,303 Rp 932,877 Rp 329,085 Rp 152,842 Rp 467,004 Rp1,953,111 
Salary & Wage 25.44% 84.19% 33.97% 33.52% 32.66% 46.03% 
Surplus Usaha/ Rp 190,370 Rp 51,624 Rp 581,536 Rp 250,085 Rp 729,815 Rp1,803,430 
Business Surplus 67.91% 4.66% 60.04% 54.84% 51.04% 42.50% 
Penyusutan/ Rp 7,823 Rp 117,792 Rp 17,322 Rp 35,719 Rp 147,106 Rp 325,762 
Shrinkage 2.79% 10.63% 1.79% 7.83% 10.29% 7.68% 
Pajak tak Rp 10,833 Rp 5,795 Rp 40,679 Rp 17.358 Rp 86,100 Rp 160,765 
Langsung/ 
Indirect tax 3.86% 0.52% 4.20% 3.81% 6.02% 3.79% 
Jumlah/ Total Rp 280,329 Rp108,088 Rp 968,622 Rp 456,004 Rp1,430,025 Rp 4,243,068 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 
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Efisiensi Penciptaan Output 


Efisiensi penciptaan output merupakan 
hasil bagi antara nilai tambah bruto (input primer) 
dengan output. Dengan menelaah besarnya 
efisiensi penciptaan output oleh masing-masing 
sektor, maka akan diketahui sektor-sektor mana 
yang lebih efisien dalam menciptakan output 
(Tabel 6). 


Pada Tabel 6 terlihat bahwa sektor 
perikanan dapat dikategorikan efisien dengan 
tingkat efisiensi sebesar 75,03%, paling efisien 
dibandingkan semua sektor maupun rata-rata total 
efisiensi sektor kegiatan di Provinsi Gorontalo yang 
besarnya 53,66%. Efisiensi dari sektor perikanan 
ini merupakan salah satu nilai strategis yang 
menjadi bahan pertimbangan untuk berinteraksi. 
Di samping tingkat efisiensi, tentu saja masih 
ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang 
harus diperhitungkan seperti misalnya tingkat 
pengembalian, tingkat suku bunga dan kondisi 
sosial politik. Selain itu, sektor yang paling efisien 
dalam menciptakan outputnya adalah sektor 
pertambangan dan sektor pertanian (67,30% 
dan 63,96%). 


Analisis Keterkaitan 


Analisis keterkaitan antar sektor dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu: (|) kaitan ke 
belakang dan (II) kaitan ke depan. Masing-masing 


keterkaitan tersebut dapat dibagi dua lagi, yaitu: 
(i) keterkaitan output langsung ke depan dan ke 
belakang, (ii) keterkaitan output tidak langsung 
ke depan dan ke belakang, selanjutnya analisis 
keterkaitan ke belakang dan ke depan secara rinci 
dapat dijelaskan melalui daya penyebaran dan 
derajat kepekaan. 


a. Keterkaitan Kebelakang 


Pengaruh peningkatan suatu sektor akan 
terlihat pada sektor-sektor yang mensuplai 
bahan baku sebagai inputnya. Seberapa besar 
dampaknya terhadap sektor-sektor yang mensuplai 
tadi disebut sebagai keterkaitan ke belakang. 
Koefisien keterkaitan ke belakang baik langsung 
maupun tidak langsung dari sektor kegiatan di 
Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2. 


Dari Gambar 2 (A), koefisien keterkaitan 
langsung ke belakang sektor perikanan budidaya 
adalah 0,153159, hal ini menunjukkan bahwa 
dengan adanya kenaikan satu unit output pada 
sektor perikanan budidaya membutuhkan output 
sektor lain sebesar 0, 153159 unit. Hal ini kemudian 
secara simultan akan memicu peningkatan 
penggunaan output sektor lainnya sebagai input 
sebesar 1,066757 unit (Gambar 2 B). Dengan 
demikian, secara total akan mengakibatkan 
peningkatan penggunaan output kegiatan sebesar 
1,219916 unit. 


Tabel 6. Efisiensi Penciptaan Output Menurut Sektor Kegiatan di Provinsi Gorontalo, 2011. 
Table 6. Creation Efficiency Output by Sector Activity in Gorontalo Province, 2011. 


Nilai Tambah Bruto Output Distribusi (%)/ 
Sektor/ Sectors (Juta Rp)/ Gross Added (Juta Rp)/ Distribution (%) 
Value Output 

Pertanian / Agriculture 968,622 1,514,312 63.96 
Perikanan / Fisheries 280,329 373,612 75.03 
Pertambangan 4 Penggalian/ 
Mining & guarrying 56,693 84,240 67.30 
Industri / Industry 289,583 974,221 29.72 
Listrik & Air Bersih / Electricity and 
clean water 29,004 79,336 36.56 
Konstruksi / Construction 310,390 741,078 41.88 
Perdagangan, Hotel & Restoran/ 
Trade, Hotels & Restaurants 456,004 807,565 56.47 
Transportasi & Komunikasi / 
Transportation & communication 360,453 707,046 50.98 
Keuangan/ Finance 383,902 634,540 60.50 
Jasa-Jasa / Services 1,108,088 1,991,686 55.64 
Jumlah/Total sectors 4,243,068 7,907,636 53.66 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 
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Gambar 2. Keterkaitan ke Belakang menurut Sektor Kegiatan di Provinsi Gorontalo, 2011. 


Figure 2. Backward Linkages by Sector Activity in Gorontalo Province, 2011. 


Total nilai keterkaitan ke belakang sektor 
perikanan budidaya menempati urutan terakhir 
dari klasifikasi 10 sektor. Urutan kesembilan sektor 
lainnya, masing-masing sektor industri 1,878138, 
keuangan 1,513607, listrik dan air bersih 1,426750, 
perdagangan, hotel dan restoran 1,415524, 
konstruksi 1,393390, pertanian 1,303164, jasa-jasa 
1,285102, pertambangan dan penggalian 1,263393 
serta transportasi dan komunikasi 1,257416. Nilai 
koefisen sektor pertanian (1,219916) berada 
dibawah rata-rata per sektor ekonomi lainnya yakni 
1,395460. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor 
perikanan sangat rendah dalam menyerap output 
sektor lain yang digunakan sebagai input sektor 
tersebut. Rendahnya nilai keterkaitan ke belakang 
dari sektor perikanan menunjukkan rendahnya 
input yang diserap oleh sektor ini (Tabel 7). 


Pada Tabel 7 terlihat bahwa total input yang 
terserap yaitu sebesar Rp. 373.612 juta. Biaya 
yang dikeluarkan untuk nilai tambah bruto sebesar 


Rp. 280.329 juta (75,03%), terdiri atas upah dan gaji 
sebesar Rp. 71.303 juta (19,08%), surplus usaha 
sebesar Rp. 190.370 juta (50,95%), penyusutan 
sebesar Rp. 7.823 juta (2,09%) dan pajak tak 
langsung Rp. 10.833 juta (2,90%). Untuk biaya 
input antara sebesar Rp. 57.222 juta (15,32%), 
yang sebagian besar dilakukan terhadap sektor 
perikanan itu sendiri yaitu sebesar Rp. 13.117 juta 
(3,51%) dan sektor keuangan sebesar Rp. 11.627 
juta (3,11%). 


Hal ini mengindikasikan bahwa usaha 
sektor perikanan memberikan keuntungan yang 
cukup besar (50,95%), namun upah dan gaji 
yang diterima oleh buruh nelayan relatif sangat 
kecil (19,08%), sehingga kemiskinan pada warga 
nelayan khususnya kondisi buruh nelayan relatif 
tidak berubah atau selalu miskin. Usaha sektor 
perikanan cenderung bergantung kepada sektor 
perikanan itu sendiri dan sektor keuangan. 
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Tabel 7. Struktur Input Sektor Perikanan di Provinsi Gorontalo, 2011. 
Table 7. Structure of Fisheries Sector Input in Gorontalo Province, 2011. 


Sektor/ Sectors 


Nilai (Juta Rp)/ 


Value (Million Rp) 

Pertanian / Agriculture 502 0.13 
Perikanan / Fisheries 13,117 3.51 
Pertambangan & Penggalian/ Mining & guarrying - - 
Industri / Industry 9,743 2.61 
Listrik & Air Bersih / Electricity and clean water 42 0.01 
Konstruksi / Construction 1,146 0.31 
Perdagangan, Hotel & Restoran/ Trade, Hotels & Restaurants 8,780 2.35 
Transportasi & Komunikasi / Transportation & communication 8,521 2.28 
Keuangan/ Finance 11,627 3.11 
Jasa-Jasa / Services 3 744 1.00 
Jumlah Input Antara / 57,222 15.32 
Amount of middle input 

Impor/ Import 36,061 9.65 
Upah & Gaji/ Salary and wage 71,303 19.08 
Surplus Usaha/ Business surplus 190,370 50.95 
Penyusutan 7,823 2.09 
Pajak Tak Langsung/ Indirect tax 10,833 2.90 
Nilai Tambah Bruto 280,329 75.03 
Jumlah Input/ 

Amount of total nput 373,612 100.00 

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 
Pendapatan nelayan dapat diupayakan peningkatan output produksi tertentu, maka 


untuk ditingkatkan melalui intervensi pemerintah, 
salah satunya adalah memberikan bantuan dana 
yang cukup bagi usaha perikanan yang langsung 
diberikan kepada kelompok nelayan (pemberdayaan 
nelayan) berikut peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia. Selain itu, untuk meningkatkan peran 
sektor perikanan pada perekonomian wilayah 
maka sektor yang berperan dalam menyumbang/ 
menyediakan input bagi sektor perikanan yakni 
sektor perikanan dan sektor keuangan harus 
diupayakan peningkatan kapasitasnya, melalui 
kemudahan dalam birokrasi, penciptaan iklim usaha 
yang kondusif dan pemberian insentif lainnya. 


b. Keterkaitan Kedepan 


Analisis keterkaitan ke depan merupakan 
dorongan oleh suatu sektor terhadap penggunaan 
outputnya oleh sektor lain. Dalam hal ini, keterkaitan 
ke depan menunjukkan kegiatan-kegiatan sektor 
lain yang menggunakan output dari sektor yang 
bersangkutan atau dengan kata lain, jika terjadi 
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tambahan output tersebut akan didistribusikan ke 
sektor-sektor produksi di perekonomian tersebut, 
termasuk pada sektor itu sendiri. Nilai keterkaitan 
ke depan baik langsung maupun tidak langsung 
sektor kegiatan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat 
pada Gambar 3. 


Pada Gambar 3 (A) terlihat bahwa nilai 
keterkaitan langsung ke depan sektor perikanan 
budidaya adalah 0,107750. Ini berarti bahwa 
setiap kenaikan satu unit output sektor ini akan 
meningkatkan output sektor lain yang menggunakan 
output sektor ini sebagai inputnya sebesar 0,107750 
unit. Secara simultan peningkatan tersebut akan 
mendorong sektor lainnya sebesar 1,043418 unit 
(Gambar 3 B). 


Dengan demikian, kenaikan satu unit output 
sektor perikanan akan meningkatkan permintaan 
total dalam perekonomian sebesar 1,151168 unit, 
dimana nilai tersebut menempati urutan ke-8 
klasifikasi 10 sektor dan berada di bawah rata-rata 
sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 1,395460. 


Analisis Peranan Sektor Perikanan dalam Mendukung Program Minapolitan 
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Gambar 3. Keterkaitan ke Depan menurut Sektor Kegiatan di Provinsi Gorontalo, 2011. 
Figure 3. Forward Linkages by Sector Activity in Gorontalo Province, 2011. 


Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan 
relatif sangat rendah dalam mendorong outputnya 
untuk digunakan sebagai input oleh sektor lainnya. 
Rendahnya nilai keterkaitan ke depan dari sektor 
perikanan menunjukkan bahwa rendahnya 
kemampuan output yang didorong oleh sektor ini 
untuk digunakan sebagai input oleh sektor lainnya 
(Tabel 8). 


Sektor perikanan sebagian besar 
dialokasikan untuk memenuhi permintaan 
akhir, yaitu sebesar 51,17% dan sisanya untuk 
permintaan antara sebesar 18,91% (Tabel 
8). Komposisi dari permintaan akhir sebagian 
besar untuk konsumsi rumah tangga (29,93%), 


sedangkan alokasi permintaan antara sebagian 
besar digunakan untuk sektor pertanian 
(10,50%). Hal tersebut memberi indikasi bahwa 
output sektor perikanan cenderung dimanfaatkan 
untuk kegiatan konsumsi baik langsung maupun 
tidak langsung dibandingkan untuk kegiatan 
produksi, ini terlihat dari konsumsi rumah 
tangga yang mencapai 29,93% dan hal ini pula 
yang mengakibatkan rendahnya nilai keterkaitan 
ke depan sektor perikanan budidaya. Dengan 
demikian, untuk pengembangan sektor perikanan 
salah satunya adalah dengan pengembangan 
sektor pertanian yang berkaitan dengan 
keanekaragaman jenis olahan hasil perikanan. 
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Tabel 8. Alokasi Output Sektor Perikanan di Provinsi Gorontalo, 2011. 
Table 8. Output Alocation of Fisheries Sector in Gorontalo Province, 2011. 


Nilai R 9 
Sektor/ Sectors Va ma pa pi k 

Pertanian / Agriculture 55,962 10.50 
Perikanan / Fisheries 13,117 2.46 
Pertambangan & Penggalian/ Mining & guarrying 0 - 
Industri / Industry 13,553 2.54 
Listrik & Air Bersih / Electricity and clean water 0 - 
Konstruksi / Construction 0 - 
Perdagangan, Hotel & Restoran/ 

Pa ees & Restaurants 174,161 3.22 
Transportasi & Komunikasi / 0 
Transportation & Communication 

Keuangan/ Finance 0 - 
Jasa-Jasa / Services 994 0.19 
Jumlah Permintaan Antara/ 

Amount of Middle Demand 100,007 18.31 
Konsumsi Rumah Tangga/ Household consumption 159,559 29.93 
Konsumsi Pemerintah/ Government consumption 0 - 
Pembentukan Modal Tetap/ Fixed capital formation 0 - 
Perubahan Stok/ Stock changes 13,510 2.53 
Ekspor/ Export 99,736 18.71 
Jumlah Permintaan Akhir/ Amount of Final Demand 272,805 51.17 
Jumlah Output/ Amount of Output 533,171 100.00 


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)/Source: Data processing (2012) 


c. Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan 


Analisis lebih lanjut dari keterkaitan ke 
belakang dan ke depan adalah daya penyebaran dan 
derajat kepekaan. Menurut Daryanto dan Morison 
(1992) dalam Minarso dan Ibrahim (2010), analisis 
sektor kunci terdiri atas dua bagian perhitungan, 
yaitu derajat kepekaan (deegre of sensitivity) dan 
daya penyebaran (power of dispersion). Parameter 
tersebut digunakan untuk menentukan sektor 
perekonomian yang dapat dijadikan sebagai leading 
sector, dan sangat penting dalam menetapkan 
kebijakan pembangunan sektoral di suatu wilayah. 
Daya penyebaran menunjukkan dampak dari 
perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap 
output seluruh sektor ekonomi. Ukuran ini dapat 
digunakan untuk melihat keterkaitan ke belakang 
(backward linkages) sektor ekonomi di suatu 
wilayah. 


Derajat kepekaan menunjukkan dampak 
yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai 
akibat dari perubahan permintaan akhir pada 
masing-masing sektor perekonomian. Ukuran ini 
dapat dimanfaatkan untuk melihat keterkaitan ke 
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depan (forward linkage). Sektor perekonomian 
dikategorikan mempunyai daya penyebaran 
(daya serap) dan derajat kepekaan (daya dorong) 
yang kuat apabila nilai indeks daya penyebaran 
dan derajat kepekaan lebih besar dari satu (21). 
Dengan kata lain, daya penyebaran dan derajat 
kepekaan sektor tersebut di atas daya peyebaran 
dan derajat kepekaan rata-rata secara keseluruhan. 
Tabel 9 menyajikan indeks daya penyebaran dan 
derajat kepekaan sektor kegiatan di Provinsi 
Gorontalo. 


Tabel 9 menunjukkan bahwa sektor 
perikanan mempunyai nilai indeks daya 
penyebaran sebesar 0,8742, menduduki urutan 
terakhir dari klasifikasi 10 sektor. Hal ini berarti 
bahwa kenaikan satu unit output sektor perikanan 
akan menyebabkan naiknya output sektor lain 
(termasuk sektor perikanan budidaya sendiri) 
secara keseluruhan sebesar 0,8742 unit sebagai 
penyedia input bagi sektor perikanan dan 
berada di bawah rata-rata daya penyebaran 
sektor kegiatan lainnya yaitu sebesar 1,0000. 
Sektor perikanan mempunyai nilai indeks 
derajat kepekaan sebesar 0,8249 menduduki 


Analisis Peranan Sektor Perikanan dalam Mendukung Program Minapolitan ................. (Taslim Arifin dan Siti Hajar Suryawati) 
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Gambar 4. Pengelompokkan Sektor Ekonomi Berdasarkan Indeks Daya Penyebaran dan Indeks 


Derajat Kepekaan di Provinsi Gorontalo, 2011. 


Figure 4. Grouping of Economic Sectors Based on Power Distribution Index and Degree of 


Sensitivity Index in Gorontalo Province, 2011. 


urutan ke-8 dari klasifikasi 10 sektor. 
Hal ini berarti bahwa kenaikan satu unit output 
sektor perikanan akan menyebabkan naiknya 
output sektor lain (termasuk sektor perikanan 
sendiri) yang menggunakan output sektor 
perikanan secara keseluruhan sebesar 
0,8249 unit, dan posisinya berada dibawah rata-rata 
derajat kepekaan sektor lainnya yaitu 1,0000. 


Interpretasi berdasarkan Tabel 9 ternyata 
indeks daya penyebaran sektor perikanan lebih 
besar dari indeks derajat kepekaan. Hal ini berarti 
bahwa sektor perikanan lebih kuat dipengaruhi 
oleh sektor penyedia input daripada dengan 
sektor pengguna output sektor yang bersangkutan. 
Dengan kata lain, sektor perikanan lebih 
besar dipengaruhi oleh sektor lain daripada 
mempengaruhi sektor lainnya. 


Gambar 4 adalah ilustrasi pengelompokkan 
sektor ekonomi di Provinsi Gorontalo 
berdasarkan indeks daya penyebaran dan indeks 
derajat kepekaan.Gambar 4 adalah ilustrasi 
pengelompokkan sektor ekonomi di Provinsi 
Gorontalo berdasarkan indeks daya penyebaran 
dan indeks derajat kepekaan. 


Berdasarkan Gambar 4, sektor ekonomi 
Provinsi Gorontalo dapat dikelompokkan ke dalam 
4 kelompok, sebagai berikut: 


Kelompok | merupakan sektor Andalan 
karena mempunyai indeks daya 
penyebaran dan indeks derajat kepekaan 
yang tinggi. Kelompok yang termasuk 
dalam sektor ini mempunyai daya dorong 
dan daya tarik lebih besar dari rata-rata 
semua sektor, sehingga mempunyai 
peranan yang sangat menentukan 
terhadap perekonomian wilayah. 


Kelompok II merupakan sektor Potensial 
karena mempunyai indeks daya 
penyebaran tinggi dan indeks derajat 
kepekaan rendah. Kelompok yang 
termasuk dalam sektor ini mempunyai 
daya dorong yang lebih kecil dari rata-rata 
semua sektor, tetapi mempunyai daya 
tarik yang lebih besar dari rata-rata semua 
sektor. 


Kelompok III merupakan sektor Jenuh 
karena mempunyai indeks daya 
penyebaran rendah dan indeks derajat 
kepekaan tinggi. Kelompok yang termasuk 
dalam sektor ini mempunyai daya dorong 
yang lebih besar dari rata-rata semua 
sektor, tetapi daya tarik yang dimiliki lebih 
kecil dari rata-rata semua sektor. 


Kelompok IV merupakan sektor Kurang 
Berkembang karena mempunyai indeks 
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daya penyebaran dan indeks derajat 
kepekaan yang rendah. Kelompok yang 
termasuk dalam sektor ini mempunyai 
daya dorong dan daya tarik lebih kecil dari 
rata-rata semua sektor, sehingga kurang 
berperan terhadap perekonomian wilayah. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan pada hasil analisis dan 
pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa: 


1. Komposisi permintaan akhir dari sektor 
perikanan didominasi dari komponen 
rumah tangga (58,49%), hal ini 
menunjukkan bahwa konsumsi penduduk 
Provinsi Gorontalo terhadap hasil sektor 
perikanan, yaitu ikan cukup tinggi. 


2. Kontribusi sektor perikanan memberikan 
nilai input primer yang relatif kecil yaitu 
sebesar 6,61%, struktur input primer 
terbesar yaitu sektor jasa-jasa dan sektor 
pertanian, masing-masing memberikan 
kontribusi sebesar 26,12% dan 22,83%. 


3. Sektor perikanan memiliki nilai efisiensi 
penciptaan output terbesar dari sektor 
kegiatan lainnya, hal tersebut merupakan 
salah satu nilai strategis yang menjadi 
bahan pertimbangan untuk berinteraksi. 


4. Sektor perikanan sangat rendah dalam 
menyerap output dari sektor lain yang 
digunakan sebagai input, hal tersebut 
menunjukkan rendahnya input yang 
diserap oleh sektor ini. Pada sektor 
tersebut lebih besar dipengaruhi oleh 
sektor lain daripada mempengaruhi sektor 
lainnya. 


Implikasi Kebijakan 


Untuk memperoleh dampak yang lebih 
besar (multiplier efect) dalam pengembangan 
sektor perikanan di Provinsi Gorontalo perlu 
dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan 
sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan 
sektor perikanan. Pengembangan sentra 
perikanan terpadu merupakan suatu hal yang 
dapat dilaksanakan, sehingga keterkaitan antar 
sektor dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal 
tersebut dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan 
program “Pengembangan Minapolitan Berbasis 


142 


Perikanan Budidaya”. Dalam progam ini, model 
sentra perikanan budidaya yang dikembangkan 
berada pada suatu lokasi kawasan pembibitan, 
produksi dan pengolahan/pasca panen. Sentra 
pengolahan/pasca panen ini harus dikembangkan 
secara terpadu sehingga dapat menjadi pemicu 
yang mendorong kegiatan usaha mulai dari hulu 
hingga hilir. 
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ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kinerja sub sektor perikanan dan 
sub sektor pariwisata bahari di wilayah yang karakteristiknya pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan 
Seribu. Kinerja tersebut meliputi apakah sub sektor pariwisata bahari dan perikanan menjadi sektor 
unggulan/terbelakang/potensial/berkembang, apakah dua sub sektor tersebut menjadi sub sektor yang 
prospektif dan sub sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 
di Kepulauan Seribu. Metode analisis pergeseran struktur perekonomian digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil analisis pada komponen pertumbuhan pangsa wilayah, hanya sub sektor perikanan yang memiliki 
keunggulan komparatif yang berarti bahwa hanya sub sektor ini yang mampu bersaing. Pada sektor 
wisata bahari, pertambangan dan penggalian, industri, transportasi dan komunikasi, dan kontruksi di 
Kepulauan Seribu tidak memiliki keunggulan komparatif, karena masih banyaknya komponen input yang 
diimpor dari sektor tersebut. Selanjutnya, hasil analisis profil pertumbuhan mengindikasikan bahwa 
hanya sub sektor perikanan yang masuk pada kuadran pertama yang artinya sektor-sektor unggulan 
pada wilayah Kepulauan Seribu. Sektor pariwisata bahari dari hasil analisis profil pertumbuhan termasuk 
pada kuadran ketiga, dimana merupakan sub sektor yang potensial yang dikembangkan di Kepulauan 
Seribu. Kategori sektor potensial mengandung pengertian bahwa sektor tersebut relatif lambat 
pertumbuhannya, oleh karena itu masih diperlukan dorongan dari pemerintah agar dapat menjadi sektor 
unggulan. Dorongan tersebut dapat berupa kebijakan dari pemerintah dan penguatan penguasaan 
teknologi tepat guna. 


Kata Kunci: pergeseran struktur perekonomian, perikanan, pariwisata bahari, pulau-pulau kecil 


ABSTRACT 


The purpose of this study was to analyze how the performance of fisheries and marine tourism sub 
sectors in the area characterised by small islands as in the Seribu Islands. The particular performances 
were included whether the marine tourism and fisheries sub sectors into leading sectors / backward/ 
potential / developing, whether the two sub-sectors into sub-sectors prospective and sub-sectors 
comparative advantages. The research was conducted in 2011 in the Seribu Islands. A shift classic 
analysis method was used in this study. Results of the region share growth component analysis showed 
that only the fisheries sub-sector has a comparative advantage, which means the only sub-sector to 
compete. In the marine tourism subsector, mining and guarrying, industry, transport and communications, 
and construction in the Seribu Island do not have a comparative advantage, because there are many 
imported components inputs from that particular sectors. From the growth profile analysis results indicate 
that only the fisheries sub-sector was in the first quadrant, indicating that this sector was considered a 
superior sector in the region. Meanwhile, marine tourism sub sector was in the third quadrant, indicating 
that this sector was considered a potential sector to be developed in this region. In terms of growth the 
potential sectors indicated a relatively low growth in the region; therefore, government should push this 
particular sector to be a superior sector. Value added of superior sector should be improved through 
strengthening the locally appropriated technology. 


Keywords: net shift , fisheries, tourism, and small island 


145 


J. Sosek KP Vol. 8 No. 2 Tahun 2013 


PENDAHULUAN 


Pengelolaan sektor wisata dengan baik 
akan berdampak meningkatkan perekonomian 
masyarakat dan menambah pendapatan daerah. 
Di beberapa destinasi wisata bahari dunia, seperti 
beberapa pulau di Mediterania, pertumbuhan 
ekonomi ditopang oleh sektor pariwisata yang 
sebelumnya mengandalkan sektor perikanan. 
Menurut Neverauskaite (2011) peran sektor wisata 
terhadap perekonomian wilayah adalah sangat 
penting. Contohnya di Eropa kontribusi sektor 
wisata terhadap PDB Eropa adalah lebih 5% 
pada tahun 2008. Di Perancis menurut Tardieu 
(2008), kontribusi sektor wisata terhadap PDB 
pada tahun 2007 adalah 6,2%. Bahkan salah 
satu destinasi wisata yang terkenal di Eropa 
yang merupakan sebuah pulau (Belize), menurut 
(Cooper et al., 2009), pemanfaatan terumbu karang 
untuk kepentingan wisata di Belize menghasilkan 
penerimaan sebesar 395 miliar dolar di luar sub 
sektor perikanan. 


Di kepulauan Seribu, kontribusi sektor 
wisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
adalah 18% pada periode 2005 sampai 2009. Di 
Kepulauan Seribu, nilai total ekonomi terumbu 
karang untuk pemanfaatan wisata adalah Rp 
97.241.142.846,00 (Putri, 2009) jauh lebih tinggi 
dari nilai pemanfaatan perikanan. Sedangkan 
pemanfaatan perikanan dari manfaat terumbu 
karang adalah Rp 9.252.667.729,04. 


Nilai-nilai tersebut mengindikasikan dominasi 
sektor wisata (sektor jasa) terhadap perekonomian 
wilayah cukup besar. Diharapkan sektor wisata 
(sektor jasa) merupakan salah sumber mata 
pencarian alternatif selain sektor perikanan (sektor 
primer). Dominasi sub sektor perikanan dan 
sub sektor pariwisata bahari dalam pertumbuhan 
ekonomi kepulauan kecil tidak hanya di Kepulauan 
Seribu juga terjadi di wilayah eropa. Sebuah 
ungkapan yang menyatakan Tourism is engine 
of change and development, ungkapan ini harus 
dicermati, khususnya bagi pemerintah daerah 
seperti Kepulauan Seribu yang ingin menjadikan 
sektor wisata sebagai sektor andalan selain sektor 
ektrasi seperti sub sektor perikanan. 


Dukungan pemerintah daerah terhadap 
sektor wisata dapat dilihat pada pola ruang yang 
ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA). Dalam pola ruang wilayah 
Kepulauan Seribu, Bappeda menetapkan 45 pulau 
dengan luas 45% dari luas keseluruhan pulau 
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Seribu (189, 44 Ha) khusus ditujukan untuk kegiatan 
rekreasi dan pariwisata. Dominasi penggunaan 
lahan di Kepulauan Seribu adalah untuk kegiatan 
wisata bahari dimana aktivitas ini merupakan sektor 
andalan selain sektor perikanan. Pada umumnya 
wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata dan 
potensi perikanan di Indonesia adalah pulau-pulau 
kecil atau taman nasional, berupa terumbu karang 
dan mangrove sebagai habitat ikan dan pusat 
kegiatan wisata. Banyak pulau-pulau kecil yang 
dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi lokal 
dengan memanfaatkan potensi wisata dan potensi 
perikanan, karena memiliki keanekaragaman hayati 
yang merupakan salah satu keunggulan komparatif 
dari wilayah yang karakteristiknya adalah pulau- 
pulau kecil (Hall, 2001). 


Keunggulan komparatif wisata di pulau- 
pulau kecil seperti Kepulauan Seribu yang 
memanfaatkan terumbu karang untuk menarik turis 
untuk datang. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 
141.226 wisatawan yang mengunjungi pulau- 
pulau yang dekat dengan Jakarta ini. Sementara 
itu, tahun 2004 tercatat sebanyak 149,5 juta turis 
mengunjungi Kepulauan Mediterenia (UNWTO, 
2005). Pembangun wisata adalah sangat penting 
untuk meningkatkan ekonomi lokal karena bisa 
menjadi sumber mata pencaharian selain sub 
sektor perikanan. Oleh karena itu dipandang perlu 
untuk mengkaji bagaimana kinerja sub sektor 
perikanan dan sub sektor pariwisata bahari di 
wilayah yang karakteristiknya berupa pulau-pulau 
kecil seperti di Kepulauan Seribu. Kinerja tersebut 
meliputi apakah sub sektor pariwisata bahari dan 
perikanan menjadi sektor unggulan/terbelakang/ 
potensial/berkembang, apakah dua sub sektor 
yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi 
dari pulau-pulau kecil menjadi sub sektor yang 
prospektif dan sub sektor yang memiliki keunggulan 
komparatif. 


METODOLOGI PENELITIAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Seribu 
yang Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA)nya 
mengandalkan pertumbuhan perekonomian pada 
sub sektor perikanan dan sub sektor pariwisata 
bahari. Keputusan BAPPEDA menjadikan dua 
sub sektor sebagai andalan perekonomian karena 
kondisi Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan 
gugusan pulau kecil yang memiliki potensi perikanan 
dan wisata bahari. Penelitian ini dilakukan pada 
tahun 2011. 


Keunggulan Sub Sektor Perikanan dan Sub Sektor Pariwisata Bahari 


Jenis, Sumber Data dan Cara Pengumpulan 
Data 


Analisis ini menggunakan data sekunder 
berupa data Pertumbuhan Domestik Regional 
Bruto dari Biro Pusat Statistik. Guna melengkapi 
data tersebut juga dibutuhkan data sekunder 
dari BAPPEDA berupa pola ruang dan rencana 
pembangunan. Selain itu juga dibutuhkan data 
primer berupa wawancara dengan pengelola wisata, 
masyarakat, nelayan, pengunjung, dan stakeholder 
lainnya yang terlibat dalam pengelolaan wisata dan 
perikanan. Selain itu wawancara juga dilakukan 
pada pejabat instansi pemerintah yang mengelola 
sektor perikanan dan sektor wisata, seperti Dinas 
Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, BAPPEDA, BPS, dan Biro Humas 
Kabupaten Kepulaun Seribu. 


Metode Analisis Data 


Analisis pergeseran struktur perekonomian 
(net shift) menggunakan metode klasik dipakai 
dalam penelitian ini. Analisis ini bisa digunakan 
untuk mengetahui keunggulan suatu sektor dalam 
struktur perekonomian wilayah. Selain itu analisis 
ini juga bisa menggambarkan kinerja sektor di suatu 
wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian 
nasional. Analisis ini melihat spesialisasi suatu 
wilayah terhadap sektor tertentu. Sektor-sektor 
unggulan merupakan sektor yang termasuk pada 
kuadran pertama. keunggulan komparatif suatu 
wilayah adalah bila wilayah tersebut mengekspor 
komoditi yang banyak memanfaatkan faktor 
produksi yang berlimpah diwilayahnya, sebaliknya 
mengimpor komoditi yang banyak membutuhkan 
faktor produksi yang langka diwilayahnya. Suatu 
wilayah memiliki keunggulan komparatif yang 
bersifat dinamis, oleh sebab itu wilayah yang 
memiliki keunggulan komparatif itu harus dapat 
mempertahankannya, karena wilayah lain dapat 
menyainginya. 


Adapun tahap dalam melakukan analisis 
adalah menghitung rasio indikator, komponen 
pertumbuhan, dan pergeseran bersih, dan memplot 
profil pertumbuhan dalam suatu kuadran. Pada 
tahapan pertama, rasio indikator kegiatan ekonomi 
ada dua yaitu rasio pertambahan pertumbuhan dan 
rasio laju pertumbuhan sektor. Pada tahapan kedua, 
analisis komponen pertumbuhan menggunakan 
hasil analisis dari tahapan pertama dengan 
mengkombinasikannya dengan data nasional. 
Pada tahapan ketiga, garis yang memotong 
Kuadran || dan Kuadran IV yang membentuk 
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sudut 45, merupakan garis yang menunjukkan 
nilai pergeseran bersih bernilai nol (-0). Bagian 
atas garis tersebut menunjukkan pergeseran bersih 
> 0 yang mengindikasikan bahwa sektor -sektor 
tersebut pertumbuhannya progresif (maju). Pada 
tahapan keempat, yaitu analisis profil pertumbuhan 
dibuat dengan cara menyusun profil pertumbuhan 
pada keseluruhan sektor. Profil pertumbuhan 
per sektor merupakan dasar untuk memetakan 
perekonomian suatu wilayah. Pada analisis ini 
ada empat pemetaan sektor ekonomi yaitu sektor 
ekonomi yang termasuk sektor unggulan, sektor 
berkembang, sektor potensial, dan sektor yang 
masuk pada kategori sektor terbelakang. Masing- 
masing tahapan dapat dilihat pada rumus dibawah 
ini. 


Dij = Nij + Mij + Cj eee (1) 
Nij = Eiji tees (2) 
Mij = Eij(rim- eee (3) 
Cij = Eij(rij= eee (4) 
Dimana: 

Dij = Perubahan PDRB sub sektor i 

Nij = Perubahan PDRB sub sektor i secara 

nasional 
Mij = Perubahan PDRB sub sektor i yang 


disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan 
sektor i secara nasional 

Cij= Perubahan PDRB sub sektor i yang 
disebabkan oleh keunggulan kompetitif 
sektor i 


Menurut Muktiali (2007), analisis pergeseran 
struktur ekonomi menganalisis perubahan kegiatan 
ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja. 
Selainitu hasil analisis untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan suatu sektor di suatu daerah/ 
wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor 
lainnya, apakah tumbuh cepat atau lambat. Dalam 
analisis ini diasumsikan bahwa perubahan produksi 
/ kesempatan kerja dipengaruhi oleh 3 komponen 
pertumbuhanwilayah yaitu komponen pertumbuhan 
pangsa wilayah, komponen pertumbuhan nasional, 


dan komponen pertumbuhan proporsional 
(Suparno, 2008). 
Penelitian sebelumnya yang memakai 


metodologi ini adalah penelitian pada wilayah 
karawang dimana terjadi perubahan struktur 
ekonomi dari pertanian menjadi sektor industri 
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yang dilakukan oleh Mahila (2007). Selain itu 
metodologi juga digunakan oleh Atmantati (2002) 
yang menganalisis sub sektor manufaktur di Jawa 
Tengah, oleh Susanto (2008) untuk menganalisis 
semua sektor pada struktur perekonomian 
di Kabupaten Rembang. Ropingi (2005), 
menggunakan analisis ini untuk keunggulan sector 
pertanian. Pada penelitian ini berbeda dengan 
yang telah dilakukan yaitu menganalisis sub sektor 
perikanan dan sub sektor wisata bahari pada 
wilayah yang karakteristiknya khusus yaitu pulau- 
pulau kecil. 


Kontribusi aktivitas pada suatu wilayah 
mempengaruhi pertumbuhan wilayah dan jenis 
peluang yang ada. Misalnya aktivitas wilayah 
kepulauan kecil yang banyak dimanfaatkan untuk 
kegiatan pariwisata bahari atau sektor perikanan, 
maka pertumbuhan wilayah tersebut dipengaruhi 
oleh dua sub sektor ini. Hasil analisis untuk 
mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor 
di suatu daerah/wilayah dibandingkan secara relatif 
dengan sektor lainnya, apakah tumbuh cepat atau 
lambat atau dengan kata lain membahas hubungan 
antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi 
wilayah. 


Analisis keunggulan komparatif suatu wilayah 
dalam analisis ini tercantum pada komponen 
pertumbuhan pangsa wilayah, menggambarkan 
perubahan produksi, kesempatan kerja pada 
suatu regional sebagai dampak dari keunggulan 
komparatif. komponen pertumbuhan pangsa 
wilayah merupakan komponen differential shift, 
sering disebut komponen lokasional atau regional 
atau sisa lebihan.Komponen pertumbuhan 
pangsa wilayah adalah perubahan produksi atau 
kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan 
oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut. 
Muktiali (2007) menambahkan komponen 
pertumbuhan pangsa wilayah bernilai positif (> 
0) pada sektor yang mempunyai keunggulan 
komparatif (comparative advantage) pada suatu 
(disebut juga sebagai keuntungan lokasional). 
Komponen pertumbhan pangsa wilayah bernilai 
negatif ( < 0) pada sektor yang tidak mempunyai 
keunggulan komparatif / tidak dapat bersaing. 


Pada analisis komponen pertumbuhan 
propinsi ini terdapat tiga komponen yaitu komponen 
pertumbuhan nasional atau pada pembahasan 
kali ini disebut sebagai komponen pertumbuhan 
propinsi, komponen pertumbuhan Proporsional 
dan pertumbuhan pangsa wilayah. Komponen 
pertumbuhan proporsional merupakan komponen 
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proportional shift yang merupakan penyimpangan 
dari national share dalam pertumbuhan wilayah. Hal 
ini menegaskan bahwa komponen pertumbuhan 
proporsional merupakan perubahan produksi 
atau kesempatan kerja suatu wilayah yang 
disebabkan oleh komposisi sektor — sektor industri 
pada suatu wilayah. Selain itu perubahan produksi 
dan kesempatan kerja juga disebabkan oleh 
perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, 
serta perbedaan dalam struktur dan keragaman 
pasar. Komponen pertumbuhan proporsional 
yang bernilai positif (> 0) mengandung arti pada 
wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor 
yg secara nasional tumbuh cepat, sebaliknya yang 
bernilai negatif (< 0) pada wilayah/daerah yang 
berspesialisasi dalam sektor yg secara nasional 
tumbuh lambat (Muktiali, 2007). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Analisis Rasio Indikator Sub Sektor Perikanan 
dan Pariwisata Bahari dalam Struktur Ekonomi 
Kabupaten Kepulauan Seribu 


Nilai rasio pertambahan pertumbuhan semua 
sektor di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah 
positif, artinya semua sektor di Kepulauan Seribu 
mempunyai pertambahan pertumbuhan selama 
kurun waktu lima tahun. Nilai Rasio pertambahan 
pertumbuhan di Kepulauan Seribu berkisar antara 
1,28 sampai dengan 2,19, dimana sektor yang 
memiliki nilai pertambahan pertumbuhan yang 
paling besar adalah sub sektor perikanan (21996). 
Sektor pertanian yang bertumpu pada subsektor 
perikanan, meski nilai tambah dari sub sektor 
perikanan kecil, tapi dari nilai rasio pertambahan 
pertumbuhan termasuk pada pada kategori yang 
paling besar. Hal ini mengindikasikan subsektor 
perikanan merupakan sektor yang produktif dan 
potensial yang mampu memberikan konstribusi 
yang signifikan terhadap pendapatan wilayah 
Kepulauan Seribu (29,07%). Nilai rasio pertambahan 
pertumbuhan sektor pertanian terutama didukung 
oleh komoditas unggulan (Rumput Laut dan Ikan 
Kerapu), dimana komoditas ini bernilai ekspor 
tinggi. Produktifitas sub sektor perikanan dapat 
ditingkatkan lagi melalui pengembangan budidaya 
yang tepat guna tanpa merusak kelestarian terumbu 
karang. 


Sektoryang memiliki nilai rasio pertambahan 
pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor 
industri (1,68), meski kontribusi sektor ini terhadap 
perekonomian wilayah hanya kecil (3,38%). Industri 


Keunggulan Sub Sektor Perikanan dan Sub Sektor Pariwisata Bahari 


yang berkembang adalah pengolahan dari produk 
perikanan. Hal ini disebabkan karena industri 
pengolahan yang berkembang masih terbatas 
pada industri kecil dan kerajinanan rumah tangga 
dengan teknologi yang sangat sederhana. Hal ini 
menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan dari 
sektor ini rendah. 


Industri yang berkembang di Kepulauan 
Seribu terbatas pada industri yang mengandalkan 
keunggulan komparatif wilayahnya, yaitu industri 
yang berbasiskan pada kelautan. Industri yang 
paling berkembang adalah industri dodol rumput 
laut, manisan rumput laut, kerupuk ikan dan ikan 
asin. Industri lainnya adalah industri pembuatan 
perahu dengan jumlah pengrajin yang masih 
sedikit. Nilai tambah di sektor industri ini masih 
dapat ditingkatkan dengan peningkatan kuantitas 
dan kualitas melalui pelatihan ke pelaku industri 
secara intensif. 


Peranan sektor industri sering dikaitkan 
dengan peranan sektor sebagai sektor pemimpin 
(leading sector), dimana pertumbuhan sektor ini 
dapat memacu dan mengangkat pembangunan 
sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, 
pertanian (dalam hal ini didominasi oleh sektor 
perikanan), ataupun sektor jasa. Berkembangnya 
sektor industri di wilayah Kepulauan Seribu akan 
mendukung laju pertumbuhan sektor perdagangan, 
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sub sektor perikanan, dan sektor jasa yang akhirnya 
berdampak pada perluasan peluang kerja yang 
pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan 
permintaan masyarakat (daya beli). 


Peningkatan daya beli dan peningkatan 
pendapatan mengindikasikan perekonomian 
Kepulauan Seribu sedang tumbuh dan sehat. Selain 
itu pembangunan industri di Kepulauan Seribu 
juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dengan kemampuannya memanfaatkan 
sumberdaya secara optimal. Hal ini berarti bahwa 
pembangunan industri di Kepulauan Seribu 
sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas 
tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan 
ruang lingkup kegiatan masyarakat Kepulauan 
Seribu dari kegiatan ekstrasi ke kegiatan yang 
meningkatkan nilai tambah seperti kegiatan industri 
kecil pengolahan dari produk perikanan dan wisata. 


Sektor yang memiliki nilai pertambahan 
pertumbuhan yang paling kecil adalah sektor 
keuangan (128%). Nilai pertambahan pertumbuhan 
sektor keuangan selaras dengan analisis profil 
pertumbuhan terletak pada kuadran keempat yang 
artinya sektor yang mengalami kemunduran dan 
terbelakang. Hal ini selaras juga dengan kontribusi 
sektor keuanganterhadap perekonomian Kepulauan 
Seribu yang hanya kecil sekali yaitu sebesar 
3,84%, dimana angka ini sedikit menurun jika 
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Gambar 1. Nilai Rasio Pertambahan Pertumbuhan dan Nilai Laju Pertumbuhan Sektor. 
Figure 1. Value of Growt of Ratio and Sector Growth Rate. 


Sumber : Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2013/ 
Source :Data processed using the method of analysis of economic structural shift, 2013 
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya (4,22%). 
Sektor-sektor unggulan di Kepulauan Seribu seperti 
sektor pertambangan dan penggalian, sektor 
wisata bahari, sektor konstruksi, sektor listrik, gas, 
dan air minum hanya memiliki nilai pertambahan 
pertumbuhan yang berkisar antara 1,4 — 1,6, 
dimana nilai pertambahan pertumbuhannya masih 
dibawah sub sektor perikanan. 


Nilai rasio pertambahan pertumbuhan untuk 
sektor wisata bahari adalah 1,41, artinya nilai 
pertambahan pertumbuhan adalah sebesar 141%. 
Nilai rasio pertambahan pertumbuhan sektor wisata 
bahari tidak terlalu besar karena terjadi penurunan 
kontribusi sub sektor hotel dan restoran (38,41%), 
padahal tahun sebelumnya kontribusi sub sektor ini 
mencapai 39,01%. Penurunan kontribusi sub sektor 
hotel dan restoran ini mengakibatkan proporsi sub 
sektor ini terhadap pembentukan PDRB turun 
dari 3,6% menjadi 3,07%. Meskipun nilai rasio 
pertambahan pertumbuhan sektor wisata tidak 
terlalu besar, namun proporsi sektor perdagangan, 
hotel, dan restauran menduduki urutan kedua 
dalam pembentukan PDRB Kepulauan Seribu. 


Indikasi peningkatan dan penurunan nilai 
PDRB berdasarkan hasil analisis net shift adalah 
sebesar 1,75, artinya pertumbuhan eknonomi di 
tingkat propinsi DKI Jakarta adalah positif. Nilai 
yang positif mengindikasikan bahwa telah terjadi 
peningkatan nilai PDRB di wilayah Nasional atau 
wilayah tingkat tinggi dari Kabupaten Kepulauan 
Seribu secara administrasi(Propinsi DKI Jakarta). 
Pada tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu, 
pertumbuhan ekonomi naik dan turun dari tahun 
2005 hingga tahun 2010. Selama kurun waktu 
tersebut, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Seribu 
adalah positif pada tahun 2006 dan tahun 2008, 
dimana masing-masing kenaikannya adalah 2,10% 
dan 0,99%. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan 
Seribu negative (kontraksi) pada tahun 2007 dan 
tahun 2009 dengan penurunan masing-masing 
sebesar 0,90% dan 3,02%. Dalam kurun waktu 
tersebut secara total perekonomian Kepulauan 
Seribu tumbuh 5,14% dengan perhitungan dengan 
mengeluarkan faktor migas (BPS, 2011). 


Laju pertumbuhan sektor-sektor di 
Kepulauan Seribu di Kabupaten Kepulaun 
Seribu adalah positif yang artinya semua sektor 
di Kepulauan Seribu memiliki pertambahan 
pertumbuhan dalam jangka waktu lima tahun. 
Rata-rata laju pertumbuhan semua sektor adalah 
sebesar 175 persen selama jangka waktu lima 
tahun, berarti tiap tahun laju pertumbuhan semua 
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sektor adalah 35%. 


Sektor yang mengalami laju pertumbuhan 
yang paling besar adalah sub sektor perikanan, 
sub sektor wisata bahari dan sektor transportasi 
dan komunikasi, dimana masing-masing laju 
pertumbuhannya adalah 206% dan 210%. Sektor 
transportasi terutama angkutan laut merupakan 
sektor yang paling urgent bagi masyarakat pulau- 
pulau kecil seperti karakteristik Kepulauan Seribu. 
Sub sektor transportasi laut memiliki peran sebagai 
jasa pelayanan bagi mobilitas perekonomian di 
pulau-pulau kecil, misalnya untuk mengangkut 
kebutuhan sehari-hari, dan hasil tangkapan ikan. 


Bagi Kepulauan Seribu fungsi sub sektor 
transportasi laut juga sebagai alat transportasi bagi 
wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata bahari, 
misalnya wisatawan yang ingin melakukan aktivitas 
diving atau snorkeling dari tempat penginapan 
biasanya harus ke pulau lain untuk melakukan 
aktivitas ini. Hal ini disebabkan biasanya di pulau- 
pulau yang ada penginapannya kondisi terumbu 
karangnya tidak sebagus dengan pulau-pulau 
yang jauh dari pemukiman atau penginapan. Pada 
Kelurahan Pulau Panggang yang banyak memiliki 
fasilitas penginapan, persentase karang hidup hanya 
14,79%, hal ini mengakibatkan wisatawan yang 
menginap di Kelurahan Pulau Panggang (Pulau 
Pramuka misalnya) yang ingin melakukan aktivitas 
diving harus menyeberang ke Pulau Semak Daun 
yang tidak memiliki fasilitas penginapan. 


Peranan sektor pengangkutan dan 
komunikasi sebesar menjadi 0,18%. Kontribusi 
terbesar dipegang oleh sub sektor pengangkutan 
sekitar 0,15%. Jenis angkutan yang berkontribusi 
terhadap sub sektor pengangkutan adalah jasa 
angkutan laut dan penyeberangan dimana masing- 
masing kontribusinya terhadap pertumbuhan 
PDRB 0,13%, sedangkan kontribusi dari jasa 
pengangkutan saat liburan dan hari raya adalah 
0,02%. Kontribusi sub sektor komunikasi hanya 
sekitar 0,02%. Laju pertumbuhan sektor wisata 
bahari yang besar berasal dari sub sektor hotel 
yang menyumbang 0,71% dan naik menjadi 0,80% 
pada tahun berikutnya (BPS, 2011). Sumbangan 
sub sektor restoran memberikan andil sebesar 
0,52%. Sub sektor jasa hiburan dan rekreasi yang 
masuk dalam sub sektor jasa swasta mempunyai 
kontribusi 0,37%. 


Sektor wisata bahari yang berkontribusi 
kedua setelah sektor pertambangan terhadap 
PDRB karena multiplier effect dari kegiatan wisata 
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terhadap perekonomian wilayah cukup besar. Hal 
ini bisa dicontohkan dengan jumlah perputaran 
uang akibat kegiatan sektor wisata di pulau Untung 
Jawa dan Pulau Pramuka adalah sebesar Rp 
160.000.000 dan Rp 280.000.000. Pada pulau- 
pulau pemukiman, misalnya untuk pulau Pramuka 
dikunjungi 100 turis dan Pulau Untung Jawa 
dikunjungi 200 turis. Rata-rata turis mengeluarkan 
uang sebesar Rp 200.000 untuk Pulau Untung Jawa, 
dan Rp 700.000 untuk Pulau Pramuka. Jumlah 
perputaran uang akibat kegiatan wisata di Pulau 
Pramuka lebih tinggi dari Pulau Untung Jawa. Hal 
ini disebabkan turis di pulau Pramuka menginap 
yang menyebabkan ada uang masuk untuk sub 
sektor hotel. Wisatawan yang mengunjungi pulau 
Untung Jawa tidak menginap sehingga tidak ada 
pengeluaran yang untuk sub sektor hotel, yang ada 
hanya pengeluaran untuk sub sektor jasa rekreasi 
dan sub sektor restoran. 


Ketimpangan antar sektor jika dilihat dari 
laju pertumbuhan sektor tidak terlalu besar, karena 
tidak jauh dari nilai rata-rata laju pertumbuhan 
semua sektor (175%). Hal ini mengindikasikan 
tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan antar satu 
dengan sektor lainnya dalam pembentukan PDRB 
Kepulauan Seribu. Kisaran laju pertumbuhan sektor 
adalah antara 157% sampai dengan 210%. 


Sektor yang laju pertumbuhannya di bawah 
rata-rata Kabupaten adalah sektor pertambangan 
dan penggalian, sektor industri, sektor keuangan, 
dan sektor jasa, dimana masing-masing laju 
pertumbuhannya adalah 157%, 171%, 160%, 
dan 168%. Sektor yang laju pertumbuhan paling 
kecil adalah sektor penggalian, hal ini dikarenakan 
pertumbuhan sektor ini mulai melambat. Sebaliknya, 
sektor yang laju pertumbuhannya di atas rata-rata 
Kabupaten adalah sub sektor perikanan, sektor 
kontruksi, sektor wisata bahari, dan sektor 
transportasi dan komunikasi, dimana masing- 
masing laju pertumbuhannya adalah 206%, 190%, 
206 Yo, dan 210%. 


Pemerintah daerah membuat kebijakan 
untuk menyelaraskan pertumbuhan antar sektor 
dengan menerapkan sistem zonasi wilayah, 
dimana membagi antara zonasi pemanfaatan 
(perikanan, pemukiman, pertambangan, dan 
kegiatan ekstrasi lainnya), zona wisata, dan 
zona konservasi. Kebijakan tersebut dibuat untuk 
mengendalikan dampak negatif dari pertumbuhan 
suatu sektor, contohnya adalah dampak negatif dari 
pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian 
pada sektor perikanan dan sektor pariwisata. 
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Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian 
mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan 
laut, karena penggalian dan penambangan minyak 
dilakukan di bawah laut yang dapat merusak 
terumbu karang. 


Kerusakan terumbu karang akibat 
penambangan minyak ini tentu sangat merugikan 
bagi pembangunan sektor pariwisata yang 
mengandalkan atraksi diving dan sektor perikanan 
yang membutuhkan terumbu karang sebagai 
habitatnya ikan karang. Perhitungan valuasi 
ekonomi terumbu karang yang dibuat oleh Putri 
(2009), nilai pemanfaatan pariwisata dari terumbu 
karang merupakan nilai tertinggi yaitu sebesar 
Rp 97.241.142.846,00 dibandingkan nilai-nilai 
lain yang diperoleh di kawasan TNKpS (Taman 
Nasional Kepulauan Seribu). Secara global nilai 
terumbu karang yang berasal dari kawasan 
pariwisata adalah mencapai US $ 2,9 milyar 
(Cesar et al., 2003). 


Analisis Komponen Pertumbuhan Sub Sektor 
Perikanan dan Sub Sektor Pariwisata Bahari 
dalam Struktur Ekonomi Kepulauan Seribu 


Pada komponen pertumbuhan proporsional 
sub sektor perikanan dan sub sektor pariwisata 
bahari yang sumber pertumbuhannya dari 
sumberdaya kelautan dan perikanan mengalami 
percepatan pertumbuhan. Hal ini diindikasikan 
dengan nilai komponen pertumbuhan proporsional 
yang positif, dimana masing-masing nilainya 
dalam bentuk persentase adalah 31,48% dan 
30,86%. Sektor lain yang mengalami percepatan 
pertumbuhan selain sub sektor perikanan dan sub 
sektor pariwisata bahari adalah sektor listrik, gas, 
dan air, sektor konstruksi, , dan sektor transportasi 
dan komunikasi, dimana dimana masing-masing 
nilai percepatan pertumbuhan dalam bentuk 
persentase adalah 0,06%, 14,76%, dan 35,05%. 
Sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan 
jika dibandingkan secara nasional adalah sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor industri, 
sektor keuangan, dan sektor jasa. Nilai dari 


perlambatan masing-masing sektor adalah 
-17,95%, -4,41%, -15,24 Yo, dan 7,17%. 
Pada komponen pertumbuhan pangsa 


wilayah, sektor yang memiliki nilai positif hanya 
sub sektor perikanan. Hal ini berarti bahwa hanya 
sub sektor perikanan yang memiliki keunggulan 
komparatif yang artinya sub sektor ini mampu 
bersaing. Berdasarkan teori Heckscher- Ohlin, 
keunggulan komparatif suatu wilayah adalah bila 
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wilayah tersebut mengekspor komoditi yang banyak 
memanfaatkan faktor produksi yang berlimpah 
diwilayahnya, sebaliknya mengimpor komoditi 
yang banyak membutuhkan faktor produksi 
yang langka diwilayahnya. Sub sektor perikanan 
menjadi keunggulan komparatif dari Kepulauan 
Seribu karena karakteristik fisik wilayah yang 
terdiri dari gugusan pulau yang dikelilingi perairan 
laut yang luas, dimana sebagian besar penduduk 
menggantungkan mata pencariannya sebagai 
nelayan dan telah melakukan usaha penangkapan 
ikan di kawasan perairan laut Kepulauan Seribu 
sejak dulu. 


Suatu wilayah memiliki © keunggulan 
komparatif yang bersifat dinamis, oleh sebab itu 
wilayah yang memiliki keunggulan komparatif 
itu harus dapat mempertahankannya, karena 
wilayah lain dapat menyainginya. Wilayah yang 
menjadi saingan Kepulauan Seribu dari sub sektor 
perikanan adalah wilayah Pantai Selatan Jawa 
seperti Pelabuhan Ratu dan Cilacap, wilayah Pantai 
Utara Jawa (Indramayu, Tegal, dan Pekalongan). 
Keunggulan komparatif dari sub sektor perikanan 
bisa semakin kecil di Kepulauan Seribu karena 
kerusakan terumbu karang sebagai habitatnya 
ikan. Persentase karang hidup di masing-masing 
kelurahan di Kepulauan Seribu Selatan hanya 
(Untung Jawa, Pari, Tidung, Lancang, Panggang, 


Kelapa dan Kaliage) adalah 2,2%, 9,8%, 8,8%, 
1,8%, 14,79%, 21,4% dan 20,6%. 


Sektor-sektor yang memiliki nilai komponen 
pertumbuhan pangsa wilayah yang negatif adalah 
sektor pertambangan dan penggalian, wisata 
bahari, jasa, industri, sektor listrik, gas, dan air 
minum, kontruksi, transportasi dan komunikasi, 
dan sektor keuangan. Hal ini berarti bahwa 
sektor-sektor tersebut, kecuali sub sektor 
perikanan, tidak memiliki keunggulan komparatif. 
Faktor-faktor yang menyebabkan kedelapan 
sektor ini tidak memiliki keunggulan komparatif 
karena wilayah Kepulauan Seribu dalam sektor 
pertambangan dan penggalian, wisata bahari, jasa, 
industri, sektor listrik, gas, dan air minum, kontruksi, 
transportasi dan komunikasi, dan sektor keuangan 
memproduksi dan mengekspor komoditi yang 
memiliki kerugian obsolut lebih besar dan 
mengimpor komoditi yang memiliki kerugian obsolut 
lebih kecil. 


Padasektorwisata bahari, pertambangan dan 
penggalian, industri, transportasi dan komunikasi, 
dan kontruksi di Kepulauan Seribu tidak memiliki 
keunggulan komparatif, karena masih banyaknya 
komponen input yang diimpor dari sektor tersebut. 
Misalnya untuk sektor pertambangan dan 
penggalian, alat-alat produksi untuk pertambangan 
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Gambar 2. Nilai Komponen Proporsional, Komponen Pangsa Wilayah dan Komponen Pergeseran 


Bersih di Kabupaten Pulau Seribu. 


Figure 2. Value of Proportional Componen, Region Share Component, Net Shift in the Seribu 


Islands District. 


Sumber : Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2013/ 
Source :Data processed using the method of analysis of economic structural shift, 2013 
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dan penggalian adalah impor dari negara lain, begitu 
pun dengan sektor transportasi dan komunikasi, 
dimana fiber kapal dan bahan bakar yang digunakan 
merupakan komponen impor. Rata-rata komponen 
yang tidak diimpor dari semua sektor tersebut 
adalah komponen input dari tenaga kerja, bahkan 
di beberapa sektor seperti pertambangan dan 
penggaliandan sektor industri masih ada tenaga 
asing yang digunakan. Sektor-sektor yang memiliki 
nilai pertumbuhan pangsa wilayah yang negatif 
mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut 
tidak mampu bersaing. 


Pergerseran Bersih Sub Sektor Perikanan dan 
Pariwisata Bahari dalam Struktur Ekonomi 
Kabupaten Kepulauan Seribu 


Pertumbuhan PDRB di Kepulauan 
Seribu secara agregat sebesar 55,99 persen, 
sedangkan secara nominal PDRB tumbuh dari 
Rp 2,105,023 juta menjadi Rp 3,325,804 juta. 
Ada dua pengelompokan sektor, yaitu kelompok 
sektor yang mengalami pertumbuhan maju) dan 
kelompok sektor mengalami kemunduran). Sektor 
yang mengalami pertumbuhan progresif adalah sub 
sektor perikanan dan sektor transportasi, karena 
memiliki nilai pergeseran bersih yang positif. 


Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif 
atau sektor-sektor yang lamban adalah sektor 
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pertambangan dan penggalian, industri, sektor 
listrik, gas, dan air minum, kontruksi, keuangan, 
wisata, dan sektor perdagangan dan jasa, karena 
memiliki nilai pergeseran bersih yang negatif. 
Sektor yang mengalami kemunduran atau sektor 
yang lamban dilihat dari titik pointnya yang di 
bawah garis 45 yang mengindikasi pergeseran 
bersih < 0. 


Profil Pertumbuhan Sektor Pariwisata Bahari 
dan Perikanan dalam Struktur Perekonomian 


Pada analisis ini akan melihat profil 
pertumbuhan sektor ekonomi pada suatu wilayah 
dalam hal ini adalah Kabupaten Kepulauan Seribu. 
Pada gambar di bawah ini hanya sub sektor 
perikanan yang masuk pada kuadran pertama 
yang artinya sektor-sektor unggulan pada wilayah 
Kepulauan Seribu. Sektor unggulan ini masuk pada 
kuadran pertama dan bernilai positif, dimana artinya 
termasuk dalam kelompok sektor unggulan. Sektor 
yang termasuk pada kuadran pertama ini adalah 
sektor unggulan yang merupakan sektor prioritas 
dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. 
Berdasarkan karakteristik fisik wilayah yang terdiri 
dari gugusan pulau maka salah satu potensi sub 
sektor yang menjadi andalan sub sektor perikanan. 
Sub sektor perikanan adalah penyumbang terbesar 
diantara sub sektor yang lain yang masuk dalam 
kategori sektor pertanian, dimana tercatat sekitar 
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Gambar 3. Nilai Pergeseran Bersih Kabupaten Kepulauan Seribu. 
Gambar 3. Value of Net Shift in Economic Structure in Seribu Islands Distirct. 


Sumber : Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2013/ 
Source : Data processed using the method of analysis of economic structural shift, 2013 
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98,80% dari seluruh nilai tambah sektor pertanian 
disumbangkan oleh sub sektor perikanan. 


Sebagian besar penduduk Kepulauan 
Seribu bermata pencarian sebagian besar sebagai 
nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pihak Bappeda seperti petikan di bawah ini 
disimpulkan perlu mata pencarian alternative untuk 
mengantisipasi penurunan produksi perikanan 
tangkap. Kinerja perikanan budidaya sebagai 
mata pencarian alternatif bagi nelayan tangkap 
yang mengalami penurunan produksi terlihat dari 
produksi perikanan budidaya yang mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2008 produksi perikanan 
budidaya hanya 1.108,80 ton, meningkat menjadi 
43.060.950 ton pada tahun 2009. 


“Guna mempertahankan sub sektor 
«perikanan sebagai sektor unggulan, pemerintah 
menerapkan kebijakan sumber mata pencarian 
alternatif selain perikanan tangkap yang memiliki 
kecendurungan penurunan produksi. Mata 
pencarian alternatif untuk nelayan itu adalah 
perikanan budidaya.” 


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) menjadikan Sub sektor perikanan dan 
sub sektor wisata bahari menjadi sektor andalan. 
Bappeda memutuskan sub sektor wisata bahari 
menjadi sektor andalan selain sub sektor perikanan 
karena sektor ini memiliki nilai tambah besar dan 


sebagai sumber mata pencarian masyarakat selain 
sebagai nelayan. Rendahnya nilai tambah dari sub 
sektor perikanan, karena industri perikanan yang 
berkembang masih dalam skala kecil, seperti 
industri pengolahan rumput laut, pengolahan 
ikan (ikan asin dan kerupuk ikan) dan industri 
pembuatan perahu. 


Berdasarkan wawancara seperti kutipan di 
bawah ini dengan pemuka masyarakat masyarakat 
yang dulunya nelayan sudah melirik sektor wisata 
sebagai alternative matapencarian. Hal tersebut 
memungkinkan bahwa masyarakat yang telah 
berkecimpung dalam aktivitas perikanan bergeser 
ke sektor lain yang lebih menguntungkan, salah 
satunya melalui sektor wisata bahari. Sektor 
wisata, sama halnya dengan sektor industri, dimana 
mempunyai kecenderungan untuk memiliki nilai 
tukar dan output yang lebih tinggi daripada sektor 
lain meskipun inputnya sedikit. 


“Pada pulau-pulau wisata yang pengelolaan 
wisatanya dikelola oleh masyarakat (Pulau 
Pramuka, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa, 
banyak perahu nelayan yang dialihkan fungsi 
menjadi perahu wisata, bahkan ada nelayan yang 
berubah profesinya ke sektor jasa menjadi pemilik 
restaurant atau homestay, atau pemandu wisata.” 


Pada gambar 4 sub sektor pariwisata masuk 
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Gambar 4. Profil Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dan Sub Sektor Pariwisata dalam Struktur 
Ekonomi Kabupaten Kepulauan Seribu, 2011. 


Figure 4. 
of Seribu Islands District, 2011. 


Profile of Fisheries and Marine Tourism Sub Sector Growth in Economic Structure 


Sumber : Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2013/ 
Source :Data processed using the method of analysis of economic structural shift, 2013 
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pada kuadran ketiga. Sub sektor yang termasuk 
pada kuadran ini artinya termasuk pada sub sektor 
yang potensial yang dikembangkan di Kepulauan 
Seribu. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi 
dalam sektor-sektor yang termasuk pada 
kategori potensial adalah masuk dalam kategori 
sektor yang agak mundur dalam pertumbuhan. 
Kemunduran dalam pertumbuhan tersebut maka 
sektor ini perlu didorong lagi pertumbuhan oleh 
pemerintah sehingga menjadi sektor unggulan 
dalam pengembangan wilayahnya. 


Sub sektor wisata bahari yang merupakan 
sektor non-migas mampu bersaing dengan 
sektor migas (sektor pertambangan, sektor listrik, 
gas, dan air minum) atau sektor yang sekarang 
dianggap sektor primadona (sektor industri, dan 
sektor kontruksi). Sumber pertumbuhan ekonomi 
Kepulauan Seribu tanpa Migas paling besar berasal 
dari sektorhoteldan restoran (wisata)sebesar2,84%. 
Apabila dihitung dengan Migas, ternyata sumber 
pertumbuhan ekonomi paling besar juga diciptakan 
oleh sektor hotel dan restaurant (wisata) yaitu 
sebesar 0,40% (BPS, 2011). Pertumbuhan sektor 
wisata bahari ini membawa multiplier effect bagi 
pertumbuhan sektor lain, misalnya sektor kontruksi 
yang memberikan peranan pada pertumbuhan 
ekonomi wilayah sebesar 10,19%, dimana 
pembangunan hotel dan bungalow berdampak 
positif pada pertumbuhan sektor konstruksi. 
Faktor lain yang merangsang pertumbuhan sektor 
konstruksi adalah kondisi Kepulauan Seribu yang 
sedang berkembang sehingga dituntut adanya 
pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. 


Sektor wisata termasuk pada kelompok 
sektor yang potensial, dimana pada kelompok 
sektor ini juga termasuk sektor konstruksi, sektor 
listrik, gas, dan air minum, dan sektor transportasi 
dan komunikasi. Sektor komunikasi dan transportasi 
yang menjadi sektor unggulan semenjak tahun 
2000 menjadi kelompok sektor potensial dalam segi 
pertumbuhan. Hal ini berarti sektor komunikasi dan 
transportasi merupakan sektor yang potensial yang 
dikembangkan di Kepulauan Seribu, namun karena 
masuk dalam kategori sektor yang agak mundur 
dalam pertumbuhan, maka sektor ini perlu didorong 
lagi sehingga menjadi sektor unggulan lagi. 


Kontribusi sektor transportasi mencapai 
1,9%, dimana nilai tambah pada sektor transportasi 
dan komunikasi didominasi oleh angkutan 
untuk kegiatan wisata yang dimiliki oleh swasta. 
Kemunduran pertumbuhan sektor ini sudah 
dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di 
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bidang telekomunikasi misalnya penurunan 
laba yang diperoleh oleh PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk yang mencatat penurunan laba 
bersih sebesar 4,96% pada tahun 2012. Sektor 
ini termasuk hanya sektor potensial yang dalam 
pertumbuhan harus didorong supaya menjadi 
sektor yang berkembang atau sektor yang termasuk 
sektor unggulan. 


Pada kuadran keempat ada sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor industri, 
sektor keuangan, dan sektor jasa. Sektor yang 
termasuk pada kuadaran keempat termasuk 
sektor terbelakang, artinya sektor yang tidak perlu 
menjadi prioritas pengembangan. Sumbangan 
sektor pertambangan dan penggalian terhadap 
PDRB sekitar 90,62%, menurun jika dibanding 


tahun sebelumnya (92,13%). Menurunya 
sumbangan sektor pertambangan dan penggalian 
karena menurunnya produksi pertambangan 


yang berlokasi di Pulau Pabelokan. Perkembangan 
sektor pertambangan memiliki konflik dengan 
perkembangan sub sektor perikanan dan sub 
sektor pariwisata bahari. Guna meminimilisir 
konflik kepentingan tersebut pemerintah 
menerapkan sistem zonasi, namun zonasi yang 
ditetapkan sering tidak dipatuhi. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


1. Hasil analisis profil pertumbuhan 
mengindikasikan hanya sub sektor 
perikanan yang masuk pada kuadran 
pertama yang artinya sektor-sektor 
unggulan pada wilayah Kepulauan 
Seribu. Pemerintah harus memperhatikan 
pertumbuhan sektor ini karena sektor 
unggulan yang merupakan sektor prioritas 
dalam pengembangan ekonomi suatu 
wilayah. Sektor pariwisata bahari dari hasil 
analisis profil pertumbuhan termasuk pada 
kuadran ketiga, dimana merupakan sub 
sektor yang potensial yang dikembangkan 
di Kepulauan Seribu. 


2. Hasil analisis dari rasio pertambahan 
pertumbuhan di Kepulauan Seribu berkisar 
antara 1,28 sampai dengan 2,19, dimana 
sektor yang memiliki nilai pertambahan 
pertumbuhan yang paling besar adalah 
sub sektor perikanan (219%). Nilai rasio 
pertambahan pertumbuhan untuk sektor 
wisata bahari sebesar 141%. Nilai rasio 
pertambahan pertumbuhan sektor wisata 
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bahari tidak terlalu besar karena terjadi 
penurunan kontribusi sub sektor hotel 
dan restoran (38,41%), padahal tahun 
sebelumnya kontribusi sub sektor ini 
mencapai 39,01%. 


3. Pada komponen pertumbuhan pangsa 
wilayah, hanya sub sektor perikanan 
yang memiliki keunggulan komparatif 
yang artinya hanya sub sektor ini 
mampu bersaing. Pada sektor wisata 
bahari, pertambangan dan penggalian, 
industri, transportasi dan komunikasi, 
dan kontruksi di Kepulauan Seribu tidak 
memiliki keunggulan komparatif, karena 
masih banyaknya komponen input yang 
diimpor dari sektor tersebut. Hasil analisis 
pergeseran bersih mengindikasikan sektor 
yang mengalami pertumbuhan progresif 
adalah sub sektor perikanan dan sektor 


keuangan. 
SARAN 
1. Dalam rangka mengembangkan dan 


meningkatkan potensi wilayah maka 
pemerintahan Kepulauan Seribu harus 
memprioritaskan program pembangunan 
pada sektor yang masuk kuadran ketiga 
dan pertama. Adapun sektor-sektor 
tersebut adalah sektor wisata sektor 
konstruksi, sektor listrik, gas, dan air 
minum, dan sektor transportasi dan 
komunikasi. 


2. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi 
dalam sektor-sektor yang termasuk pada 
kategori potensial (kuadran ketiga) adalah 
masuk dalam kategori sektor yang agak 
mundur dalam pertumbuhan. Kemunduran 
dalam pertumbuhan tersebut maka sektor 
ini perlu didorong lagi pertumbuhan 
oleh pemerintah sehingga bisa menjadi 
sektor unggulan dalam pengembangan 
wilayahnya. 


3. Sektor perikanan yang merupakan satu- 


satunya sub sektor unggulan perlu 
ditingkatkan nilai tambahnya dengan 
penguasaan teknologi yang tepat 


guna, sehingga industri perikanan yang 
berkembang tidak hanya industri kecil 
yang bernilai tambah kecil. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status keberlanjutan pada dimensi ekonomi dan 
memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan budidaya di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa. Analisis 
keberlanjutan budidaya laut untuk komoditi rumput laut dan ikan kerapu sistem KJA dilakukan dengan 
metode Rap-Insus-Seaweed (Rapid Appraisal —Indeks Sustainability of Seaweed) dan Rap-Insus- 
Grouper (Rapid Appraisal —Indeks Sustainability of Grouper) telah dimodifikasi dari program RAPFISH. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks tingkat keberlanjutan pada dimensi ekonomi budidaya 
rumput laut sebesar “39,74” dan untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA sebesar “31,23”. Nilai tersebut 
terletak antara 25,00 - 49,9 berarti “Kurang Berkelanjutan”. Nilai indeks dan status keberlanjutan saat 
ini menunjukkan kondisi ekonomi wilayah perairan tersebut kurang mendukung pengelolaan budidaya 
laut, sehingga diperlukan intervensi kebijakan melalui pemberian bantuan mudal usaha, pelatihan teknis 
budidaya dan pengolahan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemasaran untuk meningkatkan 
status keberlanjutan pengelolaan dimensi ekonomi. 


Kata Kunci: analisis keberlanjutan, budidaya laut, multi dimensional scalling, Teluk Saleh 


ABSTRACT 


This study aimed at determiny value of the index and the sustainability status in terms of economic 
dimension and provide recommendations for policies on marine aguaculture management in the Saleh 
Bay. Rap-Insus-Seaweed (Rapid Appraisal of Sustainability-Index Seaweed) and Rap-Insus-Grouper 
(Rapid Appraisal of Sustainability-Index Grouper) modified from Rapfish program were use in this study. 
Results showed that the index level of sustainability in terms of economic dimension were “39.74” and 
“31.23” for seaweed grouper respectively. This value laid between 25.00 and 49.9 indicating that both 
management status were “Less Sustainable”. These values indicate that the economic conditions of that 
particular Site was not support sustainable management of the marine aguaculture. Hence, government 
policing intervention through increased capital, technical training in aguaculture and processing as well 
as improvement in market institution are reguired. 


Keywords: sustainability analysis, mariculture, multi-dimensional scaling, Saleh Bay 
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PENDAHULUAN 


Kabupaten Sumbawa memiliki potensi 
perairan budidaya laut sekiar 69% dari luasan 
potensi lahan budidaya laut di Nusa Tenggara Barat 
(Zamroni et al., 2007). Teluk Saleh merupakan 
perairan yang menjadi prioritas pengembangan 
budidaya laut. Potensi perairan Teluk Saleh 
menyumbangkan lebih dari 70 Yo potensi perairan 
budidaya laut Kabupaten Sumbawa. Dalam 5 tahun 
terakhir wilayah perairan ini menyumbangkan 
lebih dari 45 % produksi budidaya laut Kabupaten 
Sumbawa (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Nusa Tenggara Barat, 2009). 


Budidaya laut merupakan kegiatan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan yang mampu 
memberikan kontribusi cukup besar terhadap 
pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru 
dan perolehan devisa negara (Mansyur et al, 2005). 
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pesisir dan kontribusi sektor perikanan terhadap 
perekonomian daerah, maka pemerintah daerah 
menetapkan program prioritas yaitu peningkatan 
produksi perikanan di Teluk Saleh sebagai sentra 
produksi budidaya laut. 


Implementasi kebijakan pemerintah 
menjadikan Teluk Saleh sebagai sentra produksi 
pengembangan budidaya laut, maka diperlukan 
pengelolaan terencana agar budidaya laut dapat 
berkelanjutan, sehingga mampu memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat dan 
perekonomian daerah secara berkesinambungan. 
Berkelanjutan secara ekonomi mensyaratkan arti 
bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat 


menciptaan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan 
kapitas, dan penggunaan sumberdaya serta 
investasi secara efisien. Dimensi ekonomi dapat 
dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melihat 
status keberlanjutan suatu kawasan perairan 
sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menyusun 
kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan 
kawasan tersebut (Nababan et al., 2008). Oleh 
karena itu penelitian ini perlu dilakukan mengingat 
status keberlanjutan pengelolaan budidaya lautpada 
dimensi ekonomi saat ini dapat dijadikan sebagai 
dasar dalam merumuskan strategi kebijakan dan 
implementasi perogram pengelolaan budidaya laut 
berkelanjutan di masa yang akan datang. 


Tujuan penelitian ini adalah menentukan 
status keberlanjutan dan rekemendasi kebijakan 
dimensi ekonomi pengelolaan budidaya laut untuk 
komoditi rumput laut dan ikan kerapu sistem KJA 
di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini akan dilaksanakan di 
wilayah pesisir dan laut Kawasan Teluk Saleh 
Kabupaten Sumbawa. Penetuan lokasi penelitian 
dilakukan secara purposive sampling berdasarkan 
pertimbangan saat ini terdapat kegiatan budidaya 
rumput laut sistem long-line dan budidaya ikan 
kerapu dengan KJA. Secara administrasi difokuskan 
pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Moyo 
Hilir, Kecamatan Lape, dan Kecamatan Terano 
(Gambar 1). Penelitian ini dilaksanakan selama 
3 (bulan) tahun terhitung mulai bulan Juli 2011 
sampai September 2011. 


KABUPATEN SUMBAWA 


PETA 
LOKASI PENELITIAN 
Teluk Saleh - P. Sumbawa 
keterangan : 

atan 


KABUPATEN BjMA 


isir (133.267 Ha) 
300 Ha) 


Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
Figure 1. Reseach Area 


158 


Tinjauan Dimensi ...... Pengelolaan Budidaya Laut di Teluk Saleh 


Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data 


Data yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini berupa data sekunder dan data primer. Data 
keuntungan, kepemilikan usaha, serapan pasar, 
fluktuasi harga, status modal usaha, tingkat subsidi, 
penghasilan petani rumput laut, efisiensi rantai 
pemasaran, penyerapan tenaga kerja dilakukan 
dengan metode survei melaui wawancara langsung 
dengan responden menggunakan kuisioner 
terstruktur atau semi terstruktur. Sedangkan data 
kontribusi perikanan terhadap PDRB dan kontribusi 
budidaya laut terhadap PAD, Upah Minimum 
Kabupaten (UMK), jumlah petani rumput laut, jumlah 
pengusaha budidaya ikan kerapu, luas pemanfaatan 
perairan untuk budidaya rumput laut dan budidaya 
ikan kerapu KJA dilakukan dengan metode desk 
study dari berbagai sumber, seperti: BPS, Instansi 
terkait, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, 
publikasi ilmiah (buku, jurnal, disertasi, laporan 
hasil penelitian, prosiding, dan lain-lain). Penentuan 
responden dari dilakukan secara purposive random 
sampling (Walpole, 1995). Responden yang dipilih 
adalah petani rumput laut yang berjumlah 90 orang 
dan pengusaha budidaya ikan kerapu sistem KJA 
sebanyak 4 perusahaan. Disamping itu, juga 
dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh- 
tokoh informal maupun formal sebagai responden 
kunci. 


Metode Analisis Data 


Analisis keberlanjutan budidaya laut untuk 
komoditi rumput laut dan ikan kerapu sistem 
KJA dilakukan dengan metode Rap-insus- 
Seawed (Rapid Appraisal —Indeks Sustainability 
for Seaweed) dan Rap-Insus-Grouper (Rapid 
Appraisal -Indeks Sustainability for Grouper) 
telah dimodifikasi dari program RAPFISH (Rapid 
Assessment Technigue for Fisheries) (Kavanagh, 
2001; Pitcher and Preikshot, 2001; Fauzi dan Suzy, 
2002). Adapun tahapan analisis keberlanjutan 
pengelolaan budidaya laut untuk komoditi rumput 
laut dan ikan kerapu sistem KJA laut di wilayah 
penelitian adalah sebagai berikut: 


(1) Identifikasi dan Penentuan Atribut 


Penentuan atribut dimensi ekonomi 
merupakan atribut yang berpengaruh 
terhadap keberlanjutan pengelolaan budidaya 
laut untuk komoditi rumput laut dan ikan 
kerapu sistem KJA. Atribut mencerminkan 
bagaimana usaha budidaya rumput laut 
memberikan manfaat ekonomi secara mikro 


(2) 


(3) 


(M. Marzuki., I. W. Nurjaya, Ari P., Sugeng B. dan Eddi S.) 


maupun makro sehingga akan menopang 
keberlanjutan pengelolaan pengelolaan 
budidaya laut untuk komoditi rumput laut dan 
ikan kerapu sistem KJA. 


Pembuatan Skor dan Pemberian Nilai Skor 


Tahapkeduadari analisis ini adalah melakukan 
pembuatan skor melalui pemberian skor atau 
pemberian peringkat pada atribut. Pembuatan 
skor mengacu pada teknik RAPFISH 
(Pittcher and Preikshot, 2001; Susilo, 2003), 
yaitu skor yang diberikan berupa nilai “buruk 
(bad) yaitu mencerminkan kondisi yang 
paling tidak menguntungkan dan sebaliknya 
nilai “baik (good)”, yaitu kondisi yang paling 
menguntungkan. Diantara nilai yang ekstrim 
“baik” dan “buruk”, biasanya terdapat satu 
atau lebih nilai antara. Mengacu pada 
pendekatan yang digunakan oleh Good 
et al., (1999) dan Heersman et al., (1999), 
maka peringkat yang diberikan pada setiap 
atribut yang dinilai berkisar Antara 0 — 3. 
Pemberian skor tergantung pada keadaan 
masing-masing atribut yang diartikan mulai 
dari baik sampai buruk. 


Proses Ordinasi 


Posisi titik keberlanjutan dapat 
divisualisasikan dalam dua dimensi (sumbu 
vertikal dan horisontal). Melalui metode 
rotasi sumbu maka posisi titik-titik tersebut 
dapat diproyeksikan pada garis mendatar 
dimana titik ekstrem “buruk” diberi nilai skor 
0 Yo dan titik ekstrim “baik” diberi skor 100 
%. MDS MDS (Multi Dimensional Scalling) 
dapat mempresentasikan metode ordinasi 
secara efektif. Dua titik atau objek yang 
sama dipetakan dalam satu titik yang saling 
berdekatan satu sama lain. Sebaliknya objek 
atau titik yang tidak sama digambarkan 
dengan titik-titik yang berjauhan (Fauzi dan 
Suzy, 2005). 


Proses ordinasi selanjutnya setelah titik acuan 
utama horizontal adalah (Susilo, 2003): 


1. Membuat titik acuan utama lainnya yaitu 
“titik tengah” merupakan titik tengah 
baik dan titik tengah buruk. Dua titik 
tambahan ini akan menjadi acuan arah 
vertikal (“atas” atau “up” dan “bawah” 
atau “down”) dari ordinasi: 


2. Membuat titik acuan tambahan yang 
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d= 


3. Melakukan 


disebut dengan titik acuan “jangkar” 
(anchors) yang berguna untuk stabilizer 
dan menempatkan titik pada posisi yang 
tidak sama pada ruang multidimensi 
yang sama, 


standarisasi skor untuk 
setap atribut sehingga setiap atribut 
mempunyai bobot yang seragam dan 
perbedaan antar skala pengukuran 
dapat dihilangkan: 


4. Meghitung jarak antar titil-titik acuan 


dengan metode Euclidean distance 
squared (seuclied); Alder et al., (2001) 
menyatakan bahwa titik ordinasi dengan 
mengkonfigurasikan jarak antar titik 
dalam t- dimensi yang mengacu pada 
jarak euclidien antar titik. Dalam ruang 
dua dimensi jarak Euclidean dirumuskan 
sebagai berikut: 


2 


2 
Ni -= x| +|y, =V: 


Sedangkan dalam n-dimensi jarak Euclidien 


dirumuskan sebagai berikut: 


A 


5. Membuat 
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2 
2 
Yı -y,| Hz, TZ 


2 
X -x| + 


ordinasi baik untuk 
seluruh dimensi dan seluruh atribut 
berdasarkan algoritme analisis MDS. 
Data dalam matrik adalah data interval 
yang menunjukkan skoring baik dan 
buruk. Skor data tersebut kemudian 
dinormalkan untuk meminimalkan 
stress. Salah satu pendekatan untuk 
menormalkan data adalah dengan nilai 


Tabel 1. 
di Teluk Saleh. 


Stres (g)= 4 -& 


(4) 


(5) 


Z (Alder et al., 2001). 


ZL=(K-W)G nana (3) 
6. Menghiting nilai “stress” (standarlize 
residual sum of square), dengan 


menggunakan nilai jarak pada saat dua 
dimnesi dan hasil analisis regresi antara 
dua dimensi dengan nilai jarak pada saat 
p dimensi (nilai harapan jarak pada saat 
dua dimensi). Analisis MDS berhenti 
jikan nilai “stress” telah memenuhi 
persyaratan yang dikehendaki, dalam 
hal ini 0,25 atau jika “stress” tidak turun 
lagi di dalam iterasi (Fauzi dan Anna, 
2002). Stress didefinisikan sebagai : 


X > (di? — dy 
È la] 


Proses Rotasi 


Untuk memproyeksikan titik-titik tersebut 
pada garis mendatar dilakukan proses 
rotasi, dengan titik ekstrim “buruk” yang 
diberi nilai skor 0% dan titik ekstrim yang 
“baik” diberi nilai skor 100%. Untuk 
menjamin tidak terjadinya kesalahan dalam 
posisi titik yang bersifat kebalikan cermin 
maka dilakukan proses”flip” untuk titik-titik 
tertentu yang mengalami kesalahan. 


Skala Indek Keberlanjutan 


Pembuatan skala indeks keberlanjutan 
pengelolaan budidaya laut untuk komoditi 
rumput laut dan ikan kerapu sistem KJA 
yang mempunyai selang 0 - 100. Menurut 
Susilo (2003) pembagian selang yang 
menggambarkan status indeks keberlanjutan 
ekonomi disajikan pada Tabel 1. 


Kategori Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi Pengelolaan Budidaya Laut 


Table 1. Category Status of Economic Dimension of The Marine Aguaculture 
Sustainable Management in The Saleh Bay. 


Indeks/Index Kategori/Category 
0 - 25 Buruk/Bad 
26 -50 Kurang/Less 
51-75 Cukup/Enought 
75 - 100 Baik/Good 


Sumber: Sosilo, 2003/Source: Sosilo 2003 
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(6) 


(7) 


Analisis Sensitivitas 


Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat 
atribut mana yang paling sensitif memberikan 
kontribusi terhadap Insus-Seaweed dan 
Insus-Grouper.. Peran masing-masing atribut 
terhadap nilai indeks keberlanjutan dianalisis 
dengan “attribute leveraging”, sehingga 
terlihat perubahan ordinasi apabila atribut 
tertentu dihilangkan dari analisis. Pengaruh 
setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan 
Root Mean Sguare (RMS) ordinasi khususnya 
pada sumbu x atau pada skala accountability. 
Semakin besar nilai perubahan RMS akibat 
hilangnya suatu atribut tertentu maka 
semakin besar pula peranan atribut di dalam 
pembentukan nilai Insus-Seaweed dan 
Insus-Grouper pada skala keberlanjutan, 
atau semakin sensitif atribut tersebut dalam 
pengelolaan budidaya rumput laut. Atribut- 
atribut yang memiliki tingkat kepentingan 
(sensitivitas) tinggi dari hasil analisis 
keberlanjutan pengelolaan budidaya rumput 
laut ini, akan digunakan sebagai dasar 
penetapan atribut dalam analisis simulasi 
model dinamik (keberlanjutan) pengelolaan 
budidaya rumput laut berkelanjutan. 


Analisis Monte Carlo 


Untuk mengevaluasi pengaruh galat (error) 
acak pada proses untuk menduga nilai 
ordinasi digunakan analisis Monte Carlo. 
Menurut Kavanagh (2001), analisis “Monte 


Sea (M. Marzuki., I. W. Nurjaya, Ari P, Sugeng B. dan Eddi S.) 


Carlo” juga berguna untuk mempelajari 
pengaruh kesalahan pembuatan skor atribut, 
pengaruh variasi pemberian skor akibat 
perbedaan opini atau penilaian oleh peneliti 
yang berbeda, stabilitas iterasi, kesalahan 
pemasukan data atau adanya data yang 
hilang (missing data), tingginya nilai “stress” 
(nilai stress dapat diterima jika < 25%). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


(1) Dimensi Ekonomi Keberlanjutan 


Hasil analisis Rap Insus Seaweed dan 
Insus Grouper pengelolaan budidaya laut di Teluk 
Saleh Kabupaten Sumbawa terhadap 10 atribut 
berpengaruh pada dimensi ekonomi, diperoleh 
bahwa nilai indeks tingkat keberlanjutan pada 
dimensi ekonomi budidaya rumput laut sebesar 
“39,74” dan untuk budidaya ikan kerapu sistem 
KJA sebesar “31,23”. Nilai tersebut terletak antara 
25,00 - 49,9 berarti “Kurang Berkelanjutan”. Nilai 
indeks keberlanjutan kurang dari 50 menunjukkan 
kondisi ekonomi wilayah perairan tersebut kurang 
mendukung pengelolaan budidaya rumput laut. 
Apabila kondisi ekonomi perairan ini dibiarkan 
seperti saat ini, maka akan berpengaruh terhadap 
keberlanjutan dimensi yang lain sehingga 
pengelolaan budidaya laut di Teluk Saleh 
Kabupaten Sumbawa semakin tidak berkelanjutan. 
Secara detai hasil analisis nilai indeks status 
keberlanjutan dimensi ekonomi pengelolaan 
budidaya rumput laut di Teluk Saleh Kabupaten 
Sumbawa disajikan pada Gambar 2. 


RAP Insus Seaweed Ordination 


UP 
mi] P) g 
40 A 4 
A a 
20 
g a a 
3 
5 
È oea sE | ms 
£ 20 40 60 80 100 120 
5 
FE . A 
a -20 
z 
ke) 
-40 A a 
A 
@ DOWN 


KEBERLANJUTAN DIMENSI EKONOMI 


Real Seaweed References “Anchors 


Budidaya Rumput Laut/Seaweed Culture 


RAP Insus Grouper Ordination 
60 + 7 
i E uP 
a A 
40 jh A 
A A 
3 20 | | 
8 f A 
È + 3123) 
? 
Z 0 Lg T M-cooD | 
= 20 40 60 80 100 120 
= 
a A A 
& -20 t 
£ 
a A A 
-40 ik A 
4 
fi E Down A 
-60 $ 1 d 
KEBERLANJUTAN DIMENSI EKONOMI 
#Real Grouper B References - Anchors 


Budidaya Ikan Kerapuy/Grouper Culture 


Gambar 2. Nilai Indeks Keberlanjutan Pengelolaan Budidaya Laut di Teluk Saleh. 
Figure 2. Index Value of the Economic Dimensions Mariculture Maagement in Saleh Bay. 
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(2) 


Sensitivitas 
Rumput laut 


Keberlanjutan Budidaya 


Berdasarkan analisis leverage terhadap 10 


(sepuluh) atribut dimensi ekonomi, untuk budidaya 
rumput laut diperoleh 4 (empat) atribut yang 
sensitive terhadap tingkat keberlanjutan dimensi 
ekonomi yaitu: (1) Status Modal Usaha (RMS — 
5,67); (2) Fluktuasi Harga (RMS — 4,91); dan (3) 
Nilai Tambah Komoditi (RMS — 4,70). 


a) 


b) 
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Status Modal Usaha 


Atribut “Status Modal Usaha” merupakan 
atribut sensitive terhadap keberlanjutan 
pengelolaan rumput laut pada dimensi 
ekonomi, kerena budidaya rumput laut harus 
di topang oleh ketersediaan dan status modal 
usaha. Status modal budidaya rumput laut 
di wilayah penelitian menunjukkan bahwa 
82 Yo responden menyatakan modal usaha 
budidaya kerapu diperoleh dari “Pinjaman 
Middleman”. 


Selain rendahnya akses permodalan bagi para 
petani pembudidaya, persyaratan agunan 
dan pengembalian kredit per-bulan bila 
meminjam ke bank menjadi kendala utama 
bagi pembudidaya karena ketidakpastian 
hasil panen. Belum lagi tingkat suku bunga 
bank yang menurut pembudidaya cukup 
tinggi. Adanya permasalahan terkait akses 
permodalan inilah yang mendorongpara petani 
untuk cenderung memilih meminjam modal 
kepada tengkulak sebagai modal usahanya. 
Permasalahan yang sering dihadapi oleh 
para pembudidaya terkait permodalan 
dimanfaatkan oleh para tengkulak (middle 
man) untuk memberikan bantuan modal 
dengan ketentuan hasil panen pembudidaya 
harus dijual kepada pihak tengkulak sehingga 
memberikan keleluasaan kepada tengkulak 
untuk mengendalikan harga komoditi. 


Fluktuasi Harga 


Berdasarkan hasil analisis perkembangan 
harga rumput laut selama 5 tahun terakhir 
menunjukkan harga rumput laut kering sangat 
fluktuatif dengan trend yang cenderung 
menurun. Fluktuasi harga rumput laut 
disebebkan oleh beberapa hal, diantaranya: 
(1) banyaknya para spekulan yang bermain 
dalam mempengaruhi harga rumput laut di 
tingkat petani rumput laut; (2) rumput laut 
di wilayah penelitian sebagian diekspor ke 


c) 


Singapor, Hongkong dan Cina (Budiani, 
2012), sehingga harga jual rumput laut 
juga dipengaruhi oleh perkembangan pasar 
global, seperti perubahan biaya fiscal dan 
sejenisnya yang menyebabkan kenaikan 
biaya pengiriman sehingga berpengaruh 
terhadap harga di tingkat petani rumput 
laut; (3) apabila permintaan ekspor 
meningkat, maka harga rumput laut juga 
meningkat, demikian sebaliknya jika kondisi 
perekonomian menurun, maka daya beli 
rumput laut menurun dan berakibat harga di 
pasaran menjadi murah; (4) rumput laut yang 
diekspor masih dalam bentuk bahan baku 
sehingga menyebabkan posisi tawar rendah 
dan pengendali harga ditentukan oleh pabrik 
pengolah di luar negeri. (Setyaningsih et al., 
2012). 


Nilai Tambah Komoditi 


Rumput laut hasil budidaya petani rumput 
laut di wilayah penelitian setelah dikeringkan 
langsung dijual ke pedagang pengumpul dan 
hanya dipasarkan dalam bentuk rumput laut 
kering (raw material) dengan kualitas rendah, 
sehingga tidak memiliki nilai tambah. 


Produk rumput laut yang mempunyai 
nilai tambah tinggi dan potensial untuk 
dikembangkan di Indonesia termasuk 
wilayah penelitian antara lain adalah 


Alkali Trated Cottonii (ATC), Semi Refined 
Carragenan(SRC), Refined Carragenan (RC) 
(Kementerian Perindustrian, 2011). 


Rumput laut merupakan salah satu sumber 
devisa negara dan sumber pendapatan bagi 
masyarakat pesisir. Selain dapat digunakan 
sebagai bahan makanan, minuman 
dan obat-obatan, beberapa hasil olahan 
rumput laut seperti agar-agar, alginate dan 
karaginan merupakan senyawa yang cukup 
penting dalam industri (Istini, 1998). Sebagian 
besar rumput laut di Indonesia diekspor 
dalam bentuk kering (Suwandi, 1992). 
Bila ditinjau dari segi ekonomi, harga hasil 
olahan rumput laut seperti karaginan jauh 
lebih tinggi dari pada rumput laut kering. 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai 
tambah dari rumput laut dan mengurangi 
impor akan hasil-hasil olahannya, maka 
pengolahan rumput laut menjadi karaginan 
di dalam negeri perlu dikembangkan (Istini, 
1998). 


Tinjauan Dimensi ...... Pengelolaan Budidaya Laut di Teluk Saleh 


Sebagai ilustrasi rumput laut kering yang 
dipasarkan selama ini nilai berkisar antara Rp 
5.000 sampai Rp. 12.000/kg per kilogram, jika 
diolah menjadi ATC Chips maka harga yang 
diperoleh menjadi Rp. 46.000/kg, Semi Refine 
Carrageenan (SRC), food grade bisa bernilai 
Rp. 54.000/kg sampai Rp 60.000/kg. Jika 
diproses sampai Refine Carrageenan (RC) 
untuk non food grade menjadi Rp. 110.000/ 
kg dan untuk food grade Rp. 135.000/kg. 


(3) Sensitivitas Keberlanjutan Budidaya Ikan 
Kerau Sistem KJA 


Selanjutnya untuk budidaya ikan kerapu 
system KJA diperoleh 5 (lima) atribut yang sensitive 
terhadap tingkat keberlanjutan dimensi ekonomi 
yaitu: (1) Kepemilikan KJA (RMS — 5,08); (2) 
Kontribusi Terhadap PDRB/PAD (RMS — 4,66); (3) 
Penghasilan Buruh Budidaya (RMS — 4,46); (4) 
Tingkat Subsidi (RMS — 4,40); dan (5) Transfer 
Keuntungan (RMS — 3,69). 


(a) Kepemilikan KJA 


Atribut “Kepemilikan KJA” merupakan atribut 
sensitife terhadap keberlanjutan pengelolaan 
budidaya ikan kerapu sistem KJA pada 
dimensi ekonomi, kerena status kepemilikan 
modal antara orang lokal dan non lokal atau 
berasar dari luar daerah penelitian akan 
berpengaruh terhadap manfaatan ekonomi 
yang diperoleh dari usaha budidaya. Usaha 
budidaya ikan kerapu sistem KJA di wilayah 
penelitian secara keseluruhan yaitu 4 
(empat) perusahaan status kepemilikannya 
dimiliki oleh pengusaha berasal dari luar 
daerah. Kepemilikan KJA orang lokal melalui 
program bantuan (subsidi) dari pemerintah 
kabupaten dan provinsi tidak berkembang 
dan hanya berjalan selama masa program 
berlangsung. 


(b) Kontribusi Terhadap PDRB/PAD 


Atribut “Kontribusi Terhadap PDRB/PAD” 
merupakan atribut sensitive terhadap 
keberlanjutan pengelolaan budidaya ikan 
kerapu sistem KJA pada dimensi ekologi, 
kerena kontribusi terhadap PDRB/PAD 
akan berpengaruh terhadap perkembangan 
ekonomi daerah. 


Berdasarkan analisis kontribusi PDRB 
Perikanan terhadap PDRB Kabupaten 
Sumbawa menunjukkan bahwa pada Tahun 


(c) 


(d) 


(M. Marzuki., |. W. Nurjaya, Ari P, Sugeng B. dan Eddi S.) 


2009 PDRB Kabupaten Sumbawasebesar Rp. 
3.432 milyar. Sumbangan sektor perikanan 
terhadap total PDRB sesesar 6,66% atau Rp. 
228,4 milyar. Sehingga kontribusi perikanan 
terhadap PDRB tergolong “Rendah” 


Untuk kontribusi budidaya ikan kerapu 
terhadap PAD berdasarkan Perda No. 15 
Tahun 2007 Tentang Usaha Perikanan yaitu 
untuk usaha budidaya ikan kerapu sebesar 
1% dari harga standar berdasarkan SK Bupati 
Sumbawa . Nilai produksi ikan kerapu tahun 
2010 sebesar Rp. 3,4 milyar, sehingga besar 
retribusi yang diperoleh sebesar Rp. 34,7 
juta. Total PAD sector perikanan sebesar Rp. 
822 juta sehingga kontribusi budidaya ikan 
kerapu terhadap PAD perikanan Kabupaten 
Sumbawa sebesar 4,2% dan tergolong 
“Rendah” 


Penghasilan Buruh Budidaya 


Atribut “Penghasilan Buruh Budidaya” 
merupakan atribut sensitive terhadap 
keberlanjutan pengelolaan budidaya ikan 
kerapu sistem KJA pada dimensi ekonomi, 
kerena usaha budidaya ikan kerapu 
secara ekonomi harus dapat meningkatkan 
pendapatan bagi buruh budidaya untuk 
meningatkan kesejahteraan mereka. 


Berdasarkan tingkat pendapatan yang 
diperoleh oleh buruh pembudidaya sebagai 
buruh budidaya sebesar Rp600.000/bulan, 
sedangkan Upah minimum Kabupaten 
Sumbawa UMK Sumbawa berdasarkan SK 
Gubernur NTB No. 679 Tahun 2012 Tentang 
Penentapan UMK Sumbawa sebesar Rp. 
1.075.000 dan Angka Garis Kemiskinan 
Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 232.000/ 
bulan, sehingga rata-rata penghasilan relatif 
buruh budidaya < UMK Sumbawa namun 
lebih besar dari GKK. 


Tingkat Subsidi 


Atribut “Tingkat Subsidi” merupakan atribut 
sensitife terhadap keberlanjutan pengelolaan 
budidaya ikan kerapu sistem KJA pada 
dimensi ekonomi, kerena semakin besar 
tingkat subsidi menunjukkan bahwa secara 
ekonomi usaha budidaya ikan kerapu memiliki 
tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap 
pemerintah. 


Berdasarkan hasil evaluasi program 
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Leverage of Attributes Dimensi Ekonomi 
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Gambar 3. Analysis Leverage Dimensi Ekonomi Pengelolaan Budidaya Laut di Teluk Saleh. 
Figure. 3. Leverage Analysis of Economic Dimension for Marine Aquculture Sustainable 


Management in the Saleh Bay. 


bantuan pemerintah (subsidi) terhadap 
usaha budidaya ikan kerapu sistem KJA 
selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan 
bahwa bentuk bantuan diberikan kepada 
kelompok pembudidaya adalah mulai dari 
bagunan KJA, bibit dan pakan. Namun 
usaha budidaya tersebut hanya berjalan 
selama program berlansung 1 (satu) 
periode usaha, selanjutnya setelah program 
berakhir usaha budidaya juga berhenti. 


(e) Transfer Keuntungan 
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Atribut “Transfer Keuntungan” merupakan 
atribut sensitif terhadap keberlanjutan 
pengelolaan budidaya ikan kerapu sistem 
KJA pada dimensi ekonomi, kerena 
semakin besar keuntungan yang diperoleh 
oleh orang non lokal menunjukan bahwa 
usaha tersebut secara ekonomi kurang 
memberikan manfaat ekonomi bagi 
masyarakat lokal. 


Berdasarkan hasil evaluasi program bantuan 
pemerintah (subsidi) terhadap usaha budidaya 
ikan kerapu sistem KJA selama 5 (lima) tahun 
terakhir menunjukkan bahwa bentuk bantuan 
diberikan kepada kelompok pembudidaya 
adalah mulai dari bagunan KJA, bibit dan 
pakan. Namun usaha budidaya tersebut 
hanya berjalan selama program berlansung 
1 (satu) periode usaha, selanjutnya setelah 
program berakhir usaha budidaya juga 
berhenti. Berdasarkan analisis ekonomi 
menunjukkan bahwa perolehan keuntungan 


(3) 


lebih banyak diperoleh oleh orang luar dari 
karena ikan kerapu merupakan komoditas 
penting (ekspor), dan pemilik KJA serta 
teknisi budidaya berasal dari luar. 


Leverage Faktor dan Indeks Keberlanjutan 


Perubahan terhadap leverage faktor ini akan 
mudah berpengaruh terhadap kenaikan atau 
penurunan nilai indeks keberlanjutan dimensi 
ekonomi.Secara detail nilai sensitivitas atribut 
dimensi ekonomi keberlanjutan pengelolaan 
budidaya laut di Teluk Saleh disajikan pada 
Gambar 3. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


1. 


Indeks keberlanjutan dimensi ekonomi 
pengelolaan budidaya laut untuk budidaya 
rumput laut sistem /ong-line lebih tinggi 
dibandingkan dengan indkes keberlanjutan 
dimensi ekonomi pengelolaan budidaya 
ikan kerapu sistem KJA di Teluk Saleh 
Kabupaten Sumbawa. Walaupun demikian 
kategori atau status keberanjutan saat ini 
untuk kedua komoditi tersebut termasuk 
kategori “Kurang Berkelanjutan”. 


Berdasarkan analisis leverage terhadap 
10 (sepuluh) atribut dimensi ekonomi, 
untuk budidaya rumput laut diperoleh 
4 (empat) atribut yang sensitive yaitu: 
Status Modal Usaha, Fluktuasi Harga, 


Tinjauan Dimensi ...... Pengelolaan Budidaya Laut di Teluk Saleh 


Nilai Tambah Komoditi . Sedangkan untuk 
budidaya rumput laut diperoleh 5 (lima) 
atribut yang sensitive yaitu: Kepemilikan 
KJA, Kontribusi Terhadap PDRB/PAD, 
Penghasilan Buruh Budidaya, Tingkat 
Subsidi dan Transfer Keuntungan. 


Implikasi Kebijakan 


1. Peningkatan status keberlanjutan dimensi 
ekonomi pengelolaan budidaya laut 
untuk budidaya rumput laut sistem /ong- 
line budidaya ikan kerapu sistem KJA 
di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa 
dimasa mendatang, diperlukan intervensi 
kebijakan untuk meningkatkan nilai indeks 
keberlanjutan melalui pemberian bantuan 
modal usaha, peningkatan kapasitas 
kelembagaan pemasaran,  pelatiihan 
teknis budidaya dan pengolahan. 


2. Peningkatan nilai indeks keberlanjutan 
diprioritaskan terhadap atribut sensitive 
yaitu status modal usaha, fluktuasi harga, 
nilai tambah komoditi, kepemilikan 


KJA, kontribusi terhadap PDRB/PAD, 
penghasilan buruh budidaya, tingkat 
subsidi dan transfer keuntungan 


disesuaikan dengan tingkat kemudahan 
pelakasanaan, kemampuan pendanaan 


dan ketersediaan SDM. 
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ABSTRAK 


Ketimpangan ekonomi antar wilayah pulau utama di Indonesia merupakan sesuatu yang secara 
alamiah akan terjadi. Hal ini karena, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki enam wilayah pulau 
utama dengan karakteristik yang berbeda, yang tentunya akan menyebabkan pola pembangunan dan 
tingkat kemampuan tumbuh yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis tendensi 
proses konvergensi ekonomi antar wilayah pulau utama, dan; (2) Menduga faktor penentu pertumbuhan 
ekonomi wilayah pulau utama dan konrtibusinya terhadap tendensi konvergensi. Penelitian dilakukan 
menggunakan unit analisis wilayah pulau utama dan data sekunder periode 1985-2010 yang dianalisis 
dengan pendekatan ekonometrika model data panel. Hasil penelitian mununjukkan bahwa tendensi 
proses konvergensi ekonomi wilayah pulau utama di Indonesia selama periode analisis telah terjadi 
namun berlangsung lambat dengan kecepatan konvergensi ekonomi sebesar 3,22-8,50% per 
tahun (secara kondisional). Berdasarkan model fixed-effect, peubah modal fisik dan modal manusia 
berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan PDRB per kapita kondisi mapan. Sementara 
peubah resultan dari pertumbuhan penduduk dan penyusutan modal berpengaruh negatif terhadap 
tingkat pertumbuhan PDRB per kapita kondisi mapan. Dengan mengontrol peubah-peubah penentu 
pertumbuhan ekonomi, mampu mendorong kecepatan tendensi proses konvergensi meningkat sebesar 
1,56-4,75% pertahun dengan half-life time 10,34-31,76 tahun. Hal ini berarti bahwa untuk mempercepat 
konvergensi ekonomi antar wilayah utama Indonesia dibutuhkan peningkatan modal fisik dan modal 
manusia yang terdistribusi secara lebih merata, dan diikuti pengendalian pertumbuhan penduduk 
dan penyusutan modal. Mengingat bahwa wilayah pulau utama di Indonesia memiliki sumberdaya 
kelautan yang besar, maka kebijakan untuk mempercepat konvergensi tersebut perlu diimplementasikan 
dengan mempertimbangkan peran kelautan yang disinergikan dengan upaya meningkatkan interrelasi 
(konektivitas) sektoral dan spasial antar wilayah di Indonesia. 


Kata Kunci: konvergensi, pertumbuhan PDRB, wilayah pulau utama, data panels 


ABSTRACT 


The economic disparity among the main island regions in Indonesia is a natural occurrence. 
Due to the fact that, as an archipelago, Indonesia is consisted of six main island regions, each with its 
own indigenous characteristic, thus generating different development patterns and different developing 
abilities. Therefore, a research has been done to: (1) Analyze the tendency of economic convergence 
process among the main island regions; and (2) Estimate the determinant factors of economic growth 
within the main island regions, as well as their contributions toward the convergence tendency. The 
research was conducted with the main island regions as the analysis unit, and secondary data covering 
a 25 years period, spanning from 1985 to 2010. The data acquired were analyzed using a data panel 
econometric model. The analysis resulted in a finding that there has been a convergence tendency 
among the main island regions in Indonesia during the period analyzed. The economic convergence 
rate found was considered low with an estimated rateper annum of 3,22%-8,5% (Conditionally). Based 
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on the fixed effect model, both physical and human capitals were the variables which positively affecting the growth of 
the steady state per capita Regional Gross Domestic Product. While population growth and capital depreciation were 
the variables which negatively affecting the growth of the steady state per capita Regional Gross Domestic Product. 
The simulation done using the model developed showed that by controling the previously mentioned economic growth 
determinant factors, it was possible to induce faster convergence process tendency per annum rate to 1,56%-4,75%, 
with reduced half-life time to 10,24-31,76 years. Therefore, a faster regional economic convergence would require 
more physical and human capital to be distributed evenly among the main island regions, while constraining population 
growth and capital depreciation. Considering that each main island region owns a relatively abundant marine resource, 
therefore the convergence rate inducing policy should be implemented by pushing the role of marine sectors, while 
strengthening the sectoral and spatial connectivity among regions in Indonesia. 


Keywords: convergence, growth of regional GDP, main’s island region, panel data 


PENDAHULUAN 


Indonesia merupakan salah satu negara 
kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia 
memiliki wilayah kepulauan Indonesia tergolong 
sangat luas, yaitu dengan luas daratan sebesar 
1,92 juta km? dan luas perairan nusantara dan laut 
teritorial sebesar 3,1 juta km? serta luas perairan 
ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) sebesar 
2,7 juta km?, dan memiliki garis pantai sepanjang 
81.000 km. Di samping itu, Indonesia sebagai 
negara kepulauan (archipelagic state) memiliki 
sebanyak 19.508 pulau, dengan enam pulau utama 
yang berbasis pesisir di Indonesia, yaitu Pulau 
Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, 
Pulau Bali — Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan 
Pulau Irian Jaya (sekarang Papua) - Kepulauan 
Maluku (Adisasmita, 2008), 


Sebagai negara kepulauan, perbedaan 
karakteristik wilayah merupakan sebuah 
konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh 
Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap terciptanya pola 
pembangunan ekonomi (Sirojuzilam, 2009). 
Dalam perspektif ekonomi spasial, wajar bila pola 
pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak 
seragam, dan melahirkan wilayah yang mampu 
tumbuh cepat sekaligus memunculkan pula wilayah 
yang relatif tertinggal atau tumbuh lebih lambat dari 
wilayah lainnya. Kemampuan untuk tumbuh yang 
berbeda ini akan mengakibatkan ketimpangan 
ekonomi wilayah di Indonesia. Kondisi ini umumnya 
didorong perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh 
masing-masing wilayah dengan kecenderungan 
wilayah yang memiliki sumberdaya yang memadai 
akan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 
(Kuncoro, 2004). 


Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 
ketimpangan ekonomi antar wilayah pulau utama di 
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Indonesia merupakan sesuatu yang secara alamiah 
akan terjadi. Mencermati fenomena ketimpangan 
tersebut sama halnya dengan mengamati proses 
konvergensi yang terjadi pada wilayah-wilayah 
pulau utama di Indonesia, karena konvergensi 
diinterpretasikan sebagai kecenderungan semakin 
mengecilnya ketimpangan (disparitas) ekonomi 
antar negara wilayah dalam suatu kurun waktu 
tertentu (Sala-i-Martin, 1996). Untuk itu, tulisan 
ini bertujuan menganalisis tendensi proses 
konvergensi ekonomi wilayah pulau utama yang 
berbasis pesisir di Indonesia termasuk menduga 
penentu pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya 
terhadap kecepatan konvergensi dan half-life 
yang dibutuhkan untuk mengurangi setengah 
ketimpangan menuju kondisi steady-state wilayah. 


METODOLOGI PENELITIAN 


Landasan Teroitis: Konsep, Hipotesis dan 


Ukuran Konvergensi 


Konsep Konvergensi 


Barro dan Sala-i-Martin (1996) menjelaskan 
konsep konvergensi dalam ekonomi adalah suatu 
tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah 
tetapi bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih 
cepat pada masa selanjutnya. Perilaku ini sering 
disebut dengan konvergensi (convergence) yang 
ditunjukkan dengan tingkat dispersi (penyebaran) 
pendapatan per kapita antar kelompok ekonomi 
yang cenderung menurun sepanjang waktu. Selain 
pendapatan per kapita periode awal, terdapat 
sejumlah peubah struktural yang mempengaruhi 
konvergensi. Peubah struktural tersebut adalah 
sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, 
manufaktur, perdagangan, keuangan dan real 
estate, transportasi, dan jasa. Peubah-peubah 
struktural tersebut akan menjadi indikator seberapa 
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cepat pendepatan per kapita suatu negara atau 
wilayah akan tumbuh jika masing-masing sektor 
tersebut tumbuh secara agregat. 


Secara teoritis terdapat dua alasan utama 
yang menjelaskan terjadinya konvergensi, yaitu 
(Mankiw, 2003): 


1. Perbedaan tingkat output per kapita 
antar wilayah atau negara terjadi karena 
perbedaan rasio modal dengan tenaga 
kerja antar wilayah atau negara. Wilayah 
atau negara lebih makmur (kaya) memiliki 
rasio modal per tenaga kerja yang lebih 
besar, sehingga return on capital-nya 
rendah. Wilayah atau negara yang kurang 
makmur (miskin) memiliki rasio yang lebih 
kecil dan return on capital-nya lebih tinggi. 
Hal itu mendorong terjadinya aliran modal 
dari wilayah atau negara yang makmur 


(kaya) ke wilayah atau negara yang 
kurang makmur (miskin). 

2. Perbedaan output per kapita terjadi 
karena perbedaan teknologi. Aliran 


teknologi terjadi dari wilayah atau negara 
berteknologi tinggi ke wilayah atau negara 
berteknologi rendah. Aliran tersebut dapat 
melalui beberapa cara, yaitu seperti: 
transfer teknologi, investasi langsung, dan 
pembelian macam-macam produksi oleh 
wilayah atau negara yang terbelakang. 


Transisi dinamis model dengan pertumbuhan 
penduduk menunjukkan bahwa ketika 
perekonomian masih cukup jauh dari steady 
state, k*, semakin besar penurunan aktual 
rasio kapital per tenaga kerja di bawah k* maka 
semakin besar gap antara kurva y dan sy, sehingga 
tingkat pertumbuhan kapital per pekerja semakin 
tinggi. Dengan kata lain, bila perekonomian tidak 
berada pada jalur pertumbuhan keseimbangan, 
atau K/Y di bawah tingkat pertumbuhan 
keseimbangan, maka kapital per pekerja akan 
meningkat dan output juga akan meningkat. 
Sebaliknya apabila K/Y di atas tingkat pertumbuhan 
keseimbangan, maka kapital per pekerja akan 
turun dan output juga akan turun. Proses 
tersebut dinamakan konvergensi menuju ke arah 
pertumbuhan keseimbangan. Selanjutnya karena 
rasio kapital terhadap output konvergen menuju 
keseimbangannya, maka tingkat pertumbuhan 
output per pekerja juga konvergen pada jalur 
pertumbuhan keseimbangan (Amstrong dan Taylor, 
2001). 


Ga T (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


Lebih lanjut Amstrong dan Taylor (2001) 
menjelaskan bahwa dalam jangka panjuang, 
jika perekonomian saat ini telah berada pada 
jalur pertumbuhan keseimbangan, maka ke 
depan perekonomian tetap berada pada jalur 
keseimbangan, kecuali beberapa parameter 
s, n, g, 6 dan a berubah. Tetapi jika pada saat 
ini perekonomian belum berada pada jalur 
pertumbuhan keseimbangan, maka pada masa 
mendatang kondisi ekonomi akan menuju pada 
jalur pertumbuhan keseimbangan. Kemudian 
seberapakah kecepatan perekonomian menuju ke 
jalur pertumbuhan ke seimbangan, hal ini 


dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan kita 
memiliki fungsi produksi: 
Y = KP (ALD laa (1) 


Selanjutnya untuk menderivasi tingkat 
pertumbuhan output per pekerja, Persamaan (1) 
dapat dinyatakan dalam satuan output per pekerja 
dan kapital per pekerja dan diderivasi terhadap 
waktu, sehingga diperoleh persamaan sebagai 
berikut: 


Oy 
—+=(l- + 
en (-a)g+a 


Ok, 2) 
ao eee 


dimana y, = Y/L, dan k, = K/L, Persamaan 
ini memungkinkan kita melakukan pendugaan atau 
estimasi secara ekonometrik untuk menghitung 
tingkat diminishing return to capital, a dan tingkat 
pertumbuhan teknologi, g dengan memanfaatkan 
data output, input tenaga kerja dan stok kapital. 


Kemudian Amstrong dan Taylor (2001) 
menjelaskan bahwa Model Solow-Swan membuat 
asumsi bahwa dimungkinkan mengganti data stok 
kapital pada Persamaan (2) dengan data investasi 
diukur dari persamaan akumulasi kapital: 


OK 
a =sY-6K 
dimana 6 adalah tingkat depresiasi dan 
diasumsikan s adalah bagian tabungan yang 
diinvestasikan. | Kemudian kita mendefinisikan 
semua peubah dalam unit efisiensi pekerja, yaitr: 
Y =Y/AL dan k =K/ AL, sehingga Persamaan 
(3) dapat dituliskan: 


Pk 


dengan kendala dalam 


perekonomian adalah: 


anggatan 
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dengan kendala anggatan dalam perekonomian 
adalah: 


t 


= Sy, ~(g+n+6)k, atau 


Ot 
Ok, vs = 
— = sk, -(g +n + ok, 
Ot 
Dalam kondisi steady state, tingkat 


pertumbuhan kapital (k) sama dengan 0, sehingga 
dengan memanipulasi matematika, kitamemperoleh 
stok kapital per pekrja efektif pada kondisi steady 
state sebesar: 


1 


el 
gint+o 


dan output per pekerja efektif adalah: 


Adapun besarnya output per pekerja pada 
kondisi steady state: 


1 


x — S ae 
4 gt+nt+o ' 


Persamaan (3) dapat disubstitusikan 
ke Persamaan (2) untuk menderivasi tingkat 
pertumbuhan output per pekerja efektif sebagai 
berikut: 


ôlog y, 


a-l 
~ a Herman Sa (8) 


Mankiw, Romer dan Weil (MRW) melakukan 
linierisasi persamaan di atas dan kemudian 
melakukan aproksimasi linier di sekitar steady state 
sehingga diperoleh bentuk aproksimasi sebagai 
berikut (Amstrong dan Taylor, 2001): 


= 2 (g4n4oyla—Illogi—logy") .. (9) 


Persamaan (9) menyatakan bahwa tingkat 
pertumbuhan output per pekerja efektif adalah 
aproksimasi proporsional terhadap deviasi outputper 
pekerja efektif dari tingkat steady state y*. Namun 
dalam perhitungan satuan unit per pekerja efektif 
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tidak dapat diamati, maka dilakukan transformasi 
ke dalam output per pekerja dan dapat dinyatakan 
dalam periode waktu yang diskrit. © Langkah 
ini menghantar MRW melakukan aproksimasi 
pertumbuhan output per pekerja terhadap periode 
T , sehingga diperoleh Persamaan (10), sebagai 
berikut (Amstrong dan Taylor, 2001): 


log y, -log y, Sg7t(l-e”) 
log 4- (l- e” )log Ya 


+(l-e” LA [logs —log(n+ g + 6)| .. (10) 
-a 


dimana Å = (n+g+6)(1-a) adalah kecepatan 
konvergensi yang dihasilkan oleh akumulasi 
faktor input, yang merupakan dasar perhitungan 
konvergensi neoklasik. Selanjutnya Persamaan 
(10) oleh banyak peneliti konvergensi pendapatan 
dituliskan sebagai: 


ol a Jee Plg +746. (11) 
Vi 


dimana, dan J =(1—e * ) serta X, adalah 
peubah-peubah penentu steady state, seperti 
s, 6 dan n. Adapun sisi sebelah kiri persamaan 
menyatakan pertumbuhan pendapatan per kapita 
dalam interval waktu 7 tahun. 


Di samping kecepatan konvergensi neoklasik 
yang telah dijelaskan di atas, Dowrick dan 
Rogers (2002) juga mengembangkan kecepatan 
konvergensi yang menggambarkan tingkat transfer 
teknologi yang dapat dihitung dari nilai koefisien 
pendapatan per kapita awal dari Persamaan (11) 
yang dikaitkan dengan Persamaan (10) sebagai 
berikut: 


—B=(l-e* )ataue* =14+£8 
sehingga diperoleh kecepatan konvergensi: 


4 . log 8) 
T 


Hipotesis Konvergensi 


Mankiw (2003) menjelaskan bahwa model 
neoklasik memprediksi bahwa negara-negara akan 
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tumbuh pada tingkat yang sama, dan perekonomian 
menunjukkan kondisi PDB per kapita yang berbeda 
ketika dalam proses menuju steady state. Model 
neoklasik memprediksi bahwa negara atau daerah 
yang memulai pembangunan dengan PDB per 
kapita yang lebih rendah seharusnya bisa tumbuh 
lebih cepat dibandingkan negara atau daerah yang 
memulai pembangunannya dengan tingkat PDB 
per kapita yang tinggi. Ide ini disebut hipotesis 
konvergensi (Convergence Hypothesis). Kita 
bisa mengontrol faktor-faktor yang menentukan 
konvergensi seperti tabungan, pertambahan 
penduduk, lamanya sekolah, stabilitas politik dan 
tipe pemerintahan (type of government). Kita 
sebaliknya melihat perkembangan negara yang 
memulai pembangunannya dengan stock of 
capital yang tinggi. Jepang, Jerman dan Italia 
(tipe negara yang tumbuh cepat) dari pada Amerika 
Serikat pascaperang dunia || karena mereka 
sedang mengejar ketertinggalanya melalui peran 
modal. Ide ini dinamakan hipotesis rekonstruksi 
(reconstruction hypotheisis). 


Negara-negara miskin di dunia memiliki 
pendapatan per kapita kurang dari satu per sepuluh 
pendapatan rata-rata negara kaya. Perbedaan 
pendapatan ini terlihat dalam hampir ukuran 
kualitas hidup, mulai dari banyaknya televisi dan 
telepon per keluarga sampai tingkat konsumsi 
dan harapan hidup. Banyak penelitian dilakukan 
untuk menjawab pertaanyaan apakah ekonomi 
saling mendukung satu sama lain sepanjang 
waktu. Secara khusus, apakah perekonomian 
yang dinilai dari bawah (miskin) lebih cepat tumbuh 
dibandingkan dengan perekonomian yang lebih 
kaya?. Jika ya maka perekonomian dunia yang 
miskin akan dapat mengejar dunia yang sudah 
maju (kaya). Cara mengejar ini disebut konvergensi 
(convergence). Jika teknik statistik digunakan untuk 
mengendalikan beberapa determinan kondisi, 
seperti tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan 
penduduk, dan tingkat pendidikan, maka data 
menunjukkan konvergensi pada tingkat 2% per 
tahun. Dengan kata lain, perekonomian dunia 
memperagakan konvergensi bersyarat (conditional 
convergence) (Mankiw, 2003). 


Sebagaimana dijelaskan oleh Wibisono 
(2004) bahwa dalam literatur teori pertumbuhan 
ekonomi terdapat dua pandangan utama tentang 
proses konvergensi. Pada satu perspektif, --seperti 
Barro (1994), Barro and Sala-i-Martin (1991, 
1995), Mankiw, Romer and Weil (1992), Islam 
(1995)-- konvergensi merujuk kepada konvergensi 
neoklasik; spesisifikasi pada model pertumbuhan 


Ga T (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


Solow-Swan (lihat misalnya Sala-i-Martin, 1996). 
Hipotesis utama dari model ini adalah diminishing 
returns to capital yang akan menyebabkan tingkat 
pertumbuhan suatu perekonomian melompat seiring 
dengan semakin dekatnya jarak perekonomian 
ke tingkat modal per tenaga kerja steady state. 
Selanjutnya spesifikasi Mankiw, Romer and 
Weil (1992) melineraisasi model Solow-Swan; 
memperkenalkan tingkat pendapatan per kapita 
awal sebagai ukuran jarak terhadap steady state. 
Spesisifkasi Mankiw, Romer and Weil (MRW) ini 
kemudian banyak diadopsi oleh studi-studi sejenis 
dan telah menjadi “industry standard’ untuk 
bidangnya. 


Satu aspek terpenting dari spesifikasi 
empiris MRW tersebut adalah asumsi bahwa 
semua perekonomian menerapkan teknologi 
baru pada tingkat yang sama. Asumsi tingkat 
pertumbuhan teknologi yang sama berimplikasi 
bahwa seluruh variasi dalam tingkat pertumbuhan 
antar negara harus bisa dijelaskan oleh variasi 
jarak perekonomian dari steady state dan oleh 
tingkat dimishing returns to capital. Dengan kata 
lain, model neoklasik memberi penekanan yang 
sangat besar pada akumulasi faktor (terutama 
modal) dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi 
(Wibisono, 2004). 


Hal yang menjadi ironi bahwa kebangkitan 
penelitian pertumbuhan dalam dekade terakhir 
justru menunjukkan kekuatan dari model neoklasik 
1950-an. Hal ini membawa ketidakpastian yang 
besar bagi banyak peneliti. Romer dalam Wibisono 
(2004) menggambarkan ketidakpuasan ini dengan 
tepat: 

We could produce statistical evidence 

that all growth came from capital 

accumulation, with no room for anything 
called technological change. But we 
could not believe it. 


Kesadaran untuk memberi perhatian yang 
lebih besar pada teknologi sebagai pendorong 
utama konvergensi sebenarnya telah cukup lama 
dimulai, antara lain oleh Baumol (1986), Dowrick 
dan Rogers (2002), Bernard and Jones (1996), 
dan Bond et al. (2001). Perspektif kedua ini 
mempertanyakan kepercayaan bahwa konvergensi 
neoklasik dengan dominasi peran akumulasi modal 
dalam menentukan tingkat pendapatan dan tingkat 
pertumbuhan relatif. Mereka berargumen bahwa 
perbedaan dalam teknologi antar negara bisa 
memiliki implikasi yang besar dalam konvergensi. 
Seperti yang diargumentasikan oleh New Growth 


171 


J. Sosek KP Vol. 8 No. 2 Tahun 2013 


Theory, teknologi akan mencegah diminishing 
returns to capital dan membuat perbedaan dalam 
pendapatan akan berlangsung terus menerus. 
Oleh karena itu, pertanyaan dari Bernard and Jones 
(1996) dalam Wibisono (2004) menjadi sangat 
relevan untuk penelitian tentang pertumbuhan ke 
depan: 

Why do countries have different levels 

of technology? How do technologies 

change over time? How much of 

the convergence that we observe is due 

to convergence in technology versus 

convergence in capital-labour ratios? 


Memasuki abad ke-21, mucul gelombang 
ketiga dari penelitian pertumbuhan dengan 
model konvergensi yang membedakan antara 
konvergensi yang dihasilkan dari akumulasi modal 
dan konvergensi yang dihasilkan dari transfer 
teknologi, seperti Dowrick and Rogers (2002). 


Ukuran Konvergensi 


Pertanyaan tentang konvergensi 
yang berpusat pada apakah perekonomian- 
perekonomian dengan tingkat output awal yang 
berbeda ke standar hidup yang sama (konvergensi 
absolut). Teori neoklasik memprediksi konvergensi 
absolutbagi perekonomian dengan tingkattabungan, 
pertambahan penduduk dan akses kepada teknologi 
yang sama, mereka akan mencapai pendapatan 
sama (steady state). Sementara konvergensi 
kondisional diprediksi bagi perekonomian dengan 
tingkat tabungan, pertambahan penduduk yang 
berbeda sehingga pendapatan steady state akan 
berbeda pula (Donbusch et al., 2004). 


Sebagaimana disampaikan Wibisono (2004), 
studi empiris tentang konvergensi antar negara dan 
antar daerah umumnya terfokus pada dua ukuran 
utama konvergensi. Ukuran pertama, --seperti 
Barro (1994), Baumol (1986), Barro and Sala-i- 
Martin (1991, 1995)-- memfokuskan perhatian 
pada dispersi antar perekonomian (cross-sectional 
dispersion). Dalam pandangan ini, konvergensi 
terjadi manakala dispersi -yang umumnya diukur 
oleh standar deviasi dari log PDB riil per kapita- antar 
negara atau daerah semakin menurun sepanjang 
waktu. Proses ini disebut o-convergence. Ukuran 
kedua, pada satu perspektif, --seperti Baumol 
(1986), Barro (1994), dan Barro and Sala-i-Martin 
(1991:1995)-- konvergensi terjadi manakala 
perekonomian miskin cenderung tumbuh lebih 
cepat dibandingkan perekonomian kaya. Properti ini 
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berhubungan dengan konsep B-convergence yang 
diperoleh dari analisis regresi antar perekonomian. 


Dengan demikian, secara teoritis dikenal 
dua ukuran konvergensi yang sering digunakan 
oleh para peneliti konvergensi pendapatan wilayah, 
yaitu (Young et al., dalam Sufii, 2008): 


1. Konvergensi Sigma (0), menggambarkan 
dispersi perndapatan per kapita makin 
mengecil dari waktu ke waktu. Kerangka 
konvergensi agregat ini konsisten dengan 
teori neoklasik yang menyatakan bahwa 
setiap wilayah (daerah) bergerak menuju 


(konvergen) satu level pertumbuhan 
ekonomi tertentu karena terjadi 
keseimbangan penguasaan faktor- 


faktor produksi antar wilayah (daerah). 
Konsep ini dapat diukur dengan ukuran 
penyebaran (dispersi) seperti standar 
deviasi atau coefficient of variation. 


2. Konvergensi Beta (B), 
untuk mengetahui hubungan antara 
pertumbuhan pendapatan per kapita 
dengan pendapatan per kapita pada 
periode awal. Bila hubungan tersebut 
adalah negatif, diartikan bahwa negara 
atau wilayah (daerah) yang memiliki 
pendapatan per kapita tinggi pada 
periode awal akan memiliki pertumbuhan 
pendapatan per kapita yang lebih rendah 
dibandingkan nagara atau wilayah 
(daerah) dengan pendapatan awal yang 
lebih rendah, sehingga pada suatu saat 
semua negara atau wilayah (daerah) akan 
memiliki tingkat pertumbuhan yang sama 
atau dikenal berada pada kondisi steady 


bertujuan 


state. 
Kedua perbedaan pengertian tersebut 
secara sederhana dapat dijelaskan bahwa 


konvergensi sigma (o-convergence) mempelajari 
perubahan distribusi pendapatan sepanjang waktu, 
sedangkan konvergensi beta (B-convergence) 
mempelajari mobilitas pendapatan dalam distribusi 
yang sama. Meskipun secara konsep berbeda, 
namun konvergensi sigma  (o-convergence) 
dan konvergensi beta (B-convergence) saling 
berhubungan, dimana konvergensi beta 
(B-convergence) cenderung akan menghasilkan 
konvergensi sigma  (o-convergence). Namun 
proses ini kadang terhapus oleh gangguan 
baru yang cenderung meningkatkan dispersit. 
Oleh karena itu, konvergensi beta (B-convergence) 
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merupakan syarat perlu (necessary condition), 
namun bukan syarat yang mencukupi (sufficient 
condition) bagi terjadinya konvergensi sigma 
(o-convergence). Walau tidak identik, tetapi secara 
empiris B-convergence akan terverifikasi manakala 
o-convergence juga terverifikasi (De la Feunte, 
2000). 


Satu kelebihan utama dari B-convergence 
adalah bahwa apabila analisis bersifat dinamis. 
Bila pengamatan jangka pendek tidak mampu 
memberikan jawaban tentang dampak kebijakan 
publik, maka kita dapat melihat dampak 
tersebut dalam kecenderungan jangka panjang. 
Dengan analisis B-convergence, kita bisa 
mengetahui kecepatan konvergensi secara pasti. 
Jika konvergensi adalah cepat, maka fokus kita 
adalah pada perilaku steady-state, sebab kita tahu 
bahwa mayoritas perekonomian berada dekat 
pada posisi steady-state-nya. Namun jika tidak - 
yang berarti bahwa mayoritas perekonomian berada 
jauh dari posisi steady-state-nya - maka fokus 
kita adalah pada pengalaman pertumbuhan yang 
dialami perekonomian dalam dinamika trasisional 
tersebut (de la Feunte dalam Sufii, 2008). 


Dalam tataran empiris, koefisien konvergensi, 
B, mengindikasikan seberapa cepat output per 
tenaga kerja sebuah perekonomian, y, mendekati 
nilai steady-state-nya, y*. Sebagai misal, jika 
B-0,05 per tahun, maka 5 persen dari kesenjangan 
antara ydan y* akan ditutup dalam 1 tahun. 
Implikasinya adalah the half-life of convergence 
—yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menutup 
setengah dari kesenjangan awal-- adalah sekitar 
14 tahun?. Dari sudut pandang teoritis, analisis 
B-convergence hanyalah analisis deskriptif dan 
sama sekali tidak berbicara tentang mekanisme 
dibalik bekerjanya konvergensi tersebut. Walau 
demikian, analisis ini adalah tes langsung terhadap 
hipotesis teori konvergensi neoklasik (dengan 
asumsinya tentang diminishing returns to capital) 
(Barro and Sala-i-Martin, 1995). 


Selanjutnya Barro and Sala-i-Martin (1995) 
menjelaskan bahwa dalam konvergensi beta 
(B-convergence) dikenal pula dua pengukuran, 


Ga T (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


yaitu: (1) Konvergensi absolut (absolute 
convergence); dan (2) Konvergensi bersyarat 
(conditional convergence). Ukuran konvergensi 
absolut B digunakan apabila hubungan antara 
pertumbuhan pendapatan per kapita dengan 
pendapatan awal (inital income) tanpa dikontrol 
oleh peubah-peubah lain. Karena peubah-peubah 
lain dianggap sama antar negara atau antar wilayah 
(antar daerah), maka ada kecenderungan ke depan 
terjadi penyamaan pendapatan per kapita dalam 
kelompok negara atau kelompok wilayah (daerah) 
tersebut. Kemudian ukuran konvergensi bersyarat/ 
kondisional B digunakan apabila hubungan antara 
pertumbuhan pendapatan per kapita dengan per 
kapita awal yang dikontrol oleh peubah-peubah 


lain, misalnya tingkat tabungan, pertumbuhan 
penduduk, investasi dan lain-lain. 
Studi-studi yang mencoba mengukur 


kecepatan konvergensi B ini menghasilkan dua 
aliran utama dari regresi konvergensi (Barro and 
Sala-i-Martin, 1995). Pertama, adalah ide tentang 
club convergence. Regresi jenis ini bersandar 
pada hipotesis bahwa hanya negara-negara yang 
memiliki karakteristik struktural dan kondisi awal 
yang mirip saja yang akan konvergen satu sama 
lain. Negara-negara kaya OECD membentuk satu 
“convergence club”, Negara-negara berkembang 
membentuk klub konvergensi lain, dan negara- 
negara miskin membentuk klub lainnya. Tidak 
terdapat kecenderungan untuk konvergen bagi 
klub-klub ini, karenanya disparitas antar klub-klub 
yang berbeda ini dapat terus berlangsung dalam 
jangka panjang, bahkan meningkat. 


Kedua, formula dalam model konvergensi 
B adalah apa yang disebut sebagai konvergensi 
kondisional; perekonomian akan konvergen bukan 
ke stady-state yang sama, melainkan ke steady- 
state masing-masing. Karakteristik struktural yang 
berbeda berimplikasi bahwa negara-negara akan 
memiliki tingkat steady-state pendapatan yang 
berbeda-beda pula. Metoda terpopuler disini 
adalah dengan menambahkan berbagai peubah 
bertipe struktural ke dalam “regresi pertumbuhan 
dasar”. Sekali koefisien beta (B) menunjukkan 
tanda negatif ketika peubah-peubah ini masuk 


‘Hal ini terjadi karena konvergensi beta (B-convergence) juga bergantung pada variasi error term dalam regeresi pertumbuhan. 
Walaupun dispersi jangka panjang akan turun seiring dengan koefisien beta, namun ia meningkat seiring dengan variasi dalam 


error term yang semakin membesar. 


2Waktu t dimana log Ly (t)] adalah setengah perjalanan antara log LY (0)] dan log y * memenuhi kondisi e” = %2, maka the 
half-life adalah log (2)/B. Jika B = 0,05 per tahun maka the half-life adalah 14 tahun. Lihat Barro and Sala-i-Martin, 1995. 
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sebagai peubah regressor, maka kita menyebut 
perekonomian yang kita teliti memperlihatkan 
konvergensi beta kondisional. 


Beranjak dari studi-studi yang mengukur 
kecepatan konvergensi B tersebut, kemudian timbul 
perhatian untuk melakukan analisis konvergensi 
antar daeah dalam suatu negara. Walaupun 
perbedaan dalam teknologi, preferensi dan institusi 
antar daerah adalah eksis, namun perbedaan ini 
relatif lebih baik dibandingkan dengan perbedaan 
antar negara. Perusahaan dan rumah tangga 
dalam satu negara cenderung memiliki akses 
terhadap teknologi yang sama dan memiliki selera 
dan kultur yang relatif sama. Lebih jauh lagi, 
daerah-daerah yang memiliki sistem dan institusi 
yang sama atau memiliki homogenitas relatif ini 
mendukung diterapkannya konvergensi absolut 


Tabel 1. 


untuk studi antar daerah dalam satu negara (Barro 
and Sala-i-Martin, 1995). 


Jenis dan Sumber Data 


Analisis pendugaan proses dan penentu 
konvergensi ekonomi wilayah di Indonesia 
dilakukan dengan menggunakan rentang 
waktu dari data selama 25 tahun, yaitu sejak 
tahun 1985 hingga 2010. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder dalam 
bentuk gabungan antara data runut waktu dan 
cross section dari provinsi-provinsi dalam wilayah 
pulau utama yang berbasis pesisir di Indonesia 
sebagai “unit analisis” yang dhitung berdasarkan 
agregasi data dari provinsi-provinsi yang dihimpun 
dari berbagai sumber. Adapun jenis dan sumber 
data tersebut secara rinci tersaji pada Tabel 1. 


Definisi Peubah dan Sumber Data yang digunakan dalam Analisis Konvergensi Ekonomi 


dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Utama di Indonesia. 


Table 1. 


Variables Defenition and Sourch of Data which Used in Analysis of Economic Convergence 


and Economic Growth of Main’s Inlands Regions in Indonesia. 


Peubah/ Variables 


Pertumbuhan ekonomi/ 
Economic growth 
((PDRBK, - PDRBK, )/ ( 
PDRBK. )) 


it-1 
Pendapatan per kapita 
awal/ Initial percCapita 
Income (PDRBK, ,) 


Tingkat investasi Fisik/ 
Phisical investment level 
(PMTDB,) 


Tingkat investasi manusia/ 
Human investment capital 
(HUCAP,) 


Resultante (jumlah) dari 
tingkat pertumbuhan 
penduduk, tingkat 
perkembangan teknologi 
dan tingkat penyusutan 
modal / Resultant from 
population growth, 
technological progress 
level and capital 
depretiation level 


((n #940),) 


Defenisi/ Defenition 


Pertumbuhan PDRB per kapita tahunan 
masing-masing wilayah pulau utama/ 
Yearly of Growth of per capita regional 
GDP every main inlands regions 


Pendapatan per kapita wilayah pulau 
utama pada tahun awal (lag satu tahun)/ 
Per capita income of main inlands 
regions at initial year (lag one year) 


Rasio Pembentukan Modal Tetap 
Domestik Bruto terhadap PDRB masing- 
masing wilayah pulau utama/ Ratio from 
bruto domestic fixed capital on region 
GDP every main inlands regions 


Rasio pekerja berpendidikan SLTA ke 
atas terhadap total pekerja berusaia 15 
tahun ke atas di masing-masing wilayah 
pulau utama/ Ratio from worker with 
upward enrole senior education every 
main inlands regions 


Penjumlahan dari tingkat pertumbuhan 
tahunan penduduk ditambah 0,05 
(diasumsikan tingkat perkembangan 
teknologi dan tingkat penyusutan modal 
sebesar 0,05)/ Resultante from yearly of 
population growth added 0.05 (assumed 
that technological progress level and 
capital depretiation level by 0.05) 
(Romer, 1996; Wibisono, 2004) 


Sumber data/ Source of Data 


Publikasi PDRB menurut Lapangan 
Usaha Provinsi-provinsi, BPS/ 
Publication of region GDP based on 
Provincials Frims, BPS 


Publikasi PDRB menurut Lapangan 
Usaha Provinsi-provinsi, BPS/ 
Publication of region GDP based on 
Provincials Frims, BPS 


Publikasi PDRB menurut Penggunaan 
Provinsi-provinsi, BPS/ Publication of 
region GDP based on Provincials Frims, 
BPS 


Publikasi sensus penduduk (SP), Survei 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan 
proyeksi penduduk berdasarkan SP, 
BPS/ Publication of pupolation cencus 
(SP), survey of pupulation between 
Cencus (SUPAS) and projection of 
population based on SP, BPS 


Publikasi sensus penduduk (SP), Survei 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) serta 
proyeksi penduduk berdasarkan SP, 
BPS/ Publication of pupolation cencus 
(SP), survey of pupulation between 
Cencus (SUPAS) and projection of 
population based on SP, BPS 
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Spesifikasi Model Analisis 


Model analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan spesifikasi yang 
merujuk pada model Mankiw, Romer and Weil/ 
MRW (1992) yang menurunkan peubah-peubah 
yang mempengaruhi steady-state secara langsung 
dari model Solow-Swan. Peubah-peubah ini adalah 
tingkat akumulasi modal fisik (investasi), tingkat 
akumulasi modal manusia, dan resultante dari 
jumlah tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat 
perkembangan teknologi, dan tingkat depresiasi 
kapital. — Secara sengaja, penelitian ini tidak 
memasukkan peubah-peubah lainnya dalam model 
pertumbuhan yang digunakan, tetapi konsisiten 
dengan peubah-peubah penjelas yang digunakan 
dalam model MRW. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari ketidak-tepatan model yang membawa 
masalah bias spesifikasi, khususnya dalam 
menduga tendensi prose konvergensi. Dengan 
demikian, model analisis diduga dalam penelitian 
ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut: 


PDRB, 
In| ——— |= p, + 2, (PDRB, ,)4 
PDRB, , 

PB, In PMTDB, ) + 2; In HUCAP, ) 

+ B,(n+g4+d), tu, aaa aa aaa (13) 
dimana: 

PDRB, = pendapatan (PDRB) per kapita di 
wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir ke-i pada tahun ke-t 

PDRB, , = pendapatan (PDRB) per kapita di 
wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir ke-i pada tahun awal, t-1 

PMTDB, = rasio tingkat investasi dirpoksi dari 


modal fisik tetap bruto terhadap 
PDRB di wilayah pulau utama yang 
berbasis pesisir ke-i pada tahun t 


HUCAP,, = rasio pekerja berpendidikan SLTA 
ke atas terhadap total pekerja 
berusia 15 tahun ke atas di wilayah 
pulau utama yang berbasis pesisir 
ke-i tahun t 


(n+g+0), = resultante jumlah dari pertumbuhan 
penduduk, pertumbuhan teknologi 
dan pertumbuhan penyusutan 
modal di wilayah pulau utama yang 


berbasis pesisir ke-i pada tahun ke-t 


EE T (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


u. = gangguan (disturbances) pada 
komponen sisaan satu arah/ 
one way component model, yang 


didefenisikan sebagai: u, + n, 


Mi = Efek spesifik sebuah periode waktu, 
dengan yw, ~ N(0,o”) sebagai 
komponen error yang berkorelasi 
dengan waktu dan wilayah yang 
berbeda (E(U,U,) = 0, jika i#j atau 
t#s) 

n; = Peubah efek individual atau efek 
yang tidak dapat diamati yang 
merepresentasikan faktor-faktor 
spesifik wilayah yang tidak diamati 
(unobserved region) 


Metode Pendugaan Model Analisis 


Dalam penelitian ini pendugaan 
Persamaan (13) dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan ekonometrika data panel, dan dengan 
mempertimbangkan asumsi yang digunakan 
mengenai intersep, slope, dan sisaan u,, sehingga 
berdasarkan variasi-variasi asumsi yang dibentuk 
akan diuji tiga model regresi data panel tersebut, 
yaitu: (1) Metode Common Effect Model (CEM) 
atau dikenal juga dengan sebutan Metode Pooled 
OLS (PLS), (2) Metode Fixed Effect Model (FEM), 
dan (3) Metode Random Effect (REM) (Widarjono, 
2007; Juanda dan Junaidi, 2011). Selanjutnya, 
berdasarkan hasil pendugaan tersebut, dilakukan 
pengujian tendensi proses konvergensi dan 
kecepatan konvergensi serta half-life-nya, yaitu 
sebagai berikut: 


a. Tendensi proses konvergensi ekonomi 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir 
di Indonesia dapat diketahui dari tanda 
(sign) yang dimiliki koefisien regresi peubah 
pendapatan per kapita awal (B,) dari 
hasil pendugaan spesifikasi persamaan 
yang dianalisis. Menurut Dowrick dan 
Rogers (2002), jika tanda koefisien regresi 
peubah pendapatan per kapita awal (B,) 
menunjukkan arah (sign) yang negatif dan 
signifikan, disimpulkan bahwa “telah” terjadi 


tendensi proses konvergensi ekonomi 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir 
di Indonesia. 


b. Ukuran kecepatan konvergensi ekonomi 
wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir di Indonesia terimplikasi dengan 
pengejaran atau transfer teknologi (A) 
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dihitung berdasarkan nilai koefisien regresi 
peubah pendapatan per kapita awal (B,) dari 
hasil pendugaan, yaitu: 2 = —log(l 8). 


c. Ukuran half-life yang menunjukkan waktu 
yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi 
steady state dari perekonomian wilayah 
atau waktu yang diperlukan untuk 
menurunkan setengah dari ketimpangan 
ekonomi wilayah menuju kondisi steady 
state dari perekonomian wilayah, dihitung 
sebagai: —log(0,5)/A atau sama dengan 
log(2)/A 


Setelah diperoleh hasil pendugaan terhadap 
model Persamaan (1) yang diikuti pendugaan 
faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi 
wilayah, kemudian dilanjutkan dengan uji untuk 
mengetahui kontribusi faktor-faktor penentu 
pertumbuhan yang mempengaruhi kecapatan 
konvergensi ekonomi wilayah pulau utama yang 
berbasis pesisir Indonesia, 1985-2010. Uji ini 
dilakukan dengan menggunakan Uji Wald yang 
merupakan uji perbedaan yang banyak digunakan 
untuk menguji berbagai restriksi dalam persamaan 
regresi (Long, 1997: Green, 2000). Uji Wald ini 
dilakukan untuk menguji uji apakah koefisien 
regresi peubah-peubah penentu pertumbuhan 
ekonomi tersebut adalah nyata terhadap kecepatan 
konvergensi ekonomi antar wilayah pulau utama 
yang berbasis pesisir di Indonesia. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pendugaan Tendensi 
Ekonomi Wilayah 


Proses Konvergensi 


Salah satu prediksi dari teori pertumbuhan 
Solow adalah terjadinya konvergensi pendapatan 
per kapita antar negara atau wilayah yang 
berkaitan dengan kondisi ketimpangannya (Sala- 
i-Martin, 1996). Pendugaan konvergensi dalam 
penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah 
perbedaan pertumbuhan pendapatan per kapita 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir di 
Indonesia menunjukkan tendensi yang konvergen 
atau divergen. Menurut Barro (2000), tingkat 
pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara 
atau wilayah cenderung berhubungan terbalik 
dengan tingkat pendapatan awalnya, sehingga 
indikasi konvergensi ini muncul jika diperoleh 
hubungan negatif antara pertumbuhan pendapatan 
perkapita dengan pendapatan per kapita awal. Oleh 
karena itu, tendensi proses konvergensi ekonomi 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir di 
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Indonesia ini dapat ditunjukkan berdasarkan tanda 
(sign) negatif pada koefisien pendapatan awalnya, 
dan bila sebaliknya menunjukkan pendapatan 
wilayah bersifat persisten atau terjadi divergensi 
(Dowrick dan Rogers, 2002). 


Tabel 2 memperlihatkan bahwa berdasarkan 
hasil pendugaan model common effect (CEM), 
model fixed effect (FEM), dan model random effect 
(REM) disimpulkan telah terjadi proses tendensi 
proses konvergensi absolut ekonomi (pendapatan 
per kapita) antar wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir di Indonesia untuk periode 1985-2010. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien parameter 
pendapatan per kapita awal (B,) yang memiliki arah 
(sign) negatif, atau memiliki nilai lebih kecil dari 
satu. Hasil pendugaan ini terlihat memuaskan baik 
pada pengujian individual maupun keseluruhan 
yang nyata pada taraf a = 0,01, dengan koefisien 
paramater peubah pendapatan per kapita awal 
(PDRBK, ) yang menunjukkan tanda yang sesuai 
harapan atau konsisten dengan teori dan dengan 
kecepatan konvergensi absolut berkisar antara 
1,46 hingga 3,75% per tahun serta half-life antara 
selama 18,50 - 47,51 tahun. 


Dibandingkan dengan penelitian lainnya 
di Indonesia, hasil ini sesuai dengan penelitian 
Vidyattama (2006) yang menemukan bahwa 
telah terjadi proses konvergensi absolut dalam 
pendapatan per kapita antar provinsi selama 
1975-2002 dengan besaran koefisien perndapatan 
per kapita awal sebesar -1,5% atau kecepatan 
konvergensi sebesar 1,51% per tahun untuk CEM. 
Hasil ini juga mendekati sama dengan temuan 
penelitian Wibisono (2004) yang mendapatkan 
konvergensi absolut dengan kecepatan konvergensi 
sebesar 1,3% per tahun untuk CEM dan sebesar 
1,49% per tahun untuk FEM. Hal yang sama juga 
berlaku bila dibandingkan dengan penelitian di 
Mexico selama 1970-2003 dengan kecepatan 
konvergensi yang diindikasikan oleh besara koefisien 
B, sebesar -0,2% untuk CEM, dan di Argentina 
sebesar -0,5% untuk FEM, dan di Brazil sebesar 
-0,6% untuk REM (Serra, 2006). Sementara hasil 
penelitian ini lebih rendah dibandingkan penelitian 
di negara berkembang lainnya, seperti di Philipina 
selama 1988-1997 dengan kecepatan konvergensi 
sebesar 10,7% per tahun (Balisacan dan Fuwa, 
2003). Namun berbeda halnya bila dibandingkan 
penelitian di luar negeri lainnya, yang ditemukan 
adanya kesesuaian. Kecepatan konvergensi 
yang ditunjukkan besaran koefisien konvergensi 
yang ditemukan di China selama 1978-1993 


Tendensi Proses Konvergensi dan Penentu Pertumbuhan Ekonomi ................. (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


Tabel 2. Hasil Pendugaan Tendensi Proses Konvergensi Absolut Ekonomi Antar Wilayah Pulau 
Utama di Indonesia, 1985-2010. 

Table 2. Output of Estimation on Tendention of Absolute Convergence Process among Main's 
Inland Regions in Indonesia, 1985-2010. 


Common Effect Fixed Effect Random Effect 
Model Model Model 
: Nilai Nilai Nilai 
PeubahiVarjables Koefisien/ Prob./ Koefisien/ Prob. / Koefisien/ Prob. / 
Coefficent  Valueof  Coefficent Valueof  Coefficent Value of 
Prob. Prob. Prob. 
- Konstanta/ Constant 0.0880 0,0000 0.1527 0.0000 0.0825 0.0000 
- Pendapatan per Kapita Awal/ -0.0165 0,0000 -0.0368 0.0000 -0.0145 0.0077 
Initial per Capita Income (Ln 
PDRBK, ,) 
R? 0.1522 0.3034 0.0473 
R?-adjust 0.1465 0.2742 0.0409 
F-statistic 26.5704 10.3821 7.3480 
Prob(F-stat.) 0.0000 0.0000 0.0075 
DW 1.3233 1.4542 1.7411 
Kecepatan Konvergensi/ Speed 1.66 3.75 1.46 
of Convergence, À (Yo) 
Half-life (Yo) 41.77 18.50 47.51 


Uji Chow/ Chow Test Ho ditolak pada taraf a = 0.05/ Ho 
rejected at level a = 0,05 
Uji Housemen/ Housemen Test Ho ditolak pada taraf a = 0,05/ Ho 


rejected at level a = 0,05 


Sumber: Hasil pengolahan data/ Source: Output from data processing (2013) 


sebesar 1,7% (Jian et al., 1996) atau sebesar 2% Pengujian selanjutnya adalah terhadap 


per tahun selama 1978-1989 (Gundlach, 1997) 
untuk CEM. Demikian pula dengan hasil penelitian 
Sala-i-Martin di Kanada dan Spanyol masing- 
masing menemukan kecepatan konvergensi 
sebesar -2,4% dan -2,3% per tahun untuk FEM, 
dan di Jerman sebesar -1,4% per tahun untuk REM. 


kondisional 


tendensi proses konvergensi 
(bersyarat) segaimana terlihat pada Tabel 3 yang 
diduga menggunakan CEM, FEM dan REM ternyata 
memberikan tanda (sign) koefisien parameter 
peubah pendapatan per kapita awal yang negatif 
dan nyata pada taraf a -0,001 (Tabel 3). 


Tabel 3. Hasil Pendugaan Proses Konvergensi Kondisional Antar Wilayah Pulau Utama di Indonesia, 


1985-2010. 


Table 3. Output of Estimation on Tendention of Conditional Convergence Process among Main's 


Inland Regions in Indonesia, 1985-2010. 


Common Effect Fixed Effect Random Effect 
Model Model Model 
e Nilai ee Nilai 
Poull valence Koefisien/ Prob. / Koefisien/ Na aa Koefisien/ Prob. / 
Coefficent Valueof  Coefficent Coefficent Value of 
Prob. 
Prob. Prob. 
- Konstanta/ Constant 0.1539 0.0000 0.3215 0.0000 0.2044 0.0000 
- Pendapatan per Kapita Awal/ -0.0317 0.0000 -0.0814 0.0000 -0.0434 0.0000 
Intila per Capita Income (Ln 
PDRBK, ,) 
- Investasi  Fisik/ Physical 0.0353 0.0000 0.0250 0.0053 0.0307 0.0024 
Investment (Ln PMTDB,) 
- Investasi Modal Manusia/ -0.0004 0.9486 0.0341 0.0078 0.0223 0.0056 


Human Capital Investment 
(Ln HUCAP,) 
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Lanjutan Tabel 3/Continues Table 3 


Common Effect Fixed Effect Random Effect 
Model Model Model 
: Nilai Ha Nilai 
gan a Koefisien/ Prob./  Koefisien/ arnt bi Koefisien/ — Prob/ 
Coefficent Valueof  Coefficent Coefficent Value of 
Prob. 
Prob. Prob 

- Resultante Pertumbuhan -0.0071 0.0354 -0.0091 0.0514 -0.0121 0.0327 

Penduduk # Pertumbuhan 

Teknologit Penyusutan Modal 

/ Resultant from population 

growth # technological 

progress level + capital 

depretiation level (( ntgtd),) 
R? 0.2813 0.3150 0.1631 
R?-adjust 0.2615 0.2709 0.1310 
F-statistic 14.1903 7.1527 7.0621 
Prob(F-stat.) 0.0000 0.0000 0.0000 
DW 1.5637 1.5435 1.7742 
Kecepatan Konvergensi/ Speed 3.22 8.50 4.40 
of Convergence, À (Yo) 
Half-life (%) 21.54 8.16 15.75 


Uji Chow/ Chow Test 


Ho ditolak pada taraf a = 0.05/ Ho 


rejected at level a = 0.05 


Uji Housemen/ Housemen Test 


Ho ditolak pada taraf a = 0.05/ Ho 
rejected at level a = 0.05 


Sumber: Hasil pengolahan data/ Source: Output from data processing (2013) 


Dengan kata lain, berdasarkan hasil 
pendugaan ketiga model tersebut disimpulkan 
bahwa telah terjadi proses konvergensi kondisional 
ekonomi wilayah pulau utama yang berbasis pesisir 
di Indonesia periode 1985-2010. 


Di samping itu, ketiganya (hasil pendugaan 
dengan CEM, FEM dan REM) dari Tabel 3 
memperlihatkan kecepatan proses konvergensi 
yang berbeda, masing-masing sebesar 3,22% per 
tahun, 8,50% per tahun dan 4,40% per tahun; dan 
menghasilkan angka half-life yang juga berbeda, 
masing-masing selama 21,54 tahun, 8,16 tahun, 
dan 15,75 tahun. Tabel 3 juga memperlihatkan 
bahwa dengan menggunakan model FEM 
dalam pendugaan tendensi proses konvergensi 
ekonomi antar wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir di Indonesia, menghasilkan kecepatan 
konvergensi sebesar 8,50% per tahun yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan 
CEM (3,22% per tahun); dan menghasilkan 
half-life selama 8,16 tahun yang lebih pendek 
dibandingkan dengan model CEM (21,54 tahun). 
Kemudian dengan menggunakan model random 
effect (REM) memperlihatkan hasil pendugaan 
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dengan menggunakan model REM bahwa proses 
konvergensi ekonomi antar wilayah pulau utama 
yang berbasis pesisir di Indonesia berjalan dengan 
kecepatan konvergensi sebesar 4,40% per tahun 
dengan half-life selama 15,75 tahun. 


Selanjutnya, pembahasan ini akan 
mengikuti hasil pendugaan model fixed effect 
(FEM) terutama untuk membandingkannnya 
dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. 
Hal ini karena berdasarkan hasil Uji Chow dan 
Uji Housmen yang menyimpulkan bahwa model 
fixed effect (FEM) lebih baik dibandingkan model 
common effect (CEM) dan model random effect 
(REM) sebagaimana terlihat pada Tabel 4. 


Berdasarkan model FEM, seperti telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa proses konvergensi 
ekonomi antar wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir di Indonesia berjalan dengan kecepatan 
konvergensi sebesar 8,50% per tahun dengan 
half-life selama 8,16 tahun. Hasil ini mendekati 


sama (mirip) dengan hasil penelitian lainnya 
di Indonesia, seperti hasil penelitian Garcia 
dan Soelistianingsih (1998) dengan periode 


Tendensi Proses Konvergensi dan Penentu Pertumbuhan Ekonomi 


pengamatan 1975-1993 menemukan tingkat 
kecepatan konvergensi sebesar 4,5%; namun 
lebih rendah dibandingkan dengan hasil 


penelitian Firdaus (2011) yang diperoleh dengan 
menggunakan FEM untuk periode 1983-2003 
menemukan kecepatan konvergensi sebesar 
9,41% per tahun. Hasil ini lebih tinggi dari kecepatan 
konvergensi yang ditemukan Wibisono (2004) 
untuk periode 1984-2000 yang berkisar antara 
0,51% hingga 1,83% dengan half-life convergence 
selama 38 hingga 136 tahun, namun keduanya 
bukan antar wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir melainkan untuk antar wilayah provinsi di 
Indonesia. Demikian pula bila hasil penelitian ini 
lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian 
Firdaus (2011), yang menyimpulkan bahwa 
berdasarkan SYS-GMM selama periode 1983-2003 
ditemukan bahwa konvergensi pendapatan wilayah 
provinsi berlangsung lambat yaitu sebesar 0,29% 
per tahun. 


Hasil ini juga sesuai dengan beberapa 
penelitian sebelumnya yang menunjukkan 
tingkat konvergensi yang mendekati sama (mirip), 
terutama untuk lokus penelitian di luar negeri. 
Seperti hasil penelitian Bussoletti dan Espotti 
(2004) yang menghitung konvergensi pendapatan 
per kapita wilayah-wilayah negara di Eropa yang 
berada pada kisaran 5 sampai 7,5%; dan hasil 
penelitian di Kanada yang memperoleh kecepatan 
konvergensi ekonomi wilayahnya pada kisaraan 
6 sampai 6,5% (Ralhan and Dayanandan, 2005). 
Di samping itu, hasil penelitian ini justru relatif 
lebih rendah juga dibandingkan hasil penelitian 
Cashin (2004) yang menunjukkan tingkat 
konvergensi di India sekitar 12,69%. serta hasil 
penelitian De La Fuente (2000) yang menemukan 
kecepatan konvergensi di beberapa negara yang 
lebih tinggi dibanding hasil penelitian ini, yaitu 
selama 10%-16,3% per tahuan. Kecepatan tendensi 
proses konvergensi ekonomi wilayah pulau utama 
yang berbasis pesisir di Indonesia selama periode 
1985-2010 yang berlangsung lambat dalam 
penelitian ini, terutama bila dibandingkan dengan 
hasil-hasil peneltian tersebut, menurut Firdaus 
(2011) dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 
(1) Keberadaan decreasing return to scale dalam 
modal pada teknologi produksi yang tidak 
sepenuhnya memuaskan; (2) Perbedaan intensitas 
wilayah dalam menghasilkan atau mengadopsi 
teknologi baru; dan (3) Perbedaan tingkat 
perubahan struktural wilayah. 


EE eaaa (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi 
Wilayah 


Berdasarkan persamaan yang sama dengan 
yang digunakan dalam melakukan pendugaan 
konvergensi kondisional ekonomi antar wilayah 
pulau utama yang berbasis pesisir di Indonesia 
selama periode 1985-2010, seperti dijelaskan di 
atas, sekaligus dapat pula diketahui faktor-faktor 
penentu yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan 
ekonomi (pendapatan per kapita) wilayah tersebut. 
Selanjutnya, mengingat bahwa pendugaan faktor- 
faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah 
dengan menggunakan model fixed effect (FEM) 
memberikan hasil yang dinilai terbaik, pembahasan 
faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah 
tersebut mengikuti hasil pendugaan model FEM 
(Tabel 3). Hasil pendugaan ini memperlihatkan 
nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,314982, 
yang berarti model mampu menjelaskan variasi 
pertumbuhan ekonomi (pendapatan per kapita) 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir di 
Indonesia sebesar 31,50%. Sisanya sebesar 
68,50% dijelaskan oleh peubah-peubah lainnya di 
luar model. Namun demikian, hasil uji serempak 
(uji F) dari ketiga model tersebut menujukkan 
bahwa secara bersama semua peubah tersebut 
berpengaruh nyata pada taraf a = 0,01. 


Hasil pendugaan dengan menggunakan 
model fixed effect (FEM) juga menunjukkan tanda 
(sign) negatif pada koefisien parameter dari peubah 
investasi atau modal fisik (SPMTDB,) dan nyata 
pada taraf a - 0,01. Tanda positif pada koefisien 
parameter ini sesuai dengan yang diharapkan atau 
konsisten dengan teori mengenai hubungan antara 
investasi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah 
karena perannya dalam mendorong kapasitas 
produksi. Dengan besaran (magnitude) koefisien 
parameter peubah investasi fisik (SPMTDB,) yang 
dihasilkan dari ketiga model tersebut sebesar 
0,024995 yang berarti bahwa ceteris paribus, 
perubahan investasi fisik (akumulasi modal 
fisik) wilayah pulau utama yang berbasis pesisir 
di Indonesia meningkat sebesar 1%, maka 
pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut akan 
berubah meningkat sebesar 0,025%. Temuan 
tersebut mengindikasikan bahwa selama 
periode 1985-2010, investasi fisik yang diukur 
berdasarkan rasio investasi fisik terhadap PDRB 
per kapita berperan penting bagi pembangunan 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir di 
Indonesia, khususnya melalui andilnya dalam 
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mendorong kapasitas produksi yang meningkatkan 
pendapatan per kapita wilayah tersebut. 
Namun temuan ini harus dilihat lebih hati-hati 
mengingat ada kemungkinan efek positif ini 
merefleksikan efek balik dari pertumbuhan terhadap 
investasi, alih-alih investasi terhadap pertumbuhan 
(Wibisono, 2004). 


Selanjutnya, dengan menggunakan model 
fixed effect (CEM) sebagaimana tertera pada 
Tabel 33, menunjukkan bahwa peubah investasi 
modal manusia atau akumulasi modal manusia 
(HUCAP,) yang diukur berdasarkan rasio pekerja 
berpendidikan SLTA ke atas terhadap total pekerja 
berusia 15 tahun ke atas menunjukkan tanda 
(sign) yang positif dan nyata pada taraf a - 0,01. 
Tanda positif ini sesuai dengan yang diharapkan 
atau konsisten dengan teori bahwa peran kualitas 
sumberdaya manusia dalam meningkatkan 
produktivitas pekerja berhubungan positif dengan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besaran 
(magnitude) koefisien parameter peubah investasi 
modal manusia (HUCAP,) yang dihasilkan dari 
model fixed effect (FEM) sebesar 0,034126 
yang berarti bahwa ceteris paribus, jika investasi 
modal manusia meningkat sebesar 1%, maka 
pertumbuhan ekonomi dari wilayah pulau utama 
yang berbasis pesisir di Indonesia akan meningkat 
sebesar 3,41%. Pengaruh positif dan nyata 
tersebut mencerminkan telah dimanfaatkannya 
kualitas pekerja dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini berkaitan pula dengan 
berkurangnya rigiditas (kekauan) pasar tenaga 
kerja yang menyebabkan elastiistas permintaan 
tenaga kerja yang meningkat, dan meningkatkan 
permintaan pekerja untuk setiap 1% pertumbuhan 
ekonomi (Chatib Bisri dalam Sufii, 2008). 


Kemudian dari Tabel 3 diketahui bahwa 
hubungan antara peubah resultante pertumbuhan 
penduduk+pertumbuhan teknologi+penyusutan 
modal ((ntgtd),) dengan peubah pertumbuhan 
ekonomi wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir di Indonesia selama periode 1985-2010 
menunjukkan tanda (sign) atau arah yang negatif 
dan nyata pada taraf a = 5%. Tanda negatif ini 
sesuai dengan harapan atau konsisten dengan 
teori, khususnya dalam hubungan antara 
pertumbuhan penduduk (n,) dan penyusutan modal 
(g,) dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan 
besaran (magnitude) koefisien parameter peubah 
resultante pertumbuhan penduduk+pertumbuhan 
teknologitpenyusutan modal ((ntgtd),) yang 
dihasilkan dari ketiga model sebesar -0,009272 
yang berarti bahwa ceteris paribus, jika peubah 
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(ntgtd), wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir di Indonesia meningkat sebesar 1% 
maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar -0,009%. Hubungan yang 
negatif dan nyata dari koefisien parameter peubah 
(n+g+d), tersebut mengindikasikan bahwa peubah 
ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan 
ekonomi (pendapatan per kapita) wilayah pulau 
utama yang berbasis pesisir di Indonesia. Namun 
demikian, hasil pendugaan hubungan antara 
peubah (ntgtd), dengan pertumbuhan ekonomi 
wilayah tersebut harus diartikan secara hati-hati 
terutama terkait dengan kebijakan yang harus 
diambil. Seperti dalam hal pertumbuhan penduduk 
(n,) bisa terjadi disebabkan oleh arus migrasi 
masuk maupun kelahiran baru. Di samping itu, 
bertambahnya penduduk usia kerja, menuntut 
kenaikan porsi investasi dalam perekonomian yang 
diperlukan dalam menyediakan kebutuhan investasi 
bagi pekerja baru agar rasio kapital output tertap 
terjaga. Seandainya tidak terjadi pertumbuhan 
penduduk, maka kenaikan investasi dapat 
meningkatkan modal per pekerja dan mendorong 
pertumbuhan output per pekerja. Apabila 
pertumbuhan penduduk terjadi dari tingkat 
kelahiran yang tinggi, maka tingginya kelahiran 
tersebut akan mengurangi sumberdaya yang 
dapat digunakan untuk kegiatan produktif, yang 
akhirnya mengurangi output per kapita (Nanga, 
2001). 


Kontribusi Penentu Pertumbuhan Ekonomi 
terhadap Kecepatan Konvergensi 


Analisis ini bertujuan untuk menduga 
kontribusi faktor penentu pertumbuhan ekonomi 
terhadap kecepatan proses kovergensi ekonomi 
wilayah pulau utama yang berbasis pesisir di 
Indonesia periode 1985-2010 yang dilakukan 
dengan menggunakan Uji Wald. Hasil Uji wald 
(pertama) menunjukkan bahwa dari ketiga model 
tersebut memutuskan untuk menolak Ho pada 
taraf a -0,01 dan disimpukan bahwa koefisien 
peubah-peubah SPMTDB,, HUCAP,, dan (ntgtd) 
„ Sebagai restriksi dalam persamaan regresi 
adalah berpengaruh nyata dalam model. Dengan 
demikian, jika peubah-peubah tersebut dikeluarkan 
dari persamaan akan mempengaruhi kecepatan 
proses konvergensi ekonomi wilayah pulau utama 
yang berbasis pesisir di Indonesia, baik yang 
diduga menggunakan CEM, FEM maupun REM. 
Kemudian hasil Uji Wald (kedua) memutuskan 
untuk menolak Ho dengan taraf a -0,01 untuk setiap 
peubah yang diuji, sehingga terdapat perbedaan 


Tendensi Proses Konvergensi dan Penentu Pertumbuhan Ekonomi 


yang nyata dalam kecepatan proses konvergensi 
antara model kondisonal dengan model absolut. 
Dengan demikian disimpulkan bahwa faktor-faktor 


investasi fisik, modal manusia dan resultante 
pertumbuhan penduduk + perkembangan 
teknolog + pertumbuhan depresiasi kapital, 


secara sendiri dan bersama berpengaruh nyata 
terhadap tingkat kecepatan proses konvergensi 
ekonomi antar wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir tersebut, baik yang diduga menggunakan 
CEM, FEM maupun REM. Hasil perbandingan 
kecepatan proses konvergensi antara model 
lengkap (Tabel 2) dengan model tidak lengkap/ 
model restriksi (yang dihitung berdasarkan hasil 
uji pada Tabel 3), dapat dilihat pada Tabel 4. 


Ga T (Tajerin, Akhmad F., Bambang J. dan Luky Adrianto) 


per tahun dan 2,74% tahun; dan dengan half-life 
dari ketiga model tersebut menjadi lebih singkat 
(pendek) masing-masing selama 20,23 tahun, 
10,34 tahun dan 31,76 tahun. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Tendensi proses konvergensi ekonomi antar 
wilayah pulau utama di Indonesia selama periode 
1985-2010 terjadi baik secara absolut maupun 
kondisional, masing-masing dengan kecepatan 
berkisar antara sebesar 1,66-3,75% per tahun dan 
sebesar 3,22-8,50% per tahun, yang terimplikasi 
dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 


Tabel 4. Perbandingan Hasil Uji Konvergensi Ekonomi antar Wilayah Pulau utama di Indonesia 
antara Persamaan Konvergensi Absolut dengan Kondisional, 1985-2010. 

Table 4. Comparation Output of Estimation on Economic Convergence Test among Main’s Inland 
Regions in Indonesia between Absolute and Conditional Convergence Equations, 1985- 


2010. 


Persamaan Konvergensi Absolut/ 
Absolute Convergence Equations 


Kriteria Perbandingan/ 


Persamaan Konvergensi Kondisional/ 
Conditonal Convergence Eguations 


Comparation Common Fixed Random Common Fixed Random 
Criterions Effect Model Effect Effect Effect Effect Effect Model 
Model Model Model Model 

Koefisien Konvergensi/ -0.0165 -0.0368 -0.0145 -0.0317 -0.0814 -0.0434 

Coefficient fo 

Convergence (B,) 

R2 0.1522 0.3034 0.0473 0.2813 0.3150 0.1631 

R2-adjust 0.1465 0.2742 0.0409 0.2615 0.2709 0.1310 

Kecepatan Konvergensi 1.66 3.75 1.46 3.22 8.50 4.40 

/ Speed of Convergence (1.56) (4.75) (2.74) 

(Yo per tahun/ per year) 

Half-life (tahun/ year) 41.77 18.50 47.51 21.54 8.16 15.75 
(20.23) (10.34) (31.76) 


Sumber: Hasil pengolahan data/ Source: Output from data processing (2013) 


Keterangan/Remaks: 


Angka di dalam kurung (...) menunjukkan perbedaan kecepatan konvergensi dan hafi-life time antara persamaan konvergensi 
kondisional dengan absolut/ Numbers in breakits (...) showed diference speed of convergence and half-life time between 


absolute and conditional convergence eguations 


Hasil perbandingan ini (Tabel 4) 
menunjukkan bahwaterdapat perbedaan kecepatan 
tendensi proses konvergensi antara persamaan 
konvergensi absolut) dengan model persamaan 
konvergensi kondisional, baik yang diduga 
dengan menggunakan CEM, FEM maupun REM. 
Dengan memasukkan peubah-peubah SPMTDB,, 
HUCAP,, dan (ntgtd), ke dalam persamaan akan 
menyebabkan kecepatan proses konvergensi 
ekonomi wilayah pulau utama yang berbasis pesisir 
di Indonesia berlangsung lebih cepat (bertambah) 
yang diduga menggunakan CEM, FEM dan REM, 
masing-masing sebesar 1,56% per tahun, 4,75% 


kondisi steady state dari perekonomian wilayah 
atau menurunkan setengah dari ketimpangan 
ekonomi wilayah menuju kondisi steady-state dari 
perekonomian wilayah (half-life) masing-masing 
berkisar selama 18,50-41,77 tahun dan selama 
8,16-21,54 tahun. Sementara dengan mengontrol 
peubah-peubah penentu tingkat pertumbuhan 
ekonomi atau tingkat pendapatan steady-state (yaitu 
peubah-peubah akumulasi investasi, akumulasi 
modal manusia dan resultante pertumbuhan 
penduduktperkembangan __ teknologi+depresiasi 
kapital), ternyata mampu mendorong kecepatan 
konvergensi dari bentuk absolut ke bentuk 
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kondisional semakin cepat (bertambah) berkisar 
sebesar 1,56-4,75% per tahun. Peningkatan 
kecepatan konvergensi tersebut terilmplikasi 
dengan half-life yang semakin singkat (singkat) 
berkisar selama 10,34-31,76 tahun. Hal ini 
didukung oleh peubah-peubah akumulasi modal 
fisik (investasi), akumulasi modal manusia dan 
resultante pertumbuhan penduduk+perkembangan 
teknologitdepresiasi kapital menjadi penentu 
pertumbuhan ekonomi, sehingga peubah-peubah 
tersebut dinilai berperan penting dalam mendorong 
proses konvergensi ekonomi wilayah pulau utama 
di Indonesia menjadi semakin cepat dengan 
half-life yang semakin singkat. 


Implikasi Kebijakan 


Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
tendensi proses konvergensi ekonomi wilayah 
pulau utama di Indonesia selama periode 
1985-2010 yang diantaranya dibandingkan 
dengan beberapa negara berkembang lainnya 
menunjukkan telah berlangsung secara lambat, 
dan hal ini berhubungan dengan faktor-faktor 
penentu pertumbuhan ekonomi wilayah yang 
turut mendorong kecepatan konvergrnsi 
tersebut. Dengan kata lain, konvergensi tersebut 
berhubungan dengan tingkat investasi yang rendah 
baik pada modal fisik maupun modal manusia 
di wilayah-wilayah pulau utama yang berbasis 
pesisir yang miskin atau kurang maju. Lebih jauh 
lagi, ketidakmampuan melakukan investasi ini 
membuat kelemahan wilayah-wilayah pulau utama 
yang berbasis pesisir yang miskin atau kurang 
maju tersebut menjadi berlipat-ganda karena 
kehilangan peluang investasi untuk mengejar 
(cathing-up) ketertinggalannya melalui akumulasi 
faktor (investasi modal fisik dan modal manusia) 
dan juga karena kehilangan peluang membangun 
kapabilitas teknologi melalui pendidikan (investasi 
modal manusia) yang akan menfasilitasi transfer 
teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan 
pemerintah pusat maupun daerah yang lebih 
nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
wilayah pulau utama di Indonesia yang mampu 
mempercepat proses konvegensi ekonomi antar 
wilayah tersebut. Keterlibatan tersebut dapat 
dilakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan 
yang meningkatkan akumulasi investasi modal 
fisik dan akumulasi investasi modal manusia, 
serta pengendalian pertumbuhan penduduk 
depresiasi modal, namun masih mendorong 
tingkat perkembangan teknologi, terutama untuk 
wilayah-wilayah pulau utama yang tertinggal atau 
kurang maju. Mengingat bahwa wilayah-wilayah 
pulau utama di Indonesia --terutama di Kawasan 
Timur Indonesia memiliki sumberdaya kelautan 
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yang besar--, maka pada tahap formulasi dan 
implementasi, kebijakan-kebijakan tersebut perlu 
mempertimbangkan peran kelautan di Indonesia 
yang disinergikan dengan upaya meningkatkan 
interrelasi atau konektivitas yang mampu 
menciptakan ketergantungan ekonomi sektoral 
dan spasial antar wilayah di Indonesia. Komitmen 
pemerintah untuk mengkonsentrasikan kegiatan 
ekonomi ke KTI termasuk dalam bidang kelautan 
perlu dilengkapi dengan upaya mempertahankan 


laju pertumbuhan ekonomi. 
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ABSTRAK 


Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IE-CEPA) dibentuk dengan tujuan agar terjadi peningkatan akses ekspor ke pasar EFTA 
dan peningkatan investasi EFTA di Indonesia. Paper ini bertujuan untuk mengetahui peluang ekspor 
produk perikanan Indonesia di pasar EFTA dalam rangka kerjasama perdagangan IE-CEPA. Melalui 
metode indicative potential trade, diperoleh hasil bahwa untuk produk fish and marine product, dari 130 
pos tarif HS 6 digit dalam (kelompok produk udang kecil dan udang biasa, produk filet ikan beku untuk 
jenis ikan selain Swordfish dan Toothfish, Pasta Udang, Tuna olahan, produk ikan segar termasuk cumi 
segar), terdapat 20 pos tarif yang sangat berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA. Namun terdapat 
hambatan yaitu masih adanya tarif bea masuk yang masih tinggi di negara anggota EFTA untuk 20 pos 
tarif produk perikanan tersebut. Hambatan non tarif terkait dengan kepentingan pemerintah negara 
anggota EFTA untuk melindungi rakyatnya dari kemungkinan masuknya makanan-makanan yang 
tercemar dan dapat membahayakan kesehatan selain juga memproteksi industri dalam negerinya. 
Kendala yang sering dihadapi atas ekspor produk ikan Indonesia adalah tingginya kandungan logam 
berat (Timbal, Kadmium dan Nikel) pada produk ikan yang diekspor. Dalam kerjasama bilateral Indonesia 
dan EFTA, Indonesia harus dapat memperjuangkan penurunan/penghapusan hambatan tarif maupun 
non tarif di pasar EFTA dan pemerintah harus mendorong pelaku usaha untuk mulai melakukan penetrasi 


pasar ke EFTA dan diversifikasi produknya khususnya untuk ikan dan produk perikanan. 


Kata Kunci: EFTA, ikan dan produk perikanan, akses pasar, non tarif 


ABSTRACT 


Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IE CEPA) was formed with the aim to increase market access to EFTA and support EFTA’s 
investment in Indonesia. This paper aims to determine Indonesian fishery product export opportunities 
in EFTA markets in the framework of the IE-CEPA. With indicative potential trade method, showed for 
fish products and marine products, from 130 tariff lines in the HS 6 digit (shrimps and prawns, frozen 
fish fillet products for fish species other than Swordfish and Toothfish, Shrimp Pasta, processed tuna, 
fresh fish products including fresh calamari), there are 20 tariff are potential to enter the EFTA market. 
However, there are still barriers where tariffs are still high in EFTA member states for 20 tariff lines of 
fishery products, and non-tariff barriers related to the interests of EFTA member governments to protect 
people from the possible entry of contaminated foods and can be dangerous health as well as protecting 
domestic industries. Obstacles often were faced by Indonesia on export of fish products are the high 
content of heavy metals such as Lead, Cadmium and Nickel on exported fish products. In the bilateral 
cooperation between Indonesia and EFTA, Indonesia should be able to fight for reduction / elimination 
of tariff and non-tariff barriers in the market EFTA and the government should encourage businesses to 
begin to penetrate the EFTA market and the diversification of its product especially for fish and marine 
product. 


Keywords: EFTA, fish and marine product , market access, non tarif 
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PENDAHULUAN 


Pembentukan  Europeon Free Trade 
Association (EFTA) / Asosiasi Perdagangan Bebas 
Eropa, yang beranggotakan negara Austria, 
Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, 
dan Inggris pada tanggal 3 Mei 1960, bertujuan 
untuk membentuk komunitas perdagangan 
alternatif bagi negara-negara di Eropa yang tidak 
tergabung dalam komunitas Uni Eropa (European 
Union-EU). 


Saat ini EFTA hanya beranggotakan 4 
negara yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 
dan Swiss. Walaupun hanya beranggotakan 4 
negara yang relatif kecil, tetapi negara-negara 
EFTA merupakan pemimpin dalam beberapa 
sektor ekonomi global. Swiss dan Liechtenstein 
negara yang berposisi di gugus pengunungan 
Alpen merupakan negara yang secara internasional 
diakui sebagai pusat finansial dan merupakan 
domisili dari kantor pusat perusahaan-perusahaan 
multi-nasional besar. Sedangkan dua negara 
Nordik, Norwegia dan Islandia unggul dalam 
produk perikanan, industri metal dan transportasi 
maritim. Negara anggota EFTA menempati 
urutan ke-9 sebagai trader terbesar dalam dunia 
perdagangan internasional, dan menempati ukuran 
ke-5 terbesar dalam commercial services. 


Gagasan kerjasama ekonomi dan 
perdagangan bilateral antara Indonesia dan 
EFTA diinisiasi oleh Menteri Perekonomian 


Swiss pada tahun 2005, yang dilanjutkan dengan 
pembentukan Joint Study Group (JSG). Dari 
hasil JSG tersebut, pada tahun 2007 disepakati 
untuk merekomendasikan tentang kelayakan 
pembentukan Comprehensive EFTA-Indonesia 
Trade Agreement (CEITA) berdasarkan prinsip 
liberalisasi perdagangan, kerjasama dan 
fasilitasi perdagangan, serta kesesuaian dengan 
kesepakatan World Trade Organization (WTO). 


Pada Juli 2010, dalam pertemuan antara 
Presiden Republik Indonesia dan Presiden 
Konfederasi Swiss (dalam kapasitasnya sebagai 
Ketua EFTA), disetujui perlunya peningkatan 
hubungan ekonomi melalui kerangka Indonesia- 
EFTA Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IE-CEPA), yang didasarkan pada 
prinsip kedaulatan, saling menghormati, semangat 
membangun, dan keuntungan bersama, dengan 
tetap menyadari adanya tingkat pembangunan 
yang berbeda di antara kedua pihak. 
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Adapun tujuan Indonesia dalam IE-CEPA 
adalah peningkatan akses ekspor ke pasar EFTA 
dan peningkatan investasi EFTA di Indonesia. 
Kepentingan Indonesia dan keuntungan dari 
IE-CEPA adalah: (1) daya beli penduduk EFTA yang 
relatif tinggi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 
perkapita antara US$ 39,7 ribu sampai dengan 
US$ 133,9 ribu pada tahun 2010; (2) masuknya 
investasi langsung yang lebih besar dari EFTA; 
(3) peningkatan kapasitas industri di Indonesia, 
(4) menjadikan Indonesia sebagai basis investasi 
EFTA; dan (5) menjadikan kerjasama ini sebagai 
model peningkatan kapasitas guna meningkatkan 
daya saing dan inovasi industri di dalam negeri. 


Oleh karena itu, suatu analisis untuk 
mengetahui peluang ekspor khususnya untuk 
produk perikanan dalam rangka peningkatan 
aksese pasar di pasar EFTA perlu dilakukan guna 
mendukung proses negosiasi. 


METODOLOGI PENELITIAN 


Kerangka Teori 


Teori konvensional tentang perdagangan 
internasional telah memperlihatkan bahwa 
perdagangan dunia yang bebas dapat meningkatkan 
kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam 
perdagangan tersebut. Teori perdagangan dunia 
mempunyai thesis dasar yang mengatakan bahwa 
setiap negara memiliki keunggulan komparatif 
absolut dan relatif dalam menghasilkan suatu 
komoditas dibandingkan negara lain (Yusdja, 
2004). Berdasarkan keunggulan komparatif 
tersebut, maka suatu negara akan mengekspor 
komoditas yang memiliki keunggulan komparatif 
yang lebih tinggi dan mengimpor komoditas yang 
memiliki keunggulan komparatif lebih rendah. 
Perdagangan antar-negara akan membawa dunia 
pada penggunaan sumber daya langka secara 
lebih efisien dan setiap negara dapat melakukan 
perdagangan bebas yang menguntungkan dengan 
melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan 
keunggulan komparatif yang dimilikinya. 


Teori keunggulan mutlak (absolute 
advantage) dikemukakan oleh Adam Smith 
sebagaimana ditulis dalam buku “The Wealth 
of Nations’ pada tahun 1776. Teori Absolute 
Advantage lebih mendasarkan pada besaran/ 


variabel riil bukan moneter sehingga 
sering dikenal dengan nama teori murni 
perdagangan internasional. Murni dalam arti 
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bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada 
variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang 
diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang 
dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin 
banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin 
tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of value). 


Oleh karena itu sebagian besar negara- 
negara dunia sepakat melakukan liberalisasi 
perdagangan internasional dan bergabung 
dalam satu organisasi yang disebut World Trade 
Organization (WTO) yang berdiri pada tahun 1995. 
Menjadi anggota WTO berarti bersedia membuka 
pasar dalam negeri bagi produksi negara lain 
dan menerima segala konsekuensi perdagangan 
bebas. Kebijakan perdagangan internasional 
setiap negara dapat berbeda dengan negara lain. 
Sejumlah negara mungkin memilih menjalankan 
kebijakan perdagangan bebas (free trade), tetapi 
ada pula yang memilih menjalankan kebijakan 
perdagangan proteksi, dan ada pula yang memilih 
gabungan keduanya. 


Free Trade Area (FTA) adalah kerjasama 
formal antara dua atau lebih negara untuk 
mengurangi hambatan tarif dan non tarif diantara 
negara anggota, akan tetapi masing-masing negara 
anggota bebas menentukan tingkat tarif individu 
dengan negara yang bukan anggota (Firdaus, 
2011). FTA adalah salah satu bentuk reaksi adanya 
globalisasi dan liberalisasi yang berimplikasi pada 
pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan 
dalam kegiatan perdagangan baik hambatan tarif 
(tarif -barrier) maupun hambatan non-tarif (non-tarif 
barier/NTB). FTA adalah suatu bentuk kerjasama 
ekonomi regional yang memperdagangkan produk- 
produk orisinal negara-negara anggotanya yang 
tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. 
Dengan kata lain, "internal tarif” antara negara 
anggota menjadi 0 persen, sedangkan masing- 
masing negara memiliki “external tarif” masing- 
masing. 


Economic Partnership Agreement (EPA) 
atau Perjanjian Kerjasama Ekonomi adalah 
perjanjian internasional untuk menderegulasi 
peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan 
pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi 
kesepakatan (JETRO, 2009). Isi dari FTA termasuk 
ke dalam EPA. EPA dan FTA memiliki kemiripan 
fitur dalam hal penurunan atau penghapusan tarif. 
EPA dapat memperkokoh kerjasama ekonomi 
dengan negara dan kawasan lain di berbagai 
bidang dengan pembebasan/fasilitasi bergeraknya 
sumber daya manusia, barang dan modal, serta 
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berpusat pada FTA. Saat melakukan importasi, 
suatu negara diharuskan membayar tarif yang 
ditetapkan oleh negara tujuan. Biasanya tarif MFN 
(Most Favored Nation) diterapkan kepada seluruh 
negara berdasarkan aturan dasar WTO. Namun 
EPA dapat menentukan tingkat tarif lebih rendah 
daripada tingkat MFN (disebut dengan tingkat tarif 
EPA) antara dua negara, sehingga negara-negara 
yang menyepakati EPA dapat mengimpor barang 
dengan tingkat tarif lebih rendah daripada negara 
lain yang tanpa EPA. Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (CEPA) merupakan 
perjanjian bilateral yang saling menguntungkan dan 
harus didasari pada suatu kawasan perdagangan 
bebas serta memiliki arsitektur segitiga: akses 
pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi 
perdagangan juga investasi. 


Non-Tariff Measures (NTM) meliputi semua 
langkah-langkah kebijakan selain tarif yang dapat 
mempengaruhi arus perdagangan (United Nations, 
2012). Pada tingkat yang lebih luas, NTM dapat 
dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama 
NTM yaitu segala hal yang berkaitan dengan 
impor. Kategori ini meliputi kuota impor, larangan 
impor, perizinan impor, dan prosedur kepabeanan 
serta biaya administrasi. Kategori kedua adalah 
NTM yang dikenakan pada ekspor. Dalam hal 
ini termasuk pajak ekspor, subsidi ekspor, kuota 
ekspor, larangan ekspor, dan pembatasan ekspor 
sukarela. Dua kategori pertama mencakup NTM 
yang diterapkan di perbatasan, baik untuk impor 
maupun ekspor. Kategori ketiga dan terakhir 
dari NTM adalah yang berkaitan dalam ekonomi 
domestik. Misalnya peraturan domestik yang 
meliputi tentang kesehatan/hal-hal teknis/produk/ 
buruh/standar lingkungan, pajak atau biaya internal, 
serta subsidi domestik. 


Sebuah studi yang dilakukan oleh OECD 
berfokus pada NTM yang berlaku di negara- 
negara berkembang, yang tampaknya lebih rumit 
dan dinamis. Rasio frekuensi dari kuantitas dan 
tindakan pengendalian harga cenderung lebih 
tinggi di negara-negara dengan tingkat pendapatan 
per-kapita dan keterbukaan yang lebih rendah. 
Sebuah kelaziman Non-tariff barrier (NTB) yang 
nampak pada negara-negara berkembang ini 
bagaimanapun sulit untuk diterapkan pada pasar 
ekspor utama mereka. 


UNCTAD mengklasifikasikan NTM secara 
mendetail agar dapat dibedakan dengan jelas 
berbagai macam bentuk NTM. Klasifikasi 
tersebut adalah sebuah taksonomi dari semua 
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langkah tindakan yang dianggap relevan dalam 
perdagangan internasional saat ini (versi tahun 
2012). Klasifikasi ini terdiri dari tindakan teknis 
seperti tindakan proteksi lingkungan dan kesehatan, 
serta instrumen-instrumen lain yang biasa 
digunakan sebagai kebijakan komersial seperti 
kuota, kontrol harga, larangan ekspor atau tindakan 
proteksi perdagangan kontingen, juga tindakan- 
tindakan behind-the-border seperti kompetisi, 
langkah-langkah investasi terkait perdagangan, 
dan pembelian pemerintah atau larangan distribusi. 


Indicative Potential Trade menggunakan dan 
mengkombinasikan indikator-indikator alami dari 
ekonomi makro maupun mikro untuk mendapatkan 
kisaran terluas dari determinan/penentu 
perdagangan pada level komoditas. Semakin 
banyak informasi determinan yang diperoleh, 
maka semakin mudah untuk mencerminkan iklim 
perdagangan. Informasi yang dimaksud terdiri 
dari kuantitatif dan kualitatif. 


Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana 
elemen-elemen data yang berbeda terstruktur. 
Gambar menunjukkan diagram pohon untuk 
menyimpulkan potensi perdagangan dengan 
menggunakan elemen-elemen data yang berbeda. 
Gambar dimulai dengan perdagangan saat ini, 
informasi yang mudah diakses, yang memungkinkan 
kita untuk mendapatkan indikasi perdagangan 


Tabel 1. Klasifikasi NTM Menurut UNCTAD. 
Table 1. NTM Clasfication by UNCTAD. 


potensial yang pertama. Untuk membangun 
indicative potential trade, data tambahan pada biaya 
perdagangan dan kondisi penawaran-permintaan 
dieksplor untuk memperoleh kesimpulan potensi 
perdagangan, seperti yang diindikasikan pada 
kotak W1, W2, W3 dan S1, S2, S3. 


Data dan Sumber Data 


Adapun data yang digunakan dalam analisis 
ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer yang diperoleh melalui survei lapangan 
(November —Desember 2011) terutama digunakan 
dalam analisis makro untuk mengetahui aspek yang 
menghambat ekspor produk perikanan ke pasar 
EFTA. Dalam analisis ini kriteria pemilihan daerah 
kajian merupakan daerah penghasil udang dan ikan 
antara lain Jawa Timur dan Bali. Data sekunder 
digunakan untuk melihat kinerja ekpor Indonesia 
ke EFTA, kinerja impor EFTA, dan kebijakan di 
EFTA yang menghambat ekspor Indonesia ke 
pasar EFTA. Data sekunder diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) dan World Trade Integration 
Solution (WITS). 


Metode Analisis 


Dalam tulisan ini, analisis yang digunakan 
adalah statistik deskriptif dan trade potensial 
indicative dari Trade Map (UN Comtrade, 2011a). 


D 


Technical measures 


Sanitary and Phytosanitary Measures 
Technical Barriers to Trade 
Pre-Shipment Inspection and other Formalities 


mojo D 


Contingent Trade-Protective Measures 
Non-Automatic Licensing, Quotas, Prohibitions and Quantity 


Control Measures Other Than For Sps or Tbt Reasons 


Non technical measures 


Price-Control Measures, Including Additional TaxesandCharges 
Finance Measures 

Measures Affecting Competition 

Trade-Related Investment Measures 

Distribution Restrictions 

Restrictions On PostSales Services 

Subsidies (Excluding Export Subsidies Under P7) 

Government Procurement Restrictions 


Intellectual Property 


Rules of Origin 


VIO/ZIE IT RS SLOo1n 


Exports 


Export-Related Measures 


Sumber/Source : UNCTAD (2012) 
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Gambar 1. Skema Analisis 


Figure 1. Indicative Potensial Trade Analysis Scheme 
Sumber/Source : ITC Working Paper in Helmers and Pasteelr (2006). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


A. Perdagangan Indonesia - EFTA 


Total perdagangan antara Indonesia dengan 
EFTA pada tahun 2010 meningkat sebesar 52,5 
persen dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari 
US$ 560,4 juta menjadi US$ 1,0 miliar. Kinerja 
perdagangan antara Indonesia negara anggota 
EFTA semakin meningkat kecuali perdagangan 
antara Indonesia dan Liechstenstin. Hal tersebut 
dapat dilihat dari trend total perdagangan 


Tabel 2. Total Perdagangan Indonesia-EFTA. 
Tabel 2. Total Trade Indonesia — EFTA. 


Indonesia dengan negara anggota EFTA dari tahun 
2005-2010 menunjukkan nilai yang positif 
(Tabel 2). Pada periode Januari-Agustus 2011, 
total perdagangan Indonesia dengan EFTA 
mencapai US$ 661,2 juta, turun sebesar 9,8 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun 2010. 


Diantara anggota EFTA yang lain, Swiss 
merupakan negara yang paling banyak melakukan 
transaksi perdagangan dengan Indonesia. Total 
perdagangan Indonesia dengan Swiss meningkat 
dari US$ 450,6 juta pada tahun 2005 menjadi 
US$ 621,7 juta pada tahun 2010, namun total 


Nilai (US$ Juta) Jan — Ags Trend (Yo) 

Negara/ 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 05-10 
EFTA 560.40 656.85 804.13 1.198.72 767.65 1.001.63 732.65 661.20 11.37 
Growth yoy (26) 17.21 22.42 49.07 (35.96) 30.48 (9.75) 

Swiss 450.64 543.53 668.90 983.87 621.48 643.68 461.18 447.29 7.62 
Growth yoy (26) 20.62 23.06 47.09 (36.83) 3.57 (3.01) 
Norwegia 106.64 110.41 132.98 210.08 144.64 353.79 268.61 211.47 23.06 
Growth yoy (26) 3.54 20.44 57.97 (31.15) 144.61 (21.27) 
Islandia 2.52 2.35 2.05 4.07 1.47 3.92 2.71 2.36 4.33 
Growth yoy (26) (6.63) (13.01) 98.73 (63.93) 167.31 (14.78) 
Liechtenstin 0.61 0.55 0.20 0.71 0.07 0.23 0.08 0.07 (24.83) 
Growth yoy (%) (9.09) (63.10) 248.85 (90.58) 239.58 (17.13) 


Sumber/Source : UN Comtrade, 2011b 
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perdagangan Indonesia dengan Swiss pada 
periode Januari-Agustus 2011 turun sebesar 3,0 
persen, yaitu hanya mencapai US$ 447,4 juta 
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010. 


Total ekspor Indonesia ke EFTA menunjukkan 
peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per 
tahun sebesar 12,6 persen, meskipun mengalami 
penurunan ekspor pada periode Januari-Agustus 
2011 sebesar 43,2 persen dibandingkan periode 
yang sama tahun 2010. Sedangkan total impor dari 
EFTA yang dapat digunakan sebagai pendekatan 
ekspor EFTA ke Indonesia mengalami peningkatan 
yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor 
Indonesia ke EFTA dengan pertumbuhan rata-rata 
pertahun sebesar 19,9 persen. Pada periode 
Januari-Agustus 2011 impor Indonesia dari 
EFTA mencapai US$ 555,3 juta atau meningkat 
sebesar 1,7 persen, sementara ekspor Indonesia 
ke EFTA pada periode yang sama hanya mencapai 
US$ 105,9 juta atau turun sebesar 43,2 persen 
dibanding periode yang sama tahun 2010 dapat 
dilihat di Gambar 2. 


E Ekspor Indonesia ke EFTA/Indonesia Export Growth to EFTA 


US$ Juta 


Pertumbuhan Ekspor Indonesia ke EFTA (RHS)/ 
900 Indonesia Export Growth to EFTA 
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Total ekpor Indonesia ke EFTA lebih kecil 
jika dibandingkan dengan total impor Indonesia dari 
EFTA mengakibatkan Indonesia mengalami defisit 
neraca perdagangan dengan EFTA. 


Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 
2010 Indonesia selalu mengalami defisit neraca 
perdagangan dengan trendyang semakin meningkat 
sebesar 37,0 persen. Neraca perdagangan 
Indonesia dengan EFTA pada periode Januari- 
Agustus 2011 mengalami defisit sebesar US$ 
449,5 juta atau meningkat sebesar 24,8 persen 
dibandingkan dengan periode yang sama pada 
tahun 2010 (Gambar 3). Ekpor Indonesia ke EFTA 
hanya mempunyai pangsa ekspor sebesar 0,2 
persen pada tahun 2005 dan menurun menjadi 
0,1 persen pada tahun 2010, berbeda dengan 
ekspor ke beberapa negara mitra dagang utama 
untuk tujuan ekspor utama Indonesia dengan 
pangsa ekspor diatas 4,0 persen. Untuk impor 
ke Indonesia, EFTA hanya mempunyai pangsa 
sebesar 0,6 persen pada tahun 2005 dan 2010. 


Impor Indonesia dari EFTA/Indonesia Import Growth to EFTA 


Pertumbuhan Impor Indonesia dari EFTA (RHS)/ 
Indonesia Import Growth to EFTA 


Gambar 2. Perkembangan Ekpor dan Impor Indonesia-EFTA 
Figure 2. Indonesia — EFTA Export Import Growth 
Sumber/Source : WITS 


2010 Jan-Ags'10 Jan-Ags'11 


Gambar 3. Neraca Perdagangan Indonesia-EFTA 
Picture 3. Indonesia-EFTA Balance of Trade 
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A. Struktur Ekspor dan Impor Indonesia - EFTA 


Struktur ekspor Indonesia ke EFTA pada 
tahun 2005 sampai dengan Januari-Agustus 2011 
tetap didominasi oleh ekspor produk manufaktur. 
Proporsi ekspor produk manufaktur selama periode 
Januari-Agustus 2011 mengalami penurunan dari 
95 persen menjadi 85,2 persen. Sementara untuk 
processed agriculture product memiliki proporsi 
sebesar 4,9 persen. Di sisi lain, terjadi peningkatan 
yang cukup signifikan dalam proporsi ekpor Basic 
Agriculture dan Fish and Marine Product. Selama 
periode Januari-Agustus 2011 proporsi kedua 
produk tersebut masing-masing sebesar 8,8 dan 
1,2 persen atau meningkat sebesar 129,4 persen 
dan 78,2 persen jika dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2010. 


Struktur impor Indonesia dari EFTA pada 
tahun 2005 sampai dengan Januari-Agustus 2011 
didominasi oleh impor produk manufaktur. Proporsi 
impor produk manufaktur selama periode Januari- 
Agustus 2011 mencapai 96,5 persen, sementara 
untuk Processed Agriculture Product, Basic 


Processed 


Processed 
Jan-Ags 2010/ Agriculture 
Jan-Aug 2010 Product 
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Agriculture dan Fish and Marine Product masing- 
masing sebesar 1,1 persen, 1,0 persen dan 1,5 
persen dari total impor Indonesia dari EFTA. 


Terdapat 228 pos tarif (dalam HS 10 digit) 
yang masuk dalam kelompok fish and marine 
product, atau 130 pos tarif dalam HS 6 digit. Dari 
hasil analisa kinerja ekspor Indonesia ke negara- 
negara EFTA, terlihat hanya beberapa produk 
yang Indonesia mengekspor ke EFTA (t 20 pos 
tarif), diantaranya yaitu shrimp, prawn, tuna, cuttle 
fish dan moluska (lampiran 1), dimana untuk nilai 
ekspor Indonesia ke EFTA atas 130 pos tarif 
tersebut hanya sebesar US$ 1,3 juta. Adapun 
nilai impor negara-negara EFTA atas 130 pos 
tarif dimaksud, mencapai US$ 1.913 miliar pada 
tahun 2010. Total ekspor Indonesia ke dunia atas 
130 pos tarif tersebut pada tahun 2010 mencapai 
US$ 2,6 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
total ekspor Indonesia ke EFTA untuk 130 pos tarif 
produk perikanan yang dimaksud hanya 0,05 % 
dari total ekspor Indonesia ke dunia. Disini terlihat 
bahwa Indonesia belum mampu sepenuhnya 
masuk ke pasar EFTA. 


@Manufaktur MBasic Agriculture 


US$ Juta 


600 
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Gambar 4. Struktur Ekspor Indonesia ke EFTA 
Picture 4. Indonesia's Exports Structure to EFTA 
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Gambar 5. Struktur Impor Indonesia dari EFTA 
Picture 5. Indonesia's Imports Structure to EFTA 


191 


J. Sosek KP Vol. 8 No. 2 Tahun 2013 


Potensi Pasar Ekspor Indonesia ke EFTA 


Dari hasil perhitungan indicative potensial 


trade, dari 130 pos tarif dalam kelompok fish 
and marine product, terdapat 20 pos tarif yang 
sangat berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA, 
dengan potensial nilai ekspor diatas US$ 2 juta, 
dimana semakin tinggi nilai indicative potential 
trade menunjukkan bahwa potensi produk-produk 
tersebut juga semakin tinggi untuk dapat masuk 
ke pasar EFTA. Dari hasil tinjauan berdasarkan 
data ekspor impor dan kebijakan tarif bea masuk 
di negara EFTA dapat dijelaskan sebagai berikut: 


1. 
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HS 030613-udang kecil dan udang 


Produk udang dalam klasifikasi HS 030613 
- udang kecil dan udang biasa merupakan 
produk yang paling potensial untuk di ekspor 
ke pasar EFTA. Hal ini ditunjukkan oleh besar 
indicative potential trade produk tersebut 
sebesar US$ 168 juta. Dimana EFTA pada 
tahun 2010 mengimpor udang kecil dan 
udang biasa senilai US$ 169 juta sedangkan 
Indonesia baru mengekspor produk tersebut 
senilai US$ 1 juta ke pasar EFTA. Dari tinjauan 
besaran tarif bea masuk di negara-negara 
EFTA, tarif MEN untuk produk ini sudah 0%. 
Sehingga hambatan ekspor Indonesia untuk 
produk ini tidak berasal pada hambatan tarif, 
tetapi lebih dipengaruhi oleh hambatan non 
tarif yang berlaku di negara-negara EFTA. 


HS 0304.29- produk filet ikan beku untuk 
jenis ikan selain swordfish dan toothfish 


Produk filet ikan beku untuk jenis Ikan selain 
Swordfish dan Toothfish dalam klasifikasi HS 
0304.29 menempati urutan kedua produk 
paling potensial untuk diekspor ke pasar 
EFTA. Nilai indicative potential trade tahun 
2010 senilai US$ 119 juta atau sama dengan 
besar impor EFTA dari dunia untuk produk ini. 
Besarnya permintaan pasar EFTA tersebut 
tidak membuat Indonesia mencatatkan 
ekspor produk filet ikan beku ke pasar EFTA, 
meskipun Indonesia mengekspor produk 
dalam klasifikasi HS ini senilai US$ 197 juta 
ke pasar dunia pada tahun 2010. Dari sisi 
tarif bea masuk pada pos tarif ini, hanya 
Swiss dan Liechtenstein yang mengenakan 
tarif bea masuk spesifik sebesar CHF 6,67 
per 100kg atau sekitar 70.000 rupiah per 
100 kg produk, sedangkan Islandia dan 
Norwegia tidak mengenakan tarif bea masuk. 
Besaran tarif tersebut yang dikenakan oleh 


Swiss dan Liechtenstein relative tidak terlalu 
tinggi dibandingkan dengan nilai dari filet 
ikan, sehingga hambatan tarif tidak menjadi 
penghambat ekspor Indonesia ke EFTA. 


HS 1605.20- produk pasta udang 


Produk pasta udang dalam pos tarif HS 
1605.20, menempati urutan ketiga produk 
potensial untuk diekspor ke negara EFTA 
berdasarkan nilai indicative potential trade- 
nya tahun 2010 senilai US$ 85,8 juta. 
Potensi ini berasal dari besarnya impor EFTA 
dari dunia tahun 2010 sebesar US$ 85,8 
juta, sedangkan Indonesia belum mampu 
melakukan ekspor pasta udang ke pasar 
EFTA meskipun sebenarnya Indonesia telah 
melakukan ekspor Pasta Udang ke pasar 
dunia sebesar US$ 237,8 juta pada periode 
yang sama. Islandia mengenakan tarif bea 
masuk sebesar 10% untuk produk Pasta 
Udang, sedangkan Swiss, Liechtenstein dan 
Norwegia tarif bea masuk 0%. 


HS 1604.14- produk ikan tuna olahan 


Produk ikan Tuna olahan dalam pos tarif 
HS 1604.14, menempati urutan keempat 
produk potensial untuk diekspor ke 
negara EFTA. Nilai indicatife potential 
trade produk ini pada tahun 2010 sebesar 
US$ 48 juta. Dari data statistik perdagangan 
menunjukkan bahwa Indonesia belum 
mampu mengambil share dipasar EFTA 
untuk produk ikan Tuna olahan meskipun 
EFTA mencatatkan impor dari dunia sebesar 
US$ 48 juta dan Indonesia sebenarnya telah 
mampu mencatatkan ekspor senilai US$ 186 
juta ke pasar dunia. Islandia mengenakan tarif 
bea masuk sebesar 10% untuk produk Pasta 
Udang, sedangkan Swiss, Liechtenstein dan 
Norwegia sebesar 0%. 


HS 0302.69- produk ikan segar 


Untuk produk ikan segar yang masuk dalam 
pos tarif HS 0302.69 seperti ikan Kerapu dan 
ikan Tilapia segar menempati urutan kelima 
produk potensial untuk diekspor ke negara 
EFTA. Nilai indicative potential trade produk 
ini pada tahun 2010 sebesar US$ 47 juta. 
Nilai ini mengindikasikan bahwa produk ikan 
segar dalam pos tarif ini memiliki potensi 
ekspor ke pasar EFTA, karena selama tahun 
2010 EFTA mencatatkan impor dari dunia 
sebesar US$ 47 juta, sedangkan Indonesia 
tidak memanfaatkan demand di pasar EFTA 
dengan mengekspor produk ikan segar ini. 
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Meskipun sebenarnya Indonesia mampu 
mensuplai produk ini yang ditunjukkan dengan 
nilai ekspor Indonesia ke pasar dunia sebesar 
US$ 65,8 juta. Ditinjau dari sisi tarif yang 
berlaku dinegara EFTA, hanya Swiss dan 
Liechtenstein yang mengenakan tarif sebesar 
rata-rata CHF 1,5 per 100 kg sedangkan 
Norwegia dan Islandia membebaskan tarif 
bea masuknya. Dari sini dapat dilihat bahwa 
tarif bea masuk bukan menjadi faktor utama 
penghambat ekspor Indonesia ke pasar EFT. 


6. HS 0304.99- produk ikan dari jenis ikan 
tertentu (lain-lain) 


Kekayaan jenis ikan Indonesia membuat 
Indonesia mampu mengekspor produk ikan 
dari jenis ikan tertentu yang diklasifikasikan 
pada HS 0304.99. Produk dalam klasifikasi 
HS ini menempati urutan ke enam produk 
potensial dengan nilai indicative potential 
trade sebesar US$ 17,7 juta, nilai ini sama 
dengan nilai impor negara EFTA dari dunia 
untuk pos tarif ini. Meskipun Indonesia 
mampu mencatatkan ekspor ke dunia 
sebesar US$ 40,8 juta pada tahun 2010, 
tetapi Indonesia tidak melakukan ekspor 
sama sekali ke negara EFTA. Hambatan tarif 
hanya diterapkan di Swiss dan Liechtenstein 
dengan tarif bea masuk sebesar CHF 7,5 per 
100 kg, sedangkan Norwegia dan Islandia 
membebaskan tarif bea masuknya. Dari sisi 
hambatan tarif untuk produk ini di negara EFTA 
sudah cukup rendah, sehingga keberadaan 
faktor non tarif menjadi hambatan ekspor ke 
EFTA menjadi lebih dominan. 


7. HS 0304.19 - produk filet ikan segar dari jenis 
ikan tertentu 


Produk filet ikan segar dari jenis ikan tertentu 
dengan klasifikasi HS 0304.19 menempati 
urutan ketujuh produk potensial dengan nilai 
indicative potential trade US$ 9,67 juta. EFTA 
mencatatkan nilai impor dari dunia sebesar 
US$ 126 juta, dan Indonesia mencatatkan 
ekspor ke dunia hanya sebesar US$ 9,6 
juta. Disini dilihat bahwa pasar EFTA untuk 
produk ini sedemikan besar, tetapi Indonesia 
tidak melakukan ekspor sama sekali kepasar 
EFTA meskipun Indonesia sebenarnya sudah 
mengekspor ke dunia. Hambatan tarif untuk 
pos tarif ini hanya terdapat di Swiss dan 
Liechtenstein rata-rata CHF 6,33, sedangkan 
Norwegia dan Islandia sudah menerapkan 
tarif 0% untuk produk ini. 


Sans as A ea (Aziza Rahmaniar Salam dan Immanuel Lingga) 


8. HS 0307.49 - produk cumi-cumi dan sotong 


Produk Cumi-cumi dan Sotong yang masuk 
dalam klasifikasi HS 0307.49 berada pada 
urutan kedelapan produk potensial dengan 
nilai indicative potential trade US$ 9,61 
juta. Pada tahun 2010 Indonesia hanya 
mengekspor sebesar US$ 4532 ke EFTA, 
sedangkan EFTA mengimpor sekitar US$ 9,61 
juta dari dunia. Indonesia mencatatkan nilai 
ekspor ke dunia untuk HS ini sebesar US$ 
47,8 juta. Dari data statistik 5 tahun terakhir, 
dapat dilihat bahwa ekspor Indonesia ke EFTA 
untuk produk dalam HS ini tidak berkembang, 
tidak sejalan dengan ekspor Indonesia ke 
dunia yang semakin besar. 


D. Kinerja dan 
Indonesia - EFTA 


Prospek Perdagangan 


Indonesia belum dapat mengoptimalkan 
potensi ekspor produk ikan dan hasil laut di pasar 
EFTA. Hal ini dapat disebebkan oleh beberapa 
faktor, antara lain faktor hambatan tarif dan juga 
hambatan non tarif. Dari data tarif negara-negara 
EFTA, tarif bea masuk di negara anggota EFTAuntuk 
20 pos tarif produk perikanan dimana Indonesia 
mempunyai potensi ekspor yang besar. Secara 
rinci, tarif bea masuk di Norwegia semuanya sudah 
0%. Adapun di Islandia, tarif bea masuk telah 0 %, 
walau masih ada tarif bea masuk sebesar 10%, 
yaitu untuk produk udang dengan HS 1605.20; Tuna 
(HS 1604.14); moluska dan invertebrata air lainnya 
(HS 1605.90); dan produk sarden (HS. 1604.13). 
Untuk Swiss dan Lisentin, tarif bea masuk yang 
digunakan adalah specific tarif yaitu CHF per 100 
kg. Tarif bea masuk untuk 20 produk perikanan 
yang dimaksud, berkisar antara 1,2 CHF per 100 
kg sampai 10 CHF per 100 kg. 


Jika dilihat dari faktor tarif, tarif bea masuk 
bukan hambatan utama. Kecilnya nilai ekspor 
Indonesia ke EFTA dibandingkan dengan kebutuhan 
EFTA akan produk tersebut, dimungkinkan karena 
faktor non tarif. 


Hambatan non tarif secara prinsip 
dilatar belakangi oleh kepentingan pemerintah 
EFTA melindungi rakyatnya dari kemungkinan 
masuknya makanan-makanan yang tercemar 
dan dapat membahayakan kesehatan selain juga 
memproteksi industri dalam negeri mereka. Dimana 
manifestasinya non tarif measures untuk produk- 
produk fish and marines product di negara-negara 
EFTA terdapat dalam beberapa jenis seperti yang 
disajiakan pada tabel 3. 
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Dalam implementasi NTM diatas pada 
prinsipnya membahas dan mengatur mengenai 
prosedur keamanan pangan, prosedur pengawasan 
oleh pemerintah, keamanan bahan pangan, 
peraturan khusus untuk keamanan bahan baku, 
pengawasan keamanan asal bahan pangan, batas 
maksimum kontaminasi yang ditoleransi dalam 
bahan pangan, kriteria mikrobiologi bagi bahan 
pangan, Poin terpenting dari masing-masing 
regulasi berpusat pada suatu tujuan yaitu untuk 
membuktikan bahwa produk yang dipasarkan telah 
memenuhi persyaratan standar yang diberlakukan. 
Masing-masing negara EFTA memiliki prosedur 
monitoring, pengujian maupun pemeriksaaan yang 
dapat menjamin bahwa produk sesuai standar 
yang diinginkan. 


Dalam hal kebijakan sektor produk non 
manufaktur, EFTA masih belum memilki peraturan 
yang berlaku secara umum sesama negara 
anggota EFTA, tetapi negara-negara EFTA memiliki 
kebijakan masing-masing, meskipun kebijakan 
tersebut pada prinsipnya sangat mirip (similar) satu 
sama lainnya. Kebijakan pemerintah negara EFTA 
secara aktif bertujuan untuk mempertahankan 
tingkat produksi hasil pertanian domestik pada level 
tertentu, atau dengan kata lain pemerintah negara 
EFTA melindungi pelaku ekonomi disektor tersebut. 


Pemerintah Norwegia menerapakan NTM 
dalam bentuk Sanitary and Phytosanitary Measures 
(SPS) yang dimanifestasikan dalam bentuk Undang- 
undang, Surat Keputusan, Peraturan, Persyaratan, 
standar dan prosedur yang memberikan jaminan 
atau melindungi manusia, hewan dan tumbuhan 
dan kesehatan makhluk hidup, antara lain Undang- 
undang Makanan (Food Laws), Persyaratan 
Pemberian Label (Labeling Requirements), 
Peraturan Mengenai Kemasan dan Pengisian 
(Packaging and Container Regulations), Peraturan 
Penggunaan Zat Tambahan pada Makanan (Food 
Additives Regulations), dan Peraturan Lainnya 
(Other Regulations and Requirements). 


Pemerintah Norwegia juga melakukan 
pengecekan terhadap kadar Salmonella yang 
terkandung dalam produk daging, baik itu daging 
beku, daging yang dicincang yang masuk ke 
Norwegia kecual sudah ada sertifikat yang 
dikeluarkan oleh dokter hewan menyatakan 
bahwa daging tersebut sudah diuji sesuai dengan 
keputusan Komisi no 1688/2005. Di Norwegia 
juga diatur mengenai Petunjuk/Undang-Undang 
Sanitasi Makanan, Regulasi No. 221/2008 (Produk 
hasil laut). 
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Liechtenstein dan Swiss memiliki pakta 
perjanjian bea dan cukai, sehingga Liechtenstein 
menerapkan peraturan dan persyaratan SPS yang 
sama dengan yang diterapkan di Swiss. Sejak 
diberlakukannnya perjanjian sektor pertanian 
antara Swiss dan EC pada tahun 2002, Swiss 
mulai menerapakan persyaratan EC Sanitary 
dan Phytosanitary persyaratan di dalam negeri 
Swiss. Bentuk manifestasi dari EC Sanitary dan 
Phytosanitary antara lain Undang-undang Makanan 
(Food Law), Persyaratan Pemberian Label (Labeling 
Reguirement), Peraturan Mengenai Kemasan dan 
Pengisian (Packaging and Container Regulations), 
dan Peraturan Lainnya (Other Regulations and 
Reguirements). 


Sebagian besar regulasi Islandia mengenai 
SPS telah diharmonisasikan dengan kebijakan 
SPS yang ada di Uni Eropa. Meskipun kebijakan 
dan peraturan sanitasi di Islandia sedikit lebih 
longgar jika dibandingkan dengan aturan yang 
diterapkan di European Economic Area (EEA), 
kecuali untuk aturan yang berhubungan dengan 
produk perikanan. 


Disamping non tarif measures diketiga 
negara anggota EFTA, EFTA juga ikut serta 
dalam perjanjian European Economic Area (EEA). 
Sehingga pada umumnya sistem regulasi yang 
terkait dengan SPS yang berlaku di negara anggota 
EFTA sudah sebagian besar diharmonisasi dengan 
sistem yang berlaku di EU (European Union) 
melalui beberapa Agreement yang terpisah. Antara 
lain pada Annex | dan Annex II dari Chapter XII 
EEA Agreement memuat mengenai perjanjian 
antara; Norwegia dan EU dalam hal Veterinary 
Issues, Feeding Stuffs, Phytosanitary Matter dan 
Foodstuffs; Islandia dan EU mencakup Veterinary 
issues including fish (tidak termasuk live animals), 
Feedings stuffs, Phytosanitary Matters, Foodstuffs. 
Sedangkan Swiss dan Liechtenstein masing- 
masing mengharmonisasi kebijakan SPS dengan 
EU melalui bilateral agreement yang mencakup 
live animals, animal products dan animal feeding. 
Berikut adalah gambaran cakupan SPS yang 
berlaku di Uni Eropa antara lain adalah persyaratan 
pemberian label (Labeling Requirements), 
peraturan mengenai kemasan dan pengisian 
(Packaging and Container Regulations), peraturan 
mengenai kualitas produk (asal produk, cara 
pemrosesan, dan metode produksi), peraturan 
mengenai Novel Food dan GMO, peraturan 
mengenai Kandungan gizi dan zat yang dapat 
memicu alergi, peraturan mengenai peningkatan 
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kandungan zat pada makanan, peraturan 
mengenai pengemasan dan container makanan, 
peraturan mengenai penggunaan material plastik 
dan peraturan mengenai material aktif. 


Disamping itu, Uni Eropa menerapkan 
standar yang sangat tinggi terhadap perlindungan 
kesehatan warga negaranya. Sehingga Eropa 
mengeluarkan kebijakan keamanan pangan yang 
sangat menyeluruh. Salah satu prioritas kebijakan 
yang diterapkan oleh UE adalah menyangkut 
perlindungan maksimum bagi konsumen UE. Hal 
ini diwujudkan dengan diterapkannya EU Food 
Safety Policy yang salah satu implementasinya 
adalah penerapan RASFF (Rapid Alert System 
on Food and Feed). Keberadaan RASFF akibat 
penerapan kebijakan Food Safety dapat dipahami 
dan dilegitimasi oleh pihak manapun. Tetapi sistem 
ini berpotensi merugikan Indonesia karena pada 
prakteknya mendorong munculnya proteksionisme 
yang berlebihan terhadap barang-barang impor 
yang berasal dari Indonesia. Penerapan RASFF 
memberikan dampak signifikan bagi ekspor produk 
perikanan nasional. 


Pada umumnya penolakan atas ekspor 
Indonesia disebabkan oleh lima faktor yaitu 
penggunaan obat-obatan seperti antibiotic nitrofuran 
maupun chloraphenicol diatas ambang batas yang 
diperbolehkan, kandungan mikrobiologi yang 
tinggi, kandungan histamine, kandungan logam 
berat dan kandungan organoleptik. Faktor-faktor 
tersebut lebih disebabkan oleh kondisi bahan baku 
yang ditimbulkan baik dalam proses pemeliharaan 
ekosistem laut, penangkapan, pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian 
ke konsumen. 


Dari hasil diskusi dengan para pelaku usaha di 
bidang perikanan di Surabaya dan Denpasar, terkait 
dengan rencana kerjasama bilateral Indonesia dan 
EFTA khususnya untuk produk perikanan ada yang 
mendukung dan ada yang kurang mendukung. 
Para pelaku usaha di Denpasar menganggap 
bahwa negara-negara EFTA bukan merupakan 
pasar yang penting bagi produk ikan yang berasal 
dari Bali. Pasar Eropa Utara dianggap merupakan 
pasar yang eksklusif khususnya untuk produk ikan, 
dimana EFTA memiliki Negara anggota seperti 
Norwegia dan Islandia yang merupakan Negara 
yang unggul dalam menangkap, memproses dan 
mengolah produk ikan. Berbeda dengan Surabaya, 
pelaku usaha mernganggap bahwa dengan 
adanya IE-CEPA, mereka dapat mengimpor 
bahan baku dari Norwegia dan Islandia dengan 
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harga yang murah, yang selanjutnya diolah dan 
diekspor. Namun juga perlu diperhatikan bahwa 
ikan yang di impor hanya jenis-jenis yang tidak 
ada di peraian Indonesia agar tidak merugikan 
pasar dalam negeri. Disamping itu, kemungkinan 
dengan IE-CEPA, dapat mempermudah Indonesia 
dalam memasuki pasar Eropa oleh para pelaku 
usaha dianggap terlalu optimis, karena dilihat dari 
jalur logistik perdagangan internasional, ekspor 
dari Indonesia akan jauh lebih murah jika melalui 
Rotterdam dan sebaliknya jika Indonesia melakukan 
ekspor ke Negara-negara EFTA terlebih dahulu 
sebelum masuk ke pasar Eropa Barat maka Freight 
Cost-nya akan mahal sehingga mempengaruhi 
harga dan daya saing produk-produk Indonesia 
di pasar Eropa. Kerjasama IE-CEPA dipandang 
akan lebih menguntungkan pihak Eropa dari pada 
pihak Indonesia. Kemungkinan efek substitusi dari 
produk ikan jenis Salmon yang akan masuk dari 
Norwegian dan Islandia akan kembali menekan 
pasar ikan domestik di Indonesia. 


Keengganan eksportir untuk melakukan 
ekspor ke Eropa karena menetapkan standar 
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
aturan yang diterapkan di Amerika dan Jepang, 
diantaranya kebijakan kandungan logam berat, 
bakteri salmonela, kadar antiobiotika, kadar residu 
dan masalah label serta segel plastik. Disamping 
itu, kendala tarif bea masuk dimana seringkali 
para pelaku usaha ini tidak mengetahui berapa 
pastinya besaran tarif bea masuk yang dikenakan, 
juga terkendala dengan adanya penerapan double 
standard dan pengecekan terhadap produk yang 
diekspor walaupun sudah disertai hasil pemeriksaan 
laboratorium di Indonesia. Persyaratan dalam 
Surat Keterangan Asal juga menjadi kendala 
dalam melakukan ekspor ke Eropa. Pasar Eropa 
menetapkan persyaratan yang relatif lebih rumit 
untuk impor produk-produk ikan. Setiap eksportir 
produk ikan harus memiliki Approval Number 
yang dikeluarkan oleh otoritas Eropa untuk dapat 
melakukan ekspor ke Pasar Eropa. Persyaratan 
yang ditetapkan oleh otoritas Eropa untuk 
memperoleh Approval Number ini relatif sulit 
dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dengan 
skala usaha sedang dan kecil. Sehingga pada 
implementasinya di Denpasar hanya 6 perusahaan 
saja yang mampu memperoleh Approval Number. 


Menggenai hambatan non-tarif yang berlaku 
di pasar Eropa untuk produk ikan, para eksportir 
ikan optimis bahwa produk-produk perikanan 
Indonesia mampu memenuhi standard-standar 
yang berlaku di Negara Eropa secara umum dan 
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EFTA secara khusus. Karena aturan dan standar 
yang ditetapkan baik dalam bentuk Undang-undang 
mengenai bahan pangan maupun ketentuan 
Sanitary dan Phytosanitary adalah syarat mutlak 
yang harus dipenuhi para eksportir demi kesehatan 
para konsumen. Perjanjian perdagangan 
bebas tidak untuk mewadahi mengenai perubahan 
standar kualitas produk ikan yang akan 
diperdagangan. Yang sering menjadi kendala atas 
produk ikan Indonesia adalah kandungan logam 
berat seperti Timbal, Kadmium dan Nikel pada 
produk ikan yang dieskpor. Kandungan logam 
berat ini sangat tergantung pada kondisi laut 
dan tingkat pencemaran yang terjadi diperairan 
Indonesia. Tetapi kondisi ekonomi eropa yang 
sedang menurun belakangan ini menyebabkan 
Customs Eropa tidak melakukan pengecekan 
yang ketat terhadap impor produk-produk ikan 
yang masuk ke pasarnya. Untuk saat ini, terutama 
tahun 2011 ekspor ke Eropa dirasakan lebih mudah 
dan penolakan yang terjadi dapat diminimalisasi 
karena adanya peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan yang menerapkan pengawasan 
dilakukan selama proses penangkapan atau budi 
daya ikan dan udang dan juga selama dalam 
proses produksi, bukan hanya berdasarkan pada 
hasil akhir produksi. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Dari hasil tinjauan berdasarkan indicative 
potential trade, dari 130 pos tarif HS 6 digit dalam 
kelompok fish and marine product (produk udang 
kecil dan udang biasa, produk filet ikan beku untuk 
jenis ikan selain Swordfish dan Toothfish, Pasta 
Udang, Tuna olahan, produk ikan segar termasuk 
cumi segar), terdapat 20 pos tarif yang sangat 
berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA (masing- 
masing pos tarif memiliki potensi nilai ekspor diatas 
US$ 2 juta). 


Hambatan tarif bea masuk yang masih tinggi 
di negara anggota EFTA untuk 20 pos tarif produk 
perikanan yang memiliki potensi ekspor yang besar 
adalah di Islandia tarif bea masuk sebesar 10% 
untuk produk udang dengan HS 1605.20; Tuna (HS 
1604.14); moluska dan invertebrata air lainnya(HS 
1605.90), dan produk sarden (HS. 1604.13), untuk 
Swiss dan Lisentin, tarif bea masuk yang digunakan 
adalah specific tarif yaitu CHF per 100 kg berkisar 
antara 1,2 CHF per 100 kg sampai 10 CHF per 
100 kg. Hambatan non tarif yang dihadapi adalah 
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terkait dengan kepentingan pemerintah negara 
anggota EFTA untuk melindungi rakyatnya dari 
kemungkinan masuknya makanan-makanan yang 
tercemar dan dapat membahayakan kesehatan 
selain juga memproteksi industri dalam negerinya. 
Kendala yang sering dihadapi atas ekspor produk 
ikan Indonesia adalah tingginya kandungan logam 
berat seperti Timbal, Kadmium dan Nikel pada 
produk ikan yang diekspor. Kandungan logam berat 
ini sangat tergantung pada kondisi laut dan tingkat 
pencemaran yang terjadi diperairan Indonesia. 


Keengganan untuk melakukan ekspor ke 
pasar EFTA dan Eropa lebih disebabkan oleh 
masih tetap tingginya permintaan dari pasar-pasar 
utama ekspor ikan seperti Jepang dan Amerika 
Serikat, sehingga para eksportir ikan masih belum 
mengoptimalkan pasar EFTA dan Eropa. Dalam 
kerjasama bilateral Indonesia dan EFTA, Indonesia 
harus dapat memperjuangkan penurunan/ 
penghapusan hambatan tarif maupun non tarif di 
pasar EFTA dan pemerintah harus mendorong 
pelaku usaha untuk mulai melakukan penetrasi pasar 
ke EFTA dan diversifikasi produknya, mengingat 
kondisi ekonomi Amerika Serikat yang masih belum 
pulih sekaligus mengulangi ketergantungan pasar 
ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang tersebut. 
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Lampiran/Appendix 


Lampiran 1. Potensial Produk Ikan dan Hasil Laut Indonesia di Pasar EFTA. 
Appendix 1. Potential Products Fish and Marine Indonesia Results in EFTA Markets. 


Swiss & Iceland 


Simple = P A Indicative 
Kode HS a 5 Liechstenstein Norway (Simple s 
NO 6 digit Uraian Barang an rage Tara (CHF per 100 (Specific) Average Potensial Trade 
Indonesia (%) 5 2010 
Kg) %) 
4 0306.13 Shrimps And Prawns. Including In 5.00 0.00 0.00 0.00 168,012,569,00 


Shell. Cooked By Steaming Or By 
Boiling In Water. Frozen 

2 0304.29 Fish Fillets & Other Fish Meat 10.00 6.67 0.00 0.00 119,126,749,00 
(Excl. Of 0304.21-0304.92. 
Whether/Not Minced). Frozen 
Fillets 

3 1605.20 Shrimps And Prawns. Prepared 5.00 0.00 0.00 10.00 85,777,929,00 
Or Preserved. Including Products 
Containing Fish Meat 

4 1604.14 Tunas. Skipjack And Atlantic 7.50 6.50 0.00 10.00 48,049,726,00 
Bonito (Sarda Spp). Prepared Or 
Preserved. Whole Or In Pieces. 


But Not Minced 

5 0302.69 Fish. Nesoi. Excluding Fillets. 7.50 1.50 0.00 0.00 47,792,878,00 
Livers And Roes. Fresh Or Chilled 

6 0304.99 Fish Fillets & Other Fish Meat 10.00 7.50 0.00 0.00 17,705,506,00 


(Excl. Of 0304. 11-0304.29. 
Whether/Not Minced).N.E.S. 


7 0304.19 Fish Fillets & Other Fish Meat 10.00 6.33 0.00 0.00 9,674,307,00 
(Excl. Of 0304. 11-0304.12. 
Whether/Not Minced). Fresh/ 


Chilled 

8 0307.49 Cuttle Fish And Squid. Frozen. 5.00 0.00 0.00 0.00 9,616,563,00 
Dried. Salted Or In Brine 

9 0301.10 Fish. Ornamental. Live 3.33 1.60 0.00 0.00 9,179,158,00 

9,1 

10 1605.90 Molluscs And Other Aquatic 5.00 0.00 0.00 10.00 68,888,00 
Invertebrates (Clams. Abalone. 
Scallops. Squid. Etc.). Prepared 
Or Preserved. Including Products 
Containing Fish Meat 

11 0303.79 Fish. Nesoi. Excluding Fillets. 7.50 1.50 0.00 0.00 8,867,119,00 
Livers And Roes. Frozen 

12 0305.49 Fish. Including Fillets. Smoked. 5.00 10.00 0.00 0.00 8,790,735,00 
Nesoi 

13 2301.20 Flours. Meals And Pellets. Of Fish 0.00 0.00 0.00 0.00 8,463,254,00 


Or Of Crustaceans. Molluscs Or 
Other Aquatic Invertebrates. Unfit 
For Human Consumption 
14 1604.13 Sardines. Sardinella And 6.25 4.33 0.00 10.00 7,984,080,00 
Brisling Or Sprats. Prepared Or 
Preserved. Whole Or In Pieces. 
But Not Minced 
15 0306.22 Lobsters (Homarus Spp.). Live. 4.29 0.00 0.00 0.00 6,648,038,00 
Fresh. Chilled. Dried. Salted Or In 
Brine. Or Cooked By Steaming Or 
Boiling In Water. Not Frozen 


16 0301.99 Fish. Live. Nesoi 4.44 1.20 0.00 0.00 6,617,214,00 

17 0307.59 Octopus. Frozen. Dried. Salted 5.00 0.00 0.00 0.00 5,854,868,00 
Or In Brine 

18 0302.29 Flatfish. Nesoi. Excluding Fillets. 5.00 0.00 0.00 0.00 3,195,872,00 


Livers And Roes. Fresh Or Chilled 


Sumber: Trademap (Diolah)/Source : Trademap (Processed) 
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ABSTRAK 


Pada dua dekade terakhir, kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu 
telah menunjukkan degradasi yang mengkawatirkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai 
tahun 2004 Pemda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama masyarakat menerapkan 
program Areal Perlindungan Laut-Berbasis Masyarakat (APL-BM) di lima kelurahan. Tujuan penelitian 
adalah : (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL-BM, dan: (2) 
menganalisis faktor — faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengumpulan data 
dilakukan selama periode Juni 2011—Mei 2012 dengan menggunakan kuesioner, pengamatan dan kajian 
pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah individu pemanfaat utama sumberdaya alam berbasis 
ekosistem terumbu karang secara langsung. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah acak 
berproporsi sehingga terpilih 202 responden. Data dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif 
dan inferensia dengan model persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian menunjukkan : (1) tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL-BM pada keseluruhan tahapan kegiatan adalah rendah 
dan (2) faktor — faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah kemampuan 
organisasi dan motivasi masyarakat. Kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh indikator pendekatan 
komunikasi, kesesuaian konsepsi program dan intensitas peran penyuluhan. 


Kata Kunci: tingkat partisipasi, daerah perlindungan laut berbasis masyarakat 


ABSTRACT 


In the last two decades, the coral reef ecosystem in Kepulauan Seribu has shown a significant 
degradation. Considered this, in 2004 the government of Kepulauan Seribu District initiated collaborative 
program in five villages and the program called as community based—marine protected area. The research 
objectives were: (1) to analyze community’s participation level in managing marine protected area in 
Kepulauan Seribu District and (2) to analyze the determinant factors that influence the community’s 
participation. The data were collected from June 2011 — May 2012 by using questionnare, observation 
and reviewing existing documents. Units of analizing were 202 respondents of primary stakeholders 
that utilize fisheries—marine resources directly. The data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics based on structural equation modelling (SEM). The conclusions of the study are: (1) the level 
of community’s participation in managing marine protected is low and (2) this condition is influenced 
by community organisation’s ability and community’s motivation. Community organisation’s ability and 
motivation are in low level. The factors which influence community organisation’s’ ability and community’s 
motivation are communication approaches, the compatibility of program conception and intensity of 
extention agents roles. 


Keywords: participation level, community based marine protected area 
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PENDAHULUAN 


Kualitas ekosistem terumbu karang di 
Kepulauan Seribu saat ini umumnya dikategorikan 
dalam kondisi rusak hingga sedang. Penelitian 
Yayasan Terangi menunjukkan bahwarerata tutupan 
karang hidup adalah sebesar 32,69 % pada tahun 
2004, 33,61 % pada tahun 2005 dan 31,33 % pada 
tahun 2007. Apabila penurunan kualitas ekosistem 
terumbu karang ini tidak segera ditangani maka 
akan semakin berakibat buruk bagi pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut 
(Terangi, 2009). 


Diperlukan suatu konsepsi pengelolaan 
yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah 
kerusakan serta menjaga sumberdaya dan 
ekosistem pesisir-kelautan secara berkelanjutan. 
Salah satu upaya memperkuat inisiatif masyarakat 
agar mengambil peran yang lebih besar dalam 
mengelola sumberdaya pesisir adalah dengan 
mengembangkan daerah perlindungan laut berbasis 
masyarakat (co-management) oleh masyarakat, 
pemerintah setempat serta pemangku kepentingan 
lainnya. Konsep ini berangkat dari pemahaman 
bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk 
memperbaiki kualitas hidupnya sehingga yang 
diperlukan adalah dukungan untuk mengelola 
sumberdaya sesuai dengan kebutuhannya (Hartoto 
dkk., 2009). 


Mempertimbangkan laju kerusakan 
sumberdaya perikanan dan kelautan yang terus 
terjadi di wilayah perairan Kepulauan Seribu, pada 
tahun 2004 pemerintah daerah setempat melalui 
Suku Dinas Kelautan-Perikanan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu dan masyarakat 
sepakat untuk menerapkan program Areal 
Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (APL- 
BM) di Kelurahan Pulau Panggang. Program ini 
kemudian juga diterapkan pada empat kelurahan 
lainnya yaitu Kelurahan Pulau Harapan, Pulau 
Kelapa, Pulau Tidung dan Pulau Pari. Konsep 
dasar dari program APL-BM adalah membebaskan 
kawasan tertentu dari aktivitas yang dapat 
mempengaruhi kemampuan ekosistem perairan 
laut untuk memulihkan diri secara alamiah. 
Pengelolaan kawasan APL-BM dilakukan secara 
kolaboratif bersama antara pemerintah, masyarakat 
dan stakeholder lainnya. 


Hingga saat ini, kemauan, kemampuan serta 
peluang masyarakat untuk berperan aktif dalam 
mengelola sumberdaya belum berjalan optimal 
dan masih terkendala berbagai faktor. 
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Fauzi dan Buchary (2002) mengemukakan fakta 
terjadi kesenjangan partisipasi masyarakat dan 
komunikasi dalam pengelolaan sumberdaya 
perikanan—kelautan di wilayah Taman Nasional Laut 
Kepulauan Seribu. Pendapat serupa dikemukakan 
oleh Clifton (2003), Sangadji (2010) dan Glaser 
et al. (2010) bahwa partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan daerah perlindungan laut 
di Indonesia berada dalam kategori rendah 
dan menghadapi berbagai kendala dalam 
pengembangannya. 


Belum optimalnya partisipasi masyarakat 
pada pelaksanaan program APL-BM dalam 
pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan 
di wilayah Kepulauan Seribu saat ini merupakan 
akibat dari interaksi berbagai faktor. Faktor 
partisipasi masyarakat adalah satu di antara 
faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan 
program daerah perlindungan laut, sehingga 
penting untuk dilakukan kajian yang menganalisa 
kinerja partisipasi masyarakat dalam implementasi 
program. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan 
penelitian dirumuskan sebagai berikut 
(1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat 
dalam upaya pengelolaan APL-BM di wilayah 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 
(2) menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
APL-BM. 


METODE PENELITIAN 


Kerangka Pemikiran 


Paradigma baru pembangunan perikanan 
dan kelautan yang merupakan koreksi terhadap 
paradigma lama yang kurang memperhatikan 
keberadaan dan peran masyarakat sekitar pesisir. 
Paradigma baru ini berupaya menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. 
Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai obyek 
pembangunan, melainkan dilihat sebagai subyek 
yang aktif yang memiliki inisiatif, kemauan dan 
kemampuan dalam mengelola dan melestarikan 
sumberdaya perikanan—kelautan. Paradigma 
ini telah memberikan peluang dan ruang gerak 
yang lebih luas kepada masyarakat pesisir 
untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam 
pengelolaan sumberdaya. Dengan partisipasi 
seperti ini maka akan timbul rasa memiliki (sense of 
belonging) dan rasa tanggung jawab (sense 
of responsibility) atas keberhasilan kegiatan 
pengelolaan sumberdaya. Partisipasi masyarakat 
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yang utuh dan menyeluruh adalah 
keberlanjutan program pembangunan. 


jaminan 


Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
memerlukan persyaratan kemampuan tertentu 
dalam pelaksanaannya (Alpizar, 2006, Pomeroy 
dan Rivera-Guieb, 2006). Partisipasi dalam 
mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan 
melalui program APL-BM tidak dapat berlangsung 
sebagaimana yang diharapkan apabila kelompok- 
kelompok masyarakat pemanfaat yang terlibat 
tidak memiliki kemampuan yang memadai. 


Karakteristik Individu/ 
Individual Capacity 
1 


(Erwiantono, Siti A., Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng) 


Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya perikanan dan kelautan pada dasarnya 
didorong oleh adanya motivasi untuk memperoleh 
sesuatu dari partisipasi tersebut (Zanettel dan 
Knuth, 2004). Motivasi bersifat fluktuatif serta 
mengalami modifikasi karena pengaruh pengalaman 
dan pola perkembangan kepribadiannya. Proses 
belajar dalam diri seseorang pada umumnya 
dipengaruhi faktor internal yang bersifat fungsional 
dan faktor eksternal yang bersifat struktural 
(Amanah, 2006; Aldon et al., 2011). Gambar 1 
menampilkan kerangka penelitian. 


mengelola usaha perikanan 
kelautan/Scientific capacity in 
exposure 


fisheries resources 
Kearifan lokal dalam 


Dinamika Sosial Budaya 
Masyarakat/Socioculture 
Dynamics (X2) 


Kekosmopolitan/ 
Cosmopolitan 
Keterdedahan terhadap 
media massa/Mass media 


Xıı Umur/Age 
X12 Pengalaman dalam 
mengelola Usaha perikanan 
kelautan/Experience in 
fisheries enterprise 
management i : 
Xi3 Pendidikan formal/Formal rae Dais PEN lotan 
education x 
Xi4 Tingkat pendapatan/Personal APL-BM/Capacity of 
income Community Organization in 
X15 Jumlah tanggungan/Family Managing CB-MPA(X,) 
member 
X16 Pendidikan non formal/Non Kemampuan 
formal education . teknis/Technical capacity 
X17 Jenis pekerjaan/Occupation x Kemampuan 
Xıs Status kepemilikan alat kk manajerial/Managerial 
produksi/Capital ownership capacity 
Xia Pengetahuan dalam Kas Kemampuan social/Sosial 


capacity 


Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan APL- 
BM/Community Participation 
in Managing CB-MPA (Y1) 


Merencanakan 
program/Program planning 
Melaksanakan 
kegiatan/Program 
implementing 

Menikmati hasil/Receiving 
benefits 

Mengevaluasi 
kegiatan/Program 
monitoring-evaluating 


Yaa 


Yiz 


management 

mengelola sumberdaya/Local 
wisdom and ethics 

Dukungan tokoh masyarakat 
informal/Support from 
informal leader 

Dukungan tokoh masyarakat 
formal/Support from 


Motivasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan APL- 
BM/Community Motivation in 
Managing CB-MPA (Ks) 


government staff 
Dukungan swasta organisasi 
non pemerintah/Support from 
NGO and private sector 


Kualitas Program Pengelolaan 
APL-BM/Ouality of CB-MPA 
Management Program (X3) 


| 


Pendekatan komunikasi 
program/Public 
Communication approach 
Inisiasi dan kontinuitas 
program/Initiatives and 
program sustance 
Kesesuaian konsepsi 
program/Compability of 
program conception 
Intensitas peran 
penyuluhan//ntensity of 
extension agent roles 


Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian partisipasi 


Meningkatkan 
pendapatan/Income raising 
Pengakuan atas 
kredibilitas/Credibility 
acknoeledgement 
Melestarikan 
sumberdaya/Resources 
conservation 


masyarakat dalam pengelolaan areal 


Perlindungan Laut — Berbasis Masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan 


Seribu, DKI Jakarta. 
Figure 1. 


Logical Framework Correlating Different Indicators In Analyzing Community 


Participation in CB-MPA in Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. 
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Rancangan Penelitian 


Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah survei deskriptif eksplanatori yang bersifat 
menjelaskan suatu fenomena, fakta-fakta dan 
gejala yang ada pada suatu tempat serta mencari 
keterangan secara faktual tentang berbagai hal 
tersebut dengan menguji model teoritiknya (Nazir, 
1985, Singarimbun dan Effendie, 2006). Penelitian 
dilaksanakan di lima kelurahan yang memiliki 
program  APL-BM, Kabupaten Administratif 
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh individu yang memanfaatkan 
secara langsung sumberdaya perikanan dan 
kelautan berbasis ekosistem terumbu karang 
sebagai sumber utama penghidupannya (pimary 
stakeholders) di lokasi penelitian. Sebanyak 202 
responden dipilih dengan tehnik acak proporsional 
(proportional random sampling). Data primer 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang 
dibuat berdasarkan skala Likert berskala empat 
dan data sekunder dikumpulkan melalui analisis 
dokumen serta publikasi dari lembaga terkait. 


Pengolahan dan analisis data dilakukan 
menggunakan statistik deskriptif dan statistik 
inferensial. Statistik deskriptif digunakan dalam 
rangka memberikan gambaran mengenai sebaran 
responden pada setiap peubah dengan memakai 
tabel distribusi frekwensi. Selanjutnya untuk 
melakukan estimasi atau pendugaan atau populasi 
(generalisasi) dalam rangka melihat sejauh mana 
peubah bebas mempengaruhi peubah terikat 
serta untuk melihat kecocokan model penelitian 
yang dirancang (model hipotetik) dengan model 
sesungguhnya, digunakan statistik inferensial yaitu 
menggunakan SEM (structural eguation modelling). 
Pengolahan dan analisis data menggunakan 
bantuan program SPSS dan LISREL. Untuk 
memudahkan analisis dan pengolahan data makan 
terlebih dahulu disusun model hipotetik persamaan 
struktural, dengan mengacu pada kerangka berpikir 
sehingga terlihat jelas jalur pengaruh antara peubah 
laten eksogen (X1, X2, X3,X4 dan X5) dan peubah 
laten endogen (Y1) dengan indikator refleksinya 
terlihat pada Gambar 1. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa 


dan Teluk Jakarta merupakan wilayah dengan 
karakteristik dan potensi alam yang berbeda dengan 
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wilayah DKI Jakarta lainnya. Wilayah ini pada 
dasarnya tersusun oleh ekosistem pulau-pulau 
sangat kecil dan perairan laut dangkal yang terdiri 
dari gugus kepulauan dengan 110 pulau sangat 
kecil, 86 gosong pulau dan hamparan laut dangkal 
yang terdiri dari laguna, selat, teluk, terumbu 
karang tipe fringing reef dan reef flat, mangrove 
dan lamun di sekitar pulaunya. Dari jumlah pulau 
yang berada di dalam kawasan perairan tersebut 
diantaranya 20 pulau sebagai pulau wisata yang 
dikelola perorangan atau badan usaha dan 11 
pulau sebagai hunian penduduk (Terangi, 2009). 


Jenis-jenis karang yang umum ditemukan 
adalah jenis karang keras (hard coral) seperti 
karang batu (massive coral) misalnya Monstastrea 
dan Labophyllia, karang meja (Table coral), karang 
kipas (Gorgonia), karang daun (Leaf coral), karang 
jamur (Mushroom coral) dan jenis karang lunak 
(Soft coral). Jenis ikan hias yang banyak ditemukan 
diantaranya adalah jenis-jenis yang termasuk 
dalam famili Chaetodontidae, Apogonidae dan 
Pomancanthidae, sedangkan jenis ikan konsumsi 
yang bernilai ekonomis tinggi antara lain adalah 
baronang (Family Siganidae), ekor kuning (Family 
Caesiodiae), kerapu (Family Serranidae) dan 
tongkol (Eutynus Sp.). 


Saat ini kondisi ekosistem terumbu karang 
Kepulauan Seribu sangat memprihatinkan, 
terutama di pulau-pulau yang berdekatan dengan 
daratan Jawa. Porsi terbesar kerusakan terumbu 
karang adalah akibat kegiatan manusia di antaranya 
adalah penangkapan ikan yang merusak dan 
berlebih, pencemaran air, penimbunan sampah, 
penambangan pasir dan karang serta penebangan 
hutan mangrove (Terangi, 2009). 


Mempertimbangkan laju kerusakan 
sumberdaya perikanan dan kelautan yang terus 
terjadi tersebut, pada tahun 2004 pemerintah dan 
masyarakat secara sepakat untuk menetapkan 
program APL-BM di lima kelurahan. Pada areal inti 
perlindungan dilakukan upaya khusus konservasi 
dengan melakukan kegiatan tranplantasi karang 
dan restocking ikan. Areal inti juga dikelilingi 
pelampung sebagai penanda batas dengan areal 
penyangga dan pemanfaatan yang berada di 
luarnya. Konsep dasar dari APL-BM adalah 
membebaskan kawasan dari aktivitas yang dapat 
mempengaruhi kemampuan ekosistem perairan 
laut untuk memulihkan diri secara alamiah. Dalam 
keputusan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan 
kawasan APL-BM tersebut dilakukan secara 
kolaboratif bersama antara pemerintah, masyarakat 
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dan pemangku kepentingan lainnya. Zonasi APL- 
BM di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
berdasarkan SK. Bupati No. 357 / 2004 adalah : 


1. Areal inti: merupakan areal di mana pada 
lokasi tersebut tidak boleh dilakukan 
kegiatan pemanfaatan apapun, kecuali 
aktivitas untuk kepentingan konservasi. 
Areal inti merupakan areal tempat 
memelihara fungsi ekologis perairan laut 


2. Areal penyangga: merupakan areal yang 
ditetapkan untuk melindungi areal inti. 
Areal ini dapat dimanfaatkan untuk aktivitas 
lain yang jenis dan waktu pemanfatannya 
disesuaikan dengan norma — norma yang 
ditetapkan masyarakat setempat. 


3. Areal pemanfaatan: merupakan areal 
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
penangkapan dengan alat tangkap 
yang tidak merusak lingkungan dan 
menggunakan bahan yang dilarang. 


sade iets’ (Erwiantono, Siti A., Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng) 


Pada saat dilakukan penelitian, kualitas 
ekosistem terumbu karang pada areal inti 
perlindungan menunjukkan kondisi yang beragam. 
Kondisi kualitas ekosistem terumbu karang di 
Kelurahan Pulau Tidung tersebut tergolong dalam 
kategori paling baik (Tabel 1). 


Selain menerapkan program APL — BM 
dengan areal perlindungan khusus, Pemda 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sejak 
tahun 2005 juga melakukan program rehabilitasi 
ekosistem terumbu karang di areal pemanfaatan, 
melalui aktivitas penenggelaman terumbu buatan 
(fish shelter). Fish shelter adalah struktur benda 
padat buatan manusia yang ditenggelamkan 
di perairan dengan tujuan menjadi tempat 
perlindungan dan berkumpulnya ikan di dalam atau 
di sekitar struktur tersebut. 


Fish shelter ditenggelamkan di sejumlah 
lokasi yang terumbu karangnya mengalami 
kerusakan atau yang perairannya ditengarai 


Tabel 1. Sebaran Kualitas Ekosistem Terumbu karang di Areal Inti APL-BM. 
Tabel 1. Distribution of Coral Reef @uality in Core Zone of Comunity Based Marine Protected 


Area (CB-MPA). 


Kriteria 
Kualitas Ekosistem/ 


Lokasi APL-BM/Location of CB-MPA 


Criterias of Ecosystem Panggang Harapan Kelapa Tidung Pari 
Guality 
Tutupan karang keras (%)/ 40.67 24.33 59.50 61.56 42.58 
Hard coral cover(%) 
Indeks kematian karang 0.44 0.63 0.64 0.19 0.34 


(0 — 1)/ Coral mortality index 
(0-1) 


Sumber : Laporan Monitoring — Evaluasi Ekosistem Laut Kepulauan Seribu. 2011 
Source : Report of Monitoring and Evaluation for Marine Ecosystem in Kepulauan Seribu. Sub-Bureau for Marine and Agricultural 


Affairs of Kepulauan Seribu 2011 


Tabel 2. Sebaran Komunitas Ikan Terumbu Karang pada Fish Shelter. 
Tabel 2. Distribution of Coral Reef’s Fish in Fish Shelter. 


Kriteria/Criterias Lokasi Fish Shelter/Location of Fish Shelter 
Panggang Harapan Kelapa Tidung Pari 
Distribusi Jenis ikan/ 13 famili / 10 famili / 5 famili / 12 famili / 14 famili / 
Fish Distribution families. 16 families. families. families. families. 
spesies / 33 spesies/ 12 spesies / 35 spesies/ 26 
species species species species spesies/ 
species 
Jumlah pengamatan/ 240 585 237 702 530 


Total observation 


Sumber : Laporan Monitoring — Evaluasi Ekosistem Laut Kepulauan Seribu. 2011 
Source : Report of Monitoring and Evaluation for Marine Ecosystem in Kepulauan Seribu. Sub-Bureau for Marine and Agricultural 


Affairs of Kepulauan Seribu. 2011 
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mengalami kelangkaan ikan. Hasil dari kegiatan 
ini diharapkan dapat memperbaiki sumberdaya 
perikanan dan kelautan secara lestari di wilayah 
Kepulauan Seribu. Keragaan produktivitas 
sumberdaya perikanan pada fish shelter di 
Kepulauan Seribu disajikan pada Tabel 2. 


Karakteristik Pemanfaat Sumber 


Perikanan — Kelautan 


Daya 


Karakteristik individu responden secara 
mayoritas adalah berusia dewasa muda (rataan 
usia 37,8 tahun), memiliki tingkat pendidikan 
formal tingkat menengah (rataan durasi pendidikan 
formal 7,4 tahun) dan tingkat pendidikan non formal 
rendah (rataan durasi pendidikan non formal setara 
7,6 jam pelatihan), berpenghasilan rendah (rataan 
pendapatan Rp. 1.893.470), memiliki tanggungan 
keluarga rendah (rataan tanggungan keluarga 2,9 
jiwa). Mayoritas responden memiliki rataan tingkat 
pengalaman 18,5 tahun, bekerja sebagai nelayan 
dengan alat tangkap pancing (31,1 Yo), berstatus 
sebagai pekerja dalam struktur relasi kerja (65 
Yo) serta memiliki pengetahuan cukup dalam 
pengelolaan sumberdaya (47,4%). 


Dinamika Sosial Budaya Masyarakat 


Secara umum, responden tergolong sebagai 
individu dengan tingkat kekosmoplitan rendah 
(76,1 Yo) dengan tingkat keterdedahan media 
massa yang rendah pula (64,3 Yo). Hasil penelitian 
menunjukkan mayoritas responden (57,3 %) 
berpenilaian dukungan kearifan lokal berpengaruh 
rendah terhadap pengelolaan program APL—BM. 
Terdapat 50,4 Yo responden menilai dukungan 
tokoh masyarakat informal dikategorikan rendah, 
60,5 % responden menilai bahwa dukungan tokoh 
masyarakat rendah dan 68,1 % responden menilai 
dukungan organisasi non pemerintah dan swasta 
rendah dalam pengelolaan APL—BM. 


Kualitas Program Pengelolaan APL-BM 


Mayoritas responden beranggapan bahwa 
kualitas program APL-BM berada pada kategori 
rendah pada tiga indikator penilaian dan kategori 
sedang pada satu indikator lainnya. Terdapat 
sebanyak 67,7 Yo responden menilai rendah pada 
indikator kualitas pendekatan komunikasi, 85,6 Yo 
responden menilai rendah pada indikator kualitas 
inisiatif dan kontinuitas program serta 68,4 % 
responden menilai rendah pada indikator kualitas 
kesesuaian konsepsi program. Pada penilaian 
berkaitan dengan aspek dampak intensitas 
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peran penyuluhan, terdapat 53,1 Yo responden 
memberikan penilaian sedang. 


Kemampuan Organisasi 
Pengelolaan APL-BM 


Masyarakat dalam 


Tingkat kemampuan organisasi masyarakat 
dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator 
program APL-—-BM dinilai responden berada dalam 
tingkat rendah menuju sedang, dicirikan oleh 
indikator kemampuan teknis yang dipersepsikan 
dengan tingkat sedang oleh 58,0 Yo responden, 
indikator tingkat kemampuan manajerial 
dipersepsikan rendah oleh 55,3 Yo responden dan 
aspek kemampuan sosial yang juga dipersepsikan 
rendah oleh 50,4 % responden. 


Motivasi Responden untuk Berpartisipasi 
Dalam Pengelolaan APL-BM 


Mayoritas responden tergolong memiliki 
tingkat motivasi sedang pada tiga indikator yang 
digunakan untuk mengukur motivasi yaitu motivasi 
untuk meningkatkan pendapatan (58,9 %), 
mendapatkan pengakuan atas kredibilitas (56,9 Yo) 
dan melestarikan sumberdaya (51,5%). 


Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan APL-BM 
Tingkat partisipasi masyarakat dalam 


pengelolaanAPL-BM tergolong rendah pada semua 
tahapan partisipasi. Terdapat 67,2 Yo responden 
yang menunjukkan tingkat partisipasi rendah 
pada tahapan merencanakan kegiatan, 58,6 % 
responden berpartisipasi rendah pada tahapan 
melaksanakan kegiatan, 62,8 % responden 
berpartisipasi rendah pada tahapan menikmati 
hasil kegiatan dan 52,1 Yo berpartisipasi rendah 
pada tahapan mengevaluasi kegiatan (Tabel 3). 


Partisipasi pada tahapan merencanakan 
kegiatan 
Perencanaan merupakan langkah awal 


yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan. 
Perencanaan yang baik dan sistematis dapat 
memberikan arah dan menjadi pedoman bagi 
berlangsungnya suatu kegiatan. Secara umum, 
tingkat partisipasi resnponden dalam tahapan 
perencanaan kegiatan APL-BM di lima kelurahan 
Kepulauan Seribu tergolong rendah. Sebagian 
besar responden jarang menghadiri pertemuan yang 
diadakan dalam rangka membuat perencanaan 
program kerja APL-BM karena merasa tidak 
diundang. 
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Gage (Erwiantono, Siti A., Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng) 


Tabel 3. Sebaran Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APL — BM. 
Tabel 3. Distribution of Community Participation Level in Managing CB-MPA. 


Tingkat Partisipasi 


Kelurahan! Villages 


Masyarakat/ Panggang Harapan Kelapa Tidung Pari Total 
Community (00) (09) (%) (20)... (00) i 
Participation Level 
Tingkat partisipasi dalam merencanakan kegiatan/ 
Community Participation Level in Planning Activities 
Rendah /Low 63.6 78.6 71.0 53.2 69.5 67.2 
Sedang /Middle 20.0 13.3 14.5 26.3 17.0 18.2 
Tinggi/High 16.4 8.1 14.5 20.5 13.5 14.6 
Rataan skor/ Scores 10.5 10.5 10.0 12.0 10.1 10.8 
Average 
Tingkat partisipasi dalam melaksanakan kegiatan/ Community Participation Level in Implementing 
Activities 
Rendah /Low 67.3 67.1 75.5 13.2 69.8 58.6 
Sedang /Middle 23.6 20.6 24.5 76.8 20.2 33.1 
Tinggi/High 9.1 12.3 0.0 10.0 10.0 8.3 
Rataan skor/ 12.6 12.1 12.0 16.2 12.3 12.4 
Scores Average 
Tingkat partisipasi dalam menikmati kegiatan/ 
Community ParticipationLevel in Gaining Benefit Activities 
Rendah /Low 67.3 62.8 79.6 36.8 67.6 62.8 
Sedang /Middle 20.0 28.6 15.9 43.2 25.4 26.6 
Tinggi/High 12.7 8.6 4.5 20.0 7.0 10.6 
Rataan skor/ Scores 2.2 2.4 2.1 4.3 2.5 2.4 
Average 
Tingkat partisipasi dalam mengevaluasi kegiatan/ 
Community Participation Level in Monev Activities 
Rendah /Low 47.3 62.9 55.4 36.2 58.7 52.1 
Sedang /Middle 32.7 33.3 32.3 43.2 28.6 34.0 
Tinggi/High 20.0 13.8 12.3 20.5 12.7 13.9 
Rataan skor/ Scores 12.6 10.3 10.0 14.3 10.5 10.7 
Average 


Sumber : data primer. diolah/Source : Primary data processed 


Pada saat menghadiri pertemuan, 
responden cukup aktif dalam memberikan kontribusi 
pemikiran berupa masukan atau sanggahan, 
tetapi responden merasa tidak mendapat apresiasi 
yang memuaskan. Hambatan ini berdampak 
pada susunan program kerja yang juga dianggap 
tidak sesuai dengan situasi yang sesungguhnya 
berkembang di lapangan dalam pandangan 
responden. Secara statistik tidak terdapat 
perbedaan signifikan pada tingkat partisipasi dalam 
merencanakan kegiatan APL-BM di lima kelurahan 
yang diteliti. 

Partisipasi pada tahapan melaksanakan 
kegiatan pengelolaan APL-BM 


Secara umum, tingkat partisipasi resnponden 
dalam tahapan pelaksanaan kegiatan APL — BM di 


wilayah Kepulauan Seribu tergolong dalam tingkat 
rendah. Sebagian besar responden tidak pernah 
ikut berkontribusi menyumbangkan uang dan 
alat — bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan penglolaan APL-BM, tetapi responden 
tidak berkeberatan jika diminta memberikan 
kontribusi tenaga kerja. Alasan responden adalah 
selama ini tidak ada penjelasan yang memuaskan 
tentang skema kebutuhan dana dan sarana — 
prasarana dalam pengelolaan APL-BM serta 
bagaimana proporsi kontribusi dari para pemangku 
kepentingan yang ada. 


Rendahnya partisipasi 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan APL-BM 
juga diindikasikan oleh rendahnya kepatuhan 
dalam mentaati peraturan tentang aktivitas yang 
diijinkan pada zonasi APL-BM. Pelanggaran 


pada tahap 
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yang paling sering terjadi adalah dilakukannya 
dilakukannya aktivitas pemanfaatan ekstraktif di 
areal inti perlindungan. Responden tidak menegur 
dan melaporkan tindakan pelanggaran dari pihak 
lain yang mereka lihat karena tidak memahami 
prosedur penertiban yang berlaku dalam lingkup 
kerja APL-BM di wilayah kelurahannya sendiri 
maupun di wilayah kelurahan lain. 


Secara statistik terdapat perbedaan 
signifikan pada tingkat partisipasi dalam 
melaksakan kegiatan APL-BM di Kelurahan Pulau 
Tidung dengan ke empat kelurahan lainnya yang 
diteliti. Hal ini berhubungan dengan ketegasan 
organisasi pengelola dan anggota masyarakat 
dalam menegakkan peraturan yang berlaku, baik 
terhadap warga dari kelurahannya sendiri maupun 
dari kelurahan lain yang datang ke wilayah mereka. 


Partisipasi pada tahapan menikmati hasil 


kegiatan pengelolaan APL-BM 


Sebagian besar responden menunjukkan 
tingkat partisipasi rendah dalam tahapan 
menikmati hasil kegiatan APL-BM di wilayah 
Kepulauan Seribu. Sebagian besar responden, 
terutama yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan 
tradisional tidak merasakan adanya peningkatan 
hasil tangkapan dan pendapatan yang signifikan 
sebagai dampak positif dari kegiatan pengelolaan 
APL-BM. Sementara itu, minoritas responden 
dari bidang kerja ekowisata dan budidaya karang 
komersial merasakan manfaat postitif dari kegiatan 
APL-BM karena pekerjaan tersebut adalah 
alternatif pekerjaan baru yang tumbuh terkait 
dengan implementasi program APL-BM baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 


Secara statistik terdapat perbedaan signifikan 
pada tingkat partisipasi dalam melaksakan kegiatan 
APL-BM di Kelurahan Pulau Tidung dengan ke 
empat kelurahan lainnya. Hal ini disebabkan karena 
responden di Kelurahan Pulau Tidung merasakan 
manfaat nyata dari penerapan program APL—BM di 
kelurahannya. Mayoritas responden di Kelurahan 
Pulau Tidung bekerja sebagai nelayan pancing 
dan pemandu wisata. Responden beranggapan 
kualitas terumbu karang terjaga di wilayahnya 
terjaga dengan baik sehingga meningkatkan 
produktivitas berupa ikan hasil tangkapan yang 
memadai serta pada saat yang bersamaan usaha 
ekowisata berkembang dengan pesat adalah dua 
faktor utama yang bekerja secara simultan dalam 
meningkatkan manfaat dari pengelolaan APL-BM. 
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Periode hari kerja dimanfaatkan nelayan pancing 
untuk kegiatan penangkapan ikan yang hasilnya 
dijual pada pengelola usaha ekowisata untuk 
kemudian disimpan guna memenuhi pesanan 
konsumsi wisatawan pada akhir pekan. Sedangkan 
pada akhir pekan para nelayan pancing akan 
dilibatkan oleh para operator wisata sebagai mitra 
pemandu bagi wisatawan yang ingin merasakan 
wisata pemancingan di Kepulauan Seribu. 


Partisipasi pada tahapan 
kegiatan pengelolaan APL-BM 


mengevaluasi 


Tahapan mengevaluasi kegiatan merupakan 
langkah akhir dari siklus kegiatan, di mana pada 
tahap tersebut dilakukan penilaian terhadap 
rangkaian kegiatan sebelumnya sebagai bahan 
untuk perbaikan pada siklus kegiatan selanjutnya. 
Tingkat partisipasi responden dalam tahapan 
mengevaluasi kegiatan APL-BM di Kepulauan 
Seribu tergolong rendah. Mayoritas responden 
jarang menghadiri pertemuan yang diadakan 
dalam rangka mengevaluasi kinerja program kerja 
APL—BM yang sudah dan sedang berjalan. Pada 
saat menghadiri pertemuan, responden juga jarang 
menanyakan atau meminta penjelasan dari para 
pihak terkait bila merasa ada situasi yang tidak 
berjalan sesuai harapan. Demikian pula responden 
jarang memberikan masukan sebagai upaya 
perbaikan kegiatan. Jika mengajukan pertanyaan 
atau masukan, responden juga merasa tidak 
mendapat apresiasi yang memuaskan. Secara 
statistik tidak terdapat perbedaan signifikan pada 
tingkat partisipasi dalam mengevaluasi kegiatan 
APL — BM di pada lima kelurahan yang diamati. 


Analisis Faktor-Faktor 
Masyarakat 


Penentu Partisipasi 


Analisis terhadap faktor-faktor penentu 
tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan 
APL-BM di Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan SEM sehingga diperoleh hasil akhir 
model struktural dalam bentuk diagram lintasan 
sebagaimana Gambar 2. 


Faktor yang Mempengaruhi 
Organisasi Masyarakat (X4) 


Kemampuan 


Dari hasil analisis SEM diperoleh persamaan 
struktural faktor yang mempengaruhi peubah X4 
sebagai berikut : 


X4 = 0.82X3 ; R? = 0.67...... (Persamaan 1) 
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Chi- Square = 152,00, df = 78, p-value = 0,032, RMSEA = 0,069, CFI = 0,99, GFI = 0,91 


Gambar 2. Model Struktural Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APL-BM di Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu (Standardized). 


Figure 2. 
District (Standardized). 


Dari Persamaan 1 tersebut diperoleh 
informasi obyektif R? = 0,67 yang menandakan 
bahwa pengaruh peubah X3 terhadap X4 adalah 
sebesar 0,67 atau 67 Yo dan sisanya 33 % 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Semula diduga peubah Kemampuan 
Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan APL- 
BM (X4) dipengaruhi oleh peubah Karakteristik 
Individu (X1), Dinamika Sosial Budaya Masyarakat 
(X2) dan Kualitas Program Pengelolaan APL- 
BM (X3), namun temuan penelitian menunjukkan 
bahwa tidak semua semua peubah bebas yang 
diusung memiliki pengaruh nyata terhadap peubah 
Kemampuan Organisasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan APL-BM (X4). Oleh karena itu, 
hipotesis 1 tidak semuanya diterima, hanya terdapat 
satu peubah yang terbukti berpengaruh positip 
terhadap kemampuan organisasi masyarakat 
dalam pengelolaan APL—BM, yaitu peubah Kualitas 
Program Pengelola APL-BM (X3). 


Dari temuan di atas, dapat dinyatakan bahwa 
kualitas program merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi kemampuan organisasi masyarakat 


Structural Model of Community Participation in Managing CB-MPA in Kepulauan Seribu 


dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator 
utama pengelolaan APL-BM di Kepulauan Seribu. 
Semakin tinggi kualitas program pengelolaan yang 
meliputi indikator pendekatan komunikasi program, 
kesesuaian konsepsi program, intensitas peran 
penyuluhan maka akan meningkatkan kemampuan 
organisasi masyarakat dalam pengelolaan APL- 
BM yang meliputi kemampuan teknis, kemampuan 
manajerial dan kemampuan sosial. 


Indikator kualitas program pengelolaan 
APL-BM yang paling berpotensi mempengaruhi 
kemampuan organisasi masyarakat adalah 
kesesuaian konsepsi program. Paradigma 
pengelolaan sumberdaya perikanan— 
kelautan secara kolaboratif—partisipatif yang 
dimanifestasikan melalui penerapan program 
APL-BM adalah isu yang relatif baru dengan 
kompleksitas yang cukup tinggi bagi masyarakat 
di Kepulauan Seribu. Perubahan paradigma ini 
tidak mudah dilaksanakan karena membutuhkan 
perumusan  kesepakatan-kesepakatan yang 
mengakomodasi beragam kepentingan dan perlu 
didukung kesiapan sumberdaya manusia pengurus 
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organisasi masyarakat yang tanggap, sarana— 
prasarana dan skema pembiayaan yang memadai. 


Masyarakat menghendaki konsepsi program 
tersebut mampu diterjemahkan menjadi langkah- 
langkah praktis pengelolaan sumberdaya yang juga 
menjamin rasa berkeadilan dalam mendistribusikan 
manfaat pemulihan sumberdaya tersebut. Isu 
pemenuhan rasa keadilan dalam mendistribusikan 
manfaat program sangat berpengaruh pada 
kemampuan organisasi masyarakat dalam 
menjalankan perannya sebagai fasilitator program. 


Terdapat persoalan beda penafsiran tentang 
konsepsi pengelolaan sumberdaya melalui 
implementasi program APL-BM di Kepulauan 
Seribu pada kelompok—kelompok pemanfaat yang 
ada. Perbedaan tersebut terutama menyangkut 
aturan tentang aktivitas yang diizinkan pada 
areal inti perlindungan. Situasi lapangan yang 
berkembang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan 
bahwa areal inti tidak steril dari aktivitas selain 
aktivitas konservasi Kelompok nelayan sebagai 
kelompok pemanfaat tradisional menganggap 
bahwa peraturan yang melarang semua pihak 
untuk melakukan aktivitas ekstraktif pada areal inti 
tidak berjalan secara konsisten dan memenuhi rasa 
keadilan.. 


Kelompok pemanfaat ekowisata bahari 
adalah kelompok yang paling sering melanggar 
aturan tersebut dengan membawa wisatawan 
memasuki areal inti perlindungan untuk wisata 
snorkeling dan scuva diving karena kualitas 
terumbu karang di areal tersebut relatif baik 
sebagai hasil dari upaya transplantasi karang yang 
dilakukan dan jaraknya cukup dekat dari pulau 
pemukiman. Perilaku ini memicu kecemburuan 
dari kelompok pemanfaat tradisional untuk ikut 
melakukan aktivitas pemanfaatan pada areal inti 
tersebut baik secara sembunyi-sembunyi maupun 
terang-terangan. Fakta ini diperkuat dengan sering 
hilangnya pelampung dan tali baja yang menjadi 
penanda batas areal inti perlindungan. 


Pengamatan penelitian juga menemukan 
fakta bahwa kelompok nelayan muroami pernah 
melakukan operasi penangkapan di areal inti 
perlindungan dengan alasan mereka juga berhak 
mengambil manfaat dari tingginya produktivitas 
sumberdaya di kawasan tersebut. Operasi 
penangkapan ikan di dalam areal inti perlindungan 
ini merupakan ekspresi ketidakpuasan kelompok 
nelayan tradisional terhadap penerapan konsepsi 
pengelolaan APL— BM. Di sisi lain, organisasi 
masyarakat pengelola tidak mampu bertindak untuk 
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melarang aktivitas tersebut karena ketidakjelasan 
konsepsi pengelolaan yang menjadi kesepakatan 
yang diberlakukan. 


Isu lain yang menjadi permasalahan pada 
tingkat akar rumput adalah persoalan pembagian 
ruang dalam menjalankan usaha perikanan 
pada masing-masing kelompok. Isu ini berkaitan 
pembagian ruang usaha antara kelompok usaha 
budidaya karang komersial dengan kelompok usaha 
nelayan tangkap dan kegiatan pemanduan wisata 
bahari. Sejauh ini isu tersebut baru berkembang 
di Kelurahan Pulau Panggang karena kegiatan 
budidaya karang komersial baru berkembang di 
wilayah kelurahan tersebut. 


Secara teknis, kelompok usaha budidaya 
karang komersial membutuhkan ruang khusus 
yang bebas dari pengaruh aktivitas usaha lain untuk 
menjamin keberhasilan usahanya. Sementara di 
sisi lain, belum terbentuk aturan / kesepakatan yang 
mengakomodasi kebutuhan tersebut. Kelompok 
budidaya karang komersial mengeluhkan gangguan 
teknis karena wisatawan dan nelayan tangkap 
melakukan aktivitas mereka pada jarak yang sangat 
dekat dengan lokasi usaha mereka. Tindakan 
ini didasari oleh pandangan bahwa wilayah laut 
adalah ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan 
oleh semua komponen masyarakat. Fenomena 
ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan 
sumberdaya alam secara kolaboratif memerlukan 
pengorganisasian sumberdaya alam dan sosial 
dengan baik sebagai syarat keberhasilannya. 


Indikator kualitas program pengelolaan 
berikutnya yang berpotensi mempengaruhi 
kemampuan organisasi masyarakat dalam 
adalah pendekatan komunikasi program. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendekatan 
komunikasi pada program pengelolaan APL 
tergolong dalam kategori rendah. Sejak awal 
digulirkannya program APL-BM, proses komunikasi 
berjalan kurang demokratis karena tidak memberi 
ruang diskusi yang memadai untuk membahas 
pertimbangan—pertimbangan pokok yang menjadi 
acuan teknis penerapan kesepakatan pengelolaan 
sumberdaya. Proses komunikasi belum memberi 
ruang yang memadai bagi organisasi masyarakat 
untuk memahami dan mengembangkan deskripsi 
tugas, wewenang, kelengkapan sarana—prasarana 
serta dukungan pembiayaan yang mereka miliki 
dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator 
utama program. Keterbatasan-keterbatasan ini 
menyebabkan organisasi masyarakat pengelola 
APL—BM mengalami kesulitan dalam menjalankan 
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tugasnya dalam meraih dukungan masyarakat, 
menegakkan aturan, membangun kerjasama dan 
mengantisipasi potensi konflik kepentingan pada 
tingkat akar rumput. 


Fenomena komunikasi ini sejalan dengan 
pendapat Aasetre (2004) yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan antara kerelaan warga 
masyarakat untuk berpartisipasi dengan situasi 
komunikasi yang berjalan dengan baik tanpa distorsi, 
di mana warga masyarakat dapat dengan bebas 
bertukar informasi, mengekspresikan pendapatnya 
dan memiliki akses untuk mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan. Habermas (Greenhalgh 
et al., 2006) juga menyatakan bahwa keterlibatan 
masyarakat dalam pembangunan memerlukan 
situasi komunikasi yang ideal di mana warga 
dapat saling berdialog tanpa tekanan dan memiliki 
peluang yang sama untuk diterima pendapatnya. 


Indikator kualitas program pengelola APL- 
BM berikutnya yang mempengaruhi kemampuan 
organisasi masyarakat dalam adalah intensitas 
peran penyuluhan. Hal ini berarti bahwa intensitas 
peran penyuluh akan meningkatkan kemampuan 
organisasi masyarakat dalam mengelola APL-BM. 
Semakin intens penyuluh menjalankan perannya 
sebagai fasilitator, edukator dan advokator maka 
akan semakin meningkat kemampuan teknis, 
kemampuan sosial dan kemampuan manajerial 
organisasi masyarakat. 


Fakta penelitian di lapangan menunjukkan 
bahwa interaksi antara penyuluh dengan 
organisasi masyarakat pengelola maupun 
kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya 
berada dalam kategori sedang. Penilaian ini lebih 
baik bila dibandingkan dengan banyak indikator 
input program yang lainnya. Hal ini merupakan 
dampak dari kinerja yang ditunjukkan oleh 
petugas penyuluhan di lapangan. Pemahaman 
yang terbentuk di masyarakat pada saat penelitian 
menunjukkan bahwa petugas penyuluh adalah 
aparat pemerintah yang paling mudah ditemui di 
lapangan jika organisasi masyarakat pengelola 
dan kelompok masyarakat ingin mendiskusikan 
permasalahan mereka. Petugas penyuluh juga 
mulai melakukan pendampingan aspek penguatan 
kemampuan manajemen organisasi masyarakat 
pengelola dalam menjalankan perannya sebagai 
fasilitator program dengan mendampingi organisasi 
masyarakat pada pertemuan-pertemuan yang 
membahas permasalahan dalam pengelolaan 
APL-BM maupun permasalahan pengelolaan 
sumberdaya secara luas. 


sade iets’ (Erwiantono, Siti A., Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng) 


Secara umum, dapat dikatakan bahwa 
petugas penyuluhan telah memberikan kontribusi 
positif dalam proses pengelolaan APL-BM 
meskipun masih belum optimal dan memiliki 
banyak keterbatasan. Temuan ini sejalan dengan 
pendapat Sumardjo (2010) serta Maoyedi dan 
Azizi (2011) yang menyatakan bahwa kegiatan 
penyuluhan sebagai instrumen pendidikan non 
formal berperan dalam membentuk kemampuan 
organisasi dan perubahan perilaku masyarakat 
dalam pengelolaan sumberdaya alam ke arah 
yang lebih baik meliputi peningkatan aspek kognitif, 
afektif dan psikomotorik/konatif. 


Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 


Masyarakat (X5) 


Dari hasil analisis SEM diperoleh persamaan 
struktural faktor yang mempengaruhi peubah 
motivasi masyarakat dalam pengelolaan DPL — BM 
(X5) sebagai berikut: 


X5 = 0,60X3 ; R? = 0,37 ...... (Persamaan 2) 


Dari Persamaan 2 diperoleh informasi 
obyektif R? = 0,37 menandakan bahwa pengaruh 
peubah X3 terhadap peubah X5 adalah sebesar 
0,37 atau 37 % dan sisanya 63 % dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. Semula diduga peubah Motivasi Masyarakat 
dalam Pengelolaan APL-BM (X5) dipengaruhi 
oleh peubah Karakteristik Individu (X1), peubah 
Dinamika Sosial Budaya Masyarakat (X2) dan 
peubah Kualitas Program Pengelolaan APL-BM 
(X3), namun temuan penelitian sebagaimana 
persamaan struktural 2 di atas menunjukkan 
tidak semua semua peubah bebas yang diusung 
dalam penelitian memiliki pengaruh nyata terhadap 
motivasi masyarakat dalam pengelolaan APL — BM 
(X5). Oleh karena itu, hipotesis 2 tidak semuanya 
diterima, hanya satu peubah yang terbukti 
berpengaruh positip terhadap terhadap motivasi 
masyarakat dalam pengelolaan APL — BM, yaitu 
peubah Kualitas Program Pengelolaaan APL - BM 
(X3). 


Dari temuan di atas dapat dinyatakan bahwa 
kualitas program merupakan faktor penting dalam 
meningkatkan motivasi masyarakat. Semakin 
tinggi kualitas program pengelolaan APL-BM 
yang meliputi pendekatan komunikasi program, 
kesesuaian konsepsi program dan intensitas 
peran penyuluhan maka semakin tinggi pula 
motivasi masyarakat yang meliputi motivasi 
untuk meningkatkan pendapatan, motivasi untuk 
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mendapatkan pengakuan atas kredibilitas dan 
motivasi untuk melestarikan sumberdaya. 


Indikator kualitas program yang paling 
berpotensi mempengaruhi motivasi masyarakat 
adalah kesesuaian konsepsi program. Seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, isu kesesuaian 
konsepsi program merupakan isu utama yang 
mempengaruhi respons masyarakat terhadap 
program tersebut. Masyarakat cukup memahami 
tujuan dasar dari program APL- BM yaitu 
memulihkan produktivitas sumberdaya sehingga 
diperlukan upaya proteksi terhadap kawasan 
tertentu sebagai “bank ikan dan terumbu karang”. 
Dalam pandangan masyarakat, tindakan proteksi 
terhadap kawasan tertentu juga sebaiknya diikuti 
dengan upaya khusus meningkatkan produktivitas 
sumberdaya pada kawasan lain yang berstatus 
sebagai areal pemanfaatan. 


Usulan yang diajukan masyarakat adalah 
agar mereka diberikan kepercayaan oleh 
pemerintah untuk mengelola kawasan fish shelter 
di areal pemanfaatan secara bersama-sama 
sebagai mekanisme imbal balik dari kesediaan 
mentaati aturan pembatasan akses pemanfaatan 
pada areal inti perlindungan. Pemberian wewenang 
kelola produksi pada fish shelter ini diharapkan 
akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk 
berpartisipasi pada pengelolaan APL — BM karena 
padajangka pendek ada dukungan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya selama menunggu masa pulih 
produktivitas sumberdaya dan pada jangka panjang 
ada jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup. Temuan penelitian ini sejalan dengan 
hasil penelitian Saad (2009) yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan antara motivasi untuk 
meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat 
nelayan dengan kontrol pada akses pemanfaatan 
sumberdaya pada program konservasi. 


Indikator kualitas program berikutnya yang 
berpotensi mempengaruhi motivasi masyarakat 
adalah pendekatan komunikasi program. Semakin 
baik pendekatan komunikasi program maka akan 
semakin meningkatkan motivasi masyarakat 
dalam pengelolaan APL-BM. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwakinerja pendekatan komunikasi 
pada program pengelolaan APL tergolong dalam 
kategori rendah. Proses komunikasi berjalan kurang 
demokratis karena tidak memberi ruang diskusi 
yang memadai untuk membahas pertimbangan- 
pertimbangan pokok yang mendasari penerapan 
program. Ide pembatasan akses pemanfaatan 
sumberdaya pada areal inti perlindungan belum 
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dikomunikasi dengan baik kepada kelompok- 
kelompok pemanfaat sumberdaya, sehingga 
masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa 
upaya tersebut bertujuan menjamin keberlanjutan 
manfaat, bukan sebagai upaya mempersulit 
masyarakat dalam mencari penghidupan. 


Pendekatan komunikasi program tidak 
menyediakan informasi yang membantu masyarakat 
dalam membangun pemahaman baru bagaimana 
mereka memberi respon yang tepat dalam tataran 
praksis. Pendekatan komunikasi tidak mampu 
memfasilitasi terbentuknya situasi komunikasi 
yang ideal bagi kelompok—kelompok masyarakat 
pemanfaat sumberdaya untuk mendiskusikan 
perkembangan—perkembangan di lapangan 
sebagai konsekwensi perbedaan kepentingan yang 
muncul di tingkat akar rumput. Hal ini menegaskan 
temuan dari Crawford et al. (2006) tentang 
pentingnya peran komunikasi dalam program 
mempengaruhi keberhasilan penerapan program 
daerah perlindungan laut berbasis masyarakat di 
Indonesia. 


Indikator kualitas program pengelola APL- 
BM berikutnya yang berpotensi mempengaruhi 
kemampuan organisasi masyarakat adalah 
intensitas peran penyuluhan perikanan — kelautan. 
Semakin intens peran penyuluhan maka akan 
semakin meningkatkan motivasi masyarakat dalam 
pengelolaanAPL — BM. Intensitas peran penyuluhan 
berpotensi meningkatkan motivasi masyarakat 
melalui perannya sebagai fasilitator dalam 
proses-proses pembelajaran sosial, sehingga 
tumbuh motivasi untuk meningkatkan pendapatan, 
memperoleh pengakuan atas kredibilitas dan 
melestarikan sumberdaya perikanan — kelautan 
sebagai warisan anak cucunya. 


Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 
Masyarakat (Y1) 


Dari hasil analisis SEM diperoleh persamaan 
struktural faktor — faktor yang mempengaruhi 
peubah partisipasi masyarakat (Y1) sebagai berikut: 


Y1 = 0,71X4 + 0,25X5 ; R? = 0,79...(Persamaan 3) 


Dari Persamaan 3 diperoleh informasi 
obyektif R2 - 0,79 yang menandakan bahwa 
pengaruh bersama peubah Kemampuan Organisasi 
Masyarakat (X4) dan peubah Motivasi Masyarakat 
(X5) terhadap peubah Partisipasi Masyarakat 
(Y1) adalah sebesar 0,79 atau 79 Yo dan sisanya 
21 Yo dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
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dalam penelitian ini. Secara parsial, terlihat bahwa 
koefisien lintas peubah K4 adalah 0,71 yang berarti 
besarnya pengaruh peubah K4 terhadap peubah 
Y1 adalah 0,712 = 50,41 %. Selain itu, secara 
parsial juga terlihat bahwa koefisien lintas peubah 
X5 adalah 0,25 yang berarti besarnya pengaruh 
peubah X5 terhadap peubah Y1 adalah 0,25? = 
6,25 Yo. 


Mengacu pada persamaan struktural 3 
tersebut maka secara statistik peubah—peubah 
bebas sebagaimana yang diusulkan dalam hipotesis 
3 terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL-BM, 
dengan demikian hipotesis 3 diterima. Pengaruh 
kedua peubah tersebut bersifat langsung, di mana 
pengaruh terbesar ada pada peubah kemampuan 
organisasi masyarakat (X4) dan kemudian diikuti 
oleh peubah motivasi masyarakat (X5). 


Kemampuan manajerial merupakan indikator 
kemampuan organisasi masyarakat yang paling 
berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat. 
Semakin tinggi tingkat kemampuan manajerial 


organisasi masyarakat dalam pengelolaan 
APL-BM maka akan semakin meningkatkan 
partisipasi masyarakat. Organisasi masyarakat 


berperan penting sebagai fasilitator dalam proses 
pengelolaan sumberdaya perikanan — kelautan yang 
berbasis masyarakat. Proses mengorganisasikan 
masyarakat bukan hanya membentuk organisasi, 
tetapi juga membekali dengan kemampuan 
manajerial yang baik dalam mengembangkan 
kemandirian dan mengembangkan kapasitas 
organisasi. Kemampuan tersebut merupakan 
prasyarat dasar dalam kerja organisasi memfasilitasi 
kedudukan masyarakat sebagai subyek utama 
pembangunan. 


Fakta penelitian menunjukkan bahwa 
indikator kemampuan manajerial organisasi 
masyarakat dalam mengelola sumberdaya melalui 
program APL-BM berada dalam kategori rendah. 
Pada kenyataannya, organisasi masyarakat 
memang belum memiliki kemampuan untuk untuk 
mengelola sumberdaya sosial dan sumberdaya 
alam yang dimiliki sebagai modal positif untuk 
menjalankan fungsi kerja fasilitasi pengelolaan 
sumberdaya perikanan — kelautan yang dibebankan 
kepadanya. 


Secara teoritik kemampuan organisasi 
masyarakat dalam memfasilitasi pengelolaan 
sumberdaya perikanan — kelautan melalui 


sade iets’ (Erwiantono, Siti A., Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng) 


penerapan program APL-BM dapat ditingkatkan 
dengan proses pendidikan non formal berupa 
penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan 
sebagai proses pembelajaran. Namun pada 
kenyataannya berbagai pelatihan yang diberikan 
dapat dikatakan belum memberikan dampak 
perubahan perilaku yang sesuai yang diharapkan. 


Beberapa jenis pelatihan yang diberikan 
sudah sesuai dengan kebutuhan belajar 
organisasi masyarakat, tetapi jenjang materi yang 
disampaikan hanya di tingkat pengetahuan dasar 
dan belum mampu memfasilitasi perubahan sikap 
dan penguasaan ketrampilan yang dibutuhkan. 
Berdasarkan pengamatan selama penelitian, 
diperoleh gambaran bahwa lembaga-lembaga 
penyelenggara pelatihan belum memiliki kurikulum 
belajar yang berjenjang, berlanjut dan menyeluruh. 


Frekwensi, daya tampung dan durasi 
pelatihan juga terbatas sehingga belum mampu 
memenuhi kebutuhan belajar organisasi 
masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan tidak 
diikuti dengan pendampingan dan penyediaan 
sarana prasarana yang berfungsi memperkuat 
proses belajar lanjutan. Pengurus organisasi 
masyarakat tidak dapat mendiskusikan masalah 
— masalah yang mereka hadapi terkait dengan 
penerapan materi pelatihan yang sudah diperoleh 
sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasaran 
pendukung pelatihan juga tidak berjalan dengan baik 
sehingga peserta pelatihan kesulitan menerapkan 
ketrampilan yang diperoleh. Selain itu, seringkali 
informasi tentang pelatihan — pelatihan yang 
diselenggarakan tidak disosialisasikan secara luas 
dan transparan sehingga pelatihan tidak diikuti oleh 
individu yang mewakili kepengurusan organisasi 
masyarakat pengelola APL—BM. 


Indikator berikutnya yang berpotensi 
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan APL-BM adalah kemampuan sosial. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwakemampuan 
sosial organisasi masyarakat dapat menjadi salah 
satu kekuatan pendorong atau kekuatan yang 
memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
program APL-BM. Kemampuan sosial organisasi 
masyarakat berkaitan dengan kemampuan untuk 
membangun berinteraksi positif di antara kelompok 
— kelompok pemanfaat di dalam masyarakat 
maupun dengan pemangku kepentingan dari luar 
masyarakat. Halini sejalan dengan pendapat Ife dan 
Toseriero (2006) bahwa kemampuan masyarakat 
untuk mengembangkan unsur "perekat” akan 
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mendorong masyarakat memperkuat inisiatif dan 
kesukarelaan dalam berpartisipasi di lingkungan 
sosialnya. 


Fakta penelitian menunjukkan bahwa 
indikator kemampuan sosial organisasi masyarakat 
dalam mengelola sumberdaya melalui program APL- 
BM berada dalam kategori rendah. Penelusuran 
lebih lanjut menunjukkan bahwa kemampuan sosial 
yang rendah ini setidaknya disebabkan oleh dua 
hal. Pertama; proses pemilihan pengurus organisasi 
masyarakat tidak terselenggara dengan baik 
sehingga formatur kepengurusan yang terbentuk 
tidak sepenuhnya mewakili keberadaan kelompok- 
kelompok pemanfaat yang ada di masyarakat atau 
dengan kata lain susunan pengurus tidak memiliki 
legitimasi yang kuat dalam sistem sosialnya. Kedua, 
kemampuan sosial sumberdaya manusia pengurus 
organisasi masyarakat dalam mengelola konflik juga 
terbatas dan tidak dikembangkan melalui proses 
pendidikan non — formal yang terencana dengan 
baik sehingga seringkali tidak mampu merespon 
dinamika sosial yang semakin kompleks. Hal 
serupa dikemukakan oleh Renn (2006) serta Soma 
dan Vatn (2009) bahwa keterwakilan kelompok — 
kelompok masyarakat perlu diakomodasi dalam 
mendisain kebijakan pengelolaan lingkungan yang 
partisipatif. 


Indikator lainnya yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL- 
BM adalah kemampuan teknis. Kemampuan 
teknis organisasi masyarakat dalam mengelola 
sumberdaya dapat ditingkatkan kapasitasnya 
melalui proses belajar informal dan belajar non 
formal (Gartaula, 2006). Proses belajar informal 
terjadi secara turun temurun yang bersifat praksis 
atau learning by doing dan telah menjadi bagian 
dari perilaku mereka sehari-hari yang berkaitan 
dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya 
perikanan — kelautan . Proses belajar non-formal 
dapat berbentuk pelatihan dan pendampingan 
yang bertujuan melakukan transfer pengetahuan 
dan ketrampilan baru yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan sumberdaya. Temuan penelitian 
menunjukkan organisasi masyarakat pengelola 
APL-BM memiliki kemampuan teknis yang cukup 
memadai. 


Motivasi untuk melestarikan sumberdaya 
merupakan indikator yang berpotensi memiliki 
pengaruh paling besar terhadap partisipasi 


masyarakat. Semakin tinggi motivasi untuk 
melestarikan sumberdaya, maka akan semakin 
tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam 
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pengelolaan APL-BM. Pendapat ini diperkuat 
oleh temuan penelitian dari Sangadji (2010) 
dan Suprayitno (2011) yang menyatakan bahwa 
aspek kemauan atau motivasi untuk melestarikan 
sumberdaya alam sebagai warisan anak cucu 
adalah faktor penting yang mendorong tingkat 
partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam 
berbasis masyarakat. 


Motivasi melestarikan sumberdaya juga 
disebabkan secara psikologis masyarakat merasa 
memiliki ikatan emosional dan sosial dengan 
keberadaan sumberdaya perikanan — kelautan 
karena selama ini penghidupan mereka bergantung 
pada keberadaan sumberdaya tersebut. Temuan 
ini, dengan demikian menjelaskan bahwa apabila 
dalam diri individu dan kelompok masyarakat 
terdapat kesadaran akan pentingnya eksistensi 
dan keberlanjutan maka masyarakat akan tetap 
terdorong untuk menjaganya dan kemudian 
berpartisipasi dalam pengelolaannya. Hal ini 
sejalan dengan temuan Evans et al (2008) yang 
mengemukakan bahwa kesadaran atas eksistensi 
dan keberlanjutan sumberdaya akan mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan 
pengelolaan lingkungan pesisir. 


Indikator keduadari motivasimasyarakatyang 
berpengaruh positip terhadap tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan APL-BM adalah 
motivasi untuk meningkatkan pendapatan. Semakin 
tinggi motivasi masyarakat untuk meningkatkan 
pendapatan rumah tanganya maka akan semakin 
tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan APL — BM. Pemanfaatan sumberdaya 
perikanan—kelautan adalah sumber utama 
penghidupan kelompok—kelompok masyarakat di 
Kepulauan Seribu. Keberadaan dan produktivitas 
sumberdaya alam tersebut merupakan pengaman 
atau jaminan ekonomi rumah tangga. Semakin 
baik daya dukung lingkungan dan produktivitas 
sumberdaya perikanan — kelautan yang ada di 
sekeliling mereka maka masyarakat akan merasa 
aman (the wish for security) dalam hal pemenuhan 
kebutuhan rumah tangga. Pada tahap berikutnya 
motivasi tersebut berkembang menjadi motivasi 
untuk meningkatkan pendapatan. 


Indikator motivasi masyarakat berikutnya 
yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap tingkat 
partisipasimasyarakat dalam pengelolaan APL-BM 
adalah motivasi untuk mendapatkan pengakuan atas 
kredibilitas mereka. Fakta penelitian menunjukkan 
bahwa motivasi masyarakat untuk mendapatkan 
pengakuan atas kredibilitas dalam mengelola 
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sumberdaya perikanan berada dalam kategori 
sedang. Hal ini menjelaskan bahwa kelompok- 
kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya di 
Kepulauan Seribu termotivasi untuk terus dapat 
berpartisipasi dalam mengelola sumberdaya alam 
secara lestari karena ingin membuktikan bahwa 
mereka memiliki potensi dan kemampuan yang 
memadai sebagai mana pemangku kepentingan 
yang lain (the wish for recognition) kemampuannya 
sebagai pihak yang mampu mengelola sumberdaya 
alam dengan baik. Santrock (2008) menyebut motif 
ini sebagai motif kompetensi. 


Hampirkeseluruhan masyarakat di Kepulauan 
Seribu telah melakukan praktek pemanfaatan 
sumberdaya perikanan-kelautan yang dilandasi 
oleh nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal 
dalam kurun waktu yang sangat lama dari generasi 
ke generasi, dengan demikian telah terbentuk 
budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari—hari 
mereka. Kemampuan praktis dalam memanfaatkan 
sumberdaya tersebut merupakan bukti nyata 
bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang 
dapat diandalkan dan merupakan modal sosial 
yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan 
kebijakan pengelolaan sumberdaya tersebut. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan Areal Perlindungan Laut — Berbasis 
Masyarakat (APL-BM) di wilayah Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu tergolong rendah 
pada semua tahapan partisipasi atau masih 
tergolong dalam partisipasi pasif. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi 
masyarakat adalah sebaran tingkat kemampuan 
organisasi masyarakat dalam pengelolaan yang 
meliputi kemampuan teknis (tingkat kemampuan 
sedang), kemampuan manajerial (tingkat 
kemampuan rendah) dan kemampuan sosial 
(tingkat kemampuan rendah) serta rendahnya 
tingkat motivasi masyarakat meliputi motivasi 
untuk meningkatkan pendapatan (tingkat motivasi 
rendah), motivasi untuk mendapat pengakuan 
atas kredibilitas (tingkat motivasi rendah) dan 
motivasi untuk melestarikan sumberdaya (tingkat 
motivasi rendah). Rendahnya tingkat kemampuan 
organisasi dan motivasi masyarakat dipengaruhi 
oleh rendahnya kualitas pendekatan komunikasi 
program, kesesuaian konsepsi program dan 
intensitas peran penyuluhan 


sade iets’ (Erwiantono, Siti A., Pang S. Asngari, Rilus A. Kinseng) 


SARAN 


Pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan APL-BM di wilayah Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu harus dibangun 
dengan mempertimbangkan konsepsi pengelolaan 
yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan 
sosial-ekonomi masyarakat melalui manfaat 
program dan mengakomodasi rasa keadilan 
dalam pendistribusian manfaat tersebut bagi 
kelompok—kelompok  pemanfaat sumberdaya 
dan pemangku kepentingan yang ada. Dalam 
tataran praksis, upaya pengembangan partisipasi 
tersebut terutama dilakukan dengan merevitalisasi 
peraturan pengelolaan APL-BM sehingga mampu 
mengakomodasi kepentingan secara berkeadilan, 
memperbaiki kinerja pendekatan komunikasi 
program serta memberikan hak kelola terbatas 
terbatas pada kawasan fish shelter kepada 
masyarakat sebagai insentif atas kesediaannya 
berpartisipasi. 
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ABSTRAK 


Pelelangan bandeng di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dilakukan oleh beberapa 
pihak diantaranya pembudidaya, pungawa, pacatto, pagandeng, dan penagih retribusi dengan aturan 
main yang telah disepakati. Bandeng hasil pelelangan dipasarkan ke beberapa kabupaten di sekitar 
Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pelelangan 
bandeng dan rantai pemasaran bandeng, serta menganalisis kinerja pemasaran bandeng. Pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap pelaku usaha perikanan. Analisis data 
menggunakan metode statistik deskriptif dan cost-margin analysis. Hasil analisis menunjukkan rantai 
pemasaran bandeng di pelelangan terdiri dari 2 rantai diantaranya Pembudidaya-Pungawa-Pacatto- 
Konsumen (R1) dan Pembudidaya-Pungawa-Pacatto-Pagandeng-Konsumen (R2). Rantai pemasaran 
R1 memiliki nilai biaya pemasaran lebih kecil, keuntungan lebih besar, margin pemasaran lebih kecil, 
farmer's share lebih besar dan memiliki nilai indeks efisiensi lebih kecil dibandingkan rantai pemasaran 
R2. Realisasi penerimaan retribusi pelelangan bandeng di Pangkep terhadap target hampir tercapai 
sedangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil (< 1 Yo). Peningkatan pendapatan 
perkapita masyarakat di Kabupaten Pangkep khususnya pembudidaya bandeng dapat dilakukan dengan 
pembentukan kelembagaan pelelangan, penambahan fasilitas pelelangan, dan peningkatan koordinasi 
serta pengawasan data maupun jumlah retribusi pelelangan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan 
Dinas Pendapatan Daerah. 


Kata Kunci: : sosial ekonomi, pelelangan, bandeng, rantai pemasaran 


ABSTRACT 


The milkfish auctions in Pangkep District have been being practicy by several parties including 
farmers, pungawa, pacatto, pagandeng, and levy collectors with agreed rules. Milkfish from the 
auction were marketed to several districts near by the Pangkep district. This study aimed to identify 
the characteristics of the milkfish auction, milkfish marketing chain, and analyze the performance of 
milkfish marketing efficiency. Data collected using indept interview techniques to fish farm respondents. 
Data were analyzed using descriptive statistical methods and cost-margin analysis. Results showed 
that milkfish marketing chain in auction consists of 2 chains including fish farmers-Pungawa-Pacatto- 
Consumer (R1) and Fish farmers-Pungawa-Pacatto-Pagandeng-Consumer (R2). Marketing chain R1 
has lower marketing costs, greater profits, lover marketing margins, larger farmer’s share and has a 
efficiency index value is smaller than R2 marketing chain. Levy revenue realization milkfish auctions in 
Pangkep against almost achieved the target while contributing to the auction levy revenue (PAD) is very 
small (<1%). Increased incomes in particular Pangkep milkfish farmers can do with the establishment 
of the institutional tender, the addition of auction facilities, and improved coordination and monitoring of 
data and the amount of levy auction between the Local Autority in Marine and Fisheries Sector and Local 
Autority in Revenue. 


Keywords: socio-economic, auction, milkfish, market chain 
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PENDAHULUAN 


Bandeng merupakan satu dari sekian 
banyak komoditas perikanan yang memiliki nilai 
jual cukup tinggi, dengan peningkatan produksi 
pada tahun 2007-2010 sebesar 12,29 persen 
(DJPB, 2011). Saat ini bandeng lebih banyak 
dibudidayakan secara bersamaan dengan udang 
windu (budidaya polikultur) baik secara intensif 
maupun semi intensif. Pemasaran bandeng tidak 
hanya untuk konsumsi masyarakat lokal, tetapi juga 
diekspor untuk memenuhi permintaan negara lain. 
Untuk pemasaran lokal, bandeng dijadikan sebagai 
komoditas unggulan dan produk olahannya menjadi 
makanan khas daerah. Tingkat konsumsi bandeng 
nasional menurut DJP2HP (2011) sebesar 1,22 
kg per kapita dengan tingkat konsumsi bandeng 
tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 9,67 kg 
per kapita dalam bentuk bandeng segar dan 0,28 
kg per kapita dalam bentuk olahan. 


Pengembangan budidaya bandeng tersebar 
di beberapa provinsi di Indonesia seperti Nanggroe 
Aceh Darussalam (NAD), Lampung, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku 
Utara. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 
produsen bandeng kedua terbesar di Indonesia. 
Pertumbuhan produksi bandeng di Sulawesi 
Selatan mengalami kenaikan sebesar 6,90 persen 
dari 59.999 ton tahun 2007 menjadi 78.181 tahun 
2010 (DJPB, 2011). Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu 
kabupaten yang memiliki potensi tambak terbesar 
di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Selama kurun 
waktu 5 (lima) tahun, peningkatan luas tambak di 
Kabupaten Pangkep sebesar 2.966 Ha. Adapun 
produksi tahun 2007-2011 mengalami peningkatan 
sebesar 5,41 persen. 


Sistem agribisnis menggambarkan bahwa 
besar penerimaan produksi dipengaruhi besar 
harga. Harga merupakan salah satu faktor penting 
yang menjadi penentu maksimalisasi pendapatan. 
Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh optimasi 
harga output dan minimalisasi harga barang 
input. Lelang (auction) menurut Adrianto (2006) 
dalam Setiawan (2009) merupakan salah satu 
tools (alat) pembentuk harga melalui artificial 
market dengan mempertemukan penjual (sellers) 
dan pembeli (buyers) dan keduanya langsung 
bertransaksi untuk mencapai harga keseimbangan. 
Pelelangan atau secara umum disebut sistem 
lelang diharapkan dapat mengatasi beberapa 
permasalahan  pembudidaya/nelayan seperti 
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lemahnya posisi tawar pembudidaya, harga pasar 
yang tidak sesuai dengan opportunity cost yang 
harus dibayar pembudidaya, kualitas produk yang 
rendah dan panjangnya rantai distribusi barang. 
Menurut Helstad et al., (2005), peningkatan 
profitabilitas di sektor perikanan adalah dengan 
meningkatkan harga satuan (atau nilai) melalui 
peraturan berorientasi pasar (market oriented 
regulations) dengan melakukan pelelangan. Harga 
ikan yang dijual secara langsung di pasar lebih 
rendah bila dijual melalui pelelangan untuk ikan 
dengan size yang sama. 


Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT) 
merupakan transaksi lelang yang terjadi untuk 
produk hasil budidaya tambak atau disebut juga 
TPI Hasil Tambak (TPIHT). Salah satu bentuk 
TPIHT yaitu Pelelangan Bandeng. Pelelangan 
dengan objek lelang berupa bandeng di Indonesia 
diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 
Gresik, dan Kabupaten Pangkep. Pelelangan 
Bandeng Pangkep merupakan salah satu pusat 
transaksi bandeng yang berada di Sulawesi Selatan. 
Pelelangan Bandeng Gresik dan Pelelangan 
Bandeng Sidoarjo biasanya terjadi setiap tahun 
menjelang hari keagamaan islam, yaitu setiap 
Hari Raya Idul Fitri atau Tahun Baru Islam pada 
pelelangan bandeng Gresik dan setiap Hari Raya 
Maulid Nabi Muhammad SAW pada pelelangan 
bandeng Sidoarjo (Setiawan, 2009). Berbeda 
dengan pelelangan bandeng Gresik dan Sidoarjo, 
pelelangan bandeng di Pangkep dilaksanakan 
setiap hari sepanjang tahun. Pelelangan ini 
awalnya merupakan bentukan dari satu orang 
pedagang pengumpul (pungawa) dan akhirnya 
diikuti oleh beberapa orang yang lainnya. Lokasi 
pelelangan berada dibawah koordinasi Pasar 
Sentral Palampang, salah satu pasar terbesar 
di Kecamatan Pangkajene, Ibukota Kabupaten 
Pangkep. Transaksi lelang dilakukan pada malam 
hari oleh banyak juru lelang yang memiliki los 
lelang tersendiri. Pelelangan dikelola oleh Dinas 
Pendapatan Daerah (Dipenda). Berbeda dengan 
pelelangan lainnya, Pelelangan Bandeng Pangkep 
tidak dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. 
Hal ini disebabkan Pelelangan Bandeng belum 
menjadi prioritas pembangunan perikanan di 
Kabupaten Pangkep. 


Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi karakteristik 
pelelangan bandeng di Kabupaten Pangkep: (2) 
mengidentifikasi rantai pemasaran bandeng: (3) 
menganalisis kinerja efisiensi pemasaran pelaku 
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pelelangan bandeng, dan (4) menganalisis 
kontribusi retribusi pelelangan bandeng terhadap 
retribusi pasar grosir dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Pangkep. 


METODOLOGI 
Kerangka Pemikiran 


Tujuan yang telah ditetapkan pada penelitian 
yaitu mengidentifikasi karakteristik pelelangan 
bandeng, mengidentifikasi rantai pemasaran 
bandeng, menganalisis kinerja efisiensi pemasaran 
bandeng, dan menganalisis kontribusi retribusi 
pelelangan bandeng terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) 
tahap yang disesuaikan dengan tujuan tersebut. 
Tahap pertama mengidentifikasi karakteristik 
pelelangan bandeng, kemudian dilajutkan tahap 
kedua yaitu mengidentifikasi rantai pemasaran 
dari produsen sampai konsumen di lingkungan 
pelelangan dan analisis biaya, margin dan 
efisiensi pemasaran kemudian dilanjutkan tahap 
ketiga dengan menganalisis kontribusi retribusi 
pelelangan. 


1 | Identifikasi Karakteristik 
i Pelelangan Bandeng/ 

"| Identify Characteristic of 
: Milkfish Auction 
1 

1 


Identifikasi Rantai 
Pemasaran Bandeng/ 
Identify Marketing Chain 
of Milkfish 


Analisis Biaya, Margin, 
Efisiensi Pemasaran/ 
Analysis of Cost, Margin, and 
Marketing Efficiency 


Pada tahap pertama dan kedua dibahas 
mengenai proses pelelangan bandenguntuk 
mengetahui stakeholder (pihak yang terlibat) 
dalam penyelenggaraan pelelangan dan rantai 
pemasaran ikan bandeng dari pembudidaya hingga 
konsumen melalui pelelangan. Rantai pemasaran 
yang terbentuk akan menggambarkan besarnya 
biaya dan margin pada lembaga pemasaran. 
Besarnya margin tersebut merupakan bagian 
dari keuntungan yang diperoleh oleh lembaga 
pemasaran. 


Pada tahap ketiga dilakukan untuk 
mengetahui besarnya kontribusi retribusi 
pelelangan terhadap retribusi pasar grosir dan 
pertokoan. Pelelangan bandeng terkoordinasi 
pengelolaannya dengan pasar grosir dan pertokoan, 
sehingga besarnya retribusi yang diterima dari 
pasar grosir dan perkotoan akan dipengaruhi oleh 
besarnya retribusi pelelangan. Selain itu dilihat 
bagaimana kontribusi retribusi pelelangan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep. 
Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 1. 


Pelelangan Bandeng di Pasar Sentral Pangkep/ 
Milkfish auction in Pangkep Central Market 


Analisis Retribusi 
Pelelangan/ 
Auctions Retribution 
Analysis 


Evaluasi/Evaluation 


Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
Figure 1. Research Framework 
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Pendekatan Penelitian 


Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kasus dengan satuan kasus 
adalah Pelelangan Bandeng Pangkep. Menurut 
Nazir (1988), penelitian kasus adalah suatu 
penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci 
dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga 
atau gejala tertentu. Penelitian kasus jika ditinjau 
dari wilayahnya, hanya meliputi daerah atau subjek 
yang sangat sempit, namun apabila ditinjau dari 
sifat penelitiannya tergolong dalam penelitian yang 
mendalam. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilaksanakan di Areal Pasar 
Sentral Palampang, Kelurahan  Mapasaile, 
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada 
Bulan April 2011 dan Mei 2012 masing-masing 
selama 7 (tujuh) hari. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder berupa data text dan data 
image. Data primer diperoleh melalui observasi 
langsung di tempat pelelangan dan wawancara 
langsung dengan responden yang berhubungan 
dengan pelelangan bandeng menggunakan 
kuesioner, data tersebut antara lain: karakteristik 
sosial ekonomi responden pembudidaya dan 
pedagang, data usaha pembesaran bandeng, 
kegiatan pemasaran, tujuan pemasaran, dan 
informasi harga bandeng dari hulu hingga hilir, 


serta data retribusi di tempat pelelangan yang 
dibayar oleh pedagang (pungawa, pacatto, 
pagandeng sepeda, pagandeng motor, pengecer) 
dan konsumen. 


Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, 
publikasi dari lembaga atau instansi terkait 
yaitu data jumlah produksi bandeng, jumlah 
pembudidaya bandeng, dan jumlah rumah tangga 
perikanan Tahun 2006-2011, data jumlah pedagang 
di tempat pelelangan bandeng, jumlah pendapatan 
asli daerah Kabupaten Pangkep, Kabupaten dalam 
Angka dan Kecamatan dalam Angka (BPS), serta 
data sekunder berupa buku, dokumen, laporan, 
artikel, jurnal yang terkait dengan pelelangan 
bandeng yang diperoleh melalui instansi dan 
lembaga terkait serta melalui studi literatur. 


Metode Penarikan Sampel 


Penentuan lokasi penelitian menggunakan 
metode purposive sampling. Penentuan 
responden untuk pembudidaya dan pemerintah 
daerah Kabupaten Pangkep (Dinas Kelautan 
dan Perikanan dan Dinas Pendapatan Daerah) 
menggunakan metode simple random sampling, 
sedangkan responden pedagang menggunakan 
metode snowball sampling. Jumlah responden 
secara rinci disajikan pada Tabel 1. 


Metode Analisis Data 


Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus. Sedangkan pada metode kuantitatif 


Tabel 1. Metode Sampling, Jenis dan Jumlah Responden dalam Penelitian. 
Table 1. Sampling Method, Type dan Total of Respondents in the Research. 


Metode Sampling/ 
Sampling Methods 


Jenis Responden/ 
Type of Respondents 


Jumlah Responden/ 
Total of Respondents 


Purposive Sampling 


Stakeholders (Dinas 


Kelautan dan 4 


Perikanan Kabupaten Pangkep dan 
Dinas Pendapatan Daerah)/ 

Local Autority in Marine and Fisheries 
Sector and Local Autority in Revenue at 


Pangkep District 


Simple Random Sampling Pelelang bandeng (punggawa)/ 2 
Auction Actor 
Pembudidaya/Farmers 11 
Snowball Sampling” Pedagang /Traders 10 
Konsumen/Consumer 3 


“) Teknik pengambilan informan secara snowball sampling tergantung pada key-informan, akan berhenti jika data yang 
didapatkan sudah jenuh atau sudah tidak ada data yang dianggap baru lagi/ Taking technigue informant snowball sampling 
depends on the key-informants, will stop if the data obtained was saturated or there is no data to be new again. 
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menggunakan metode analisis biaya pemasaran 
dan margin pemasaran ditingkat lembaga dalam 
saluran pemasaran menggunakan alat analisis 
biaya dan margin pemasaran (cost margin analysis) 
dengan menghitung besarnya biaya, keuntungan, 
dan margin pemasaran padatiap lembagaperantara 
pada berbagai saluran pemasaran. 


a. Biaya Pemasaran 


Biaya pemasaran perikanan menurut 
Hanafiah & Saefuddin (1986) adalah jumlah 
pengeluaran perusahaan perikanan yang 


dikeluarkan oleh nelayan atau pembudidaya 
untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dengan penjualan hasil produksinya 
dan jumlah pengeluaran oleh lembaga pemasaran 
(perantara) dan laba (profit) yang diterima oleh 
badan bersangkutan. Besarnya biaya pemasaran 
bandeng dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut (Handayani dan Nurlaila, 
2011): 


Bp = Bp1 #Bp24#Bp3-......... + Bpn 
Keterangan : 


Bp : Biaya pemasaran bandeng 


Bp1,Bp2,Bp3,..,Bpn : Biaya pemasaran bandeng 
tiap-tiap lembaga pemasaran bandeng 


1,2,3,....n : Jumlah lembaga 


b. Keuntungan Pemasaran 


Besarnya keuntungan pemasaran bandeng 


dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Handayani dan Nurlaila, 2011) : 
Kp = Kp1+Kp2+Kp3+....... + Kpn 
Keterangan : 


Kp : Keuntungan pemasaran bandeng 
Kp1, Kp2, Kp3,...Kpn : keuntungan pemasaran tiap 
lembaga pemasaran bandeng 


c. Margin pemasaran 


Margin pemasaran adalah selisih harga 
ditingkat produsen dan tingkat konsumen. Secara 
sistematis margin pemasaran dirumuskan sebagai 
berikut (Handayani dan Nurlaila, 2011): 


Mp = Pr— Pf 

Keterangan : 

Mp : Margin pemasaran bandeng (Rp/kg) 

Pr : Harga bandeng ditingkat konsumen (Rp/kg) 


Pf : Harga bandeng yang diterima pembudidaya 
(Rp/kg) 


Margin yang diperoleh pedagang perantara 
dari sejumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan 
dan keuntungan yang diterima oleh pedagang 
perantara dirumuskan sebagai berikut (Handayani 
dan Nurlaila, 2011): 


M p = Bp + Kp 
Keterangan : 


Mp : Margin pemasaran bandeng (Rp/kg) 
Bp : Biaya pemasaran bandeng (Rp/kg) 
Kp : Keuntungan pemasaran bandeng (Rp/kg) 


d. Persentase Margin Pemasaran 


Efisiensi pemasaran dalam saluran 
pemasaran dapat dihitung dengan nilai persentase 
dari persentase margin pemasaran dari masing- 
masing saluran pemasaran digunakan rumus 
sebagai berikut (Handayani dan Nurlaila, 2011): 


., Pr-Pf 0 o NA— M o 
Mp= (TS) x 100% atau YoeM= HE x 100% 
Keterangan : 

Mp = Margin pemasaran 

Pf = Harga ditingkat pembudidaya 
Pr = Harga ditingkat konsumen 
HE = Harga ditingkat konsumen 

M = Margin 


e. Bagian yang Diterima Produsen (Farmer's 
Share) 


Analisis Farmer's Share (Fs) digunakan untuk 
membandingkan harga yang diterima produsen 
atau pembudidaya dengan harga dibayarkan 
oleh konsumen akhir. Perhitungan Fs bertujuan 
untuk mengetahui keberpihakan pasar terhadap 
pembudidaya (Hossain & Snekangsu, 2002) : 


sma M 9 
Fs= (1-5) x 100% 
Keterangan : 


= Bagian yang diterima pembudidaya 
Mp = Margin pemasaran 
= Harga ditingkat konsumen 
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f. Efisiensi Pemasaran 


Efisiensi pemasaran diperlukan untuk 
mengetahui biaya pemasaran yang digunakan 
pada setiap nilai penerimaan yang didapatkan 
(Downey dan Erickson 1992 dalam Setiawan, 
2009). 


Ep= (BE ) x 100% 


TP 
Keterangan : 
EP = Efisiensi pemasaran 
BP = Biaya pemasaran yang digunakan 
TP = Total nilai pemasaran 


Efisiensi pemasaran secara ekonomi dapat 
diketahui dari besarnya bagian yang diterima 
produsen dan persentase margin pemasaran 
yang dinyatakan dalam persen (%). Pemasaran 
komoditas perikanan dianggap efisien secara 
ekonomis apabila saluran pemasaran mempunyai 
nilai persentase margin pemasaran yang rendah, 
tetapi mempunyai nilai persentase bagian yang 
diterima produsen (farmer's share) tinggi. Menurut 
Soekartawi (2002) Jika Ep > 5 berarti tidak efisien 
dan Ep « 5 berarti efisien. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
KARAKTERISTIK PELELANGAN BANDENG 


Penjualan ikan bandeng dengan mekanisme 
lelang di Kabupaten Pangkep diprakarsai oleh Haji 
Baharuddin (panggilan Haji Baha) sekitar tahun 
1960 karena terinspirasi oleh saudaranya yang 
kelelahan memasarkan bandeng ke Makassar. 
Haji Baha menawarkan jasa penjualan bandeng 
pada saudaranya dengan mekanisme lelang. 
Fasilitas yang sangat sederhana digunakan dalam 
lelang yang terdiri dari meja dan kursi. Mekanisme 
lelang Haji Baha berkembang dan akhirnya 
diikuti pembudidaya yang lainnya. Pembudidaya 
beralih fungsi ganda menjadi pungawa. Pungawa 
merupakan penjual bandengdan mengumpulkannya 
dari pembudidaya. Pada tahun 1961 mekanisme 
lelang ini diikuti oleh tiga pungawa. 


Pungawa memberikan kesempatan bekerja 
bagi penduduk di sekitar pelelangan dalam proses 
penyelenggaraan transaksi lelang. Kepemilikan 
status pungawa ini merupakan status yang turun 
menurun sehingga melibatkan anggota keluarga 
dalam penyelenggaraan transaksi lelang yaitu 
sebagi juru tulis, juru sortir dan hitung, juru lelang, 
dan juru keuangan. Tugas ketiganya di sajikan 
pada Tabel 2. 


Tabel 2. Tugas Ketiga Pembantu Pungawa dalam Proses Pelelangan Bandeng di Kabupaten 


Pangkep. 


Table 2. Thired Pungawa Assistants Task in Milkfish Auction Process in Pangkep District. 


Pembantu Pungawa/ 


Uraian Tugas/ Job Description 


Maid Pungawa 
Juru Tulis/ Clerk * mencatat dan melaporkan transaksi yang meliputi jumlah ikan yang masuk, nama 
pembudidaya, harga, dan pembeli/ record and report transactions that include the 
number of fish that come in, the name of fish farmers, the price, and the buyer: 

< menuliskan total pendapatan yang diterima/write down the total income, 

< memberikan tanda khusus bagi para pembeli yang menunda pembayaran/marking for 
buyers who deffered payment, 

* membuat nota pembayaran untuk ditandatangani pungawa/create a memorandum of 
payment for signature pungawa. 

Juru Lelang/Auctioneer e melaksanakan lelang secara terbuka dan mengumumkan pemenang lelang/ conduct 
an open auction and announce the winner of the auction, 

< menata bandeng yang telah dirapikan juru sortir dan hitung/ arranging milkfish is safe 
interpreter sorting and counting, 

* memerintahkan kepada pemenang lelang untuk membayar harga ikan yang besarnya 
telah disepakati bersama/order the winning bidder to pay the price of fish the amount 
has been agreed. 

Juru Sortir dan Hitung/ *  mensortir dan menghitung bandeng berdasarkan ukuran bandeng/sorting and 
Interpreter sorting and counting by size milkfish, 

counting 

Juru Keuangan/Financial < menghitung uang yang masuk dan keluar/counting the money in and out, 

savior e biasanya di percayakan pada orang dekat pungawa (istri) agar keuangan dapat 


dikontrol oleh pungawa/ usually entrusted to a close courtier (wife) to finance can be 


controlled by pungawa. 


Sumber/Source : Setiawan, (2009) 
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Pelelangan bandeng di Kabupaten 
Pangkep belum memanfaatkan alat timbang 
untuk menghitung berat bandeng. Perhitungan 
dilakukan secara manual (by hand) oleh juru 
hitung. Juru hitung menggunakan metode yang 
unik. Perhitungan dilakukan per sepuluh bandeng. 
Setiap terhitung sebanyak sepuluh ekor, maka 
akan dipisahkan satu ekor sebagai satu hitungan, 
sehingga total ikan dapat diketahui dari bandeng 
yang sudah dipisahkan. Bandeng di pelelangan 
memiliki grade ukuran tertentu. Ukuran besar atau 
kecilnya bandeng diukur dengan lebar jari tangan 
(telunjuk-jari tengah-jari manis-kelingking). Ada tiga 
macam ukuran bandeng yang diperjualbelikan yaitu 
: ukuran 2 (9-10 ekor per kg), ukuran 3 (5-6 ekor 
per kg) dan ukuran 4 (3-4 ekor per kg). Karakteristik 
pembeli bandeng berbeda di setiap daerah. 
Perbedaan ini dalam ukuran ikan. Pembeli yang 
berasal dari Jeneponto biasanya lebih menyukai 
bandeng yang berukuran kecil (ukuran 2 jari). 
Berbeda halnya dengan pembeli untuk restoran 
atau warung makan yang lebih menyukai bandeng 
yang berukuran besar (ukuran 4). Pada umumnya 
masyarakat lebih menyukai ukuran 3 jari. 


Total rata-rata bandeng yang terdapat 
di pelelangan sebanyak 976 ton per bulan 
(Setiawan, 2009). Penawaran harga bandeng di 
pelelangan berfluktuasi dipengaruhi oleh ukuran 
ikan, banyaknya pembeli, banyaknya ikan dan 
harga ikan laut. Hubungan tinggi rendahnya harga 
tergantung dari ukuran bandeng, harga ikan 
laut, jumlah pembeli, dan jumlah ikan. Semakin 
besar ukuran bandeng akan semakin besar pula 
harganya. Semakin banyak pembeli di pelelangan 
maka akan semakin besar harga bandeng yang 
ditawarkan. Berbeda halnya dengan semakin 
banyaknya bandeng terdapat di pelelangan maka 
akan semakin rendah harganya. Semakin tinggi 
harga ikan laut harga bandeng cenderung mahal. 


Pelelangan bandeng di Kabupaten Pangkep 
dilaksanakan setiap hari dan sepanjang tahun. 
Aktivitas pelelangan ditandai dengan datangnya 
juru hitung dan pungawa, dilanjutkan dengan 
pembudidaya yang membawa ikan dan pedagang 
besar yang bersiap mengambil ikan. Biasanya 
puncak aktivitas pelelangan terjadi pada pukul 
22:00 WITA s.d 24:00 WITA (lamanya tergantung 
banyaknya ikan). Aktivitas ini dimulai dengan 
pembentukan harga antara pembeli (selanjutnya 
disebut Pacatto) dan juru lelang. Pacatto sebelumnya 
akan berkeliling untuk mengetahui keadaan ikan 
yang akan dilelang. Pungawa mengajukan harga 
kepada pacatto lalu terjadi penawaran harga 


dan pungawa yang memutuskan harga lelang. 
Pungawa akan menentukan harga berdasarkan 
mutu ikan, harga rata-rata kemarin dan jumlah ikan 
yang terdapat di los pelelangan miliknya serta los 
pelelangan lainnya. 


Pada proses pelelangan pembudidaya 
hanya diam dan mengamati proses pembelian, 
tidak ikut campur dalam proses pelelangan. Setelah 
semua bandeng yang dibawa habis dibeli atau 
masih terdapat sisa, semuanya dihitung jumlahnya 
dan ditulis dalam nota pembayaran yang dibuat 
juru keuangan. Juru tulis menuliskan nota untuk 
pembudidaya. Mekanisme pembayaran uang hasil 
lelang kepada pembudidaya bervarisi bentuknya. 
Terdapat empat mekanisme pembayaran yang 
waktunya berbeda-beda, hal ini tergantung 
dari kebijakan pungawa. Adapun beberapa 
mekanisme yang terjadi di pelelangan diantaranya 
(1) pembayaran langsung ditempat setelah ikan 
habis, (2) pembayaran ditunda 1-3 hari bahkan 
sampai 3 minggu dan (3) penagihan langsung 
oleh pembudidaya, namun hal ini biasanya terjadi 
karena hubungan kerabat 


Setelah proses pembayaran selesai pacatto 
mendistribusikan ikan bandeng sesuai tujuan 
pemasaran masing-masing. Pacatto dari luar 
Pangkep sebagian besar berasal dari Makassar, 
Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng 
dan Kabupaten Gowa. Sedangkan pacatto yang 
berasal dari Pangkep tidak melakukan transaksi 
lelang, karena merupakan perpanjangan tangan 
dari pungawa. Secara umum pacatto datang ke 
pelelangan untuk mendapatkan bandeng. Bandeng 
tersebut akan dikirim kembali ke daerah asalnya. 


Aturan main dan aktor yang berperan dalam 
pelelangan hasil perikanan budidaya ini berbeda 
dengan pelelangan hasil perikanan laut. Untuk 
pelelangan hasil perikanan laut lebih terstruktur 
dengan aturan main yang jelas secara legal, ada 
struktur organisasi pelelangan dan pembagian 
kerja secara vertical maupun horizontal, serta data 
retribusi dan jumlah ikan yang dilelang lebih dapat 
(Lengkong et al., 2013). 


RANTAI PEMASARAN BANDENG 


Bandeng Pangkep memiliki kekhasan dari 
bau dan rasa. Pembudidaya meyakini bahwa 
Perairan Sulawesi relatif belum banyak tercemar. 
Hal ini menyebabkan bandeng tidak berbau 
lumpur. Kekhasan lainnya yaitu rasa khas keju 
dari bandeng bakar. Jika ikan disajikan melalui 
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pembakaran, maka bandeng akan mengeluarkan 
lelehan minyak seperti keju yang dipanaskan. Hal 
ini menyebabakan rasa yang berbeda dengan 
bandeng lainnya. Kualitas dan kekhasan bandeng 
Pangkep menimbulkan perspektif positif bagi 
pemasaran bandeng sehingga memberikan brand 
terhadap bandeng pangkep. Hal ini mendorong 
pembudidayadiluar Pangkep memasarkan bandeng 
di Pangkep. Adapaun beberapa kabupaten yang 
memasarkan bandeng di Pangkep diantaranya 
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten 
Maros, Kabupaten Siwa, Kabupaten Bantaeng, 
Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, dan 
Makassar, bahkan ada yang berasal dari Provinsi 
Kalimantan Timur (Kabupaten Tarakan). Sementara 
ikan yang dipasok dari kabupaten Pangkep ke 
TPHT Palampa hanya sekitar 30% dari total ikan 
bandeng yang di lelang. 


Pemasaran menurut Kotler (2004) adalah 
suatu proses sosial yang didalamnya individu 
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 
menawarkan dan mempertukarkan produk yang 
bernilai dengan pihak lain. Pemasaran ikan 
bandeng menurut bentuk ikan yang dipasarkan 
di tempat pelelangan Kabupaten Pangkep 
dilakukan dalam bentuk segar. Rantai pemasaran 
dimulai dari hulu (produsen) ke hilir (konsumen) 
dengan lembaga pemasaran meliputi pembudidaya 


sebagai produsen, pedagang pengumpul 
(pungawa), pedagang perantara (pacatto), 
pedagang pengecer dan konsumen akhir. 


Rantai pemasaran bandeng di tempat pelelangan 
bandeng Kabupaten Pangkep terdiri dari 2 (dua) 
rantai (Gambar 2). 


Pembudidaya adalah supplier pelelangan 
bandeng di Kabupaten Pangkep. Pembudidaya 


Pembudidaya/ 
Fish Farmers 


Pungawa/ 
Middleman 


=| => 


Pangkep telah berpengalaman dalam 
mengembangkan budidaya tambak. Teknologi 
budidaya tambak di Kabupaten Pangkep tergolong 
kategori madya. Teknologi tambak diwariskan 
secara turun menurun. Pembudidaya Pangkep 
berasal dari Kecamatan Labbakang, Kecamatan 
Ma'rang, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Segeri 
dan Kecamatan Mandalle. Setiap kecamatan di 
Pangkep memiliki tambak yang luas. Kecamatan 
Marang dan Kecamatan Labakkang memiliki 
luas lahan tambak dan produksi yang terbesar 
dibandingkan kecamatan lainnya. Jumlah rata-rata 
pembudidaya yang berpartisipasi di pelelangan 
bandeng setiap harinya sekitar 85 orang per 
hari dengan rata-rata bandeng yang dibawa ke 
pelelangan sebesar 0,38 ton per pembudidaya 
(Setiawan, 2009). 


Pungawa merupakan pedagang pengumpul 
yang membeli ikan dari pembudidaya dan 
sekaligus sebagai pemilik los lelang. Los lelang 
merupakan tempat transaksi pelelangan. Berbeda 
halnya dengan pelelangan di TPI, Pelelangan 
Bandeng Pangkep tidak terkoordinasi oleh satu 
juru lelang. Setiap setiap los lelang yang ditempati 
pungawa memilki juru lelang sendiri. Keadaan ini 
seperti pasar lelang dimana pasar lelang terdiri 
dari banyak pembeli dan banyak penjual yang 
melelang, dan dalam hal ini pungawa berperan 
sebagai penghubung pembudidaya dan pembeli 
bandeng. 


Pedagang besar/pacatto merupakan 
konsumen tingkat satu dalam rantai pemasaran. 
Pacatto menyalurkan bandeng ke berbagai 
daerah dan berperan dalam memperluas jaringan 
pemasaran bandeng. Pacatto membeli bandeng 
dengan transaksi lelang. Banyaknya jumlah 
bandeng yang dibeli oleh pedagang besar 


Pacatto/ 
Merchant Middleman 


Konsumen/ 
Consumers 


= 


(2) Rantai I/First Chain 


Pembudidaya/ Pungawa/ Pacatto/ Pagandeng Konsumen/ 
Fish Farmers Middleman Merchant Middleman /Retailer Consumers 


) Rantai II/Second 


Gambar 2. Rantai Pemasaran Bandeng di Kabupaten Pangkep 
Figure 2. Marketing Chain of Milkfish in the Pangkep District 
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sebanyak 10 gabus (1 kotak stereofoam). Setiap 
gabus menampung 50 kg bandeng. Pacatto yang 
terlibat di Pelelangan Bandeng Pangkep berasal 
dari dalam dan luar Pangkep. 


Pedagang eceran/pagandeng mendapatkan 
ikan bandeng dari pacatto. Adapun yang tergolong 
pengecer ada yang berbentuk toko (store retailer) 
dan non-toko misalnya melalui door to door dan 
pedagang kaki lima. Bentuk door to door yang 
dilakukan pedagang eceran di Pangkep disebut 
pagandeng sepeda dan pagandeng motor. 
Pagandeng motor memperjualbelikan ikan bandeng 
dalam jumlah 100 ekor dan mampu menjangkau 
daerah pegunungan. Pagandeng motor dengan 
jangkauan ke daerah pegunungan (Kecamatan 
Tondong Tallasa) membutuhkan biaya transportasi 
yang lebih banyak berupa bahan bakar minyak 
(BBM). 


30% 


Konsumen akhir dalam rantai pemasaran 
bandeng di Pangkep terdiri dari konsumen pasar 
kabupaten pangkep sendiri (local) dan konsumen 
pasar luar kabupaten. Konsumen pasar luar 
kabupaten terdapat pada rantai |, sedangkan 
konsumen pasar luar kabupaten terdapat pada 
rantai || (Gambar 2). 


Sistem rantai pasok ikan bandeng di 
Kabupaten Bandeng (Gambar 3) menunjukkan alur 
pemasaran bandeng secaralebih rinci. Ikan bandeng 
yang masuk ke pelelangan Kabupaten Pangkep 
sebagian besar dipasok oleh pembudidaya dari 
kabupaten Wajo (60%). Kabupaten Pangkep 30% 
sedangkan 10% berasal dari Kabupaten Pinrang. 
Tempat pelelangan Palampang berfungsi sebagai 
pasar grosir. Pembudidaya melakukan transaksi 
jual — beli melalui proses lelang oleh juru lelang. 


60% 


Pembudidaya Pangkep/ 
Pangkep Fish Farmers 
Rata-rata volume/Average volume: 
3.000 kg/hr 


Pembudidaya Pinrang/ 
Pinrang Fish Farmers 
Rata-rata volume/ Average volume: 
1.000 kg/hr 


Pembudidaya Wajo/ 
Wajo Fish Farmers 
Rata-rata volume/ Average volume:: 
6.000 kg/hr 


ki 


Le 


Punggawa (Juru Lelang di TPI Palampang 
Pangkep)/Auctioneer at TPI Palampang Pangkep 
Rata-rata volume/ Average volume: 10.000 kg/hr 


20% 


Pedagang Perantara 
Pangkep 
(Pacatto)/Middleman 
Rata-rata Volume/ 
Average volume: 


Pedagang Perantara 
Makassar 
(Pacatto)/Middleman 
Rata-rata Volume/ 
Average volume: 


Pedagang Pengecer 
Bantaeng 
(Pacatto)/Middleman 
Rata-rata Volume/ 
Average volume: 


20% 


20% 


Pedagang Perantara Pedagang Perantara 
Gowa Jeneponto(Pacatto)/ 
(Pacatto)/Middleman Middleman 
Rata-rata Volume/ Rata-rata Volume/ 
Average volume: Average volume: 


3.000 Kg/ hr 2.000 kg/hr 1.000 kg/hr 2.000 kg/hr 2.000/kg 
| 15% | 20% | 10% | 20% | 20% 
R.1 Pedagang Pengecer Pedagang Pengecer Pedagang Pengecer Pedagang Pengecer Pedagang Pengecer 
. Pangkep Makassar Bantaeng Gowa Jeneponto 
9 5 p 5 
15% | (Pagandeng)/Retailer (Pagandeng)/Retailer (Pagandeng)/Retailer (Pagandeng)/Retailer (Pagandeng)/Retailer 
Pangkep Makassar Bantaeng Gowa Jeneponto 


Rata-rata Volume/ 
Average volume: Average volume: 
1.500 Kg/ hr 3.000 Kg/ hr 


Rata-rata Volume/ 


Rata-rata Volume/ 
Average volume: 
3.000 Kg/ hr 


Rata-rata Volume/ Rata-rata Volume/ 
Average volume: Average volume: 


3.000 Kg/ hr 3.000 Kg/ hr 


15% 20% 


Konsumen akhir 
Makassar/Final 
consumer Makassar 
Rata-rata Volume/ 
Average volume : 
3.000 Kg/ hr 


Konsumen Akhir 
Pangkep/Final 
consumer Pangkep 
Rata-rata Volume/ 
Average volume : 
1.500 Kg/ hr 


Konsumen akhir 
Bantaeng/Final 
consumer Bantaeng Gowa 


Rata-rata Volume/ 
Average volume : 
3.000 Kg/ hr 


| 10% 20% 20% 


Konsumen akhir 
Gowa/Final consumer 


Konsumen akhir 
Jeneponto/Final 
consumer Bantaeng 
Rata-rata Volume/ 
Average volume: 
3.000 Kg/ hr 


Rata-rata Volume/ 
Average volume: 
3.000 Kg/ hr 


R.2.1 R.2.2 


R.2.3 R.2.4 


R. 2.5 


Sumber: Data primer diolah/ Source: Primary data processed, 2012 


Gambar 3. Rantai Pasok Pemasaran Ikan Bandeng di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pangkep 
Figure 3. Milkfish Marketing Supply Chain at the Fish Auction Place in the Pangkep District 
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Berdasarkan kedua saluran pemasaran 
bandeng di Kabupaten Pangkep dari hulu 
(pembudidaya) dan berakhir di hilir (konsumen 
akhir) dengan penjualan dalam bentuk segar 
membutuhkan biaya pemasaran sehingga suatu 
produk akan lebih tinggi harganya dibanding 
harga di tingkat produsen. Semakin panjang rantai 
pemasaran maka biaya yang dikeluarkan dalam 
pemasaran akan semakin besar. 


KINERJA EFISIENSI PEMASARAN BANDENG 


Margin pemasaran merupakan selisih 
harga jual dan harga beli. Berdasarkan Gambar 
4 diketahui bahwa setiap saluran pemasaran 
memiliki margin tersendiri. Rantai pemasaran 1 
memiliki nilai margin dan biaya pemasaran yang 
lebih besar dibandingkan dengan lima rantai pada 
rantai pemasaran 2, sehingga menghasilkan 
keuntungan yang paling tinggi diantara kelima 
rantai lainnya. Besarnya margin yang dihasilkan 
dipengaruhi harga jual dan harga beli bandeng. 
Sedangkan besarnya biaya pemasaran dipengaruhi 
oleh upaya mempertahankan kesegaran ikan yang 
tergantung pada jarak tujuan pengiriman bandeng 
dari Kabupaten Pangkep. 


Perbandingan keuntungan dari keenam 
rantai pemasaran menunjukkan rantai 1 dengan 
daerah pemasaran lokal di Kabupaten Pangkep 
dan rantai pemasaran yang lebih pendek daripada 
rantai pemasaran 2.1 menghasilkan keuntungan 
yang paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran 


dan harga ikan bandeng yang dijual di rantai 
pemasaran 1 lebih besar yaitu 500 gram per kg 
dengan harga Rp 12.500 per ekor. Untuk rantai 
pemasaran 2.1 sampai dengan 2.5 keuntungan 
terbesar dan terkecil adalah RP 2.1 dan RP 2.3. 
Keuntungan dipengaruhi oleh biaya dan harga. 
Keuntungan terbesar pada RP 2.1 dipengaruhi jarak 
ke tujuan pemasarannya yang dekat dibandingkan 
kelima rantai pemasaran lainnya sehingga 
biaya operasionalnya kecil. Sedangkan untuk 
RP 2.3 dengan tujuan pemasaran ke Kabupaten 
Bantaeng, keuntungan yang kecil dipengaruhi 
oleh jarak pemasaran yang jauh dan rata-rata 
volume pengiriman yang besar pada setiap 
pengirimannya. 


Efisiensi ekonomis rantai pemasaran 
menunjukan bahwa semakin pendek rantai 
pemasaran akan semakin efisien rantai pemasaran 
tersebut. Pada saluran | efisiensi pada masing- 
masing lembaga pemasaran tergolong efisien. 
Menurut Soekartawi (2002) tingkat efisiensi < 5% 
dikatakan efisien dan >5% dikatakan tidak efisien. 
Tabel 3 menunjukkan lembaga pemasaran yang 
paling efisien pada rantai | dan II adalah pacatto. 
Hal ini dikarenakan pacatto sebagai penyalur 
bandeng ke berbagai daerah membeli ikan yang 
relatif banyak dari daerah asalnya kemudian 
mengalami proses lelang di pelelangan Pangkep 
dan menyalurkan ikan bandeng tersebut kembali 
ke daerahnya. Keuntungan pacatto didapat dari 
margin pemasaran pada proses lelang tersebut 
dengan harga ikan pada saat pembelian awal. 


9.000 
8.000 - 
7.000 

ERP 1 
6.000 

MRP 2.1 
5.000 

ERP 2.2 
4.000 

ERP 2.3 
3.000 ERP 2.4 
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Total Biaya (Rp/ke) 


Total Keuntungan (Rp/kg) Margin pemasaran (Rp/kg) 


Gambar 4. Perbandingan Biaya, Keuntungan dan Margin Pemasaran Bandeng pada Rantai 1 dan 2. 
Figure 4. Comparison of Cost, Profit and Milkfish Marketing Margin Marketing Chain Type in 


1 and 2. 


Sumber: Data primer diolah/ Source: Primary data processed, 2012 
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Tabel 3. Tingkat Efisiensi Pemasaran Ikan Bandeng di Kabupaten Pangkep. 
Table 3. Efficiency Level of Milkfish Marketing in the Pangkep District. 


Lembaga Pemasaran/ 
Marketing Agencies 


Efisiensi Pemasaran/Marketing Efficiency (Yo) 


Rantai 1/First Chain 


Rantai 2.1 s.d 2.5/2.1 up to 2.5 Chain 


Punggawa (Pelelang/Auctioner)" 
Pacatto (Pedagang Besar/Wholesaler)** 
Pagandeng (Pengecer/Retailer)*** 


5 
3 


4 
3 
4 


Sumber: Data Primer diolah, 2012/ Source: Primary data processed, 2012 


Keterangan/Information: 
“ Rantai 1 dan 2 : efisien 
“ Rantai 1 dan 2 : efisien 
*** Rantai 2 : efisien 


KONTRIBUSI RETRIBUSI PELELANGAN 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 


Untuk membiayai segala keperluan yang 
ditimbulkan oleh adanya pelelangan ikan menurut 
Adrianto (2006) dalam Setiawan (2009) maka 
organisasi penyelenggaraan ikan diatur dalam 
pasal 7 ayat 3 PP No.64 Tahun 1957. Organisasi 
penyelenggara lelang dapat memungut retribusi 
setinggi-tingginya 5% dari hasil penjualan ikan. 
Pungutan retribusi dibebankan kepada pihak 
penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi 
lelang. Retribusi dikenakan pada pelelangan jika 
pemerintah setempat memberikan fasilitas atau 
pelayanan pelelangan. Hasil pungutan retribusi dan 
alokasi penggunaannya ditetapkan dengan perda 
yang pelaksanaannya diatur dengan SK Bupati/ 
walikota pada tiap-tiap lokasi pelelangan. 


Landasan hukum pelelangan diberlakukan 
untuk mengatur dan menjamin keberlangsungan 
pelelangan. Pelelangan bandeng yang terjadi di 
Pangkep diatur melalui Perda No.22 Tahun 2000 
Tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten 
Pangkep No.4 Tahun 1999 Tentang Retribusi 
Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Peraturan ini 
sebagai tambahan beberapa peraturan pada Perda 
No.4 Tahun 1999. Perda No.22 Tahun 2000 
menyebutkan dengan jelas bahwa adanya struktur 
tarif khusus untuk pelelangan bandeng. Tempat 
pelelangan berdasarkan Perda No.4 pasal 1 adalah 
tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi 
jual beli secara lelang. Perda No.4 Tahun 1999 
mengalami perubahan pada pasal 2, pasal 6 dan 
pasal 8 setelah pemerintah daerah membayar biaya 
rekonstruksi pembangunan Developer Swasta 
(PT Wahana). Peraturan tersebut menyebutkan 
bahwa retribusi merupakan pembayaran atas 
pelayanan penyedia fasilitas berupa tempat dan 


jasa pada pasar grosir termasuk pelelangan 
ikan. Tingkat penggunaan jasa fasilitas tempat 
dihitung berdasarkan luas, dan waktu penggunaan 
fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan serta 
berdasarkan volume atau nilai jual barang. 
Adapun struktur tarif berdasarkan jenis pelayanan 
fasilitas tempat dan jasa pada pasar grosir dan 
atau pertokoan untuk pelayanan jasa pelelangan 
bandeng (pasal 8 ayat 7d) sebesar 2% dari nilai 
ikan (Setiawan, 2009). 


Target penerimaan retribusi pelelangan 
bandeng berdasarkan Data Dipenda (2007) dalam 
Setiawan (2009) cenderung tetap per tahun 
2003-2006, namun realisasi penerimaan belum 
memenuhi target (Tabel 4). Realisasi penerimaan 
dari retribusi pelelangan bandeng terbesar 
pada tahun 2005 (92,97 Yo) namun pada posisi 
tersebut bila dibandingkan dengan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Pangkep maka dapat 
menyumbangkan pendapatan sebesar 0,31%. 
Sumbangan penerimaan retribusi pelelangan 
bandeng bagi PAD masih dianggap terlalu kecil 
dan tidak signifikan, sehingga perlu ditingkatkan. 
Hal ini karena menurut Adil (2003) dalam Setiawan 
(2009) semakin banyak PAD suatu daerah 
maka semakin dimungkinkan untuk melakukan 
pelayanan publik yang seluas-luasnya khususnya 
bagi pelelangan bandeng itu sendiri. Pelelangan 
bandeng di Kabupaten Pangkep pada tahun 
2011 dilakukan oleh 16 pungawa dengan masing- 
masing pungawa memiliki los sendiri. Satu orang 
pungawa rata-rata 1-2 los namun ada juga yang 
memiliki 3-4 los per pungawa. Fasilitas yang ada 
di tempat pelelangan bandeng umumnya sama 
dengan tempat pelelangan ikan yang lain, 
perbedaannya terletak pada lokasi pelelangan 
yang dekat dengan sungai terbesar (S. Pangkajene) 
serta tidak adanya kantor pelelangan bandeng. 
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Tabel 4. Kontribusi Retribusi Pelelangan Bandeng terhadap Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan 
dan Pendapatan Asli Daerah, 2003-2006 

Tabel 4. Contribution of Milkfish Auction Retribution To Retail and Wholesale Markets Levies and 
Local Revenue, 2003-2006. 


Jasa Pasar Grosir dan Pendapatan Asli Daerah 


Pelelangan Bandeng/ 


PEP: 5 Pertokoan/Services Retail PAD)/ Revenue 
mali and Wholesale Markets | ) 
akan Target/ Realisasi/ Realisasi/ Realisasi/ 
Target Realization B/A x Realization B/C x Realization B/D x 
(Rp.juta) (Rp.juta) 100 % (Rp.juta) 100 % (Rp.juta) 100% 
(A) (B) (C) (D) 
2003* 97,20 86,49 88,98 120,14 71.99 25,462,93 0.34 
2004* 99,85 87,10 87,23 115,20 75.61 26,904,30 0.32 
2005* 99,85 92,84 92,97 124,90 74.33 30,024,15 0.31 
2006* 99,85 72,28 72,39 101,76 71.03 36,941,85 0.20 
2007** N/A N/A N/A N/A N/A 41,614,00 N/A 
2008** N/A N/A N/A N/A N/A 44,296,00 N/A 
2009** N/A N/A N/A N/A N/A 57,715,00 N/A 


Sumber/Source : “Setiawan, 2009; **BPS Kabupaten Pangkep, 2010 


Manfaat yang diperoleh dari dekatnya lokasi 
pelelangan dengan sungai akan memperlancar 
transportasi melalui sungai dengan pembuatan 
sarana jalan khusus. Kerugian yang didapatkan 
dari tidak adanya kantor pelelangan bandeng 
menyebabkan akses pembeli, pungawa, 
pembudidaya, pedagang maupun konsumen 
dilakukan secara bebas, data jumlah ikan yang 
dilelang tidak tercatat, maupun jumlah retribusi 
yang diperoleh dari proses pelelangan tidak 
terdata dengan valid. Jika dikaitkan dengan PAD 
maka kontribusi retribusi pelelangan bandeng perlu 
ditingkatkan. Peningkatan retribusi pelelangan 
bandeng yang signifikan dapat dilakukan dengan 
pembangunan kantor pelelangan yang dapat 
berfungsi sebagai fasilitator maupun koordinator 
pelelangan bandeng di Pangkep, sehingga 
kerugian yang ada dapat dieliminir. Pembangunan 


kantor pelelangan dapat dilakukan oleh Dispenda 
yang bertugas mencatat dan mengumpulkan 
retribusi pelelangan bandeng. Menurut Priyono 
(2013), perencanaan dan penataan pelelangan 
ikan sebagai salah satu pusat perdagangan ikan 
dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di 
Kabupaten Pangkep maupun kabupaten lainnya 
di Sulawesi Selatan membutuhkan dukungan 
sistem otonomi daerah dan komitmen Pemerintah 
Daerah, hal ini dalam upaya untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat (Tabel 4). 


Dampak positif dari pelelangan bandeng 
di Kabupaten Pangkep selain dapat memberikan 
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) juga dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan yang terlihat dari PDRB dari sektor 


Tabel 5. Pendapatan Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan 


Kepulauan, 2010. 


Tabel 5. Gross Regional Domestic Product and Economic Growth in Pangkajene Kepulauan District, 


2010. 
Pertumbuhan Pertumbuhan Sektor 
Tahun oC ARE Harga Berlaku PORE Harga Konstan’ exonoml (%)/ Perikanan (%)/ 
(Milyar Rp)/ (Milyar Rp)/ : : : 
Year à F 2 : Economic Fisheries Sector 
GDP in Current Prices GDP in Constant Prices 
Growth Growth 

2006 2,735.86 1,967.63 5.92 5.98 

2007 3,153.30 2,088.09 6.12 5.27 

2008 3,826.20 2,237.50 7.16 6.72 

2009 4,597.93 2,369.77 5.91 8.29 

2010* 5,379.30 2,519.98 6.34 4.87 


Sumber/Source : BPS Kabupaten Pangkep, 2011 
Keterangan : “Angka sementara/Preliminary figures 
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pertanian (perikanan) dan laju pertumbuhan sektor 
perikanan (Tabel 5), serta pendapatan perkapita. 
Menurut Antaranews (2010), pendapatan perkapita 
masyarakat Kabupaten Pangkep mencapai Rp 7,2 
juta pertahun melampaui pendapatan perkapita 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rp 5 juta pertahun. 
Pendapatan perkapita umumnya ditunjang dari 
sektor pertanian dan perikanan yang menjadi 
mata pencaharian mayoritas masyarakat Pangkep 
sehingga memposisikan Kabupaten Pangkep 
berada pada urutan ketiga dari sisi pertumbuhan 
ekonomi dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
KESIMPULAN 


1. Fungsi pelelangan bandeng di Kabupaten 
Pangkep berbeda dengan pelelangan 
bandeng di kabupaten lain (Sidoarjo dan 
Gresik), yaitu sebagai pusat pemasaran dan 
distribusi hasil budidaya bandeng, sarana 
pemungutan retribusi hasil pemasaran ikan, 
serta sarana penyuluhan dan pengumpulan 
data perikanan, khususnya bandeng. 


2. Pelelangan bandeng pangkep melelang 
bandeng dengan ukuran 3 jari (0,22 kg/ 
ekor) dengan total bandeng yang terdapat 
di pelelangan sebanyak 976 ton/bulan. 
Pengelolaan pelelangan dilakukan oleh 
pemerintah melalui Dinas Pendapatan 
Daerah. Pelaku usaha yang terlibat dalam 
pelelangan adalah petambak, pungawa, 
pacatto, dan pagandeng serta penagih 
retribusi sebagai pendukung pelelangan. 
Mekanisme pelelangan yang dilakukan 
diantaranya kegiatan pra lelang, kegiatan 
lelang, kegiatan pasca lelang dan kegiatan 
penunjang pelelangan. 


3. Rantai pemasaran bandeng di pelelangan 
terdiri dari 2 rantai diantaranya 
Pembudidaya-Pungawa-Pacatto 
Konsumen (R1) dan  Pembudidaya- 
Pungawa—Pacatto—Pagandeng-Konsumen 
(R2). Rantai pemasaran R1 memiliki nilai 
biaya pemasaran lebih kecil, keuntungan 
lebih besar, margin pemasaran lebih kecil, 
bagian yang diterima produsen lebih besar 
dan memiliki nilai indeks efisiensi lebih kecil 
dibandingkan rantai pemasaran R2. Pelaku 
usaha yang paling efisien adalah pacatto 
dengan nilai efisiensi 3%, baik pada rantai 
pemasaran | maupun rantai pemasaran II. 


4. Landasan hukum penarikan retribusi diatur 
oleh Perda No.22 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Pertama Perda No.4 Tahun 
1999 tentang Retribusi Pasar Grosir atau 
Pertokoan. Realisasi penerimaan retribusi 
pelelangan ikan bandeng terhadap target 
pada tahun 2006 sebesar 72,39 Yo dan 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) sebesar 0,2 %. Peningkatan 
kontribusi retribusi pelelangan perlu 
dilakukan karena semakin banyak PAD 
suatu daerah maka semakin dimungkinkan 
untuk melakukan pelayanan publik yang 
seluas-luasnya khususnya bagi pelelangan 
bandeng itu sendiri. 


IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Untuk meningkatkan kontribusi retribusi 
pelelangan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan pendapatan perkapita masyarakat maka 
strategi kebijakan yang dapat dipertimbangkan 
antara lain : (1) Kebijakan pengelolaan dan 
manajemen tenaga kerja tempat pelelangan 
yang didukung dengan payung hukum yang jelas 
sehingga dapat mengkoordinasikan kegiatan 
pelelangan dan pemungutan retribusi: (2) Kebijakan 
terkait penambahan fasilitas pelelangan yaitu 
pembangunan kantor pelelangan dan fasilitas/ 
sarana pendukung lain yang dapat memperlancar 
kegiatan pelelangan; (3) Kebijakan terkait 
pengawasan dan monitoring oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Pangkep terhadap 
jumlah ikan yang dilelang setiap harinya maupun 
data retribusi pelelangan, dan (4) Penyusunan 
dokumen mengenai data statistik perikanan 
khususnya bandeng dan data realisasi retribusi 
pelelangan di Kabupaten Pangkep. 
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ABSTRAK 


Modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal, seperti rasa saling 
percaya, saling pengertian, kesamaan nilai dan perilaku, yang membentuk struktur masyarakat dan 
menjadi perekat antar anggota kelompok yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai 
tujuan bersama. Makalah ini mengulas modal sosial yang terbentuk pada kelompok nelayan di perairan 
waduk Gajah Mungkur, khususnya di Kecamatan Wuryantoro, kabupaten Wonogiri. Metoda studi kasus 
dengan menggunakan data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data 
primer dilakukan pada bulan Juni 2012-Januari 2013 dengan melakukan wawancara mendalam pada 
informan kunci yang terdiri dari unsur nelayan, koperasi, pengurus kelompok dan dinas. Data sekunder 
diperoleh dari laporan tahunan, statistik perikanan serta referensi sesuai dengan topik kajian. Analisa 
deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kelompok Mina Tirta memiliki modal sosial yang baik dari unsur pengikat (bonding), penghubung 
(bridging), dan pengkait (linking). Modal sosial yang baik dalam kelompok nelayan dapat mendukung 
pengelolaan perikanan Waduk yang lestari. 


Kata Kunci: modal sosial, nelayan, Waduk Gajah Mungkur 


ABSTRACT 


Social capital is a set of values or informal norms, such as mutual trust, mutual understanding, 
in common values and behaviors , which form the structure of society and be the glue between group 
members that are useful for coordination and cooperation in achieving a common goal. The paper 
reviews the social capital formed in groups of fisher in Gajah Mungkur reservoir, in Wuryantoro Sub 
district, Wonogiri district. Primary and secondary data were used in this study. Primary data were 
collected in June 2012- January 2013 by conducting in-depth interviews to key informants, which consist 
of fisher, koperasi, groups of administrators and officials of fisheries agencies. Secondary data were 
obtained from annual reports, fisheries statistics and references according to the study topic. Qualitative 
descriptive analysis is used to explain social capital. The results showed that the Mina Tirta group have 
good social capital of elements- bonding, connecting/ bridging, and linking. Good social capital in the 
fisher’s group can support the sustainable management of reservoir fisheries . 


Keywords: social capital, fisher’s, Gajah Mungkur Reservoir 
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PENDAHULUAN 


Waduk Gajah Mungkur merupakan salah 
satu waduk buatan yang berada di Pulau Jawa. 
Waduk ini terletak 3 km di selatan Kota kabupaten 
Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan 
(pemanfaatan dan pendayagunaan) perikanan 
pada sumberdaya perairan waduk Gajah Mungkur 
memiliki ciri sebagai berikut: Usaha penangkapan 
dilakukan oleh nelayan dengan skala kecil (<5GT) 
dan menggunakan alat tangkap relatif sederhana, 
hasil tangkapan utama berupa ikan patin dan 
nila, usaha budidaya ikan yang dilakukan di 
waduk menggunakan keramba jaring apung yang 
bersifat korporasi (Aguafarm) sedangkan budidaya 
yang dilakukan oleh masyarakat adalah skala 
kecil dengan jenis ikan nila, usaha pengolahan 
serta pemasaran ikan mulai berkembang, telah 
berkembang kelompok-kelompok usaha bersifat 
mandiri (terkait usaha perikanan tangkap, budidaya 
maupun pengolahan). Pada waduk Gajah Mungkur, 
berbagai opsi pengelolaan perikanan telah 
diterapkan, antara lain pengaturan jenis dan ukuran 
alat tangkap ikan, zonasi dan pemacuan stok ikan. 


Kegiatan perikanan yang dilakukan di 
Waduk Gajah Mungkur berpotensi sebagai basis 
pengembangan ekonomi masyarakat di selingkar 
waduk di Kabupaten Wonogiri. Namun masih ditemui 
permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam 
pengelolaan waduk Gajah Mungkur diantaranya 
pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya 
perairan waduk bagi pengembangan perikanan 
belum optimal. Opsi pengelolaan perikanan 
belum dikembangkan dan diimplementasikan 
secara berkelanjutan, sektor perikanan belum 
menjadi basis bagi pengembangan ekonomi 
masyarakat di selingkar waduk, transfer IPTEK di 
bidang perikanan masih sangat terbatas, namun 
menunjukkan performa positip selama 5-10 tahun 
terakhir, permasalahan terkait pengembangan 
usaha perikanan belum mendapatkan respon 
yang diharapkan oleh pelaku usaha pada sektor 
perikanan, masih ditemui kelompok masyarakat 
yangpenghidupannyatergantung pada sumberdaya 
perikanan dan bersifat rentan terhadap dinamika 
perubahan-perubahan yang ada maupun yang 
akan terjadi di masa mendatang. 


Berdasarakan — permasalah-permasalahan 
tersebut diatas perlu dicarikan solusi 
untuk meminimalisir permasalahan dan 


mengaktualisasikan potensi yang ada. Hal ini 
dapat dilakukan melalui penguatan kelompok 
perikanan (tangkap, budidaya, pemasar) sebagai 
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basis pengembangan ekonomi masyarakat melalui 
pendekatan modal sosial. Tulisan ini bertujuan 
untuk melihat modal sosial pada kelompok nelayan 
dalam rangka pengelolaan perikanan di waduk 
Gajah Mungkur. 


METODOLOGI PENELITIAN 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian dilakukan pada Bulan Juni 2012- 
Januari 2013 di Desa Wuryantoro, Kecamatan 
Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa 
Tengah. 


Metode Penelitian 


Metode yang dilakukan pada penelitian ini 
adalah studi kasus yang meneliti tentang status 
subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu 
fase khas dari keseluruhan personalitas (Nazir 
1988). Subyek penelitian adalah kelompok nelayan 
Mina Tirta. Kelompok ini dipilih karena beberapa 
alasan, diantaranya: merupakan salah satu 
kelompok nelayan yang aktif, kelompok nelayan 
yang berdiri sejak lama, memiliki koperasi dan 
memiliki aset kelompok yang baik. 


Jenis, Sumber Pengambilan Data 


Data yang diambil meliputi data primer dan 
sekunder. Data primer didapat dari wawancara 
dan hasil observasi langsung dilapang. Data 
sekunder diperoleh dari literatur maupun data yang 
dimiliki instansi terkait, seperti: Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri, 
Propinsi Jawa Tengah; Kelompok Mina Tirta, dan 
buku-buku yang berkenaan dengan tulisan ini. 


Data primer dikumpulkan melalui observasi 
lapang dan wawancara. Informan terdiri dari 
sepuluh responden yang mewakili unsur kelompok 
Mina Tirta, Koperasi Mina Tirta, Kelompok Mina 
Rini yang telah menjadi anggota kelompok/koperasi 
selama tiga tahun atau lebih dengan harapan 
informan mengetahui permasalahan secara 
mendalam. Pengambilan informasi dilakukan 
dengan wawancara menggunakan topik data. 


Analisis Data 


Analisis data bertujuan untuk 
menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih 
mudah dipahami (Nazir 1988). Data yang telah 
terkumpul dikelompokkan, disusun dan dilakukan 
analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan 


Modal Sosial Kelompok Nelayan di Waduk Gajah Mungkur ......... 


dengan mendeskripsikan modal sosial, khususnya 
pada dimensi pengikat (bonding), penghubung 
(bridging) dan pengkait (linking) mengacu pada 
Szreter (2002) yang terjadi. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Lokasi dan Sebaran Kelompok 


Kecamatan Wuryantoro berjarak 16 km.di 
sebelah barat daya Kota Wonogiri. Wilayah ini 
memiliki luas 7.260,7700 ha yang terdiri dari 
perairan, persawahan, dan perkebunan. Sebelah 
utara berbatasan dengan Kecamatan Manyaran 
dan Wonogiri. Sebelah timur berbatasan dengan 
Genangan Waduk Serba Guna Wonogiri. Sebelah 
selatan berbatasan dengan Kecamatan Eromoko. 
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 
Manyaran. Kecamatan Wuryantoro memiliki wilayah 
administratif dua Kelurahan, yaitu: Wuryantoro, 
Mojopuro, enam desa yaitu Genukharjo, 
Sumberejo, Mlopoharjo, Pulutan Wetan, Pulutan 
Kulon, Gumiwang lor dan terdiri dari 70 dusun. 


Pada Tabel 1 terlihat bahwa kelompok 
nelayan terpusat pada tiga desa yaitu Wuryantoro 
(2 kelompok), Gumiwang (5 kelompok), Sumberejo 
(1 kelompok) dan Mlopoharjo (1 kelompok). Hal ini 
menunjukkan bahwa dari 8 desa yang terdapat di 
Kecamatan Wuryantoro, hanya terdapat 3 desa 
yang aktifitas masyarakatnya bertumpu pada 


Pn Rn (Rizky Muhartono dan Sonny Koeshendrajana) 


kegiatan perikanan (nelayan). 


Berdasarkan tahun pendirian dan jumlah 
anggota kelompok, kelompok tertua adalah Mina 
Tirta di desa Wuryantoro yang sudah berdiri sejak 
tahun 1986 dan memiliki jumlah anggota sebanyak 
58 orang. Sedangkan kelompok termuda adalah 
Mino Sejahtera yang berdiri tahun 2010 dan memiliki 
jumlah anggota paling sedikit yaitu 17 orang. 
Jumlah kelompok Mino Sejahtera memiliki jumlah 
anggota sedikit karena merupakan pemekaran 
kelompok Mina Tirta di Desa Wuryantoro. Salah 
satu alasan dilakukan pemekaran kelompok adalah 
adanya keinginan untuk lebih mandiri dari kelompok 
sebelumnya dan adanya kesamaan lokasi, yaitu 
dusun pudak. Jika dilihat dari lokasi pertemuan, 
hanya kelompok Mina Tirta yang memiliki lokasi 
pertemuan khusus untuk nelayan. Lokasi pertemuan 
ini dibangun secara mandiri oleh nelayan dengan 
memanfaatkan bantuan dari swadaya masyarakat 
dan pemerintah. Pertemuan rutin kelompok lainnya 
dilakukan di Balai desa, atau ditetapkan secara 
bergilir dan dilakukan dirumah ketua kelompok. 


Sejarah dan Struktur Kelompok Mina Tirta 


Kelompok Mina Tirta berada di Kelurahan 
Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro dan berdiri 
sejak 24 Juni 1986. Jadwal pertemuan rutin 
kelompok dilakukan pada hari minggu pertama jam 


Tabel 1. Sebaran Kelompok di Kecamatan Wuryantoro. 
Table 1. Groups Distribution at Wuryantoro Sub Distric. 


Jumlah 
No Tan Alamat (Dusun/Desa)/ orang/ Tahun Berdiri/ Lokasi Pertemuan/ 
G P Address (Village) Numbers Year Establish Meeting Place 
roups Name 
Person 
: 7 TPI Wuryantoro/ 
1 Mina Tirta Wuryantoro, Wuryantoro 58 1986 Wuryantoro Fish Auction 
2 Mino Sejahtera Pudak, Wuryantoro 17 2010 Balai Dusun/ Village Hall 
3 Tirta Manunggal Kedungjati, Gumiwang 37 2000 Bergilir/Rotation 
4 Sumber Urip Selorejo, Gumiwang 27 2008 Rumah Rese kepi ouse 
of head group 
5 MinaTirta Sari Jatisari, Gumiwang 26 2004 Rumanise tua Kapi 
House of head group 
: eas . Rumah Ketua Kelp/ 
6 Mina Jaya Nglingi, Gumiwang 28 2007 House of head group 
> E F Rumah Ketua Kelp/ 
7 Ngudi Luhur Sendangsari,Gumiwang 24 2007 House of head group 
8 Nila Sari Putuksari, Mlopoharjo 26 2007 Rumah Kema, Kelp/ 
House of head group 
. a Kedunglumbu, ka , 
9 Mina Mandiri 32 2003 Bergilir/Rotation 


Sumberejo 


Sumber: Disnakperla Kab.Wonogiri, 2011/Source: Source: livestock, Fisheries and Marine Agency- Wonogiri District.2011 
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11.00 di Gedung pertemuan Mina Tirta. Kelompok 
ini sudah beberapa kali mengalami pergantian 
ketua, yaitu: Sarmanto, Ali, Haridi, Parmo, Sugianto 
dan Basuki (tahun 2004 — sekarang). Aturan dalam 
kelompok adalah pemilihan ketua dilakukan 3 tahun 
sekali. Namun, ada kalanya pemilihan dipercepat 
karena ada ketua yang mengajukan pengunduran 
diri dikarenakan kesibukan lain sehingga 
dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan 
kelompok. Ada pula ketua yang menjabat dalam 
jangka waktu lama. Hal ini dikarenakan pada masa 
akhir jabatan kepengurusan tidak ada anggota 
yang mau menggantikan, dan anggota yang hadir 
secara aklamasi memilih kembali sebagai ketua. 
Kondisi seperti ini tidak terlalu dipermasalahkan 
oleh para anggota sepanjang, ketua tersebut tidak 
melakukan tindakan yang merugikan kelompok. 


Pemilihan ketua dilakukan berdasarkan 
kesepakatan kelompok dan ditentukan oleh anggota 
yang hadir. Proses pemilihannya sederhana, tidak 
melalui laporan pertanggung jawaban periode 
sebelumnya, tidak ada promosi antar calon, 
ataupun debat antar kandidat. Menjadi ketua 
kelompok Mina Tirta tidak memiliki keuntungan 
secara finansial seperti mendapatkan gaji, fasiltas 
penangkapan, atau tanah garapan. Menjabat 
sebagai ketua kelompok dirasakan sebagai wujud 
tanggung jawab personal secara sosial, jika tidak 
ada yang mau menjadi pengurus maka keberadaan 
kelompok yang sudah berjalan selama ini akan 
sia-sia. Dalam hal ini, hanya nelayan yang berjiwa 
besar dan penuh pengabdian yang mau dan dipilih 


Ketua I/ 
Chairman | 


menjadi ketua. Menjabat sebagai ketua kelompok 
diibaratkan menjabat ketua Rukun Tetangga (RT) 
yang biasanya dijabat selama mungkin dan tidak 
mendapatkan imbalan finansial dari jabatan yang 
diemban. 


Keuntungan ketika dipilih menjadi ketua 
kelompok adalah mendapatkan kepercayaan dari 
nelayan dan dipercaya untuk mengelola kelompok. 
Ketua kelompok tidak mendapatkan gaji karena 
kelompok tidak memiliki pemasukan komersil dalam 
jumlah yang besar. Kalaupun mendapatkan uang, 
besarannya hanya berkisar Rp25.000-Rp30.000/ 
tahun yang berasal dari retribusi proses jual beli 
oleh bakul&pengumpul kepada kelompok. Jabatan 
pengurus tidak melekat dengan jabatan ketua 
kelompok. Perubahan pengurus dilakukan oleh 
ketua kelompok jika ada pengurus yang bekerja 
kurang optimal, biasanya dilakukan penyegaran 
dengan mengganti pengurus yang baru atau 
diganti karena mengundurkan diri dengan alasan 
kesibukan. 


Jika melihat struktur organisasi kelompok 
Mina Tirta (Gambar 1) akan terlihat bahwa bahwa 
struktur ini memiliki ciri pengelolaan organisasi 
yang ingin merangkul, melibatkan banyak pihak dan 
melakukan pendelegasian wewenang didalamnya. 
Hal ini dapat dilihat dari gemuknya susunan 
pengurus yang dibentuk, adanya jabatan ketua 
Il dan 6 seksi (sosial, jimpitan, arisan, konsumsi, 
keamanan, dan inventaris) seperti diilustrasikan 
pada Gambar 1. 


Ketua II/ 
Chairman II 


|| | 
Penasehat/ Sekertaris/ Bendahara/ 
Advisory Secretary Treasurer 
| | | | | | 


Seksi Jimpitan/ Seksi Arisan/ 


Donation Section 


Seksi Sosial/ 
Social Section 


Regular Social 


Gathering Section Inventory Section 


Seksi Konsumsi/ 
Consumption 
Section 


Seksi Keamanan/ 
Security Section 


Seksi Inventaris/ 


Anggota/Member of Group 


Gambar 1. Struktur Kepengurusan Kelompok Mina Tirta 
Picture 1. Mina Tirta Group Leadership Structure 
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Koperasi, Kelompok Nelayan Mina Tirta dan 
Kelompok Pengolah Mina Rini 


Berbicara kelompok nelayan Mina Tirta, 
tidak bisa dilepaskan dari keberadaan koperasi 
nelayan Mina Tirta dan kelompok pengolah Mina 
Rini. Koperasi nelayan Mina Tirta merupakan 
perkembangan dari unit usaha kelompok Mina 
Rini. Koperasi Mina Tirta berdiri sejak tahun 1994 
(pra koperasi) dan memiliki Badan hukum koperasi 
sejak tahun 1999 (No. Surat Pengukuhan: 290/BH/ 
KDK.I1/29/V/1999). Anggota koperasi nelayan Mina 
Tirta sebagian besar merupakan anggota koperasi 
nelayan Mina Tirta dan anggota kelompok Mina Rini, 
sehingga keberadaan institusi-institusi ini memiliki 
hubungan kedekatan yang erat baik fisik dan 
psikologis. Sedangkan kelompok pengolah Mina 
Rini merupakan kumpulan dari istri-istri nelayan 
yang membentuk kelompok pengolah. Kelompok 
ini berdiri tujuh tahun terakhir dan memfokuskan 
pada kegiatan pengolahan. Sayangnya kelompok 
ini sudah fakum sejak lama dan baru mulai aktif 
1-2 tahun belakangan. 


Keberhasilan pengembangan koperasi 
nelayan Mina Tirta ikut mendongkrak popularitas 
kelompok nelayan Mina Tirta. Saat ini, koperasi 
nelayan memiliki aset berupa bangunan pertemuan 
nelayan (pertama di Wonogiri) yang sebagian 
dana pembangunannya berasal dari kas koperasi. 
Aset kedua berupa kepemilikan dua ruko milik 
koperasi yang disewakan untuk umum dan aset 


Kelompok 
Mina Tirta/ 
Mina Tirta 
Group 


Anggota 
Kelompok dan 
Koperasi Mina 
Tirta/ Members 
of Group and 
Mina Tirta 
Cooperative 


ag Pen (Rizky Muhartono dan Sonny Koeshendrajana) 


uang pinjaman sebesar Rp 120.000.000. Aset 
ketiga adalah produk dagangan kelontong senilai 
Rp 3.000.000 yang dikerjasamakan dengan salah 
satu anggota koperasi. Walaupun merupakan 
organisasi yang berbeda, seringkali kegiatan 
kelompok nelayan difasilitasi oleh koperasi nelayan. 


Modal Sosial 


Putnam (1993) dalam Handayani (2007) 
memandang modal sosial sebagai seperangkat 
hubungan yang horizontal (horizontal associations) 
antar orang yang mempunyai kemampuan untuk 
mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis, 
sedangkan Coleman (2011) memandang modal 
sosial mencakup tidak hanya hubungan bersifat 
horisontal tetapi termasuk juga hubungan vertikal. 
Konsep Colemen ini memasukkan hubungan- 
hubungan horizontal dan vertikal sekaligus, 
serta perilaku di dalam dan antara seluruh pihak 
dalam sistem sosial. Bagi Colemen, modal sosial 
menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola 
hubungan antar individu dalam suatu kelompok 
dan antar kelompok dengan ruang perhatian 
pada norma, kepercayaan dan jaringan sosial. 
Modal sosial didefinisikan bermacam pendekatan, 
diantaranya menunjuk pada jaringan (networks), 
norma-norma (norms) dan kepercayaan (trust), 
Ridell (1997) dan Putnam (1993) dalam Suharto 
(2008). Modal sosial dapat diartikan sebagai 
sumber (resources) yang timbul dari adanya 
interaksi orang-orang dalam suatu komunitas. 


“ Koperasi 

, Mina Tirta/ 

ı Mina Tirta Kelompok 
i Cooperative Mina Rini/ 
! Mina Rini 
: Group 


Gambar 2. Irisan Anggota Kelompok Nelayan, Koperasi Mina Tirta dan Kelompok Pengolah 


Mina Rini. 


Picture 2. Sliced Member of The Fisher Group, Mina Tirta Cooperative and Mina Mina Rini 


Processing Group. 
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Modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan 
(melainkan meningkat) namun turunnya modal 
sosial bukan karena sering dipakai tetapi karena 
tidak dipergunakan (Coleman, 1988; 2011). World 
Bank mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu 
yang merujuk kepada dimensi kelembagaan, 
hubungan-hubungan yang tercipta dan norma- 
norma yang membentuk kualitas serta kuantitas 
hubungan sosial dalam masyarakat. 


Putnam (2000) dalam Achwan (2007) 
mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan 
sosial antar individu atau kelompok yang 
mampu mengembangkan norma-norma saling 
percaya dan untuk membentuk jaringan sosial 
dengan beberapa tujuan sosial dan ekonomi. 
Menurut Achwan, Putnam mengasumsikan 
setiap individu atau kelompok memiliki akses 
yang sama namun mengabaikan konteks 
sosial. Secara sederhana modal sosial dapat 
ditunjukkan oleh komponen-komponen penting 
yang menyertainya, yaitu kepercayaan (trust), 
keyakinan (belief), norma-norma (norms), saling 
memberi (reciprocity), aturan-aturan (rules) dan 
jaringan-jaringan (networks). Dengan kata lain, 
eksistensi modal sosial dapat ditunjukkan oleh 
kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok 
untuk bekerjasama membangun suatu jaringan 
untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama 
yang terwujud diwarnai oleh suatu pola interrelasi 
yang imbal balik dan saling menguntungkan 
dan dibangun atas dasar kepercayaan yang 
ditopang oleh nilai-nilai sosial yang positip dan 
kuat. Kekuatan tersebut akan optimal bila 
didukung oleh semangat proaktif membuat 
jalinan hubungan berdasarkan prinsip kepercayaan 
serta kemauan saling berbagi dan menguntungkan. 


Norma (Norms) 


Norma terdiri dari pemahaman, nilai-nilai, 
harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan 
bersama oleh sekelompok orang (Suharto 
2008). Norma di kelompok Mina Tirta terbentuk 
berdasarkan interaksi yang berlangsung sejak 
lama diantara anggota. Norma tersebut dipahami 
dan disepakati menjadi aturan bersama. Norma 
yang disepakati diantaranya adalah kesepahaman 
akan pentingnya tergabung dalam kelompok, 
adanya kesepakatan jadwal pertemuan dan iuran 
rutin bulanan, kerja bakti bersama terutama jika 
ada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok, 
mekanisme menjadi anggota atau pengurus 
kelompok, aturan penggunaan alat tangkap. 
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Walaupun sudah berdiri sejak lama, 
kelompok nelayan Mina Tirta tidak (belum) 
memiliki aturan berupa anggaran dasar atau 
anggaran rumah tangga yang mengatur 
keberadaan kelompok dan dibukukan secara 
khusus. Hingga saat ini, yang tersedia berupa 
kesepakatan-kesepakatan kelompok yang pernah 
dituliskan namun tidak terarsip dengan baik. 
Hal ini berdampak jika ada anggota yang baru 
bergabung ataupun masyarakat lain yang ingin 
menanyakan peraturan yang ada harus bertanya 
secara langsung kepada pengurus/tokoh nelayan 
setempat. Peraturan yang ada dibuat merupakan 


kesepakatan bersama dan berdasarkan 
kekeluargaan. Dalam hal ini, kelompok tidak 
(belum) membuat aturan/sanksi yang tegas 


bagi anggota yang melanggar aturan yang telah 
disepakati. 


Kepercayaan (Trust) 


Kepercayaan adalah harapan yang 
tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang 
ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan 
kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut 
bersama (Fukuyama 1995 dalam Suharto 2008). 
Kepercayaan di dalam kelompok dapat muncul 
sebagai akibat adanya norma dan interaksi 
diantara anggota. Seringnya interaksi yang 
positif dapat menguatkan kepercayaan diantara 
anggota, sedangkan adanya interaksi yang 
negatif dapat melemahkan kepercayaan. Interaksi 
yang positif diantaranya melalui kegiatan 
bersama, kepengurusan, pemaparan kondisi 
keuangan dalam kurun waktu tertentu, maupun 
pada pelaksanaan kegiatan. 


Secara organisasi, anggota kelompok 
memiliki kepercayaan yang kuat kepada kelompok. 
Ketua kelompok saat ini merupakan ketua yang 
sudah dipilih sejak tahun 2004 dan dipilih kembali 
oleh anggota kelompok untuk kesekian kalinya 
disetiap masa periode kepengurusan. Anggota- 
anggota kelompok merasa kepentingannya dapat 
diakomodasi oleh ketua, dan ketua tersebut 
tidak terlihat memiliki masalah yang krusial 
didalam kepengurusannya. Selain itu, pada setiap 
kegiatan pertemuan rutin, pengurus kelompok 
juga memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan, 
sedang dilakukan dan akan dilakukan kepada 
anggota. bahkan meminta persetujuan dari 
anggota jika ditemukan permasalahan untuk dapat 
diselesaikan secara bijaksana. 
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Jaringan (Network) 


Infrastruktur dinamis dari modal sosial 
berwujudjaringan-jaringan kerjasamaantarmanusia 
(Putnam 1993 dalam Suharto 2008). Jaringan 
tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan 
interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan 
dan memperkuat kerjasama (Suharto 2008). 
Sebagian besar anggota kelompok ini adalah 
nelayan sebagai pekerjaan utama, namun kelompok 
ini juga terdiri dari berbagai macam profesi 
sampingan, diantaranya petani lahan pasang surut, 
peternak, pengurus koperasi, bakul ikan, pembuat 
perahu, pedagang dan pegawai. Keberagaman 
latar belakang anggota di dalam kelompok dan 
kemampuan individu-individu di dalam kelompok 
membuat dan memperkaya jaringan yang terbentuk 
di dalam kelompok Mina Tirta. 


Kelompok Mina Tirta sudah diakui oleh 
Dinasnakperla sebagai bagian dari kelompok 
nelayan yang ada di Waduk gajah Mungkur, 
sehingga sudah memiliki jaringan tersendiri 
dilingkup pemerintahan daerah. Bahkan kelompok 
ini sudah diakui keberadaannya ditingkat propinsi. 
Kelompok ini juga seringkali dijadikan contoh 
lokasi kunjungan kegitan jika ada tamu dinas yang 
berlunjung di Waduk Gajah Mungkur. Pada tahun 
2012-2013, kelompok ini memiliki jaringan yang 
kuat dengan Balitbang Kelautan dan Perikanan, hal 
ini ditandai dengan terlibatnya anggota kelompok 
pada kegiatan yang dilakukan, seperti sebagai 
enumerator data atau menjadi pengurus KIMBis. 


Dimensi Modal Sosial 


Keberadaan dimensi modal sosial kelompok 
Mina Tirta dapat dilihat secara mendalam 
menggunakan pendekatan Szreter (2002), yaitu 
dimensi pengikat yang ada dan terbentuk di dalam 
kelompok (bonding). Pengikat (bonding) dalam 
modal sosial dapat diartikan sebagai kuatnya 
ikatan yang muncul diantara anggota-anggota. 
Cirinya adalah memiliki hubungan yang dekat, 
latar belakang hubungan sosial cenderung sama 
dalam kelompok. Kegiatan dimensi penghubung 
(bridging) dicirikan memiliki hubungan yang 
terbuka, keanggotaan antar kelompok cenderung 


beragam, latar belakang hubungan sosial 
cenderung berbeda dalam kelompok. 
Pengkait (linking) merupakan suatu 


jaringan sosial dan hubungan antar kelompok 
sosial yang berbeda (szreter 2002). Perbedaan 
pengertian antara Bridging dan Linking dalam 


ag Pen (Rizky Muhartono dan Sonny Koeshendrajana) 


melihat hubungan dengan kelompok sosial yang 
berbeda adalah dalam penekanan hubungan 
yang tidak setara (unegual agents). Dalam hal ini 
peran negara (power & ideology) sangat krusial 
dalam menghubungkan kedua kelompok sosial 
ini. Sehingga mampu menjelaskan bagaimana 
hubungan antara suatu kelompok sosial dengan 
lembaga-lembaga atau kelompok sosial lainnya 
yang memiliki kedudukan atas wewenang yang 
lebih besar dibandingkan dengan kelompok sosial 
tersebut (tidak setara). 


Pengikat (Bonding) 


Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 
kategori pengikat (bonding) yang dilakukan dalam 
kelompok nelayan Mina Tirta, diantaranya: aturan 
dalam kelompok, pertemuan arisan bulanan, kerja 
bakti, pemberian santuan pada saat ada keluarga 
yang terkena musibah (sakit dan meningggal). 


Adanya aturan dalam kelompok yang 
mengikat akan menguatkan para anggota. Tiap 
anggota akan memiliki perasaan yang sama, 
kesempatan yang sama dalam hal bermusyawarah, 
kewajiban yang sama seperti membayar iuran, 
dan mendapatkan hak yang sama. Sehingga 
adanya aturan yang ditaati secara bersama 
akan menguatkan masing-masing anggota di 
dalam kelompok. Aturan terkait iuran kelompok 
diantaranya adalah jimpitan sebesar Rp1000/ 
orang/bulan, dana sosial sebesar Rp2.000/orang/ 
bulan, arisan Rp10.000/orang/bulan, tirakat satu 
suro sebesar Rp 2.000/orang/bulan kesemua 
iuran ini ditetapkan dan disepakati menjadi 
aturan kelompok dan akan diberikan kembali 
kepada anggota kelompok pada saat yang sudah 
disepakati. Aturan yang dikeluarkan oleh institusi 
lain pun (Dinas peternakan, perikanan dan 
kelautan) akan diikuti sepanjang akan memberikan 
kebaikan bagi masyarakat. Aturan-aturan tersebut 
diantaranya adalah pelarangan penggunaan mata 
jaring < 2inci, pelarangan penggunaan racun dan 
stroom dalam mencari ikan. Bahkan aturan yang 
dibuat oleh dinas dapat menjadi dasar kesepakatan 
dalam kelompok. 


Kegiatan pertemuan rutin, (arisan) yang 
dilakukan secara reguler dalam jangka waktu 
tertentu juga akan meningkatkan ikatan (bonding) 
diantara sesama anggota. Hal ini dikarenakan para 
anggota akan bertemu secara fisik dalam kurun 
waktu tertentu, saling berkomunkasi, bertegur sapa, 
berbincang, bertukar pikiran dan mendiskusikan 
suatu hal baik secara pribadi maupun bersama 
akan mengikatkan ikatan diantara sesama anggota. 
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Kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara 
insidental/situasional dapat meningkatkan ikatan 
(bonding) diantara sesama anggota. Kegiatan 
yang dilakukan seperti membersihkan lingkungan 
sekretariat, membersihkan jalan dari ilalang rumput. 
Membangun tenda jika akan ada kegiatan di TPI, 
membersihkan danau dari sampah, memperbaiki 
rumah anggota secara bergilir akan menjadi sarana 
bagi para anggota kelompok memiliki intensitas 
pertemuan yang tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut 
memiliki kerangka yang positif sehingga dapat 
berdampak pada peningkatan ikatan diantara 
sesama anggota. 


Program pemberian santunan kepada 
anggota kelompokpun termasuk kegiatan yang 
dapat menguatkan ikatan (bonding) diantara 
sesama anggota. Tiap anggota akan mendapatkan 
hak yang sama dan kewajiban sebagai anggota 
kelompok yang ditunaikan bersama, tidak dibeda- 
bedakan. Wujud perhatian kelompok adalah 
memberikan santunan sosial berupa uang tunai 
sebesar Rp100.000 per kejadian jika ada anggota 
keluarga yang dirawat karena sakit dan masih 
menjadi tanggungan keluarga (bapak, ibu, dan 
anak). Semua anggota kelompok mendapatkan 
hak yang sama, bahkan jika uang kas di kelompok 
terbatas dan tidak mencukupi, terkadang memakai 
uang pribadi anggota yang lain dan akan diganti 
pada saat uang kas sudah terkumpul. Jika ada 
anggota keluarga yg meninggal, iuran sosial 
diberikan seiklasnya secara pribadi dan tdk 
mendapatkan alokasi khusus dari kelompok. 


Beberapa hal diatas mampu menjadi pengikat 
(bonding) pada kelompok Mina Tirta. Namun 
demikian ditemukan adanya potensi pelemahan 
pengikat (bonding) berupa masih tingginya hutang 
pinjaman koperasi yang dimiliki para anggota yang 
juga menjadi anggota kelompok nelayan Mina 
Tirta. Penguruspun sudah berupaya menagih 
kepada anggota yang bersangkutan. Dalam hal ini 
pengurus kelompok belum berhasil menyadarkan 
para anggotanya yang untuk melunasi hutang yang 
ada. Bahkan ada hutang yang belum terlunasi 
sejak tahun 2010. 


Penghubung (Bridging) 


Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 
kategori penghubung (bridging) yang dilakukan 
dalam kelompok nelayan Mina Tirta, diantaranya: 
pertemuan rutin triwulan, penebaran benih ikan 
swadaya kelompok, kegiatan patroli alat tangkap 
(kegiatan pokwasmas). 
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Kegiatan pertemuan rutin triwulan dilakukan 
atas prakarsa Dinas Peternakan, Perikanan 
dan Kelautan (Nakperla). Kegiatan ini biasanya 
dilakukan dikantor dinas Nakperla dengan 
mengundang seluruh perwakilan kelompok yang 
ada di tujuh kecamatan yang melingkari Waduk 
Gajah Mungkur. Kegiatan ini diisi sosialisasi 
peraturan atau informasi-informasi terbaru yang 
dimiliki oleh Dinas Nakperla kepada kelompok- 
kelompok nelayan atau pihak Dinas NakPerla 
meminta masukan kepada perwakilan kelompok 
terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan. 


Kegiatan ini dijuga dimanfaatkan oleh 
kelompok untuk saling sharing informasi (tukar 
pendapat) dan memberikan masukan baik kepada 
dinas maupun kepada sesama kelompok yang 
hadir. Pertemuan semacam ini sangat bermanfaat 
dan dapat meningkatkan modal sosial diantara 
kelompok. Diantara keuntungannya adalah 
merupakan sarana  penjembatan informasi 
diantara kelompok yang sangat dimungkinkan 
jarang untuk melakukan pertemuan secara formal 
dikarenakan keterbatasan waktu dan jauhnya 
lokasi masing-masing kelompok. 


Kegiatan lainnya adalah melakukan patroli 
(pokmaswas) dan penyitaan bersama penggunaan 
alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 
(penggunaan branjang dan jaring « 2 inci). 
Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud perhatian 
kelompok akan keberlangsungan sumberdaya 
waduk sebagai sumber mata pencaharian 
masyarakat yang harus dijaga kelestariannya. 
Kegiatan bersama seperti ini mutlak dilakukan 
untuk meminimalisir konflik horisontal yang terjadi 
diantara masyarakat nelayan jika melakukan 
mengamankan penggunaan alat tangkap secara 
individu. 


Kelompok Mina Tirta juga melakukan 
kegiatan penebaran benih ikan secara rutin yang 
dilakukan secara mandiri dan bersumber dari dana 
iuran masing-masing kelompok yang difasilitasi 
oleh dinas Nakperla serta kegiatan sosial berupa 
kegiatan membersihkan waduk dari sampah secara 
bersama-sama yang dilakukan seluruh kelompok 
(pengawasan dan pelestarian Waduk Gajah 
Mungkur). Kegiatan-kegiatan tersebut penting 
untuk dilakukan sehingga dapat menimbulkan 
kesadaran bersama diantara kelompok akan 
pentingnya menjaga kelestarian waduk. Selain itu, 
kelompok Mina Tirta juga kerap diminta bantuannya 
untuk mencari korban jiwa jika terjadi kecelakaan 
di waduk. 
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Pengkait (Linking) 


Kelompok nelayan Mina Tirta memiliki linking 
yang kuat dengan beberapa institusi diantaranya: 
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 
(Nakperla), Badan Litbang Kementrian Kelautan 
dan Perikanan, anggota DPRD, dan Camat. 


Linking yang kuat dengan Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan (Nakperla) adalah 
kelompok Mina Tirta mendapat rekomendasi untuk 
mengikuti pemilihan kelompok teladan tingkat 
provinsi jawa tengah dan mendapatkan peringkat 
ke || dalam kategori Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) Perikanan Tangkap Perairan Umum Teladan 
tingkat Propinsi se Jawa Tengah Tahun 2011. 
Selain itu , kelompok Mina Tirta sering diutus oleh 
dinas sebagai perwakilan kelompok yang mewakili 
kelompok di Waduk Gajah Mungkur untuk mengikuti 
pelatihan, menyampaikan paparan ataupun sebagai 
peserta dalam kegiatan sosialisasi dan sejenisnya 
baik di tingkat Kabupatan, Propinsi maupun 
Nasional. Sebagai contoh Pak Hariadi, salah satu 
ketua kelompok Mina Tirta pernah diutus mewakili 
kelompok nelayan untuk melakukan presentasi 
di Palembang terkait dengan kegiatan perikanan 
perairan umum. 


Kelompok Mina Tirta sering dijadikan contoh 
oleh dinas sebagai kelompok yang memiliki 
perkembangan yang baik. Sehingga jika dinas 
memiliki tamu yang akan melakukan kunjungan 
kerja ke Waduk Gajah Mungkur seringkali 
diarahkan untuk datang ke kelompok Mina Tirta. 
Salah satu kelebihan kelompok Mina Tirta adalah 
aktifitas kelompok (pertemuan rutin) dan kegiatan 
penangkapan berjalan secara aktif. Selain itu 
kelompok Mina Tirta memiliki kelebihan berupa 
memiliki TPI dan gedung pertemuan yang dibangun 
secara swadaya oleh kelompok. 


Linking yang kuat dengan Badan Litbang 
Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah 
kelompok Mina Tirta terlibat secara aktif pada 
kegiatan penelitian ataupun diundang untuk 
mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Balitbang, 
baik di lokasi maupun di pusat. Sebagai contoh, 
TPI Mina Tirta menjadi salah satau lokasi sample 
pendataan pendaratan hasil perikanan yang 
dilakukan oleh Pusat Penelitian Pengelolaan 
Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan 
(P4KSI-Balitbang KP) selain itu ketua kelompok 
(Basuki) menjadi enumerator pencatatan data. 
Pada kegiatan KIMBis yang diprakarsai oleh 
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 


ag aa Pen (Rizky Muhartono dan Sonny Koeshendrajana) 


Perikanan (BBPSE-Balitbang KP), dua orang 
anggota kelompok Mina Tirta (Agus Suprianto dan 
Suparmo) menjadi manajer dan asisten manajer 
KIMBis. Selain itu lokasi gedung pertemuan 
Kelompok Mina Tirta dijadikan sebagai kantor 
sekretariat KIMBis. 


Seiring dengan seringnya pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan di TPI Mina Tirta, Hal ini 
berdampak dengan menaikkan nama kelompok 
Mina Tirta baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Dengan jaringan yang dimiliki, Kelompok Mina 
akan lebih mudah menyampaikan permasalahan 
yang dialami oleh nelayan kepada para pengambil 
kebijakan (pusat dan daerah). Bahkan, Kelompok 
Mina Tirta dapat mengundang secara langsung 
anggota dewan DPRD setempat dan pihak 
Kecamatan untuk hadir pada mendengarkan 
aspirasi ataupun permasalahan yang sedang 
dialami masyarakat perikanan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Keberadaan modal sosial kelompok nelayan 
Mina Tirta dapat dilihat melalui dimensi pengikat 
(bonding), penghubung (bridging) dan pengkait 
(linking). Kelompok Mina Tirta memiliki pengikat 
(bonding) yang baik berupa aturan dalam kelompok, 
pertemuan arisan bulanan, kerja bakti, pemberian 
santuan, dan membutuhkan perhatian khusus 
terkait peningkatan kesadaran anggota kelompok 
dalam pelunasan hutang. 


Kegiatan penghubung (bridging) yang 
dilakukan dalam kelompok nelayan Mina Tirta 
dapat dikategorikan baik. Diantaranya dilakukan 
melalui: pertemuan rutin triwulan, penebaran 
benih ikan swadaya kelompok, kegiatan patroli alat 
tangkap (kegiatan pokwasmas). Kelompok nelayan 
Mina Tirta memiliki linking yang kuat dengan 
beberapa institusi diantaranya: Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan (Nakperla), Badan Litbang 
Kementrian Kelautan dan Perikanan, anggota 
DPRD, dan Camat. 


Secara umum, modalsosial kelompok nelayan 
dapat mempengaruhi pengelolaan di Waduk gajah 
Mungkur. Peningkatan modal sosial yang dimiliki 
kelompok berdampak positif dan sejalan dengan 
baiknya pengelolaan Waduk. Sebagai contoh, 
meningkatnya kesadaran kelompok terhadap 
keberlanjutan fungsi waduk diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan. 
Salah satu cara peningkatan kesadaran masyarakat 
adalah dengan cara memfungsikan kelembagaan 
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kelompok nelayan dan menguatkan modal sosial 
yang ada. 
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ABSTRAK 


Perilaku ekologis masyarakat di sekitar sungai merupakan sebuah modal mendasar bagi 
keberlangsungan sumberdaya ikan di kawasan sungai tersebut. Oleh karenanya, makalah ini 
bertujuan untuk menganalisis perilaku ekologis masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya 
sungai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Nagari Manggilang Kecamatan 
Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap di daetah aliran 
sungai Batang Talagiri dan Batang Manggilang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yang menginterpretasikan secara logic hubungan antara faktor-faktor pendorong, implementasi serta 
implikasi perilaku ekologis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku ekologis masyarakat 
Nagari Manggilang dalam memperlakukan sungai didukung oleh beberapa hal yaitu kondisi geografis, 
pola kepemimpinan, hukum adat, dan sistem mata pencaharian masyarat. Keempat unsur ini turut andil 
dalam melestarikan perilaku ekologis tersebut. Perilaku ekologis masyakat Manggilang yang terwujud 
dalam lubuk larangan tidak hanya berimplikasi terhadap perilaku ekologi masyarakat secara kolektif, 
juga merubah perilaku sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih produktif dan memiliki nilai moral 


yang tinggi. 


Kata Kunci: perilaku ekologis, lubuk larangan, sungai 


ABSTRACT 


Ecological behavior is a potential capital of sustainable resources. This paper aims to study the 
ecological behavior of local communities in the use of river resources. This study was conducted in 2012 
at Nagari Manggilang, Pangkalan Koto Baru, Lima Puluh Kota District, West Sumatera with the objects 
are the community who settled in the watershed of the Batang Talagiri river and Batang Manggilang 
river. Data analysed by using descriptive gualitative that interpreted logically the relation among the 
supportive factors, implementation factors, and the implication of the ecological behavior. The results 
showed that the ecological behavior of Nagari Manggilang' residents in treating the river suppoerted by 
several elements: geography, leadership patterns, customary laws, and livelihood systems. All of these 
elements contributed to preserve the ecological behavior. This ecological behavior at Nagari Manggilang’ 
residents that materialized as “Lubuk Larangan” was not only implicated to the ecological behavior of the 
society, but also changed the social behavior as well as economic behavior towards a more productive 
society and higher morale values. 


Keywords: ecological behavior, lubuk larangan, river 
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PENDAHULUAN 


Sumberdaya kelautan dan perikanan tidak 
hanya mempunyai nilai ekonomi tapi termasuk 
didalamnya nilai ekologi dan nilai sosial. Ketiga 
nilai ini saling terikat dan saling mempengaruhi dan 
turut andil dalam menciptakan perilaku manusia 
terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. 
Keberadaan sumberdaya sejatinya memang 
diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia. Namun, insting manusia yang cenderung 
mementingkan tujuan dan keinginan sesaat sering 
melahirkan perilaku yang lebih mementingkan nilai 
ekonomi ketimbang nilai ekologi dan nilai sosialnya. 
Padahal, dalam jangka waktu panjang, hilangnya 
salah satu nilai tersebut akan mengurangi nilai-nilai 
yang lain. 


Kerusakan sumberdaya perikanan baik 
sumberdaya perikanan pesisir maupun sungai 
salah satunya diakibatkan oleh prilaku destruktif 
masyarakat baik dalam pemanfaat sumberdaya 
tersebut. Perilaku destruktif ini ditunjang oleh 
semakin majunya peradaban manusia dalam 
menciptakan teknologi yang dibungkus dengan 
kampanye modernisasi. Hilangnya beberapa 
species ikan di Sungai Brantas yang semula 
terdapat 17 species ikan air tawar pada tahun 2009 
menjadi 11 species di tahun 2011 diindikasikan 
disebabkan oleh menurunnya kualitas air sungai dan 
berkurangnya habitat ideal bagi ikan (Anonymous, 
2011). Lebih lanjut sumber dari harian tersebut 
mengatakan bahwa menurunnya kualitas air sungai 
menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah 
habitat ideal bagi ikan, selain rusaknya fisik sungai. 


Hal sama terjadi di Sungai Cisadane dan 
Sungai Ciliwung, Hadiaty1 (2010) mengungkapkan 
bahwa species ikan yang berada di DAS Ciliwung 
dari hulu sampai hilir sudah mulai punah. Dari 187 
jumlah species yang tersisa kini hanya 15 species. 
Sedangkan di DAS Cisadane dari 135 jenis ikan 
yang ada kini hanya tinggal 38 jenis saja. 


Kondisi ini diakibatkan oleh perilaku 
masyarakat pemanfaat sungai baik di daerah 
aliran sungai maupun yang jauh dari daerah 
aliran sungai seperti aktifitas penambangan pasir, 
pembuangan limbah industri dan rumah tangga, 
penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah 


lingkungan, dil. Selain itu political will yang bias 
darat menyebabkan daerah aliran sungai tidak 
menjadi prioritas pembangunan. 


Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat 
bahwa menurunnya kualitas sumberdaya sungai 
disebabkan oleh perilaku masyarakat yang 
cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan 
ekonomi terhadap sungai tersebut. Padahal, selain 
homo economicus, perlu disadari bahwa manusia 
pun secara fitrahnya merupakan homo socius dan 
homo ecologicus. Perilaku yang mempertimbangkan 
keseimbangan antara pemenuhan kepentingan 
ekonomi, ekologi dan sosial merupakan hal yang 
penting agar pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya tidak hanya mampu mememuhi 
kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan mental 
spiritual, baik untuk generasi sekarang maupun 
generasi yang akan datang. 


Masyarakat di daerah aliran sungai 
di Sumatera Barat mempunyai mekanisme 
pengelolaan sumberdaya sungai yang 
mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Pada 
awalnya orientasi pengelolaan mengarah pada 
pelestarian sumberdaya hayati sungai seperti 
perlindungan ikan dan ekosistem di sekitar sungai. 
Sehingga, masyarakat digiring untuk berprilaku 
ekologisterhadap sungai. Dalam perkembangannya, 
masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan 
ekologis berupa bertambahnya populasi 
dan keragamanan ikan, namun mereka pun 
mendapatkan mata pencaharian alternatif baru 
sebagai penyedia jasa pariwisata, dan yang sangat 
penting adalah terjalinnya kohesifitas sosial yang 
semakin erat. Mekanisme pengelolaan sungai 
tersebut dikenal dengan nama “lubuk larangan”. 


Berdasarkan hal tersebut, penulisan 
makalah ini bertujuan untuk menganalisis 
perilaku ekologis masyarakat dalam mengelola 
dan memanfaatkan sungai dalam kelembagaan 
Lubuk Larangan. Analisis tersebut terkait dengan 
mengapa masyarakat berperilaku ekologis, 
implementasi perilaku ekologis, dan implikasi 
perilaku ekologis terhadap kehidupan masyarakat. 
Uraian ketiga sub bahasan tersebut diharapkan 
dapat menjadi bahan bagi upaya pemberdayaan 
masyarakat di sekitar daerah aliran sungai secara 
berkelanjutan. 


"Peneliti LIPI, Disampaikan pada wartawan harian Pikiran Rakyat tanggal 13 Mei 2010, 


yang dimuat dalam http://www.pikiran-rakyat.com 


242 


Lubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal ....... 


METODOLOGI 


Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 
2012 di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan 
Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Koto Provinsi 
Sumatera Barat. Data diambil melalui wawancara 
mendalam, observasi dan kaji literatur. Wawancara 
dilakukan terhadap informan yaitu masyarakat 
umum, tokoh adat (ninik mamak), tokoh pemuda, 
aparat pemerintahan Nagari Manggilang, pengurus 
Pokmaswas Manggilang Jaya Sakato, dan aparat 
Dinas Kelautan dan Perikanan Lima Puluh 
Kota. Sementara Observasi dilakukan terhadap 
lingkungan sekitar lubuk larangan baik lingkungan 
biotik maupun abiotik. 


Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang 
terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, display 
data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap 
reduksi data, data yang terkumpul dipilih sesuai 
dengan fokus kajian. Setelah itu dilakukan display 
data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan 
sub-sub pembahasan yang kemudian disusun 
secara sistematis dan ditampilkan dalam sebuah 
matriks. Penampilan dalam sebuah matriks akan 
memudahkan untuk melihat hubungan antar sub 
pembahasan untuk kemudian ditarik sebuah 
kesimpulan. 


Perilaku Ekologis Masyarakat 
dalam Sistem Lubuk Larangan 


Manggilang 


Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai tanggapan atau reaksi 
individu terhadap rangsangan atau lingkungan. 
Perilaku ekologis adalah sebuah konsep yang berisi 
seperangkat nilai, norma, simbol, pengetahuan, 
pengalaman, aksi dan makna-makna yang 
kemudian membentuk tindakan manusia secara 
dinamis terhadap lingkungan fisik atau alam yang 
ada disekitarnya. Sementara itu, kata “Lubuk 
Larangan”secara terminologi berasal dari dua kata 
yaitu lubuk dan larangan. Lubuk mempunyai arti 
bagian yang dalam di sungai, sedangkan larangan 
adalah aturan yang melarang suatu perbuatan. 
Jadi, lubuk larangan adalah suatu kawasan yang 
berada di daerah aliran sungai yang dikelola oleh 
masyarakat melalui berbagai aturan baik formal 
maupun nonformal. Belum ada informasi yang 
valid kapan lubuk larangan mulai dilakukan oleh 
masyarakat namun saat ini tercatat terdapat ..... 
buah lubuk larangan di Kabupaten Lima Puluh 
Kota. 


benni (Nendah Kurniasari, Maharani Yulisti, Christina Yuliaty) 


Lubuk larangan di Nagari Manggilang diberi 
nama “Manggilang Jaya Sakato” sesuai dengan 
nama Kelompok Masyarakat Pengawasnya yaitu 
Pokmaswas Manggilang Jaya Sakato (Pokmaswas 
Manjato). Pokmaswas merupakan sebuah lembaga 
yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lubuk 
larangan tersebut. Pembentukan lubuk larangan 
melalui sebuah musyawarah warga yang terdiri 
dari berbagai unsur masyarakat diantaranya 
adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, 
perwakilan tiap jorong, aparat pemerintahan nagari, 
dan unsur masyarakat lainnya. 


Lubuk larangan dapat dikatakan sebagai 
aktualisasi perilaku ekologis masyarakat Nagari 


Manggilang. Implementasi perilaku ekologis 
tersebut dapat dilihat dari 4 hal yaitu 1). 
Kemampuan membagi wilayah pengelolaan 


berdasarkan kepentingan ekologi, ekonomi dan 
sosial, 2). Kemampuan melakukan pengambilan 
keputusan secara kolektif sehingga berimplikasi 
pada aspek psikis masyarakat untuk memiliki 
bersama dan mentaati setiap keputusan bersama, 
3). Kemampuan membangun mekanisme 
penegakkan hukum yang efektif meminimalisir 
pelanggaran dan meredam konflik secara damai, 
dan 4). Kemampuan melakukan sosialisasi 
dengan baik sehingga tidak hanya masyarakat 
Nagari Manggilang yang mengetahui peraturan 
lubuk larangan, namun masyarakat di luar nagari 
pun mengetahui, menghargai dan ikut mentaati 
kesepakatan lokal tersebut. 


Zona ekologi, ekonomi dan sosial pada Lubuk 
Larangan 


Zonasi sungai yang masuk dalam lubuk 
larangan Manggilang Jaya Sakato di Nagari 
Manggilang memang belum memiliki batas-batas 
formal berupa keterangan tertulis di wilayah lubuk 
larangan, namun batas-batas alam sudah ditentukan 
dalam musyawarah warga dan tersosialisasi dengan 
baik sehingga masyarakat Nagari Manggilang dan 
masyarakat Nagari di sekitarnya sudah mengetahui 
dengan baik. Zonasi tersebut terbagi menjadi zona 
inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan. 


Pembagian zonasi pada lubuk larangan 
Manggilang tidak semata-mata hanya 
memperhatikan nilai ekologi dari sumberdaya 
sungai tapi juga nilai ekonomi dan nilai sosialnya. 
Zona inti yang mempunyai luas wilayah sekitar 
6.000 m? merupakan zona yang lebih banyak 
berfungsi sebagai zona ekologi karena zona ini 
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merupakan zona konservasi (perlindungan dan 
pelestarian sumberdaya) yang diperuntukkan bagi 
perkembangbiakan ikan dan tidak boleh diganggu/ 
dimanfaatkan selama dalam masa pengelolaan 
lubuk larangan. Sementara Zona penyangga yang 
mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.500 m? 
merupakan zona pembatas antara zona inti dan 
pemanfaatan lebih ditujukan untuk memenuhi nilai 
ekonomi dan nilai sosial. Pada zona ini diberlakukan 
buka tutup lubuk dengan aturan yang disepakati 
bersama. 


Nilai sosial tercermin jelas dalam mekanisme 
pengelolaan zona penyangga terutama ketika 


pelaksanaan buka lubuk. Mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan 
sarat akan semangat kebersamaan dengan 


menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas. Begitupun 
dalam penggunaan uang hasil pembukaan lubuk, 
diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas-fasilitas 
sosial seperti masjid dan infrastruktur lainnya 
dan kegiatan-kegiatan sosial budaya misalnya 
penyelenggaraan acara adat perayaan idul fitri. 


Zona pemanfaatan mempunyai luas wilayah 
40.500 m?, mulai dari batas zona penyangga yaitu 
Muara Asahan sampai dengan pelompatan beruk 
di Batang Talagiri. Pada zona ini masyarakat dapat 
memanfaatkan sumberdaya sungai kapan saja 
namun dengan peralatan dan tatacara yang telah 
disepakati bersama. Pada zona ini mengakomodir 


kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan 
sumberdaya sungai jika sewaktu-waktu mereka 
membutuhkannya. 


Terbaginya sungai menjadi zona inti, zona 
penyangga dan zona pemanfaatan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Berdasarkan 
PP tersebut, lubuk larangan termasuk salah 
satu kawasan konservasi sumberdaya ikan yaitu 
upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan 
sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis 
dan genetik untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragaman sumberdaya ikan. Jadi, perilaku 
ekologis masyarakat Manggilang dalam mengelola 
sungai tidak hanya dilindungi oleh aturan adat dan 
Keputusan Wali Nagari, namun dilindungi pula oleh 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang 
merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004. 


Pengambilan Keputusan dalam Pelaksanaan 
Lubuk Larangan 


Selain mampu membuat zonasi atas 
pelaksanaan perilaku ekologisnya dengan sangat 
baik, masyarakat manggilang pun mampu 
membuat mekanisme pengambilan keputusan 


Jorong Sebrang Pasar 


Zona Penyangga, 300 m 


| 
Batang manggilang! 


Jorong Pasar 


| 
ZonalPemanfaatan, 2.700 m 


Jorong Mudik Pasar 


Jorong Lubuk Jantan 


Gambar 1. Zonasi Lubuk Larangan Manggilang Jaya Sakato di Nagari Manggilang, Sumatera Barat. 
Figure 1. Zoning of Lubuk Larangan Manggilang Jaya Sakatoin Nagari Manggilang, West Sumatra. 


Sumber: Kurniasari et al., 2012 
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secara kolektif berdasarkan prinsip partisipatif dan 
representatif. Pengambilan keputusan ini terkait 
dengan mekanisme pengelolaan, mekanisme 
penegakkan aturan dan penentuan sanksi atas 
setiap pelanggaran yang terjadi. Keputusan kolektif 
yang pada dasarnya merupakan kesepakatan lokal 
ini merupakan pedoman dan payung hukum informal 
bagi perilaku ekologis masyarakat Manggilang. 


Keputusan bersama dalam hal pengelolaan 
lubuk terkait dengan waktu buka tutup lubuk, 
aturan dalam buka tutup lubuk, distribusi hak, 
dan mekanisme pengawasan dan pemberian 
sanksi. Waktu buka tutup ditentukan yaitu pada 
saat menjelang Bulan Ramadhan. Sedangkan alat 
tangkap yang diijinkan adalah serok, pancing dan 
jala. Semua jenis ikan boleh diambil sepanjang 
ikan tersebut ada di zona penyangga dan zona 
pemanfaatan. Dengan dibatasinya jenis alat 
tangkap maka diharapkan ikan-ikan kecil tidak 
ikut terjaring. Peserta buka lubuk tidak hanya 
masyarakat lokal, masyarakat dari nagari tetangga 
pun dapat berpartisipasi. Hasil panen dimanfaatkan 
untuk pembangunan nagari seperti perbaikan jalan, 
mesjid dan mushala, kegiatan sosial, pendidikan, 
kegiatan pemuda dan pembelian benih ikan untuk 
restocking. 


Mekanisme pengambilan keputusan secara 
kolektif pun dilakukan untuk menentukan distribusi 
hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
sungai. Distribusi hak tersebut terkait dengan hak 
mengakses, hak memanfaatkan, hak mengelola, 
dan hak memindahtangankan (Ostrom, 1990). 
Setiap orang, baik masyarakat Nagari Manggilang 
maupun masyarakat di luar nagari berhak mengkses 
sumberdaya sungai untuk berbagai kepentingan 
misalnya melintas dengan menggunakan perahu 
atau pun berenang sepanjang sungai tersebut, 
asalkan tidak mengambil ikan ataupun biota laut di 
dalamnya. Selama ini petani karet sering melintasi 
sungai ketika mengangkut hasil panennya atau pun 
menggunakan air sungai untuk merendam karet 
tersebut. 


Sementara hak pemanfaatan sumberdaya 
sungai didasarkan pada zonasi yang telah 
dibuat. Pada zona pemanfaatan setiap warga 
Nagari Manggilang bisa mengambil ikan setiap 
saat, sementara masyarakat diluar nagari 
manggilang hanya diberi hak mengakses tanpa 
hak memanfaatkan. Pada zona penyangga, semua 
masyarakat baik waraa nagari maupun diluar 
warga nagari diberi kesempatan untuk mengambil 
sumberdaya ikan pada masa buka lubuk dengan 
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mekanisme yang telah diatur oleh panitia, 
sementara diluar masa itu tidak ada yang boleh 
mengambilnya. Pada zona inti semua warga tidak 
boleh memanfaatkan sumberdaya wilayah tersebut 
baik itu berupa ikan maupun biota lainnya. Zona 
inti benar-benar diperuntukan sebagai wilayah 
konservasi. 


Hak pengelolaan lubuk larangan diserahkan 
kepada Pokmaswas yang beranggotakan setiap 
unsur masyarakat yaitu perwakilan dari nagari, para 
ninik mamak dari setiap suku, Bundo Kanduang, 
tokoh agama dan tokoh pemuda. Pengelolaan 
ini diantaranya terkait dengan penentuan dan 
mekanisme buka tutup lubuk, penetapan jenis 
sanksi atas setiap pelanggaran, serta berbagai 
kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
mengembangkan lubuk agar lebih bermanfaat bagi 
masyarakat. 


Mekanisme Penegakkan Aturan dalam Lubuk 
Larangan 


Mekanisme pengambilan keputusan sangat 
berpengaruh terhadap keberlanjutan norma yang 
berlaku di dalam masyarakat. Begitupun norma- 
norma yang berkaitan dengan pengelolaan lubuk 
larangan. Norma adalah aturan-aturan yang berisi 
petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh 
dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Jadi 
perilaku ekologis masyarakat manggilang bukanlah 
perilaku yang bersifat individual, namun perilaku 
yang bersifat massal atau kolektif. Dalam ilmu 
psikologi sosial yang dilihat dari sudut pandang 
sosiologi, perilaku masyarakat bukanlah merupakan 
hasil atau agregat dari perilaku-perilaku individu, 
tapi perilaku individu dibentuk karena adanya 
norma-norma yang mengikat setiap individu untuk 
melakukan dan mentaati setiap norma yang 
disepakati bersama sehingga membentuk perilaku 
masyarakat. 


Terdapat dua jenis aturan, pertama aturan 
yang tersurat yaitu aturan yang tertuang di dalam 
Keputusan Wali Nagari Manggilang No. 05 tahun 
2006 tanggal 28 Juli 2006. Peraturan yang 
tersurat diataranya adalah jenis sanksi yang harus 
dikenakan jika terdapat pelanggaran yaitu adanya 
sanksi material dan sanksi sosial. Sanksi material 
berupa kewajiban memberikan semen sepuluh sak 
untuk setiap kilogram ikan yang diambil pada zona 
inti, sementara bila pelanggaran terjadi di zona 
penyangga maka pelanggar dikenakan denda 
tiga sak semen. Kedua adalah perturan yang 
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tersirat, artinya perturan yang tidak tertulis dalam 
Keputusan Wali Nagari namun berlaku di dalam 
masyarakat. Salah satu contoh perturan yang 
tersirat tersebut adalah saksi yang dikenakan 
kepada tokoh masyarakat yang melakukan 
pelanggaran adalah sebesar dua kali lipat dari 
sanksi yang dikenakan kepada masyarakat umum. 
Jadi jika ada tokoh masyarakat baik itu aparat 
pemerintahan nagari, maupun tokoh adat yang 
melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi 
duapuluh sak semen untuk pelanggaran di zona 
inti dan enam sak semen untuk pelanggaran yang 
dilakukan di zona penyangga. 


Perbedaan jenis sanksi kepada pelanggar 
yang berasal dari kalangan masyarakat umum 
dengan pelanggar yang berasal dari pemuka 
masyarakat pada pelaksanaan lubuk larangan 
di lubuk larangan Manggilang Jaya Sakato 
merupakan hal yang menarik dan tidak ditemukan 
di lubuk larangan yang lain. Hal ini menunjukkan 
bahwa masyarakat Nagari Manggilang masih 
menekankan bahwa moralitas merupakan 
prasyarat bagi setiap pemimpin. Bagi mereka, nilai 
moralitas pemimpin merupakan landasan perilaku 
kolektif masyarakat, karena pemimpin atau tokoh 
masyarakat merupakan panutan yang akan ditiru 
oleh masyarakatnya. Penetapan sanksi dilakukan 
oleh dewan adat yang terdiri dari unsur Kerapatan 
Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, Bamus, Pemuda, 
Tokoh agama dan tokoh masyarakat. 


Penegakan sanksi tersebut sangat ketat 
diawasi dan ditegakkan baik oleh pemerintahan 
nagari maupun lembaga adatnya. Jika si pelanggar 
belum melunasi sanksi yang dikenakan padanya 
maka pelanggar tersebut masih mempnyai 
utang adat dan akan dikenakan sanksi sosial 
berupa pengucilan dari masyarakat diantaranya 
adalah tidak dilibatkannya dalam acara-acara 
adat contohnya ketika ada kerabat yang akan 
melaksanakan kenduri maka ia tidak akan diundang. 
Dalam hal pemerintahan nagari, pelanggar 
yang masih mempunyai utang adat tidak akan 
dilayani kepentingannya terkait administrasi 
kependudukan di kenagarian misalnya tidak akan 
dibuatkan KTP atau surat ijin lainnya. 


Faktor Yang Mendukung Perilaku Ekologis 
dalam Sistem Lubuk Larangan 


Sebagai sebuah respon dari situasi di luar 
subjek tertentu, perilaku ekologis sebuah masyarakat 
dipengaruhi oleh situasi-situasi lingkungan di 
sekitanya. Oleh karenanya, mempelajari setting 
lingkungan merupakan hal mendasar dalam 
mempelajari kenapa suatu masyarakat mempunyai 
perilaku yang khas dalam memperlakukan alam. 
Salah satu aspek lingkungan yang berpengaruh 
adalah kondisi geografis. Kurnisari dan Reswati 
(2011) mengatakan bahwa setting geografis 
lingkungan akan memberi kesempatan mayarakat 
penghuninya untuk membuat peradaban guna 
memenuhi kebutuhan dan upaya mempertahankan 
diri. Veitch dan Arkkelin dalam literatur yang 
sama mengatakan bahwa dengan mengetahui 
setting tempat maka dapat diprediksi perilaku 
atau aktivitas yang terjadi. Setting lingkungan 
yang spesifik akan menyebabkan perbedaan 
pengetahuan seseorang dalam memaknaipengaruh 
lingkungan terhadap kehidupannya. Sementara 
itu, Winangun (2009) mengemukakan bahwa 
dengan pengetahuan manusia mengenali peristiwa 
dan permasalahan, menganalisa, mengurai, 
mengadakan interpretasi dan menentukan 
pilihan-pilihan. Begitu pun dalam fenomena lubuk 
larangan, seting geografis nagari memegang 
peranan penting dalam membentuk pengetahuan 
masyarakat untuk kemudian bertindak. 


Nagari Manggilang adalah sebuah desa 
yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Lima 
Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Wilayah 
ini dialiri oleh sungai besar yaitu Batang? Talagiri 
dan Batang Manggilang. Keterikatan masyarakat 
Manggilang terhadap sungai terlihat dari intensitas 
kegiatan mereka yang berhubungan dengan 
sungai. Mata pencaharian utama masyarakatnya 
adalah bertani dan berladang, dengan komoditas 
unggulannya adalah karet dan pinang. Umumnya 
kebun karet dan pinang terdapat di pegunungan, 
dan mereka memanfaatkan sungai untuk 
membawa hasil panennya ke pasar yang ada di 
wilayah yang lebih rendah. 


?Batang adalah istilah lokal untuk sungai , batang talagiri berarti sungai yang bernama talagiri 
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Sungai bagi masyarakat Manggilang 
tidak hanya sebagai sarana transportasi yang 
menunjang perekonomian mereka, namun 
sungaipun merupakan tempat kegiatan sosial. 
Bagi sebagian masyarakat, sungai digunakan 
untuk keperluan mandi dan mencuci, sehingga 
sungai pun merupakan tempat kegiatan sosial 
dimana anggota masyarakat terutama ibu-ibu 
saling berinteraksi dan anak-anak bermain dan 
berenang sambil tertawa riang. Mulyadi (2005) 
menyimpulkan risetnya tentang kehidupan 
masyarakat yang hidup bersama dengan sungai 
di Riau bahwa terikatnya kehidupan masyarakat 
terhadap sungai telah membentuk “budaya sungai”. 
Hal ini dibuktikan pula oleh fakta sosial yang terjadi 
pada masyarakat Manggilang seperti diuraikan 
di atas. Budaya sungai Masyarakat Manggilang 
semakin terlembaga dengan baik semenjak 
dijadikannya wilayah sungai sebagai “Lubuk 
larangan”. Jadi, Lubuk larangan bisa dikatakan 
sebagai salah satu contoh budaya sungai yang ada 
pada masyarakat Indonesia yang hidup di daerah 
aliran sungai. 


Selain dipengaruhi oleh kondisi geografis, 
perilaku masyarakat dipengaruhi pula oleh latar 
masyarakat 


belakang adat istiadat tersebut. 


Sistem Mata 
Pencaharian/ 
livelihood 
systems 
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Masyarakat Nagari Manggilang merupakan 
masyarakat adat. Masyarakat adat menurut 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, 
adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 
hukum adatnya sebagai warga bersama 
suatu persekutuan hukum karena kesamaan 
tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan. 
Sementara Tania dalam Syahyuti (2012) lebih 
spesifik mendefinisikan masyarakat adat dilihat 
dari aspek aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. 
Menurutnya, masyarakat adat adalah orang yang 
hidupnya tergantung pada sumber daya alam 
dan akses tersebut diperoleh secara adat atau 
kebiasaan. Dalam arti lain, masyarakat menentukan 
distribusi hak dalam pemanfaatan sumberdaya 
berdasarkan mekanisme adat yang dianutnya, 
bukan berdasarkan peraturan formal yang dibuat 
oleh pemerintah. 


Besarnya peran adat dalam kehidupan 
masyarakat Manggilang merupakan indikasi bahwa 
kepimpinan yang dianut adalah “kepemimpinan 
tradisional. Meskipun kepemimpinan “rasional- 
legal” tetap ada dalam mengatur 
pengadministrasian pemerintahan nagari 
Manggilang, namun secara faktual kepemimpinan 


Geografis/ 
geography 


Perilaku ekologis/ 
ecological 
behaviour 


Hukum Adat/ 
Adat law 


Kepemimpinan/ community 
leadership 


Gambar 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekologis Masyarakat Nagari Manggilang, 


Sumatera Barat. 


Figure 2. Factors That Influence the Ecological Behavior of Nagari Manggilang Society, West 


Sumatra. 
Sumber: Data Primer Diolah, 2012 
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tradisionallah yang dominan mengatur sistem sosial 
kemasyarakatan, sementara pemerintahan Nagari 
mengatur masalah administrasi pemerintahan. 
Kepemimpinan tradisional adalah orde sosial yang 
bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan kuno yang 
mana status dan hak-hak pemimpin juga sangat 
ditentukan oleh adat kebiasaan (Fatimah, 2011). 
Kerukunan masyarakat Manggilang tidak terlepas 
dari peran ketua suku yang disebut ninik mamak. 
Kepatuhan masyarakat terhadap ninik mamak, 
menjadikan ninik mamak sebagai tokoh sentral 
dalam membentuk perilaku kolektiftermasuk perilaku 
ekologis masyarakat dalam memanfaatkan sungai. 
Pada awal pendiriannya terdapat beberapa warga 
yang tidak setuju dengan kegiatan lubuk larangan 
karena mereka berpendapat bahwa sungai milik 
umum sehingga siapa pun dapat memanfaatkannya 
tanpa ditetapkan aturan yang mengikat. Namun, 
tokoh adat kemudian terus mengadakan sosialisasi 
akan pentingnya keberadaan lubuk larangan, 
sehingga masyarakat kemudian menyadari dan 
berperan serta dalam pengelolaan lubuk larangan 
(Kurniasari et al, 2012). 


Terkait dengan perilaku ekologis masyarakat 
yang tercermin dalam kelembagaan lubuk larangan, 
terbaginya masyarakat kedalam suku-suku 
menjadikan pembinaan dan pengawasan menjadi 
lebih efektif. Ditinjau dari aspek psikologi, Sarwono 
(2005) mengatakan bahwa dalam kelompok yang 
lebih kecil setiap individu lebih bertanggungjawab, 
lebih efektif, dan lebih terikat pada kelompok, dan 
cenderung untuk tidak mengambil lebih dari apa 
yang diperlukan. Anggota suku cenderung akan 
mematuhi kesepakatan-kesepakatan kelompoknya, 
dan Ninik mamak dapat secara efektif membentuk 
perilaku masyarakat dan mengawasi perilaku 
anggotanya termasuk pelanggaran-pelanggaran 
terhadap kesepakatan-kesepakatan dalam 
pengelolaan lubuk larangan. 


Kondisi lain yang mendukung terpeliharanya 
perilaku ekologis masyarakat  Manggilang 
terhadap sungai adalah sistem mata pencaharian 
masyarakat yang tidak mengandalkan 
sumberdaya sungai. Oleh karenanya mereka 
tidak mengeksplorasi sumberdaya sungai untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka 
umumnya merupakan petani yang memiliki 
areal pertanian di wilayah pegunungan. Mereka 
menjadikan sungai sebagai sarana penunjang 
aktivitas ekonomi yang mereka jalankan yaitu 
sebagai sarana transportasi untuk mengangkut 
hasil panen dari kebun ke pasar. 
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Jika dilihat dari sejarahnya, Inisiasi 
pembentukan lubuk larangan dilatarbelakangi 
oleh fakta yang dirasakan oleh sejumlah warga 
bahwa kondisi sungai semakin buruk dari tahun 
ke tahun baik kualitas airnya, maupun jenis ikan 
yang terdapat di perairan tersebut misalnya ikan 
kapiyek (puntius schwanefeldi) dan ikan garing 
(tor tambroides) yang dulu banyak semakin 
berkurang. Pembentukan lubuk larangan pun tidak 
terlepas dari karakter masyarakat Manggilang 
yang terbuka terhadap hal-hal yang bersifat positif. 
Menurut pengakuan salah satu tokoh masyarakat 
bahwa mereka mengadakan lubuk larangan ini 
setelah salah seorang tokoh masyarakat melihat 
keberhasilan lubuk larangan yang ada di Pasaman. 
Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi difusi 
kebudayaan dari Pasaman ke Manggilang. Difusi 
kebudayaan ini terjadi karena adanya kontak atau 
komunikasi antara pemuka masyarakat manggilang 
dengan pemuka masyarakat di Pasaman. Difusi 
budaya sungai -dalam hal ini adalah lubuk 
larangan- ini menjadi efektif berkembang di 
Manggilang karena pengaruh status inovator 
atau pembawa inovasi yaitu sebagai pemuka 
masyarakat. Tipe masyarakat Manggilang yang 
patuh terhadap pemimpinnya terutama pemimpin 
suku menyebabkan ide pendirian lubuk larangan 
mendapat sambutan masyarakat dan berkembang 
dengan baik. 


Tidak hanya respon positif yang diberikan oleh 
masyarakat, pemerintah nagari pun menyambut 
baik dengan mengeluarkan Keputusan Wali Nagari 
Manggilang No 5 Tahun 2006 sebagai payung 
hukum pelaksanaan lubuk larangan di Manggilang. 
Hal ini sejalan dengan konsep yang diusung oleh 
Poerwanto (2000) bahwa dalam difusi kebudayaan 
dipengaruhi oleh peranan suatu kekuatan (power) 
dan aspek psikologis. 


Implikasi Perilaku Ekologis 


Lubuk larangan yang merupakan 
salah satu wujud perilaku ekologis masyarakat 
Manggilang, tidak hanya membawa implikasi pada 
berubahnya perilaku ekologi namun berkontribusi 
pula dalam mempertahankan perilaku sosial dan 
membangun perilaku ekonomi ke arah yang lebih 
produkstif. Implikasi terhadap perilaku ekologis 
yang dibawa oleh pelaksanaan lubuk larangan 
adalah berubahnya pemanfaatan sungai yang 
semula untuk kegiatan MCK (mandi cuci kakus) 
sekarang kegiatan tersebut berangsur-angsur 
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menghilang. Saat ini sebagian besar masyarakat 
sudah mempunyai tempat MCK di rumah. Hal ini 
selain disebabkan oleh kesadaran mereka bahwa 
limbah kegiatan MCK akan mencemari sungai dan 
semakin bertambahnya jumlah ikan buntal yang 
dapat melukai mereka saat melakukan aktivitas 
MCK di sungai. 


Implikasi terhadap perilaku sosial, 
diantaranya adalah berubahnya perilaku muda- 
mudi dalam menyambut bulan Ramadhan. 
Sebelum diadakan lubuk, banyak kaum muda yang 
menyambut bulan Ramadhan dengan melakukan 
kegiatan yang dianggap tidak “elok dipandang” 
misalnya berkumpul mengadakan pesta atau 
bahkan berduaan dengan pasangan yang dianggap 
tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. 
Setelah adanya lubuk yang dibuka menjelang 
bulan puasa, maka perilaku muda-mudi ini berubah 
karena mereka akan turut melakukan pembukaan 
lubuk dan bersuka ria bersama dengan seluruh 
warga. Hal ini pun turut merekatkan hubungan 
sosial diantara mereka. 


Kaitannya dengan perilaku ekonomi, 
masyarakat ditantang untuk meningkatkan 
kreatifitasnya terhadap potensi ekonomi yang 
dapat diambil dari adanya lubuk larangan ini. 
Masyarakat yang semula hanya menggatungkan 
hidupnya dari produksi pertanian yaitu karet 
dan gambir, dengan adanya lubuk larangan bisa 
memanfaatkan waktu luang mereka sebelum 
panen dengan menyediakan layanan jasa 
pariwisata di sekitar lubuk larangan sehingga lebih 
produktif. Kegiatan ekonomi yang dapat mereka 
lakukan adalah penyewaan ban untuk berenang 
dan membuka warung-warung yang menyediakan 
makanan dan minuman ringan bagi pengunjung 
lubuk. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Perilaku ekologis masyarakat Nagari 
Manggilang dalam memperlakukan sungai didukung 
oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi 
geografis, pola kepemimpinan, hukum adat, dan 
sistem mata pencaharian manyarakat. Keempat 
unsur ini turut andil dalam melestarikan perilaku 
ekologis tersebut. Perilaku ekologis masyakat 
Manggilang yang terwujud dalam lubuk larangan 
tidak hanya berimplikasi terhadap perilaku ekologi 
masyarakat secara kolektif, tetapi merimplikasi pula 
terhadap perilaku sosial ekonomi masyarakatnya. 


benni (Nendah Kurniasari, Maharani Yulisti, Christina Yuliaty) 


Perubahan ini mengarah pada perubahan perilaku 
yang lebih membawa nilai positif yaitu lebih 
bermoral dan lebih produktif. 
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